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BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
EA NOMOR 5 TAHUN 2016 '

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH j'

e I/ Menimbah

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016—2021
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN
bal"l‘\-avé.untuk melaksanakan ketentﬁan Pasal. ‘264 ayat ‘(1)
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah  ‘sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan. Undang-Undang = Nomor - 9 Tahun 2015 tentang

e P_erub_ahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
" tentang -Pemerintahan Daerah, perlu “menetapkan Peraturan

Daerah -tentang . Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah__Kabupéten Pacitah_rTahun120176-202 1;

Mengingét :

1 ‘?Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republlk
: ‘Indonesm 'I‘ahun 1945; :

2, 'Undang Undang Nomor 12 - tahun 1950 tentang

~ ~ Pembcntukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan .

. -Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Repubhk ,

" Indonesia Nomor '9) - sebagalmana telah diubah dengan

- -'_Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara

"Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor .19, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indone&a Nomor 2730);

- 3. "-'Undang Undang Nomor 25 .tahun 2004 tentang Sistem

'Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran -Negara
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indone51a Nomor 442 1);

4 Undang Undang Nomor } 12_':. Tahun 2011 tentang

- Pernbentukan  Peraturan : Perundang undangan (Lembaran
" Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234); : :

5. Undang-Undang Nomor 23 . Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia
'Tahun 2014 "Nomor :244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia ‘Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapakali- - diubah terakhir ..dengan Undang-Undang
'Nnmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
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14.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata

~Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden nomor 87 tahvym 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 {(Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahum 2011 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa
Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahium 2014 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor J5);

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susiman Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

dan
BUFATI PACITAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN

2016 - 2021.
"BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata
Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
- tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 {Lembaran

- Daerah Prov1n31 Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa
Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa

 Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 135); '

12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019 (Lembaran
Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

- Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 {Lembaran
- Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2016 Nomor 4). '

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
: dan

- BUPATI PACITAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN
2016 - 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pac1tan



3. Bupati adalah Bupati Pacitan;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
'RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan untuk
periode 20 (dua puluh) tahun;

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan umtuk
periode S (lima) tahun;

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pacitan umtuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahuman daerah;

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk
periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan untuk periode 1
(satu) tahun;

11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan;

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi;

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi;

14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk
mencapai tujuan;

15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan rnenggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai misi;

16.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (input] untuk menghasilkan
keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB I
RPJMD

Pasal 2
(1) RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan:
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(2)

(1)

a. Visi dan Misi Bupati, dan

b. Tuyjuan, sasaran yang disertai indikator sasaran, arah kebijakan, dan
program daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program PD, program lintas PD, dan program
kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka reégulasi yang bersifat indikatif'
dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam
penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD.

Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun sebagai
berikut :

BABI : PENDAHULUAN;

BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;

BABIIl : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BSERTA
KERANGKA PENDANAAN;

BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS;

BABV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

(2)

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN;

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH;

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

Isi, uraian dan matrik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

RPJMD bersifat indikatif.

BAB H1
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 4

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan,
tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan penimdang-
undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan
nasional;

d. Merugikan Kkepentingan nasional yaitu apabila bertentangan dengan
kebijakan nasional; dan/atau :

e. Sebab lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial
dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak merubah target pencapaian

sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan RPJMD
tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KBTENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pacitan tahun 2016
dinyatakan tetap berlaku sampal berakhirnya tahum anggaran 2016.

BABYV
KETENTUAN PENUTUP

| “ Pasal 6
®

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diimdangkan.
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumdangan Peraturan

N N

Daerah ini dengan penempatah dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal: 4 - 10 - 2016

rBUPATI PACITAN /

A

IL INDARTATO

“Diundangkan di Pacitan
Pada Tanggal 4 Oktober 2016

f, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITANI’

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBAR DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 296-5/2016
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LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 5TAHUN 2016
TANGGAL : 4 OKTOBER 2016

DAFTARISI
Hal.
- DAFTAR ISI . i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK X
BABI PENDAHULUAN I-1
1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM ‘ -2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 14
14 SISTEMATIKA PENULISAN 1-7
15 MAKSUD DAN TUJUAN 1-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH : 111
21 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 111
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | 1-14
23  ASPEK PELAYANAN UMUM - 11-27
2.4 . ASPEK DAYA SAING DAERAH 11-84
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA I1I-1
KERANGKA PENDANAAN
31 KINERJA KEUANGAN MASA LALU 111
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU I1-8
3.3 KERANGKA PENDANAAN I1I-18
BABIV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS o V-1
41 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN V-1
4.2 ISU - ISU STRATEGIS ' IV-10
BABV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1
51 VISI V-1
5.2 MISI V-1
5.3 TUJUAN DAN SASARAN V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-1
BABVII  KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1
BABVIII  INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI VIII-1
KEBUTUHAN PENDANAAN
BABIX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN X-1
10.1 PEDOMAN TRANSISI - | X-1
10.2 ' KAIDAH PELAKSANAAN X-1

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 _
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DAFTAR GAMBAR

Hal.
Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 1.2
Tahun 2016-2021
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen I-6
Lainnya
Gambar 2.1 Peta Kabupaten Pacitan 1I-1
Gambar 2.2 Luas Kabupaten Pacitan Menurut Kecamatan Tahun 2014 11-2
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 v-12
Gambar 4.2 Peta Pembagian Kawasan Pengembangan IV-20
Gambar 4.3 Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan IV-20
Gambar4.4 Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan- Iv-21
Tegalombo
Gambar 4.5 Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo- Iv-21
: - Sudimoro-Tulakan :
Gambar 4.6 Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo IvV-22
Gambar 4.7 Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung Iv-22
Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan V-2
2016-2021
. Gambar 6.1 Delapan Agenda Prioritas Utama (HASTA TAMA) VI-1
Pembangunan Pacitan 2016-2021
RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 _ .
Paraf Hicrarki Paraf Koordinasi

SKPD{ Bagian Pemrakarsa
BAPPEPA f‘

Sekda -/

e e T R T I

LD Bagian Terkaits

Asisten T
K zbag 4;“
Hykien




DAFTAR TABEL

Hal,
Tabel 2.1 Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahum 2014 II-2
Kabupaten Pacitan ‘
Tabel 2.2 Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km?) Tahun 2014 II-3
Tabel 2.3 Jarak Antar Kecamatan (Km) Tahun 2014 Kabupaten Pacitan 114
Tabel 2.4 Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2014 II-5
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.5 Luas Tanah Kering Menurut ]ems Penggunaan (Ha) Tahun II-5
2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.6 Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari II-6
Hujan dan Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014 Kabupaten
Pacitan _
Tabel 2.7 Banyaknya Curah Hujan Per Bulan Menurut Stasiun Hujan di II-6
Wilayah Kabupaten Pacitan (mm3) Tahun 2014 Kabupaten
Pacitan
Tabel 2.8 Data Potensi Mineral Kabupaten Pacitan Tahun 2015 117
Tabel 2.9 Potensi Pariwisata Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 11-10
‘ Tabel 2.10 Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 1I-10
. Tabel 2.11 Potensi Perindustrian Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan II-11
Tabel 2.12 Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata II-12
Penduduk Per Desa dan Kepadatan Penduduk Per Km?2Tahun
2011-2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.13 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Pendu I-12
duk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014 Kabupaten Pacitan
‘Tabel 2.14 Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 1-13
2011-2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.15 Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin n-13
Tahun 2011-2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.16 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama I-14
Seminggu Yang Lalu Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha
Utama Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.17 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku 1-15
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan II-15
. 2010 Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.19 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014 1I-16
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Kasar (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 11-22
Tabel 2.21 Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan 11-22
Yang Ditamatkan Tahun 2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Mumi (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 11-23
Tabel 223 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015 1I-23
Kabupaten Pacitan '
. Tabel 2.24 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011 - 2015 I1-24
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.25 Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat Tahun I1-25
2010 - 2014 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.26 Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 - 2015 Kabupaten II-25
Pacitan
Tabel 2.27 Jumlah Grup Kesenian Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 1I-26
Tabel 2.28 Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 1I-26
Tabel 2.29 Jumlah Grup Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 1I-26
Tabel 2.30 Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 1I-27
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Tabel 2.31
Tabel 2,32

Tabel 2,33
Tabel 2.34

Tabel 2.35
Tabel 2.36

Tabel 2.37
Tabel 2.38
Tabel 2.39
Tabel 2.40

Tabel 2.41
Tabel 2.42

Tabel 2.43
Tabel 2.44

Tabel 2,45
Tabel 2.46

Tabel 247
Tabel 2.48
Tabel 2.49

Tabel 2.50

Tabel 2.51

Tabel 2.52
Tabel 2.53

Tabel 2.54
Tabel 2.55

Tabel 2.56

Tabel 2.57

" Tabel2.58

Tabel 2.59

Tabel 2.60
Tabel 2.61

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pac1tan

Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA /SMK/MA Kondisi

Bangunan Baik Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015

Kabupaten Pacitan

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk)

Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyaklt TBC BTA
(%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015

~ Kabupaten Pacitan

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
(Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman
Penduduk Minimal Dilalui Roda 4 (m) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Panjang Jalan Kabupaten Pacitan Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam
(m) Tahun 2011 - 2015

Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air Minimal 1,5m (m) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan
Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan :

Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Luas Pemukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Penduduk Berakses Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

Pacitan
Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015 Kabupaten

Pacitan

Rumah Tangga Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Rumah Layak Huni (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
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Tabel 2.62
Tabel 2.63
Tabel 2.64
Tabel 2.65
Tabel 2.66
Tabel 2.67
Tabel 2.68
Tabel 2.69
Tabel 2.70
Tabel 2.71
Tabel 2.72
Tabel 2.73
Tabel 2.74
Tabel 2.75

Tabel 2,76
Tabel 2.77

Tabel 2.78

Tabel 2.79
Tabel 2.80
Tabel 2.81

Tabél 282
Tabel 2.83
Tabel 2.84
Tabel 2.85
Tabel 2.86

Tabel 2.87
Tabel 2.88

~ Tabel 2.89

Tabel 2.90

Tabel 2.91

Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan Tahtm
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah
Kota/Kawasan Perkotaan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rasio Banguman ber-IMB Per Satuan Bangiman Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang) Tahun

- 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Jjin Trayek (Buah) Tahun 2011 - 2015 Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah Angkutan Darat (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Kepemilikan KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Pemasangan Rambu-Rambu (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 2011-2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang Bersertifikat Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Rasio Bayi Berakte Kelahiran Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur (%) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindakan Kekerasan (%)} Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan
Sosial Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
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Tabe] 2.92 Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 - 2015 11-60
: Kabupaten Pacitan
Tabel 2.93 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2011 - 2015 -61
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.94 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten 1I-61
Pacitan
Tabel 2.95 Keselamatan dan Perlmdungan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten II-61
Pacitan
Tabel 2.96 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 11-62
Tabel 2.97 Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM (Unit) Tahun 2011 - 2015 I1-63
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.98 Jumlah BPR/LKM (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 11-63
Tabel 2.99 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahum 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 11-63
Tabel 2100  Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015 I1-64
' Kabupaten Pacitan
Tabel 2.101 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Trilyun) Tahun 2011 - 2015 II.64
, Kabupaten Pacitan
Tabel 2.102 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahum 2011 - 2015 Kabupaten 11-64
Pacitan
: Tabel 2.103 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (%) Tahun 2011 - 2015 1I-65
. Kabupaten Pacitan
. Tabel 2.104 Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015 11-65
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.105 Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya Tahum 2011 - 2015 I1-65
Kabupaten Pacitan -
Tabel 2.106 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun II-65
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Tabel 2,107 Jumlah Organisasi Pemuda (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten 11-66
Pacitan
Tabel 2.108 Jumlah Organisasi Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten I1-66
Pacitan
Tabel 2109  Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) Tahum 2011 - 2015 Kabupaten I1-66
Pacitan
Tabel 2110  Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) Tahum 2011 - 2015 Kabupaten 11-67
Pacitan
Tabel 2.111 Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Buah) Tahun 11-67
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
. Tabel 2,112 Lapangan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan 11-67
Tabel 2.113 Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan 2011-2015 11-67
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.114 Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%) Tahun 2011 - 2015 11-68
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.115 Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%) Tahun I1-68
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Tabel 2.116 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 11-68
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan _
Tabel2.117  Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015 11-69
Kabupaten Pacitan
Tabel 2,118 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2011 - 2015 I1-69
Kabupaten Pacitan -
Tabel 2.119 Penegakan PERDA Tahum 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan II-71
Tabel 2.120 Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam Tahun 2011 - 2015 II-71,
Kabupaten Pacitan
Tabel 2.121 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertlban Ketentraman, II-71

Keindahan) di Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan -
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Tabel 2.122

Tabel 2.123
Tabel 2.124
Tabel 2.125
Tabel 2.126
Tabel 2127
Tabel 2.128

Tabel 2.129
Tabel 2130
Tabel 2.131
Tabel 2.132

Tabel 2.133
Tabel 2.134
Tabel 2.135

Tabel 2.136
Tabel 2.137

Tabel 2.138

Tabel 2.139
Tabel 2.140

Tabel 2.141
Tabel 2.142
Tabel 2,143
Tabel 2.144

Tabel 2.145
Tabel 2.146

Tabel 2,147

Tabel 2.148
Tabel 2.149

Tabel 2.150

Tabel 2.151
Tabel 2.152

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

SKPD dengan Hasil Survey IKM Minimal Baik (%) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Ketersediaan Pangan Utama (Ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2015 Kabupaten
Pacitan

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

LPM Berprestasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase PKK Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Persentase Posyandu Aktif Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Mayarakat
(%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Jumlah Penyiaran Radio/ TV Lokal Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Jumlah Perpustakaan (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun (Pengunjung) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Buah)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per
Hektar (Ton) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Produktifitas Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Produksi Peternakan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap
PDRB (%) Tahun 2013 - 2014 Kabupaten Pacitan

Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) Tahun
2013 - 2014 Kabupaten Pacitan

Kunjungan Wisata (orang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Cakupan Bina Kelompok
Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran Tahun
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Tabel 2.153
Tabel 2.154
Tabel 2.155
Tabel 2.156

Tabel 2.157
Tabel 2.158

Tabel 2,159
Tabel 2,160
Tabel 2.161

Tabel 2.162
Tabel 2.163

Tabel 2.164
Tabel 2.165

Tabel 2.166
Tabel 2,167
Tabel 2.168
Tabel 2.169
Tabel 2,170
Tabel 2.171
Tabel 2.172

Tabel 2.173

Tabel 2,174
Tabel 2.175

Tabel 2,176

Tabel 2.177
Tabel 2.178

Tabel 2.179
Tabel 2.180

Tabel 2.181
Tabel 2,182
Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun

2013 - 2014 Kabupaten Pacitan

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

Pertumbuhan Industri Tahun 2011 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Rp) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Persentase Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
(Penumpang) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan .

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per
Tahun (Penumpang/Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Ketaatan terhadap RTRW (%} Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Luas Wilayah Produktif (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Luas Wilayah Industri (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Luas Wilayah Kebanjiran (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Luas Wilayah Kekeringan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Luas Wilayah Perkotaan (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Bank dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah Restoran (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan .

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah Demo Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Rasio Lulusan $1/52/S3 Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan
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Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahim 2011-2015 II-5
- Kabupaten Pacitan

Tabel 3.5 Analisis Rasio Keuangan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan 1117

Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun I11-14
2011-2015 Kabupaten Pacitan

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Tahun 2013-2015 II-15
Kabupaten Pacitan

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun IlI-16
2013-2015 Kabupaten Pacitan

Tabel 3.9 Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2015 Kabupaten Pacitan 1-17

Tabel 3.10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 117
Anggaran 2013-2015 Kabupaten Pacitan

Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun I11-18
2013-2015 Kabupaten Pacitan

Tabel 3,12 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan dalam I11-20
RPJMD 2011-2016

Tabel 3.13 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021 [11-22
Kabupaten Pacitan

Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2017-2021 11-27
Kabupaten Pacitan

Tabel 3.15 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021 I11-27
Kabupaten Pacitan

Tabel 3.16 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahum I11-27
2017-2021 Kabupaten Pacitan

Tabel 3.17 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun I11-28
2017-2021 Kabupaten Pacitan

Tabel 3.18 - Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas I11-32
Tahun 2017-2021

Tabel 4.1 Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan V-2
RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025

Tabel 4.2 Pemetaan Isu-isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional, IV-11
Nasional dan Provinsi .

Tabei 4.3 idenii{ikasi RPJMD Daerah Lain IV-15

Tabel 4.4 Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi [ IvV-18

Tabel 5.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran V-4

Tabel 6.1 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan VI-3

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten VII-4
Pacitan Tahun 2016-2021

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan VIII-2
Pendanaan Kabupaten Pacitan

Tabel 9.1 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pacitan IX-2
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Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014

Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014

Pendapatan Per Kapita (Rupiah) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan
Persentase Penduduk Miskin dan Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Tahun 2010-2014 Kabupaten Pacitan

Perkembangan IPM Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2014

Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan
Nasional Tahun 2011-2014

Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Angka Melek Huruf (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014 Kabupaten Pacitan
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014

Kabupaten Pacitan
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014 Kabupaten Pacitan

Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangiman Baik (%) Tahun
2010 - 2014 Kabupaten Pacitan

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Angka Kelulusan (AL} SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015

Kabupaten Pacitan

Angka Kelulusan (AL} SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Angka Kelulusan (AL} SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan '

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 -
2015 Kabupaten Pacitan

Angka Melanjutkan (AM)} dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%) Tahun 2011 - 2015

Kabupaten Pacitan

Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun

2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun
2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015

'Kabupaten Pacitan

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang
Memiliki Kompetensi Kebidanan (%} Tahun 2011 - 2015 Kabupaten
Pacitan

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
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Grafik 231  Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) 1141
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

Grafik 2.32  Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Tahun 2011 - 2015 Kabupaten 1142
Pacitan
Grafik 2.33  Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014 11-70
Kabupaten Pacitan
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah menyatakan
bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263

dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,_ c
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan R encana Ker]a‘

- Pemerintah Daerah (RKPD). |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pehjabaran dari visi, misi
dan program kepala'daerah‘ yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangtmax‘m
'. daerah dan keuangan daerah,' serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang- |
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahumn yang
disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. |
‘Dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati Pacitan B;apak Indartato’ dan Wakil Bupati Pacitan
Bapak Yudhi Sumbogo untuk periode 2016-2021 pada tanggal 4 April 2016, maka daerah memiliki®
kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan ]angka Menengah Daerah (RPJMD})
Kabupaten Pacitan 2016-20é1. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang
- RPJMD ditetapkan paling lama 6 (eném) bulan setelah kepala daerah terpilih djlantik. |
Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Hal ini bermakna bahwa RPJMD Kabupaten Pacitan disusun dengan
* berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan memperhatikan Rencana Pembangunan ™
. Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam proses penyusunaunya, RFJMD Kabupaten Pacitan -
2016-2021 dihasilkan melalui beberapa pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, politis, serta
atas-bawah dan bawah-atas. | _ ' :
Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan melalui béberapa tahapan sesuai dengan amanat dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Adapun tahapan yang dilakukan dengan '
- pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas, sebagai berikut:
1. Persiapan; ° |
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancahgan;
4. Musrenbang RPJMD;
5. Penyusunan Rancangan Akhir;
6. Penetapan Perda RPJMD.

Secara rinci disajikan pada gambar berikut ini:
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Gambar 1.1,
Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
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Sumber: Bahan paparan Direktorat Jenderal Bina Pembanmgunan Daerah, Tahun 2016

RPJIMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan pedoman seluruh pelaksanaan pembangunan
lima tahun di wilayah Kabupaten Pacitan yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan
pembangunan di Pacitan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-
2021, menjadi pedoman dalam penyumman‘ Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) di
lingkungan Kabupaten Pacitan, Selanjutnya RPJMD dan Renstra-PD ékan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang akan menjadi dasar dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD).

. | 1.2, Dasar Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan

perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undaﬁg—Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasjonal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); |

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembarah Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Paraf Hiesarki 4 | Tambalfary Lembaran [Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Sekda 'D/ 52’;;&?%%1 Femrakarsz ﬁ _

e gt

Asisten Z ;1\3.&:99/ Bagizn Terkaits

RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021

Tabag &' ?
'

. Y




5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahum 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undahgan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5233);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4598); |

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Talhun 2005 tentang Pedoman Penyustman Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negai'a Republik Indonesia Nomor 4817);

12, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

~ {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833); _

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

. Nasional Tahun 2015-2019; '

15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

* tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembanguman Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
517); ‘ |

18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

awa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
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19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
. Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan .
Nomor 5 Tahun 2011); dan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan‘
Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016). |

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Pacitan dengan dokumen perencanaan laimmya, diuraikan

sebagai berikut:
a.  Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJPD dan RTRW Kabupaten Pacitan
. - RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 merupakan RPJMD periode ketiga dari tahapan

pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD- |
selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Pacitan
masa bakti 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan serta sasaran
pokok yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. _
Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga b-erpedoman pada Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Pacitan 2009-2028. Yang dimaksud dengan berpedoman pada RTRW
adalah menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang
Kabupaten Pacitan. '

b. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur

. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi

Jawa Timur, Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan
arah kebijakan dan prioritas pembangiman jangka menengah Provinsi Jawa Timur.

c.  Hubungan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-
PD). Renstra-PD merupakan penjabaran RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen
perencaﬁaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta
program dan kegiatan setiap urusan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang
disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (BAPPEDA). ,

d. RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahuman Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
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memuat prioritas dan sasaran pembangunan serta program dan kegiatan dari Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD). Selanjutnya Rancangan RKPD merupakan bahan utama
pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten
Pacitan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,.
dan kabupaten.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut disajikan pada Gambar 1.2. Selain
keterkaitan antar dokumen sebagaimana diuraikan di atas, maka penyusunan RPJMD
Kabupaten Pacitan juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
Kabupaten Pacitan 2016-2021. Telaahan terhadap KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan
dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembanguman suatu wilayah dan/atau kebjjakan,

rencana, dan/atau program.
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Gambar 1.2
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan Dokumen Lainnya

NAWACITA

.| Sesuai kewenangan

Laporan

‘ it OV; KONSULTASI PULBIK KONSULTAST PULBIK
& MUSRENBANG . . & MUSRENBANG
FORUM-PDPROV '._FORUM-PD K/K
1 - KONSULTASI PULBIK KONSULTASI PULBIK
= RENJA-PDROV |t FORUM-PDPROV —p- REN]A-P%K | fe—— FQRUM-PD K/K
F N F 3
RTRW Prov/Kab/Kota

bef Bl PaparanD ina Pembangunan Daerah diedit, Tahun 2016

3 Asisten /4,

Kabag f.,
Pk |

il

CPDI Eagian Terkail: i

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 n

e ——————r——

Paraf Hiaryiki Faraf Koordinasi i

e N ko

TP



1.4. Sistematika Penulisan .
Sistematika RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 BABL  PENDAHULUAN o
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
13. Hubungan Antar Dokﬁrnen

14. Sistematika Penulisan
. 1.5. Maksud dan Tujuan
| BABIL. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
22. Aspek Keséjahteraan Masyarakat
2.3.  Aspek Pelayanan Umum
24. Aspek Daya SaingDaerah
- BABIIL GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA
@ PENDANAAN | |
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
32, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
& 33, Kerangka Pendanaan e
BABIV, ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
| 4.1. Permasalahan Pembangunan
4.2, Isu-isu Strategis
BABV.  VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
- 51. Visi |
52. Misi
5.3. Tujuan dan Sasaran

. BABVI. STRATEGIDAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi
6.2. Arah Kebijakan |
- VIL KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
. VIIL INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN
‘. | PENDANAAN _
CIX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
X - PEDOMAN TRANSISI ]:)AN KAIDAH f’ELAKSANAAN
‘Paraine‘rarki. Paraf Rocramasi
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1.5.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dimaksudkan untuk men]abarkan visi, misi dan -

program Bupati dan Wakil Bupati Pacitan ke dalam dokumen yang menjadi pedoman- .

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah selama 5 (lima) tahun dalam rangka mewujudkan

masyarakat Pacitan yang maju dan sejahtera.
Tujuan penyusiman RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021, yaitu:

1,

2
3.
4

‘Memberikan pedoman bag1 perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD;
Memberikan pedoman penyusiman RKPD setiap tahun sampai dengan tahun 2021;

Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Pacitan dalam mengendalikan .

penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengah
arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan -
Menjamin terciptanya intégrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi

pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
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o | BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi
Aspek ini memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis Kabupaten Pacitan

yang mencakup karakteristik dan potensi pengembahgan wilayah, kerentanan wilayah terhadap

~bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten serta beberapa

‘data/informasi lainnya,

211  Karakteristik Lokasi dan Wilayah

- Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung . -

dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten
Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupafen Wonogiri (Jawa 'Tengah), sebelah Timur berbatasan
dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera
Indonesia dan sebelah Barat .I.Jerbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi
koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,550- 8,17° Lintang Selatan dan 110,550- 111,250 Bujur
Timur. '

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

e SebelahUtara  :  Kabupaten Ponorogo (] éwa Timur) dan Kabupaten Wonogiri
U awa Tengah)'r ' '
o SecbelahSelatan :  Samudera Indonesia
o SebelahBarat  : Kabupaten Wohogiri (Jawa Tengah)
e Sebelah Timur | :  Kabupaten Trenggalek
| Gambar 2.1
Peta Kabupaten Pacitan

A
WILAYAH ADMINISTRARL
KABLFATEN FACLTAN

Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan tahun 2009-2018
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— GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km?, dimana secara administratif terbagi atas 12

kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya
adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km?. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah palihg

| kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitﬁ seluas 71,86 km?, |
' Luas tanah sawah Kabupaten Pacitan sebesar 130,15 km? atau sekitar 9,36% dan luas tanah kering
adalah 1.259,72 km? atau sekitar 90,6%. Sebagian besar dari tanah sawah adalah sawah tadah hyjan
sebesar 51,53%, dan sébagian besar dari tanah kering adalah untuk tanamah kayu-kayuan sebesar
.35,89%. Berikut adalah gambar dan tabel tentang luas Kabupaten Pacitan, status dan letak
geografis menurut kecamatan, luas- daerah Kabupaten Pacitan menurut jenisnya, jarak antar
kecamatan, luas tanah sawah menurut jenis pengairan, dan luas tanah kering menurut jenis
| penggunaan pada tahun 2014, |

Gambar 2.2
Luas Kabupaten Pacitan Menmut Kecamatan Tahun 2014

m| Ngadirojo ~ H| Sudimoro N Donorojo
. R 95.905; 6,90% 71.856;5,17%| 109.092; 7,85%| ®|  Punung
3 : 108.807; 7,83%

B Tulakan
161.615; 11,63%

H| Pringkuku
132.925; 5,56%

m| Tegalombo Pacitan

149.257; 10,74% e 77,108; 5,5%
Kebonagun
- ; 124.056; 8,93% 117,063; 8,42% gung
117.341;8,44% : . ~1124.847; 8,98%
| Donorojo | Punung | Pringkuku | Pacitan
W Kebonagung  ® Arjosari u Nawangan m Bandar
® Tegalombo ® Tulakan | Ngadirojo % Sudimoro

Sumber: Pacitan Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015

. Tabel 2.1

Status dan Letak Geografis Menurut Kecamatan Tahun 2014
' - Kabupaten Pacitan :

ju' lah Status Daerah Letak
Kecamatan D m . Bukan
esaf Kel Kota Pedesaan Pantai Pantai
antal
) L N7 N I © YN R N N S Nl N )
1 Donorojo 12 - 12 3 9
2 Punung 13 1 12 - 13
3 Pringkuku 13 - 13 2 8
4 Pacitan 25 15 10 3 22
5 Kebonagung 19 1 18 7 12
6 Arjosari 17 2 15 - 17
7 Nawangan 9 - 9 - 9
3 Bandar 8 1 7 - 8
9 Tegalombo 11 - 11 - 11
10 Tulakan 16 - 16 1 15
11 Ngadirojo 18 2" 16 2 16
12 Sudimoro : .10 - 10 4 6
]urnlah 171 22 - 149 25 146
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Tabel 2.2
" Luas Daerah Kabupaten Pacitan Menurut Jenisnya (km?) Tahun 2014
Kecamatan Tanah Sawah Tanah Kering Jumlah
1. . @ (3) )
1 Dongrojo 0,85 108,25 109,09
2 Punung 7,03 101,78 108,81
"3 Pringkuku 4,47 - 128,46 132,93
4 | Pacitan 12,07 65,04 7711
5 | Kebonagung 17,53 107,32 124,85
L) Arjosari 8,72 108,34 117,06
-7 | Nawangan 19,31 104,74 124,06
8 | Bandar 16,77 100,57 117,34
9 | Tegalombo 12,17 137,09 149,26
10 | Tulakan 18,18 143,44 161,62
11 | Ngadirojo 7,95 87,96 95,91
12 | Sudimoro 512 66,74 71,86
Jumlah 130,15 1.259,72 1.389,87

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
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Tabel 2.3

Jarak Antar Kecamatan (Km) Tahun 2014
Kabupaten Pacitan '

Kecamatan Donorojo_| Punung | Pringkuku | Pacitan | Kebonagung | Arjosari | Nawangan | Bandar | Tegalombo | Tulakan | Ngadirojo | Sudimoro
a. . .. @ | G .4 G| ©®_ | @ - (8) ) - (10} (1) 2(12) 13) -
1 | Donorojo 0 .6 13 35 42 45 . 69 107 6 62 75 89
2 | Punung 6 0 6 29 36 39 63 101 63 56 68 82
3 | Pringkuku 13 6 0 2 29 32 56 94 56 49 61 76
4 | Pacitan 35 29 22 0 7 10 34 72 34 27 39 53
5 | Kebonagung 42 36 29 7 17 41 79 41 - 34 47 - 61
. 6 | Arjosari 45 39 32 10 17 0 24 62 24 37 50 64
7 | Nawangan 69 63 56 34 41 24 0 38 48 61 74 88
& | Bandar 107 0 94 72 79 62 .38 0 86 99 112 126
9 | Tegalombo 69 63 56 34 41 24 48 86 0 61 74 88
10 | Tulakan 62 56 49 27 34 37 61 99 61 0 13 Z7
11 | Ngadirojo 75 68 61 39 47 64 74 112 74 13 0 14
12 | Sudimoro 89 82 76 53 61 64 88 126 88 27 14 0

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
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_Luas Tanah Sawah Menu

-Tabel 24 '
rut Jenis Pengairan (Ha) Tahun 2014

Kabupaten Pacitan

- Irigasi Irigasi. Irigasi Tadah .
Kecamatan Teknis | vz Sederhana -| Hujan Lainnya | Jumlah
eknis
, - @ | 6 - @ (5). 6. . | ()
1 Donorojo - - - 84,49 - 84,49
2 Punung 57,00 18,75 31,15 546,08 - 702,98
3 Pringkuku - 36,00 260,00 150,80 - 446,80
4 Pacitan 64,32 325,10 203,41 613,70 - 1.206,53
5 | Kebonagung 93,60 | 285,50 48040 | 893,30 | 175280
6 Arjosari 187,15 344,91 22,82 317,29 - 872,17
7 Nawangan - 177,00 440,00 | 1.314,26 - 1.931,26
8 Bandar - 460,00 676,30 541,00 - 1.677,30
-9 Tegalombo 145,68 171,84 180,67 718,55 - 1.216,74
10 i Tulakan 25,25 92,25 586,35 [ 1.113,60 - 1.817,45
11 | Ngadirojo 291,17 125,38 215,87 162,32 - 794,74
12 | Sudimoro - 93,28 167,02 251,70 - 512,00
Jumlah 864,17 | 213001 331399 | 6.707,09 - | 13.01526
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
_ Tabel 2.5
Luas Tanah Kering Menurut Jenis Penggunaan (Ha) Tahun 2014
Kabupaten Pacitan
_ _ Tanah - Tan. Hutan Hutan
- Kecamatan Untuk Tegal/Huma | Kayu- | Rakyat, Negara Lainnya Jumlah
Bangunan kayuan | Kebun 82
SRR 1)) 2 B - j @ |06 (6) 7 -{8)
1 Donorojo 195,10 78131 678,77 | 8.38038 7730 711,87 10.824,73
2 Punung 183,77 4.643,18 2.294,46 2.27547 9,30 771,49 10.177,67
3 Pringkuku 171,77 2.290,38 | 8.55096 610,47 172,00 1.050,16 12.845,74
4 Pacitan 310,55 1.693,72 2.637,21 782,70 299,50 780,66 6.504,34
5 Kebonagung 178,80 3.03645 4.949,86 765,10 14,35 1.787.31 10.731,87
6 Arjosari 16240 1.057,09 8.416,88 579,08 81,70 536,97 10.834,12
7 Nawangan 239,76 1.430,54 6.857,43 932,70 7530 938,54 10.474,27
8 Bandar 283,02 2.688,02 ; 1.179,57 4.586,56 409,40 910,22 10.056,79
9 Tegalombo 29434 424297 | 262933 | - 521517 41,10 1.286,04 13.708,95
10 Tulakan 540,04 4.342,61 2.984,05 4.931,05 ) - 1.546,28 14.344,03
11 | Ngadirojo 402,83 2406,16 | 267927 | 2.506,16 16,30 785,08 8.795,80
12 | Sudimoro 190,95 127815} 135599 | 3.40413 18,00 426,37 6.67359
Jumlah 3.153.33 29.89038 | 4521378 | 34.968,97 | 1.214,25 | 11.530,99 125.971,90

- Sumber: BPS Kabupaten Pacifan, fahun 2015

Di Indonesia terdapat dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Selama tahun

2014, musim penghujan di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Januari-Juli dan bulan Nopember-

Desémbex_'. Diantara bulan tersebut, hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari dan bulan

Desember yaitu 25 hari hujan. Musim kemarau di Kabupaten Pacitan terjadi pada bulan Agustus-

Oktober. Bulan Desember mempunyai rata-rata curah hujan yang terbesar yaitu 23,80 mm?,

sedangkan bulan dengan rata-rata curah hﬁjan terkecil yaitu bulan Oktober sebesar 4,48 mm3. Air

hujan ini mengalir melalui 3 sungai besar 'yang terdapat di Kabupaten Pacitan yéitu Sungai

Grindulu, Sungai Lorok dan Sungai Baksoka. Berikut adalah tabel banyﬁknya hujan bulanan, hujan

harian maximum, hari hujan dan rata-rata hujan per bulan.

Hierarki
Sekda

“ Asisb.-n,_ 4

Paral Keordinasi

e ————i—
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
APPE

E

SKPDI Bagian Terxait:
1.

hgq‘.
v wdldi

2
1

i

I e

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 §. ¥




_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH -

- Tabel 2.6
Banyaknya Hujan Bulanan, Hujan Harian Maximum, Hari Hujan dan
Rata-rata Hujan Per Bulan Tahun 2014
Kabupaten Pacitan

Bulan Hu]a?m]i;.:;anan Hu]a(alr;a I:Snan Hari Hujan Hu];{r; tIa{ata
ay ) O @ [

01 | Januari 494,00 109,00 25,00 19,76
02 | Februari 180,00 67,00 18,00 9,99
03 | Maret 138,00 63,00 12,00 11,51
04 | April 144,00 75,00 13,00 11,06
05 i Mei 30,00 31,20 4,00 7,54
06 | Juni 112,00 151,00 ' 6,00 -18,59
07 | Juli 120,00 . 94,00 7,00 17,10
08 | Agustus 14,00 28,00 2,00 6,98
09 | September : 0,00 0,00 0,00 0,00
10 | Oktober . : 4,00 11,00 1,00 448
11 | November : 248,00 163,00 : 13,00 19,08
12 | Desember 595,00 236,00 25,00 23,80

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

. ' Tabel 2.7
Banyaknya Curah Hujan Per Bulan Menurut Stasiun Hujan
di Wilayah Kabupaten Pacitan (mm3) Tahun 2014
Stastun Hujan - Bulan

Jan Feb | Mar | Apr | Mej | Jun | Jul | Agt [ Sept | Okt [ Nop | Des
s ) e | @) @yl @) 6| T |8 ) (10)_| "1y | (12) |'(13)
1 | Donorojo - 432 260 193 [ 284 - 82 34 10 - -] 202} 467
2 | Punung 387 127 91 129 35 87 86 15 - - 340 549
3 { Pringkuku 478 107 77 129 27 ] 129] 206 19 - 5 2901 552
4 | Pacitan 540 102 151 111 16 176 |. 174 29 - 10 223 541
5 | Kebonagung 606 135 87| 165 501 261 266 78 - 17 | 330 | 703
6 | Arjosari © 634 236 113 | 182 17 42 40 10 - 5 254 | 638
7 | Nawangan 492 226 180 | 137 45 | 269 32 -0 - -] 262{ 629
8 | Bandar 259 112 78 89 - 121 3 0 - 1 240 | 421
9 | Tegalombo 429 154 114 243 44 91 17 8 - - 153 | 576
10 { Tulakan - 570 217 142 93 61 90 21 0 - 5 289 610
11 | Ngadirojo 543 240 134 113 45 61 244 0 - 11 277 740
. 12 | Sudimoro 437 252 308 61 46 84 254 10 - 9| 261 559
13 | Kerti 543 143 81 125 5 72 43 17 - - 210 750
14 | Tahunan 567 206 1851 153 32| 106 38 0 - -1 142 | 597
TOTAL © 6,917 2517 | 1.934 | 2.014 | 423 | 1.562 | 1.676 196 -0 63 | 3.473 | 8.332

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

. Topc;grafi Kabupaten Pacitan sebagian besar berupa pegunungan dan perbukitan sehingga
menjadikan penggunaan lahan yéng ideal pada kawasan tersebut berupa kawasan hutan. Hal ini
menyimpan potensi hutan yang cukup besar. Dari potensi hutan ini sebagian akan dihasilkan
berbagai jenis kayu yang tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar tetapi juga dipasarkan
keluar Kabupaten Pacitan. Hutan di Kabupaten Pacitan terbégi menjadi hutan produksi yang
luasnya mencapai 87,89% dari luas hutan yang ada, sedangkan sisanya 12,10% adalah hutan
liﬁdung. Luas areal hutan rakyat meningkat dikd:enakan a-danya penanaman tanaman kayu-
kayuan yang cukup besar terutama karena adanya kegiatan pengembangan baik dari dukungan

- APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN maupun bantuan dari mitra usaha, p.cmbuatan

bedengan tanaman secara swadaya dan pembuatan kebun bibit rakyat. Hal ini mengindikasikan
m“inﬂl | . ST AR
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bahwa kesadaran masyarakat tmtuk turut serta dalam pelestarian hutan semakin meningkat.

Berikut adalah kondisi topografi Kabupaten Pacitan dapat dirinci sebagai berikut:

2)
b)
)
d)

e)

Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 km? atau 4% dari luas wilayah Kabupaten

Pacitan;

Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 km? atau 10% dari luas wilayah

Kabupaten Pacitan;

Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 km? atau 24% dari luas wilayah

Kabupaten Pacitan;

Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 km? atau 52% dari luas wilayah

Kabupaten Pacitan;

Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 km? atau 10% dari luas wilayah

Kabupaten Pacitan.

Kandungan mineral di Kabupaten Pacitan yang tercatat pada Dinas Pertambangan dan Energi

bahwa Kabupaten Pacitan memiliki kandungan mineral berupa logam dan bukan logam yang

tersebar pada beberapa kecamatan dan kelurahan atau desa. Berikut adalah tabel potensi mineral

Kabupaten Pacitan tahun 2015:

Tabel 2.8

Data Potensi Mineral Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Jenis Mineral Volume {Ton) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
) @ @)
Logam
1 | Timah hitam / Timbal Hipotetik Gunung Tileng Kec. Ngadirojo
Hipotetik Desa Kluwih, Kec. Tulakan
2 | Mangan Hipotetik Dsn. Pojok, Ds. Tegalombo Kec. Tegalombo
Hipotetik Desa Kemuning, Kec. Tegalombo
Hipotetik Desa Tahunan, Kec, Tegalombo
Hipotetik Desa Kledung, Kec, Bandar
Hipotetik Desa Mujing, Kec. Nawangan
3 | Tembaga Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
. Hipotetik Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
Hipotetik Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan
4 | Seng Hipotetik Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo
5 | Emas Hipotetik Desa Pagerejo, Kec. Ngadirojo
Hipotetik Desa Kebonsari, Kec, Punung
Hipotetik Desa Tinatar, Kec. Punung
Hipotetik Desa Mlati, Kec. Arjosari
Terkira (2.880.000 ten) | Gunung Gembes, Kec. Bandar
6 | Pasir besi Terkira (2.440,32 m®) | Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo
Terkira (7.325,64 m?) Desa Sendang, Kec. Donorojo
7 | Batu besi Hipotetik Desa Plumbungan, Kec. Kebonagung
Hipotetik Desa Kembang, Kec. Pacitan
Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
8 | Timah putih Hipotetik Desa Tanjung Lor, Kec. Ngadirojo
9 | Nikel Hipotetik Desa Pagerejo, Kec, Ngadirojo
Bukan Logam
1 | Dolomit Hipotetik Desa Dadapan, Kec. Pringkuku
2 | Gypsum Hipotetik Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
Hipotetik Desa Mujing, Kec, Nawangan
3 | Bentonit Terkira (70.000.000 m®) | Desa Punung, Kec. Punung
' - Desa Mendolo Kidul, Kec, Punung
TP Sarrrr—r: - Desa Mendolo Lor, Kec. Punung
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Jenis Mineral Volume (Ton) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
(1) (2) 3
- Desa Mantren, Kec. Punung
- Desa Pelem, Kec. Pringkuku
- Desa Glinggangan, Kec. Pringkuku
- Desa Donorojo, Kec, Donorojo
- Desa Sukedono, Kec. Donorojo
- Desa Sekar, Kec. Donorojo
4 | Kalsit Terkira Desa Pringkuku, Kec. Pringkuku
443.700 m? Desa Jlubang, Kec. Pringkuku
- Desa Piton, Kec, Punung
- Desa Donorojo, Donorojo
5 | Zeolit Terkira Desa Bangunsari, Kec. Bandar
Terkira (1.020.510 m3) Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
6 | Oker Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
- Desa Gemaharjo, Kec. Tegalombo
- Desa Bandar, Kec. Bandar
7 | Phospat Hipotetik Gua Kendii, Kec. Pringkuku
- Gua Buwungan, Kec. Pringkuku
- Gua Tabuhan, Kec. Punung
. - Gua Kalak, Kec. Donorojo
- Gua Nglampeng, Kec. Donorojo
- Gua Samuapuro, Kec. Tulakan
8 { Pirophylit Terkira Desa Gendang, Kec. Nawangan
4.600.000 m?3 Desa Karanggede, Kec. Arjosari
- Desa Temon, Kec. Arjosari
9 | Kaolin Terkira Desa Karangtrejo, Kec. Arjesari
9.000.000 m3 Desa Gondosari, Kec. Punung
- Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
- Desa Kasilian, Kec. Tegalombo
- Desa Pucangombo, Kec, Tegaiombo
- Desa Tumpuik, Kee, Bandar
10 | Peldspar Terkira (46.000.000 m®) | Desa Wonosidi, Kec. Tulakan
- Desa Mlati, Kec. Arjosari
. - Desa Bolosingo, Kec. Pacitan
- Desa Kebonsaii, Kec, Punung
- Desa Tamansari, Kec. Pringkuku
- Desa Sukereje, Kec, Sndimoro
Desa Sudimoro, Kec. Sudimoro
11 | Pasir Kuarsa Hipotetik Desa Tahanan, Kec, Tegalombo
Hipotetik Desa Cokrokembang, Kec. Ngadirojo
Hipotetik Desa Sidoharjo, Kec. Pacitan
12 | Ballclay Hipotetik Desa Gondosari, Kec. Punung
Hipotetik Desa Wonogondo, Kec. Kebonagung
Hipotetik Desa Kedungdawo, Kec. Kebonagung
Hipotetik Desa Kasihan, Kec. Tegalombo
Hipotetik Desa Bungur, Kec. Tulakan
13 | Marmer Terkira Desa Ketro, Kec. Kebonagung
> 77.000.000 m3 Desa Sanggrahan, Kec. Kebonagung
- Desa Gembuk, Kec. Kebonagung
- Desa Wonoanti, Kec. Tulakan
Faral Roordinas]
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Jenis Mineral Volume (Ton) Lokasi Dusun, Desa, Kecamatan
1) (&) @
- Desa Jetak, Kec. Tulakan
14 | Rijang Hipotetik Desa Sooka, Kec. Punung
Hipotetik Desa Wiyoro, Kec. Ngadirojo

Sumber: Profil ESDM Dalam Angka Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2,12

Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pacitan tentang sektor yang memiliki

keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan dan

memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-

sektor Jain untuk berkembang di Kabupaten Pacitan. Potensi yang ada di wilayah Kabupaten

Pacitan secara umum dari berbagai komoditi tahun 2011 - 2015 sebagai berikut:

1.

Pertanian, meliputi komoditi ubi kayu, jagung, padi, kacang tanah, ubi jalar, pisang, jeruk
siam/keprok, janggelan, melinjo, jahe, kﬁnyit, laos, temu lawak, kencur. Data produksi dan
produktifitas komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahum
terakhir diuraikan pada aspek pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
Tanaman perkebunan, meliputi komoditi kelapa, cengkeh, kopi, kakao, lada, aren, nilam.
Ternak, meliputi sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam broiler, ayam ras petelur
dan itik/entok. Dari beberapa jenis ternak tersebut yang merupakan unggulan, data
produksi peternakan di Kabupaten Pacitan 5 (lima) tahun terakhir diuraikan pada aspek
pelayanan umum urusan pilihan pertanian.
Kehutanan, meliputi jati, mahoni, sengon laut, akasia, pinus, sono, bambu, dan gmelina.
Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
Batu bara
b. Mineral logam: timah putih, nikel, timah hitam, mangaan, tembaga, seng, emas, pasir
besi, batu besi.
c. Mineral bukan logam : batu gamping, dolomit, gypsum, bentonit, kalsit, zeolit, oker,
phosfat, feldspar, kaolin, pasir kuarsa, toseki, pirophylit, fosil kayu, kalsedon/agate,

kristal kuarsa, rijang, jasper,

-d. Batuan: ballclay, marmer, sirtu, batuan beku, trass, lempung/tanah liat.

Pariwisata:
Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi wisata, baik wisata pantai, goa, maupun

budaya. Berikut ini disajikan secara ringi,
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Tabel 2.9
Potensi Pariwisata Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

- . arak dari
No Jenis Wisata Lokasi l{usa t Kota
1, |Wisata Pantai Pantai Teleng Ria Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan 3 Km
Pantai Watukarung Desa watukarung, Kec. Pringkuku 25 Km
Pantai Segara Anakan  (Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo 30 Km
Pantai Tamperan Kel. Sidoharjo, Kec.Pacitan 3Km
Pantai Srau Desa candi, Kec. Pringkuku 25 Km
Pantai Taman Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo 32 Km
Pantai Wawaran Desa Sidomulyo, Kec. Kebonagung 15 Km
Pantai Klayar Desa Widoro, Kec, Donorgjo 33 Km
Pantai Dhaki Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro 48 Km
Pantai Buyutan Besa Widoro, Kec. Donorojo 45 Km
Pantai Pancer Door Kel. Ploso, Kec.Pacitan 3Km
Pantai Kali Wuluh Desa Klesem, Kec, Kebonagung 20 Km
Pantai Soge Desa Sidomulyo, Kec. Ngadirojo 23 Km
: Pantai Pidakan Desa Jetak, Kec. Tulakan 25 Km
2. |Wisata Goa Goa Tabuhan Desa Wareng, Kec. Punung 40 Km
. Goa Gong Desa Bomo, Kec. Punung 30 Km
_ Goa Putri Desa Kendal, Kec. Punung 29 Km
3. |WisataSejarah/ [Monumen Panglima Desa Pakis Baru, Kec. Nawangan 50 Km
Budaya Besar Jendral Soedirman
Monumen Tumpak Desa Dadapan, Kec, Pringkuku 12 Km
Rinjing
4. )WisataRekreasi  |Pemandian Air Hangat |Desa Karangrejo, Kec. Arjosari 15 Km

Sumber ; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

Kelautan dan Perikanan:

Potensi unggulan kelautan dan perikanan Kabupaten Pacitan, terdiri dari : Tuna, Cakalang,
Tongkol, Layur, Manyung, Lemuru, Tengiri, Rebon, Cucut, Pari, Kembung, Tiga waja, Teri,
Kakap Merah, Kuwe, Pisang-pisang, Julung-julung, Marlin, Sebelah, Bawal Hitam, Layang,
Cucut Martil, Bawal putih, Lemadang, Kuniran, Golok-golok, Lobster, Lele dan Nila.

Tabel 2.10

Produksi Perikanan (ton) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013

Produksi perikanan (ton) 6.24407 | 7.00649 | 9.275,32
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2015
11.692,87

2014
9.338,57

8. Perdagangan:
Aspek perdagangan didukung melalui ketersediaan Pasar Daerah, sejumlah 18 buah dengan
rincian di masing - masing kecamatan sebagai berikut : Donorojo 1 buah, Punung 2 buah,
Pringkuku 1 buah, Pacitan 4 buah, Arjosari 1 buah, Nawangan 1 buah, Bandar 2 buah,

Tegalombo 1 buah, Tulakan 2 buah, Ngadirojo 2 buah dan Sudimoro 1 buah.

_Parat Hierzrki ¢ 4-af Koordinasi ' r
secda | Y| | SRS Pemrakarsa é RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 gm
‘ M [

SKPB! Bagian Terkait:

1!—-—_

L Asisten .
e

il

N ;

5
L it




_;AMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

9.  Perindustrian:
Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Pacitan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.11
Potensi Perindustrian Tabun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

No. Uraian Lokasi

1 Batu Aji/ Akik Donorojo, Punung, Nawangan, Tulakan

2. | Gula merab Kebonagung, Donorojo,Tulakan

3. | Keramik dan Gerabab Seni Kebonagung ‘

4, Batik Tulis Ngadirojo, Pacitan

5. | Batu Bata Kebonagung, Pacitan, Ngadirojo

6. | Kapur Tobor Kebonagung

7. | Industri Makanan Olahan Pacitan, Ngadirojo, Tulakan, Arjosari,
Tegalombo, Pringkuku, Punung

8. | Meubelair Kec. Pacitan

9. | Anyaman bambu Kec. Nawangan, Arjosari

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

213  Wilayah Rawan Bencana
Bencana yang terdapat pada Kabupaten Pacitan berdasarkan data yang tercatat dalam Laporan
Bencana Kabupaten Pacitan Tabun 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Pacitan yaitu banjir, tanah longsor, angin topan, kebakaran, tanah ambles,
pohon tumbang dan rumah robob tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan,
berikut adalah rincian jenis bencana pada beberapa kecamatan di Kabupaten Pacitan:
1. Banjir: Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari dan Ngadirojo;
2. Tanah Longsor: Donorojo, Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan,
Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo dan Sudimoro;
3. Angin Topan: Pacitan, Kebonagung, Bandar dan Sudimoro;
4, Kebakaran: Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar dan
Tulakan;
5. Tanah Ambles: Arjosari;
6. Pohon Tumbang: Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Tegalombo dan Tulakan;
7. Rumah Robob: Bandar.

214  Demografi 7
Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan selama 5 Tahun terakhir disajikan dalam

beberapa tabel, sebagai berikut:
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_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2,12

Jumlah Desa, Luas Kecamatan, Jumlah Penduduk, Rata-rata Penduduk Per Desa dan
Kepadatan Penduduk Per Km2Tahun 2011-2014
Kabupaten Pacitan

Luas Jumlah Rata-rala Kepadatan
Kecamatan JumlahDesa | Kecamatan Penduduk Penduduk Penduduk
(Km2) enducu Per Desa (Orang/Km?)

(1) 2 &) (4 ) (6)

010. Donorojo 12 109,09 40.446 3.371 371
020. Punung 13 108,81 37.521 2.886 345
030. Pringkulu 13 132,93 31.977 2.460 241
040. Pacitan 25 77,11 76.937 3.061 993
050. Kebonagimg 19 124,85 45.542 2.397 365
060. Arjosari 17 117,06 41.672 2.451 356
070. Nawangan 9 124,06 52,734 5.859 425
080. Bandar 8 117,34 46.017 5.752 392
090. Tegalombo 11 149,26 55.900 5.082 a75
100. Tulakan 16 161,62 86.994 5437 538
110. Ngadirojo 18 95,91 49.017 2.723 511
120. Sudimoro 10 71,86 35.119 3.512 489
Jumlah Tahun 2014 171 1.289,87 599.476 3.506 431
® [ 171 138987 599,939 3508 132
Tahun 2012 171 1.389,87 586.595 3.430 422
Tahun 2011 171 1.389,87 586.276 3.429 422

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Jumlah penduduk beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun
2011 sebesar 586.276 orang dan mengalami peningkatan menjadi 599.939 orang pada taliun 2013,
Sedangkan pada tahun 2014 mengalami penul;unan menjadi 599.476 orang. Kepadatan penduduk
Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebesar 431 jiwa/Km? Kepadatan penduduk paling tinggi adalah
Kecamatan Pacitan sebagai ibukota kabupaten yang mencapai 993 jiwa/Km?, hal ini sangat jauh
bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk kecamatan lainnya yang hanya berkisar antara
241- 538 jiwa/Kmz2, '

Tabel 2.13
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2013-2014
Kabupaten Pacitan

Pendudul/Population Pléilduulc;zl;uprﬁ '??}ixr;n
Kecamatan 2013 2014 2013-2014
(1) (2) 3) (4)
010, Donorojo 40.776 40.446 -0,81
020. Punung 37.538 37.521 -0,05
030. Pringkulu 31.945 31.977 0,10
040. Pacitan 76.512 76,537 0,03
050. Kebonagung 45.481 45,542 0,13
060. Arjosari 41.338 41.672 0,81
070. Nawangan 52.578 52.734 0,30
080. Bantdar 46.129 46.017 -0,24
090. Tegalombo 55.842 55.900 0,10
100. Tulakan 87.032 86.994 -0,04
110. Ngadirojo 49.213 49.017 -0,40
120. Sudimoro 35.555 35.119 -1,23
Jumlah 599.939 599.476 -0,08
Sumber Data; Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan
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_GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Tahun 2014 terdiri dari laki-laki sebesar 298.315

jiwa dan perempuan sebesar 301.161 jiwa. Laju penduduk dari Tahun 2013 ke 2014 sebesar -0,08.

Tabel 2,14

Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2011-2014

Kabupaten Pacitan

Kecamatan Lak.i-Laki Perempuan qunlah Sex Ratio
(Jiwa) (Jiwa) (Jiwa) (%)
(1) (2) 3) &) (5)
010. Donorojo 19.757 20.689 40.446 95,50
024. Punung 18.469 19.052 37.521 96,94
030. Pringkulu 15.095 16.882 31.977 89,41
040. Pacitan 38.041 38.496 76.537 98,82
050. Kebonagung 23.216 22.326 45542 103,99
060. Arjosari 20.843 20.829 41.672 100,07
070. Nawangan 26.388 26.346 52.734 100,16
080. Bandar 23.113 22,904 46.017 100,91
090. Tegalombo 27.772 28,128 55.900 98,73
100. Tulakan 43,636 43.358 86.994 100,64
110. Ngadirojo 24416 24,601 49.017 99,25
120. Sudimoro 17.569 17.550 35.119 100,11
Jumlah Tahun 2014 298.315 301.161 599.476 99,05
Tahun 2013 298.053 301.886 599.939 98,73
Tahun 2012 291.550 295.045 586.595 98,82
Tahun 2011 291,498 294.778 586.276 98,89

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan

Menurut hasil Registrasi Penduduk Tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar

599.476 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 298.315 jiwa (49,76 persen) dan perempuan sebesar

301.161 jiwa (50,24 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,05 persen. Hal ini berarti bahwa

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99-100 penduduk laki-laki. Sedangkan menurut hasil

Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa.

Tabel 2.15

Kabupaten Pacitan

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2014

Laki-Laki Perempuan Jumlah
Kelompok Umur Jiwa) inlz) Jiway
1) 2) 3) 4
0-4 22,407 17.419 39826
5-9. 21,572 22,428 44,000
10-14 23,389 24.476 47 .865
15-19 24.926 18.469 43.395
20-24 15.127 20,527 35.654
25-29 23.105 18.448 41.553
30-34 20.960 19.659 40.619
35-39 19,196 22,191 41.387
40 - 44 24471 22,555 47.026
45-49 22.294 25,191 47.485
50-54 22307 19.714 42.021
55-59 15.355 16.598 31.953
60-64 15.098 16.080 31.178
65+ 28.108 37.406 65.514
Jumlah 298,315 301.161 599.476

Sumber Data: Kantor Kecamatan Se Kabupaten Pacitan
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_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berdasarkan komposisi umurnya, penduduk Kabupaten Pacitan sebanyak 402.271 jiwa berada
pada usia produktif yaitu berusia 15-64 tahun atau sebesar 67,10 persen. Sementara itu, penduduk
berumur 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu berdasarkan hasil sensus
penduduk Tahun 2010 paling banyak bekerja di lapangan usaha pertanian tanaman pangan yaitu
sebanyak 203.998 orang dan diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebanyak 15.897

orang.
Tabel 2.16
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Selama Seminggu
Yang Lalu Menurut Kecamatan dan Lapangan Usaha Utama
Hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Pacitan
Lapangan Usaha Utama®)
Kecamatan 1 2 3 4 5 6

1) 2 3 4) {5} (6) @)
010. Donorojo 13.097 35 7 544 31 5.806
020. Punung 18.680 32 10 115 103 104
030. Pringkulu 13.59% 21 21 961 49 266
040. Pacitan 10.500 66 611 368 652 779
050. Kebonagung 18.682 36 210 113 159 5.287
060. Arjosari 16.185 45 16 507 119 173
070. Nawangan 14.131 1.066 39 5.721 2012 202
080. Bandar 17.893 68 21 738 474 105
090. Tegalombo 21.296 99 9 544 758 187
100. Tulakan 27.782 1.249 102 1.323 1.147 2.604
110. Ngadirojo 18.639 458 276 1.818 623 350 -
120. Sudimoro 13.469 492 53 1.373 168 34

Jumlah 203,998 3.667 1.657 14.125 6.295 15.897

Sumber Data: BPS Kabupaten Pacitan
Catatan: %)
1. Pertanian Tanaman Pangan
2. Perkebunan
3. Perikanan
4, Peternakan
5. Pertanian Lain
6. Industri Pengolahan

22 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Menggambarkan kinerja pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat, yang meliputi indikator-
indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan

olahraga.

221  Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

22,11 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk
menciptakan nilai tambah pada satu waktu tertentu. Penyajian PDRB menurut sektor dirinei
menurut total nilai'tambah dari 17 sektor ekonomi yang mencakup sektor pertanian, kehutanan,
perikanan; pertambangan dan pénggalian; industri pengolahar; listrik, gas dan air bersik;
pengadaan air, pengelolaan sampah; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan
pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa

keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, peitahanan; jasa

gendj_d.ikamjaaa.k%eh?ta&da.q kegiatan sosial; jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Pacitan tahim
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2014 baik atas dasar harga berlaku maupum atas dasar harga konstan 2010, mengalami kenaikan di

bandingkan dengan tahun 2013. Data PDRB ADHB sebagaimana tabel 2.17 dan PDRB ADHK

(2010) Kabupaten Pacitan sebagaimana tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2.17

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

(Rp.000.000,00)
Sektor Tahun
2013* 2014
) @ @)
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 2.853.202,20 3.205.937,20
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 543.347,00 619.434,50
C INDUSTRI PENGOLAHAN 638,930,10 703.833,80
D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 2.912,90 3.001,80
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 8.766,50 9.586,40
F KONSTRUKSI 1.402.753,40 1.587.605,70
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.518.502,60 1.669.333,70
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 188.539,60 217.275,00
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 174.723,40 200.978,50
] INFORMASI DAN KOMUNIKAS] 521.087,70 563.524,00
. K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 178.491,50 202.167,00
L REAL ESTATE 146.606,70 160.161,30
M, N JASA PERUSAHAAN 25.385,30 27.689,10
0 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 433.223,10 446.622,90
P JASA PENDIDIKAN 451.339,50 509.039,70
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 83.892,90 95.619,70
R,5 T,U | JASALAINNYA 243.961,30 276.807,00
JUMLAH/TOTAL 9.415,665,57 10.498.617,48

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara

Tabel 2.18

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2013 dan 2014 Kabupaten Pacitan

{Rp.000.000,00)
Tahun
Sektor 2013* 2014+*
. (1) (2) (3)

A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 2.306.121,00 2.392.241,20

B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIJAN 497.298,50 516.399,10

C INDUSTRI PENGOLAHAN 564 622,20 590.005,40

D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 3.331,10 3.424,20

E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 7.845,00 8.072,40

F KONSTRUKSI 1.182.250,10 1.239.596,90

G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 1.366.145,60 1.456.620,10

H TRANSPORTAS]I DAN PERGUDANGAN 176.665,90 1Y5.99%4,10

1 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 154.615,50 167.569,00

) INFORMASI DAN KOMUNIKASI 505.967,90 544.065,40

K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 150.879,20 161.881,30

L REAL ESTATE 133.875,30 143.474,20

M, N JASA PERUSAHAAN 22.417,00 23.901,60
0 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 383.013,80 386.725,60

P JASA PENDIDIKAN 392.604,00 420.610,50

Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 76,925,50 83.109,90
R,S T,U | JASA LAINNYA 228.591,40 243.882,10
JUMLAH/TOTAL 8.153.169,20 8.577.575,99

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara
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— GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

PDRB ADHB tahun 2014 sebesar 10.498,62 milyar rupiah meningkat sebesar 11,50% dari tahun
2013, sedangkan PDRB ADHK (2010) tahun 2014 meningkat menjadi 8.577,52 milyar rupiah atau
sebesar 5,21% dari tahun 2013. PDRB tahun 2014 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar
harga konstan, penywnbang terbesar adalah sektor pertanian, masing-rﬁasing sebesar 3.205,94
milyar rupiah dan 2.392,24 milyar rupiah. Bila dilihat peranan masing- masing sektor terhadap
PDRB ADHB, sektor pertanian memberikan distribusi yang terbesar, yaitu sebesar 30,5%.
Distribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 0,03%. _

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan dapat dilihat dari indeks berantai atas dasar harga
konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan tahum 2014 sebesar 5,21. Nilai ini turun
sebesar 0,61 poin dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,82. Bila dilihat menurut per sektor, laju
pertumbuhan terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,94. Bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat perbedaan percepatan pertumbuhan, dengan
sektor jasa keuangan dan asuransi di tahun 2013 merupakan sektor tertinggi pertumbuhannya
yaitu sebesar 12,3. Berikut adalah gambar laju pertumbuhan ekonomi dan tabel pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Pacitan.
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Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014
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Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
Tabel 2.19
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan Tahun 2013 dan 2014
Tahun
Sektor 2013* 2014**
(1) : 2) ()
A PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN 247 3,73
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 3,87 384
C INDUSTRI PENGOLAHAN 4,86 4,50
D LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 3,86 2,79
E PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH 783 2,50
F KONSTRUKSI 7.07 4,85
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN 8,57 6,62
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN 9,96 10,94
1 PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM 8,61 838
] INFORMASI DAN KOMUNIKASI 9,64 7,53
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI 12,30 7.29
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_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tah
Sektor =
2013* 2014+
1) (2) 3
L REAL ESTATE 7,58 717
M,N [ JASA PERUSAHAAN 6,36 6,61
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN 2,04 0,97
P JASA PENDIDIKAN 9,36 7,13
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL 9,61 8,04
R,5 T, U | JASA LAINNYA 6,19 6,69
JUMLAH/ TOTAL 5,82 521
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015
* Angka Diperbaiki
** Angka Sementara

22.1.2 Laju Inflasi Kabupaten Pacitan
Inflasi dari harga konsumen Kabupaten Pacitan tahun 2010 sebesar 7,11%, angka ini bergerak naik
turun selama 5 tahun terakhir dan tahun 2014 sebesar 7,64%. Berikut adalah grafik laju inflasi

Kabupaten Pacitan.
‘ Grafik 2.2
Laju Inflasi Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2010 - 2014
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Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Bila dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur per Desember 2014 yaitu sebesar 7,77, maka
inflasi Kabupaten Pacitan sebesar 7,64 masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan untuk inflasi nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi nasional
padé Tahun 2014 mencapai 8,36%. Angka ini tentu berada jauh diatas angka inflasi Pacitan pada
tahun 2014,

2.2.1.3 Pendapatan Per Kapita (Rupiah)

Pendapatan per kapita dihitung dengan pendekatan nilai PDRB dibagi jumlah penduduk.
Pendekatan tersebut memiliki kelemahan namun telah dianggap dapat memberikan gambaran
tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu atau perbandingannya dengan
daerah lain.
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PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Pacitan tahun 2011 mencapai Rp.,13.958.673,00 dan

meningkat menjadi Rp.19.105.764,00 pada tahun 2014 atau meningkat rata-rata 36,87% per tahun.

Berikut adalah grafik Pendapatan Per Kapita dalam Rupiah Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.3
Pendapatan Per Kapita (Rupiah) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan
25.000.000
20.000.000 19.105.764
¢ 17.185.007
15.000.000 15 E39.675
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10.000.000 :
5.000.000
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Sumber: BPS Kabupaten Pacitan,tahun 2015

2214 Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk di atas garis kemiskinan yang dihitung

dengan rhenggunakén formula (100 - angka kemiskinan)%. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah

pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan

konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic

needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi

ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Head Count Index (HCI), yaitu persentase

penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Data persentase penduduk miskin dan penduduk di atas garis kemiskinan Kabupatén Pacitan

disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.4
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Dari Grafik 2.4 di atas tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan pada tahim 2010 sebesar 19,50%,

" tahun 2011 sebesar 18,13%, tahun 2012 sebesar 17,23%, tahun 2013 sebesar 16,66%, dan pada tahun

2014 sebesar 16,18%, atau selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, persentase
penduduk miskin mengalami penunman sebesar 3,32%. Angka tersebut masih jauh di atas tingkat
kemiskinan nasional (10,96%) maupun Provinsi Jawa Timur (12,28%). Artinya penduduk di atas

garis kemiskinan Kabupaten Pacitan pada Tahun 2014 sebesar 83,82%.

2.21.5 Indeks Pembangunan Manusia - |
IPM Kabupaten Pacitan terus mengalami kenaikan, ini dapat dilihat dari data tahun 2011 yaitu
sebesar 62,03, tahun 2012 menjadi sebesar 62,94, tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 63,38, dan

tahun 2014 meningkat menjédi sebesar 63,81, Perhitungan ini didasarkan pada formula

perhitungan IPM yang baru yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama
Sekolah dan Pengeluaran Per-Kapita Per Tahun. Berikut kami sajikan grafik perkembangan IPM
Kabupaten Pacitan tahun 2011 s/d 2014. h

Grafik 2.5
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- . Grafik 2.6
Persandingan IPM Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2011-2014
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2.21.6 Angka Kriminalitas
Angka Kriminalitas di Kabupaten Pacitan pada tahtm 2014 dan tahun 2015 sebesar 1,6%

~mengalami penurunan 0,6 dibanding capa1an dari tahun 2011 sarnpa1 dengan tahun 2013 yaitu |
sebesar 2,2. Kasus tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2014 sebanyak 143 kasus dan di tahun
2015 sebanyak 123 kasus. Berikut adalah grafik angka kriminalitas di Kabupaten Pacitan.

Grafik 2.7
Angka Kriminalitas Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
2,5 -
. * “~_

2 4,4 4,4 L "~ ,
1,5 1,6 1,6

1
0,5

0

. . _ 2011 2012 2013 2014 2015

" Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

222  Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2221 Pendidikan

a. Angka Melek Huruf

Indikator angka melek huruf pada awal penode tahun 2011 adalah 91,6%. Indlkator ini mengalami

peningkatan setiap tahunnya dimana pada akhir tahun 2015 mencapai 92,83 %.

Capaian kinerja angka melek huruf didukung dengan program seperti penyelenggaraan kejar

paket A, B dan C serta melalui keaksaraan ftmgsmnal mengadakan beberapa pelatihan kecakapan

hidup serta memngkatkan kualitas pendidikan informal seperti pelatihan pengelolaan kursus- -
. kursus yang ada di Kabupaten Pacitan. Maka capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2015

mencapai 92,83%. Berikut adalah grafik angka melek huruf Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.8
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b.. . AngkaHarapan Lama Sekolah
Indikator harapan lama sekolah pada tahun 2011 mencapai 11,03 tahun,' kondisi ini mengalami.

peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 meningkat menjadi 11,35 tahun, 2013
menjadi 11,41 tahun, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 11,61 tahun. Berikut adalah grafik
harapan lama sekolah tahm di Kabupaten Pacitan 2011-2014:

Grafik 2.9
Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
- Kabupaten Pacitan
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Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, tahun 2015

C. | Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Indlkator rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 adalah 6,10 tahun. Indikator ini mengalami

penmgkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampat dengan akhir tahun 2014 mencapai 6,43
tahun. Berikut adalah grafik angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan:

Grafik 2.10
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2011 - 2014
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d. Angka Partisipasi Kasar
Indikator angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A pada awal penode tahun 2011 adalah 103,10%.

- Indikator int mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015

mencapai 103,12%. Indikator angka partisipasi kasar SMP/ MTs /Paket B pada awal periode tahun
2011 adalah 97,25%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan padé tahun 2015
tercatat 98,62%. Indikator angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA /Paket C pada awal periode
tahun 2011 adalah 68,05%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi
sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 71,54% Berikut adalah tabel angka partisipaﬁi kasar
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Tabel 2.20 -
Angka Partisipasi Kasar (%)Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN ' 2011 C.2012 2013 2014 2015
APK SD/MI/Paket A 1031 103,11 103,1 103,11 103,12
APK SMP/MTs/Paket B 97,25 97,34 97,45 97,91 98,62
APK SMA/SMK/MA/Paket C 68,05 6835 | 6909 | 7015 | 7154

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Kualitas penduduk suatu daerah dapat diketahui dari tingkat pendidikan yang ditamatkan.
Komposisi penduduk Kabupateh Pacitan tahun 2014 berdasarkan tingkat pendidikan yang
ditamatkan menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah tamat SD/sederajat yaitu mencapai
174,421 jiwa atau 36,72%. Sedangkan 'yang tamat SLTP/sederajat mencapai 100.465 jiwa atau
21,15%. Adapun penduduk dengan tamatan perguruan tinggi baru berjumlah 20.678 jiwa atau 4,35.

Tabel 2.21
Banyaknya Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan
Tahun 2014 Kabupaten Pacitan

Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah Prosentase
Tdk/belum pernah sekolah 549 . 23.767 29262 6,16
Tdk/belum tamat SD/sederajat 44193 41.874 86.067 18,12
Tamat SD/sederajat 86.752 87.669 174.421 36,72
Tamat SLTP/sederajat 43.595 56.870 100.465 21,15
Tamat SMU/sederajat 21.062 13.403 34465 | - 7,26
Tamat SM Kejuruan . 19.107 10.487 29.594 6,23
Tamat Perguruan Tinggi 9.726 10.952 20,678 | . 4,35

Jumlah 229.930 245.022 474,952 100

Sumber : BES Kabupaten Pacitan,tahun 2015

f. Angka Partisipasi Murni

Indikator angka partisipasi murni SD/MI/Paket A pada awal periode tahun 2011 adalah 98,21%..
Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun 2015
mencapai 99,03%. .. | :

Indikator angka partisipasi murni SMP/MTs/Paket B pada awal periode tahun 2011 adalah

- 8249%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan

akhir tahun 2015 mencapai 85,14%.
Indikator angka partisipasi murni SMA/ SMK/MA/Paket C pada awal periode tahim 2011 adalah -
54,5%. Indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir

tahun 2015 mencapai 60,44 %. Berikut adalah tabel angka partisipasi murni Kabupaten Pacitan:
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Tabel 2.22
Angka Partisipasi Murni (%)Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015

APM SD/MI 98,21 98,91 98,91 98,99 99,03
APM SMP/MTs 82,49 82,72 8281 84,23 85,14
APM SMA/SMK/MA/Paket C 54,5 55,38 55,56 59,86 60,44

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2222 Kesehatan

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka

kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda antara

kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor

endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka
. kématian neonatal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil,

misalnya program pemberian pil besi dan stmtikan anti tetanus. AKB dihitung dengan jumlah

kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1,000 kelahiran hidup pada

tahun yang sama. _

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1

tahun. Angka kelangsungan hidup bayi sama dengan 1000 kelahiran bayi dalam kurun waktu

setahun dikurangi AKB. | ' |

Tabel 2.23 _
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2010-2015
Kabupaten Pacitan

: . Tahun
No - " Indikator . 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
. Angka kematian bayi per 1000 '
. 1 Kelahiran hidup 12,38 11,57 114 ‘9,98 8,86 8,41
2 | Angka kelangsungan hidup bayi 987,62 | 988,43 | 9886 1| 990,02 | 991,14 | 991,84

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat peningkatan angka kelangsungan hidup bayi
pada tahuﬁ 2015 dibandingkan tahum-tahun sebelumnya, sehingga Angka Kelangsungan Hidup
Bayi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dari 1000 bayi yang dilahirkan sebanyak 991 bayi yang
dapat terus hidup. |

b. Angka Kematian Ibu _

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan
perempuan. Berdasarkan data tahun 2011 sampai dengan 2015 nilai AKI fluktuatif dari waktu ke
waktu, sehingga upaya untuk melanjutkan target tujuan pembangunan millenium masih
mémbutuhkan_ komitmen dan usaha keras yang terus menerus. Berikut adaloh tabel

perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :
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. Tabel 2.24
Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2011 - 2015
' Kabupaten Pacitan
. URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Angka Kematian Ibu 1_05,17 95,01 | 133,03 118,17 76,42

Sumber ; Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Angka Usia Harapan Hidup

Pemerintah Kabupa_ten Pacitan berhasil meﬁmgkatkan Usia Harapan Hidup masyarakat yang
'merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa
peningkatan angka usia harapan hidup pada tahun 2010-2014 sebesar 0,33, dari 70,42 tahun pada
tahun 2010 menjadi 70,75 tahun pada tahun 2014. -

Grafik 2.11
Angka Usia Harapan Hidup Tahun 2010 - 2014
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d. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Indikator prevalensi balita gizi buruk pada awal periode tahun 2011 'mencapai 0,14 mengalami
fluktuatif sampai .der'lgan tahun 2015 Iﬁencapai 0,25. '

Capaian selalu mencapai target <1 per 1000 Balita. Angka disini berarti Pemerintah Kabupaten
Pacitan berhasil menjaga Angka Prevalensi Balita Gizi Buruk tetap di bawah <1 per 1000 balita,
sehingga target nasional telah terpenuhi. Berikut adalah grafik persentase gizi buruk Kabupaten

Pacitan.

Grafik 2.12
Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2011 - 2015
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2.22.3 Pertanahan

a. Persentase Penduduk Yang Memiliki Lahan

Indikator persentase penduduk yang memiliki lahan bertujuan untuk memperlihatkan proporsi
penduduk Pacitan yang memiliki lahan. Namun data yang dipublikasikan oleh BPS tidak

menggunakan indikator tersebut melainkan data Baﬁyaknya produk sertifikat menurut jenis

sertifikat selama beberapé tahun terakhir. Dengan demikian, untuk menyajikan kepemilikan lahan B

di Pacitan digunakan indikator Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat. Berdasarkan
data yang dipublikasikén -oleh BPS, pada Tahun 2010 hak milik (perorangan) sebanyak 2.884
sertifikat meningkat menjadi 9.801 sertifikat pada tahun 2013 dan tahun 2014 turun menjadi 7.002 5
produk sertifikat. Selengkaphya banyaknya produk sertifikat menurut jenis sertifikat dapat dilihat
dalam tabel: |

Tabel 2.25
Banyaknya Produk Sertifikat Menurut Jenis Sertifikat Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan

\ e Tahun
Jenis Sertifikat 2010 2001 | 2012 2013 2014
Hak Milik (Perorangan) 3884 | 4458 | 7.799 9.801 7.002
Hak Guna Bangunan 1 5 4 146 2
Hak Pakai (Instansi) 15 - 31 80 7
Wakaf 9 - 5 51 25

Sumber Data: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.2.2.4 Ketenagakerjaan

a. Persentase Penduduk Yang Bekerja
Indikator kinerja persentase penduduk yang bekerja pada awal periode tahun 2011 mencapai 98,46 -
mengalaini peningkatan setiap tahuﬁnya, dengan kondisi sampai tahun 2015 mencapai 98,78.

Berikut adalah tabel persentase penduduk yang beketja di Kabupaten Pacitan.

Tabel 2.26
Persentase Penduduk Yang Bekerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN ' 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase penduduk yang bekerja | ~ 9846 98,98 99,01 98,92 98,78

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
223  Fokus Seni Budaya dan Olahfaga
Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup
manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang
sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewu]udkan masyarakat Indonesia yang berakhlak
mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing

untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera
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2231 Kebudayaan

a.  Jumlah Grup Kesenian _

Indikator Kinerja Jumlah grup kesenian pada awal periode tahum 2011 mencapai 18 grup
mengalazid peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 45
grup kesenian. Berikut adalah tabel jumlah grup kesenian di Kabupaten Pacitan. |

Tabel 2,27
]umlah Grup Kesenian Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan 7
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah grup kesenian 18 24 25 35 45
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Gedung Kesenian :

Indikator Kinetja jumlah gedung kesenian pada awal periode tahun 2011 mencapai 1 buah gedung
kesenian dan bertambah 1 gedung lagi pada téhun 2014, sehingga kondisi sampai dengan tahun
2015 mencapai 2 buah gedung kesenian. Berikut adalah tabel gedung kesenian Kabupaten Pacitan:

Tabel 2.28
Jumlah Gedung Kesenian Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Gedung kesenian 1 1 1 2 2

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.2.3.2 Pemuda dan Olahraga

a. Jumlah Grup Olahraga

Indikator kinerja ]umlah grup olahraga pada tahun 2011 mencapai 80 grup olahraga dan pada -
tahun 2015 mencapai 138 grup olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terjadi peningkatan
sebanyak 58 grup olahraga Berikut adalah tabel jumlah grup olahraga Kabupaten Pacitan:

~ Tabel 229 .
Jumlah Grup Olahraga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Grup Olahraga 80 80 137 137 138

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Gedung Olahraga

Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Pacitan ':plada tahun 2015 mencapai 64 unit yang tersebar di -
selurth wilayah Kabupaten Pacitan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan gedung
olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tahun 2011 sebanyak 3 unit gedﬁng olahraga
dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 7 unit gedung olahraga. Selama kurun waktu 5 (lima)
tahun terjadi peningkatan pengelolaan sebanyak 4 gedung olahraga. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel 2.30 sebagai berikut:
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Tabel 2.30
“ Jumlah Gedung Olahraga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Gedung Olahraga 3 4 4 7 7
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

23  Aspek Pelayanan Umum
Aspek pelayanan umum merupakén aspek kedua dari tiga aspék pada indikator kinetja kunci
yang tercantum pada Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Aspek pelayanan umum memberikan
gambaran kinerja pemerintah dalam melayani penduduknya. Aspek pelayanan umum d1bag1 |

menjadi dua yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, keduanya akan dijabarkan dibawah ini.

2.3.1 ~ Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib adalah indikator kinerja yang menilai uruﬁan pelayanan wajib di suatu daerah,
penyelenggaraan urusan wajib ditangani oieh pemerintah Kabupaten Pacitan berkaitan dengan-
pelayanan dasar. Bagian dari urusan wajib seperti: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum,

perumahan, perhubungan, lingktmgan hidup, pertanahan, dan lain sebagainya.

2.3.1.1 Pendidikan

a. Pendidikan Dasar

1. AngkaPartisipasi Sekolah (APS) .

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur.
APS SD/MI tahun 2015 dengan kelompok umur 7-12 tahun sebesar 99,99%, dan APS SMP/MTs
dengan kelompok umur 13-15 tahun sebesar 90,07 %. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 0,01%
anak umur Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan saat ini sedang tidak aktif bersekolah. Jumlah anak
umur Sekolah Dasar yang tidak bersekolah tersebut tetap selama 3 tahun terakhir. SeIanjutnya, |
anak umur Sekolah Menengah Pertama yang sedang tidak aktif bersekolah sebanyak 9,93%.
Sehingga ini memberikan gafnbaran bahwa tugas pemerintah masih cukup berat untuk
mensukseskan program wajib belajar 9 tahun di masa datang.

Indikator angka partisipasi sekolah kelompbk usia 7-12 tahun pada awal periode tahun 2011
adalah 100,57%. Indikator ini selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai
dengan akhir tahun 2015 mencapai 99,99%. o

Indikator angka partisipasi sekolah kelompok usia 13-15 tahun pada awal periode tahun 2011

~ adalah 86,22%. Indikator ini selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai

dengan akhir tahun 2015 mencapai 90,07%. Berikut adalah tabel Angka Partisipasi Sekolah

Kabupaten Pacitan.
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Tabel 2.31

‘Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
‘ Kabupaten Pacitan '
Angka Partisipasi Sekolah (%) 2011 2012 2013 2014 2015
Kelompok usia 7 - 12 tahun | 100,57 99,99 99,99 99,99 99,99
Kelompok usia 13 - 15 tahun ' 86,22 88,33 89,17 89,95 90,07

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2. Rasio Ketersediaan Sekolaiy Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah
penduduk usia sekolah dasar, Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua _

penduduk usia pendidikan dasar. Kondisi rasio ketersediaan sekolah dapat dilihat pada tabel o

berikut: 7
Tabel 2.32
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan-
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Sekolah SD ’ 420 417 417 416 416
Jumlah Sekolah MI : . 104 104 103 104 107
Jumlah Sekolah SD/MI - 524 521 520 520 523
Jumlah Sekolah SMP 77 69 71 72 72
Jumlah Sekolah Mts 38 47 51 51 51
Jumlah Sekolah SMPF/MT's 115 116 122 123 123
Penduduk Usia SD/MI (7-12 tahun) - 48472 46.710 45.654 44.591 44.608 |
Penduduk Usia SMP/MTs (13-15 tahun) 26.960 27.316 27.188 25.962 25.269
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk 108,10 111,54 113,90 116,62 117.24
usia sekolah SD/MI
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk 42,66 42,47 44,87 47,38 48,68
usia sekolah SMP/MTs ' :

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Melihat tabel di atas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikan dasar
Kabupaten Pacitan sampai tahun 2015 tercatat perkembangannya cenderung meningkat, hal ini
menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia _SD dan SMP dapat diimbangi dengan pertambahan
jumlah sekolah pendidikan dasar. | |

3.  Rasio Gury/Murid

Rasio gilru/ murid bertujuan untuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur
jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk
mencapai standar kualitas pendidikan yang baik. _ |
Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid
adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumnlah murid pendidikan dasar. Rasio ini |
mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu 'jruga untuk mengukur jumlah ideal -
murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru terhadap:

murid untuk pendidikan dasar pada Kabupaten Pacitan dengan periode tahun 2011 sampai

-

dengan tahun 2015.
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Tabel 2.33 .
Rasio Guru/Murid Tahun 2011 - 2015
- Kabupaten Pacitan

URAIAN . 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio guru / murid SD/MI 116 | 110 107 120 118
Rasio guru / murid SMP/MTs 9N - 100 101 109 108

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator rasio guru dan murid SD/MI pada awal periode tahium 2011 adalah 116. Indikator ini
mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 dan 2013 menurun di angka
110 dan 107, namun meningkat pada tahun 2014 dan sampai dengan akhir talwun 2015 mencapai

118. Indikator rasio guru dan murid SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 adalah 91 Indikator

~ ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai

108.
b. Pendidikan Menengah |
-1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

~ Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok umur,

APS SMA/MA/SMK tahun 2011 kelompok umur 16-18 sebesar 67,59%. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat 32,41% anak umur 16-18 tahun di Kabu'paten Pacitan saat ini sedang lidak aktif
bersekolah. Jumlah anak umur SMA/MA/SMK yang tidak bersekolah tahun 2012 menurun
menjadi 32,11%, pada tahun 2013 menjadi 30,9% dan tahun 2014 kembali menurun menjadi 29,82%,

dan pada tahun 2015 turun menjadi 29,09%. Walau terus mengalami penurunan, namun masih

- menjadi tugas berat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pendidikan

sangat penting guna kemajuan masyarakaf. Angka partisipast sekolah kelompbk usia 16-18 tahun
pada talm 2015 sebesar 70,91%, mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari capaian tahun 2014.
Berikut adalah grafik angka partisipasi sekolah pendidikan menengah Kabupaten Pacitan.

B Grafik 2,13 -
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 - 2015
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2 Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah
penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengihdikasikan kemampuan untuk menampung
semua penduduk usia pendidikan menengah. Kondisi rasio ketersediaan sekolal dapat dilihat

pada tabel berikut:

Paraf Hierarki

Paraf Kaaramasi -

Sekda '}/

SKPD/ Pna ga Pemrakarsa é’ ' .~ RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 i;i,[;?'

dsisten X

SKFO/ Bagian fernaits

Kabag
| €




— GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.34
Rasio Ketersediaan Sekolaly Penduduk Usia Sekolah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan _

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Sekolah SMA 10 9 9 9 10
Jumlah Sekolah SMK 25 26 27 29 31
Jumlah Sekolah MA: 14 16 16 17 22
Jumlah Sekolah SMA dan MA 49 51 - 52 55 63
Penduduk Usia 16-18 23222 26772 25756 28324 27225
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk 21,10 19,05 20,19 19,42 23,14
Usia Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupalen Pacitan, tahun 2016

Melihat tabel diatas, rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah pendidikah menengah
Kabupaten Pacitan terlihat trend yang fluktuatif dari tahun 2011 hingga tahun 2015, yaitu 21,10
| pada tahun 2011, turun menjadi 19,05 pada tahun 2012, meningkat menjadi 20,19 pada tahun 2013,
dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 19,42 dan meningkat di tahun 2015 menjadi 23,14.
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk usia 16-18 tahun masih dapat diimbangi
oleh pertambahan jumlah sekolah pendidikan menengah di Kabupaten Pacitan, walaupun rasio
tersebut masih dapat ditingkatkan apalagi mulai tahun 2017 pendidikan menengah menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. ‘Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru/murid bertujuan umtuk menilai ketersediaan pengajar, selain itu juga mengukur
jumlah ideal murid untuk setiap guru. Rasio guru/murid dapat dilakukan perhitungan untuk
mencapai standar kualitas pendidikan yang baik.

Peiayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa. Rasio guru terhadap murid
adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah.

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur' jumlah

" ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah tabel rasio guru

terhadap murid untuk pendidikan menengah pada Kabupatén Pacitan déngan periode 2011- 2015:

_ Tabel 2.35
Rasio Guru Terhadap Murid Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio guru / murid SMA 77 73 71 75 77
Rasio guru / murid SMK 80 99 99 105 105
Rasio guru / murid MA 166 145 132 154 185

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator rasio guru dan murid SMA pada awal periode tahun 2011 adalah 77. Indikator ini
- mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahum 2012 menjadi 73, pada tahun 2013

- Paraf Mierarki

menjadi 71, tahun 2014 menjadi 75 dan akhir tahun 2015 mencapai 77. Indikator rasio guru dan
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murid SMK pada awal periode tahun 2011 adalah 80. Indikator ini selalu meningkat setiap

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 105. Indikator rasio guru dan
murid MA pada awal periode tahun 2011 adalah 166. Indikator ini juga mengalami perkembangan

“yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 menjadi 145, tahun 2013 menjadi 132, tahun 2014
meningkat menjadi 154 dan sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 185.

c. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu
diperhatikan, Karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik
siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif, Salah satu fasilitas
yang sangat penting diperhatikan adalah kondisi bangunan sekolah secara baik,

Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana pendidikan yang mempunyai peran
penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka
tersebut, prasarana pendidikan mempunyai peran untuk mewujudkan sasaran pembangunan

. seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Grafik 2.14
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik (%) Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan
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. Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator kondisi ruang kelas baik umtuk jenjang SD/MI pada tahun 2011 adalah 79,8%. Indikator
ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapaij
95,98%.

Indikator kondisi ruang kelas baik untuk jenjang SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA pada awal
periode tahun 2011 masing-masing adalah 87,14%, dan 86,32%. Indikator ini selalu meningkat
setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015 mencapai 94,71 untuk
SMP/MTs, dan 92,81 untuk SMA/SMK/MA.

Tabel 2.36
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 | 2015
Sekolah SMPP/MTs Kondisi Bangunan Baik 87,14 | 8758 | 88341 9331 H71
Sekolah SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Ba ik 86,32 89,1 88,31 91,21 02,81

Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar
yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia
enam tahun yaﬁg dilakukan melalui pemberian- rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan

informal.
Tabel 2.37
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 503 | 5207 | 5254 | 57,85 | 63,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator Angka I’_arfisipasi Kasar PAUD pada awal periode tahun 2011 adalah 50,3%. Indikator ini
selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kbndisi sampai akhir tahun 2015 mencapai 63,02%.
Namun bila dengah rumus perhitungan baru, dimana angka penyebut yang sebelumnya
menggunakan penduduk usia 0 - 6 tahun menjadi penduduk usia 3 - 6 tahun maka APK PAUD
menjadi 75,81%. |

e. "Angka Putus Sekolah

1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator angka putus sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 adalah 0%. Indikator ini
mengalami perkembangan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2012 mengalami peningkatan
menjadi 0,18%, tahuﬁ 2013 menjadi 0,06%, tahun.2014 dan 2015 menjadi 0%. Berikut adalah grafik
angka putus sekolah SD/MI : |

Grafik 2,15
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2. . Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

~ Indikator angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2011 adalah 0,22%. Indikator ini mengalami
perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012 mencapai 0,66%, tahun 2013 mencapai
0,56%, tahun 2014 mencapa1 0,26% dan tahun 2015 mencapa1 0,19% untuk SMP/MTs. Berikut
adalah grafik angka putus sekolah SMP/MTs:
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Grafik 2.16
Angka Putus Sekolah (APS) SMF/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Indikator angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 1,22%. Indikator ini selalu
mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
0,22%. Berikut adalah grafik angka putus sekolah SMA/SMK/MA Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

Grafik 2.17
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

1,5

1
79
0,5
G 0,22
0 I 1 T + T 1

2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Angka Kelulusan
Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang
pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan umtuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar

mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah.

1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Indikator angka kelulusan sekolah SD/MI pada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah
100%. Indikator tersebut dapat dipertahankan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai akhir tahun
2015 mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SD/MI tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.18
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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2, - Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Indikator angka kelulusan sekolah SMP/MTs pada awal periode tahun 2011 masing-masing
adalah 100%. Indikator ini mengalami perkemBangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2012
mencapai 99,46%, tahun 2013 mencapai 99,83%, tahun 2014 mencapai 99,34% dan Tahun 2015
mencapai 100%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMP/MTs tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.19
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

3. AngkaKelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Indikator angka kelulusan sekolah SMA/ SMK/ MA pada awal periode tahun 2011 mésing-masing
adalah 99,78%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan
akhir tahtm 2015 mencapai 99,99%. Berikut adalah grafik angka kelulusan SMA/ SMK/ MA tahun
2011 hingga tahun 2015, o ‘

Grafik 2,20
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Indikator angka melan]utkan dan SD/MI ke SMP/MTs, pada awal perlode tahun 2011 masing-

masing adalah 99,85%. Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai

. tahun 2015 mencapai 100,27%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs tahun 2011 - 2015:
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Grafik 2.21
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) Tahun 2011 - 2015
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Sumben Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMIK/MA

Indikator angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA pada tahun 2011 adalah 67,36%.
Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015
mencapai 80,22%. Berikut adalah grafik angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA dari tahun 2011 hingga tahun 2015 :

Grafik 2.22
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) Tahun 2011 - 2015
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Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

6. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Standar kualitas pendidik yang tinggi tentu saja akan mempengaruhi murid didiknya. Standar
pendidik atau guru saat ini adalah Sarjana atau Diploma IV. Pemerintah pusat saat ini melakukan
sertifikasi terhadap guru, program tersebut merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengajar. '

Indikator guru yang memenuhi kualifikasi akademik untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA /SMK/MA p.ada awal periode tahun 2011 masing-masing adalah 78,31%, 84,89%, dan 98,48%.
Indikator ini selalu meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan akhir tahun 2015
mencapai 87,78% untuk SD/MI, 95,51% untuk SMP/MTs, dan 98,92% untuk SMA/SMK/MA.
Berikut adalah grafik Guru Yang Memenuhi Kualifikasi 5-1/D-IV Tahun 2011 - 2015 :
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Tabel 2.38
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi $-1/D-IV (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Guru yang memel}uhl kualifikasi 2011 2012 2013 2014 2015
akademik (%)

SD/MI 7831 79,07 B2.80 86,64 87,78

SMP/MTs 84,89 86,67 89.84 92,44 95,51

SMA/SMK/MA 98,48 98,33 94.23 96,66 98,92

Sumber; Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.2 Kesehatan

Pada dasarnya pembéngunan dibidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan
kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan,
pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang kemudian akan

menciptakan masyarakat yang sehat dan prodﬁktif.

a, Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indikator rasio posyandu per satuan balita pada awal periode tahun 2011 mencapai 21,61
posyandu per 1000 balita mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan
tahun 2015 mencapai 23,17 posyandu per 1000 balita. Berikut ini disajikan grafik perkembangan
rasio posyandu per satuan balita tahun 2011 - 2015 ;

Grafik 2.23
Rasio Posyandu Per Satuan Balita (%)Tahun 2011 2015

Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. = Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk _

Rasio puskesmas per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan
kesehatan. puskesmas dalam memenuhi pelajranannya kepada penduduk, dengan demikian
pelayanan kesehatan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator Rasio Puskesmas per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,04 per
1000 penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai
0,04 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio puskesmas per satuan penduduk di
Kabupaten Pacitan tahtm 2011-2015 :
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Graflk 2,24
Rasm Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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. Sumben Dinas Kesehatan Kabupater_t Pacitan, tahum 2016

c. Rasio Pustu Per Satuan Penduduk
Rasio pustu per satuan penduduk bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan

@

pustu dalam memenuhi pelayanarmya kepada penduduk, dengan demikian pelayanan kesehatan
dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan.

Indikator rasio pustu per satuan penduduk pada awal periode tahum 2011 mencapai 0,1 per 1000
penduduk dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih mencapai 0,1
‘per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio pustu per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan
tahun 2011-2015 :

- Grafik 2.25
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk Tahun 2011-2015

Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rumah

sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta

sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan

yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk fada Kabupaten Pacitan memiliki angka yang sangat

kecil, hal ini dikarenakan jumlah pendudﬁk yahg terdapat pada Kabupaten Pacitan, tidak
mqmg,_dengg n_jumlah rumah sakit yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dari tahun 2011
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yang hanya 1 RS dan tahun 2014 hanya bertambah 1, yaitu menjadi 2 Rumah Sakit yang terdapat
pada Kabupaten Pacitan.
' Tabel 2.39

Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) 'I'ahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Rumah Sakit 1 1 1 2 2
Jumlah Penduduk 542417 | 543.391 512.314 576.392 576.969
Rasio Rumah Sakit Per Satuan .

Penduduk 0,0018 : 0,0018 0,0059 0,0035 0,0034

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk pada awal periode tahum 2011 mencapai 0,17 per 1000
penduduk mengalami peningkatan setiap tahumnya sampai dengan 0,25 per 1000 penduduk pada
tahun 2015. Tabel berikut adalah perkembangan rasio dokter umum dan dokter spesialis per
satuan penduduk di Kabupaten Pacitan dari tahum 2011- 2015 : |

Grafik 2.26 :
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk (Per 1.000 penduduk) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

0,3
__‘PTfr",,—O—Tngr————¢ 0,25
0,2
* 0,17 "’U 17
0,1
|
0 _
2011 2012 2013 2014 2015

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahu.n 2016

f. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011 mencapai 1,14 per
1000 penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi safnpai dengan tahun
2015 mencapai 1,36 per 1000 penduduk. Berikut adalah grafik rasio tenaga medis per satuan |
penduduk dari tahun 2011 hingga tahun 2015 Kabupafen Pacitan :

- Grafik 2,27
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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g Cakupaﬁ Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada tahun 2011 mencapai 102,89% mengalami
penurunan tahtm 2012 menjadi.96,27%, meningkat sedikit menjadi 96,80%, kemudian menurun
lagi pada tahun 2014 menjadi 95,69%, dan terakhir meningkat menjadi 112,31% pada tahun 2015.
Berikut ini disajikan grafik cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani:

Grafik 2.28
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani (%) Tahun 2011 - 2015 -
' Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

h.  Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi
| Kebidanan ' ‘

Cakupan pertolongan persalinar_i oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

pada tahun 2011 mencapai 98,68% mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dimana pada tahun 2012

menurun menjadi 96,5%, menjadi 87,6% pada tahtm 2013, dan meningkat menjadi 99,93% pada

tahtm 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 99,83% pada tahtm 2015.

Grafik 2.29
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan
Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan
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Sumber; Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

L Cakupaﬁ Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada awal periode tahun 2011
mencapai 27,49% mengalami _fluktuatif setiap fahunnya, dengan kondisi pada tahun 2015 mencapai
73,10%. Data realisasi cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) setiap

tahunnya disajikan sebagaimana grafik berikut::
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Grafik 2,30
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

j Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 talwun 11 bulan) yang ada di
kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB)
dengan Z-score < 3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-
kwashiorkor). |

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan menurut petunjuk teknis SPM bidang kesehatan
kabupaten/kota yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2008 memiliki definisi
operasional yaitu balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tata
laksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada Kabupaten Pacitan yang tercatat dalam
buku Laporan Keterangan Pertanggimgjawaban Akhir Masa Jabatan 2011 - 2016 sudah mencapai
angka 100% dari tahun 2011 hingga tahun 2015. Hal ini perlu dipertahankan oleh pemerintah
daerah karena terkait dengan UUD 1945 pasal 34 ayat (1) yang disebutkan bahwa fakir miskin dan

anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

k. Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA

Penemuan pasien baru TBC BTA positif pada awal periode tahun 2011 mencapai 2847%
mengalami fluktuatif setiap tahunnya dan pada tahun 2015 mencapai 32,70%. Berikut ini disajikan
tabel cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA tahun 2011 sampai dengan 2015:

Tabel 2.40
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Penemuan pasien bam TBC BTA 2847 21,7 38,77 28,82 32,70
positif

Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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L Cakupan Penemuan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu)
tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun
waktu satu tahun yang sama. Definisi tersebut merupakan definisi operasional menurut
Keputusan Menteri Kesehatan RI No 828 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Penderita DBD yang ditangani pada awal periode
tahun 2011 mencapai 100%. Capaian ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015.

m. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2011 mencapai 0,98%
dan mengalami fluktuatif setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
5,14%. Berikut ini disajikan grafik cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
tahun 2011 - 2015:

Grafik 2.31
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
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Sumben Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

n. | Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai
dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan,
paling sedikit 4 kali pada satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Definisi tersebut menurut
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828 Tahun 2008.

Tabel 2.41
Cakupan Kunjungan Bayi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Cakupan Kunjungan Bayi 102,8 99,87 93,78 95,8 95,08
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2011 mencapai 102,8% mengalami penurunan setiap

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 95,08%.
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o. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas kesehatan
masyarakat, Cakupan puskesmas adalah kecamatan, tergantung jumlah penduduknya. Cakupan
puskesmas pada tahun 2011 mencapai 200% dengan kondisi sama setiap tahunnya sampai dengan
tahun 2015 masih mencapai 200%. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Kabupaten Pacitan telah

berhasil memenuhi target 1 kecamatan ada 2 puskesmas.

p. Cakupan Puskesmas Pembantu
Cakupan puskesmas pembantu (pustu) diperlukan untuk mengetahui cakupan pelayanan fasilitas

kesehatan dimasyarakat. Pustu cakupannya adalah desa dan atau kelurahan tergantung jumlah

penduduknya.
Grafik 2.32
Cakupan Puskesmas Pembantu (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan '
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Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2011 mencapai 32,16% mengalami penurunan setiap

tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 31,58%.

2.31.3 Pekerjaan Umum

a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan
kabupaten. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan kabupaten secara keseluruhan,

Tabel 2.42
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Proporsi Panjang Jaringan Jalan : 2014 2015
Dalam Kondisi Baik 2011 : 2012 2013 o

Jalan 50,23 51,11 52,12 54,61 56,152

Jembatan 90,91 91,57 92,15 92,45 92,81

Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Paraf Hierarki Parat Xoordinasi e
$KPD! Bagian Pemraarsa . ACITAN 2016-2021 [ i
Sekda E Bépk ,ff _ RPJMD KABUPATEN P N 2016-2021 { . [ii¢

Asisten r fKPD! Bagian Terkait:
. Kabag 2.
_Hubum L\/ 3. emm s,




_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- Capaian kinerja kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Pada tahun 2011, proporsi jalan dalam kondisi baik mencapai 50,23% dari total panjang

~ jalan di Kabupaten Pacitan, dan terus méhingkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 56,152%.

- Sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2011 mencapai 90,91% dan terus

~‘meningkat sampai dengan tahun 2015 mencapai 92,81%.

b.

Rasio Jaringan Irigasi
Rasio jaringan irigasi dihitung dari pénjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan

budidaya pertanian. Capaian kinerja rasio jaringan irigasi kabupaten pada tahun 2011 mencapai - -

- 0,085 mengalami penurunan menjadi 0,082 pada tahun 2012 dan 2013, kemudian meningkat

mencapai 0,0829 pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berikut adalah tabel rasio jaringan irigasi

- Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015.

: - . -~ Tabel 2.43 .
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
Keterangan 2011 2012 2013
Rasio Jaringan Irigasi 0,085 0,082 0,082
Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2015
0,0829

2014
0,0829

G Rasio Tenipat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di_hituhg dengan cara menjumlahkan masing-masing

tempat ibadah yang ada di Kabupaten Pacitan, dibagi dengan jumlah-penduduk yang memeluk

* - masing-masing agama yang terdapat pada Kabupaten Pacitan dikali dengan 1000. Berikut ini data
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rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2014 :

. Tabel 2.44 |
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk (Per 1.000 Penduduk) Tahun 2011 - 2014
Kabupaten Pacitan

Kabag

MT

Keterangan - 20 2012 2013 2014
Masjid 1556 1556 1546 1546
Langgar/Musholla 1051 1051 1617 1617
Gereja 7 8 5 4
Pura ' 0 o 0 0 0
Vihara 0 0 0 0
Islam 589633 589636 599759 597746
Kristen 534 534 557 534
Katholik 236 236 - 338 338
Hindu 2 2 4 3
Budha 3 : 3 3 3
Konhucu 27 27 9 0
Rasio Masjid 2,64 2,64 2,58 2,59
Rasio
Langgar/Musholla 1,78 1,78 2,70 2,71
Rasio Gereja 13,11 14,98 8,98 7,49
Rasio Pura 0,00 - 0,00 0,00 0,00
Rasio Vihara 0,00 0,00 0,00 0,00
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d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Indikator kinerja rumah bersanitasi pada tahum 2011 mencapai 78,52% mengalami peningkatan

setiap tahunnya, déngan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56 %. Berikut adalah tabel
persentase rumah tinggal bersanitasi :

“Tabel 2.45
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013

Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi 78,52 79,66 80,77
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
86,27

2015
87,56

e Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk pada awal periode tahun 2011

~ mencapai 0,31 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun

2015 mencapai 0,36. Berikut adalah tabel Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
penduduk di Kabupéten Pacitan tahun 2011 - 2015:

: Tabel 2.46 '
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk(Per 1.000 Penduduk)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

2015

URAIAN 2011 2012 2013 2014
Rasio Tempat Pembuangan Sampah 0,31 0.33 0,31 0,36 0,36
(TPS) Per Satuan Penduduk

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f.
Indikator kinerja rasio rumah layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 23,07 mengalami

Rasio Rumah Layak Huni

peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 25,39. Berikut

adalah tabel rasio rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.47
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011 - 2015
_ Kabupaten Pacitan
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Rumah Layak Huni 23,07 23,8 23,90 25,31 25,39

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

g Rasio Pemukiman Layak Huni

Indikator kinerja rasio permukiman layak huni pada awal periode tahun 2011 mencapai 0,97

mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai

© 0,995. Berikut adalah tabel rasio permukiman layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

‘ Tabel 2.48
. Rasio Pemukiman Layak Huni Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

Lk

Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Pemukiman Layak Huni 0,97 0,97 0,98 0,99 0,995
Sumber; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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h, Panjang Jalan Dilalui Roda 4
Jalan utama kabupaten yang dilalui roda 4 (m} di Kabupaten Pacitan masuk status jalan kabupaten, -
meskipun kondisinya ada yang baik dan ada yang rusak. Panjang yang masuk status jalan
kabupaten di Kabupaten Pacitan sepanjang 798.000 m pada tahun 2011 dan sampai dengan tahun
2015 masih tetap sepanjang 798.000 m.

i Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk
(Minimal Dilalui Roda 4}

Jalan penghubung dari ibukota‘kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui

roda 4} pada tahun 2011 sepanjang 478.800 m dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya

sampai dengan 798.000 m pada tahun 2015. Berikut adalah tabel jalan penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) di Kabupaten Pacitan tahum

2011-2015:

Tabel 2.49
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman Penduduk Minimal
Dilalui Roda 4 (m) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jalan Penghubung dari Ibukota 478.800 478.800 496.149 794.513 798.000
Kecamatan ke Kawasan Pemukiman
Penduduk (Minimal Dilalui Roda 4)
Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
je Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam}

Capaian kinerja panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) pada tahun 2011
sepanjang 335.160 m dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 sepanjang
448.091 m. Berikut adalah tabel panjang jalan Kabupaten Pacitan dalam kondisi baik (>40 km/jam}
dari tahun 2011 - 2015 : '

Tabel 2.50
Panjang Jalan Kabupaten Pacitan Dalam Kondisi Baik > 40 Km/Jam (m)
Tahun 2011 - 2015

2011 2012
335.160 337.660

2013
363.554

2015
448.091

2014
435.763

URAIAN
Panjang Jalan Kabupaten Dalam
Kondisi Baik
Sumber; Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

k. Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air (Minimal
1,5 m}

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) pada
tahun 2011 mencapai 13.330 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai
dengan tahun 2015 mencapai 24.137,5. Berikut adalah tabel panjang jalan yang memiliki trotoar

dan drainase minimal 1,5 m di Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015 :
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Tabel 2.51
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air Minimal 1,5m (m)
: Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan 13.330 13.525 18.120 20.766 24137,5
Drainase/Saluran Pembuangan Air
(Minimal 1,5m)
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
L ‘Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Drainase merupakan salah satu cara untuk membuang kelebihan air yang tidak diinginkan pada
suatu daerah. Selain itu tujuan dari drainase adalah salah satu unsur dari prasarana kota dalam
rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Perhitungan drainase dalam
kondisi baik dihitung dengan melihat panjang drainase rusak/tersumbat dibagi dengan panjang
seluruh drainase di Kabupaten Pacitan dikali dengan 100%.

Tabel 2.52
~ Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Drainase Dalam Kondisi 60,54 64,54 70,70 75,62 80,54
Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian kinerja drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat pada tahun
2011 mencapai 60,54 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan

tahum 2015 mencapai 80,54.

m. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Luas sawah beririgasi kabupaten dalam kondisi baik pada akhir tahun 2015 sebesar 4.489 Ha,
Kondisi ini meningkat 5,70% dari tahun sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan kondisi tahun
2011 telah mengalami peningkatan sebanyak 25,15%. Berikut adalah tabel luas irigasi Kabupaten
Pacitan dalam kondisi baik tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.53
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik 3.587
Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
3.600

. 2013
4.237

2014
4.247

2015
4.489

n. Luas Pemukiman

Capaian kinetja luas permukiman pada tahun 2011 mencapai 13.323,75 Ha mengalami peningkatan
setiap tahumnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 14.357,73 Ha. Berikut adalah
tabel luas pemukiman Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :
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Tabel 2.54
Luas Pemukiman (Ha) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Pemukiman 13.323,75 13.496,08 13.668,41 14.013,07 14.357,73

Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.4 Perumahan
a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase rumah

tangga yang menggunakan air bersih imtuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga.

: Tabel 2,55
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan 50,3 51,8 60,40 64,48 69,02
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Pedesaan 333 33,9 36,21 37,51 37,92

- Sumber: Dinas Cipta Katya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3%
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
69,02%. Sedangkan capaian kinerja rumah tangga pengguna air bersih pedesaan pada tahun 2011
mencapai 33,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun
2015 mencapai 37,92%. |

Tabel Rumah Tangga Pengguma Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas terdiri
dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengguna
Air Bersih Pedesaan, umtuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam

indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

b.

Persentase peduduk berakses air bersih pada tahun 2011 mencapai 38,22% dan terus mengalami

Penduduk Berakses Air Bersih

peningkatan setiap tahunnya sampai dengan 50,05% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel
persentase peduduk berakses air bersih di Kabupaten Pacitan tahim 2011 - 2015:

Tabel 2.56 _
Penduduk Berakses Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Penduduk berakses air bersih 38,22 41,08 43,94 44,67 50,05

Sumber; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Capaian kinerja jumlah rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 mencapai 84.067 rumah
tangga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015
mencapai 133.678 rumah tangga. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik Kabupaten
Pacitan tahun 2011 - 2015:
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. Tabel 2.57
Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan :
URAIAN 2011 2012 2013
Rumah Tangga Pengguna Listrik . 84.067 94.050 | 116.550
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
123.613

2015
133.678

d. Rumah Bersanitasi

Capaian kinerja rumah bersanitasi péda awal periode tahun 2011 mencapai 78,52% mengalami

T peningkatan setiap tahunnya, d'.erigan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 87,56%. Berikut -

adalah tabel rumah bersanitasi pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

: Tabel 2.58
‘Rumah Tangga Bersanitasi (%) Tahun 2011 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Rumah Bersanitasi

78,52

79,66

80,77

86,27

87,56

Sumber: Dinas Cipta I(arya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

e. ngkungan Pemukiman Kumuh

Capaian kinerja lingkungan pemukiman kumuh pada tahun 2011 mencapai 0,07 mengalami

- penuriman setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 0,057, Berikut

- adalah tabel lingkungan pemukimari kumuh Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015

Tabel 2.59
ngkungan Pemukiman Kumuh (%)Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013
Lingkungan Pemukiman Kumuh 0,07 0,067 0,061
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
0,059

2015
0,057

f. - Rumah Layak Huni |
‘Capaian kinerja rumah layak huni pada tahun 2011 mencapai 89,37% mengalami peningkatan
setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 98,70. Berikut adalah tabel

* rumah layak huni Kabupaten Pacitan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 :

o Tabel 2.60
Rumah Layak Huni (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 - 2013 2014 2015
Rumah Layak Huni 89,37 93,46 97,48 98,62 98,70

| ~Sumber: Dinas Cipta Karya, T ata Ruang dan Keber51han Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Rumah Layak Huni (%) tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan seperti tersebut di atas, pada

~perhitungan selanjutnya akan dilakukan penyesuaian_'mengingat adanya perubahan data

penduduk dan jumlah rumah layak huni.
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2315 Penataan Ruang

a, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI /HGB
Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

| sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota fnerupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan

dengan kriteria lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;

berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu 'harnpamn dan jalur; .

~dan didominasi komumitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan

daya tampung lihgkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari Iuas kawasan perkotaan
paling sedikit 30%. Indikator ini dihitung dengan meghitung luas ruémg terbuka hijau dibagi
dengan luas wilayah ber HPL/HGB.

Tabel 2.61 ,
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPI/HGB Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
. URAIAN 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wﬂayah 3526 | 3543 | 3594 | 3640 | 3670
berHPL/HGB

Sumber: Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

* Indikator kinerja rasio ruang terbuka hijau per satuan Juas wilayah ber HPL/HGB pada tahun 2011

mencapai 35,26 mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahum

- 2015 mencapati 36,70.‘ _
Tabel 2.62
Jumlah Rekomenda51 Pemanfaatan Ruang Yang Ditertibkan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang ‘
Ditertibkan 52 85 101 166 181

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersxhan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah rekornenda51 pernanfaatan ruang yang ditertibkan pada tahun 2011 terdapat 52 |
rekomendasi mengalami penmgkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 -

mencapai 181 rekomendasi.

Tabel 2.63
Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Dihasilkan Tahun 2011-2015
, Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah dokumen rencana tata ruang yang dihasilkan 0 0 1 2 4

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah dokumen rencana tata ruang yangr d.'ihasilkan pada tahun 2011 belum terdapat dokumen
yang diciptakan, tetapi mengalami penihgkatan hingga tahun 2015, dengan kondisi sampai dengan
tahun 2015 mencapai 4 dokumen. | |

Lebih lanjut, disajikaﬁ juga informasi penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik. RTH publik
adalah penyediaan : RTH yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Kabupaten Pacitan yang
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digunakan untuk kepentingan umum. Indikator penyediaan RTH Publik adalah persentase

tersedianya luasan RTH pubh'k sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Tabel 2.64
Persentase RTH Publik Sebesar 20% Dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 | 2013 2014 2015
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas 11,1 134 15,7 18 19,2
wilayah kota/kawasan perkotaan

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rasio Bangunan bef-IMB per satuan Bangunan

Capaian kinerja rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan pada tahun 2011 mencapai 68,91 |
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahum 2015 mencapai
71,72 denga'n rata-rata kenaikan 3,78% setiap tahunnya. Berikut adalah tabel rasio bangunan ber- |
IMB per satuan bangunan tahun 2011 sampai déngan tahun 2015 di Kabupaten Pacitan : |

Tabel 2.65
. Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan Tahun 2011 - 2015
_ Kabupaten Pacitan _ _
URAIAN ' - 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan 68,91 69,15 69,44 69,81 71,72

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Ruahg Publik Yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang sosial yang umumnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat,
misalnya jalan, alun-alun, tqnian, pantai, .gedﬁng pemerintahan yéng terbuka untuk umum, dan -
perpustakaan. umum. Indikator kinerja ruang publik yang berubah peruntukannya pada awal .
periode tahun 2011 mencapai 0%, artinya tidak ada ruang publik yang berubah peruntukannya
dan bertahén selama kunm waktu 4 tahun sampai dengan tahun 2015.

. d. Meningkatnya Ketersediaan Informasi Penataan Ruang
Data terkait ketersediaan informasi penataan ruang merupakan salah satu indikator dalam Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Informasi ini disajikan dalam
bentuk Peraturan Daerah Kabﬁpaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang - -
Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028, |

23.1.6 | Perencanaan Pembangiman

a. Tersedianya Dokumen Perencaﬁaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
Indikator capaian kinetja tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditefapkan deﬂgan
peraturan daerah telah terealisasi pada tahun 2011 dengan telah disusunnya RPJPD Kabupaten
Pacitan Tahun 2005-2025, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 'Pacitan Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP]P) Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2005-2025.
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7 b. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA
RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah telah terealisasi pada Tahun 2011 dengan
disusunnya RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor  11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Pacitan Tahﬁn 2011-2016. Selanjutnya, pada Tahun 2013, dikarenakan
adanya regulasi baru mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM} pada beberapa urusan yang

_- menjadi kewenangan daerah dan adanya perubahan target pencapaian sasaran akhir

. | pembangunan jangka menengah, maka telah dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Pacitan

| Tahun 2011-2016 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10

- Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011

- Tentang Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016. Dengan demikian, -
Kabupaten Pacitan telah memiliki RPJMD Tahun 2011-2016.

G Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan
. ' Kepala Daerah _
| . Indikator capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan
~ peraturan kepala daerah telah dilaksanakan setiap tahun. Terakhir telah ditetapkan dengan
- Peraturan Bﬂpati Pacitan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

- Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

23.1.7 Perhubﬁngan
a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum’ _

- Arus penumpang yang menggunakan angkutan umum tahun 2011 sebesar 7.019.808 menurun
menjadi 6.520.078 pada tahun 2015. Hal 1m disebabkan karena terjadinya peningkatan kepemilikan
kendaraan pribadi khususnya sepeda mofor. Berikut adalah tabel jumlah arus penumpang

. angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015

 Tabel 266 -
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum {Orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

] Jumlah Arus Penumpang 7.019.808 6.537.69 6.728.670 6.210.811 6.520.708
Angkutan Umum ' :

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b Jumlah Ijin Trayek '
Jumlah jjin trayek Kabupaten Pacitan tercapai sejalan dengan diadakannya penertiban di jalan
umum lebih intens dan diadakannya pembinaan serta pendekatan secara persuasif kepada para
- pengusaha angkﬁtan umum terutama angkutan pedesaan. Dari jumlah jjin tahun 2015 yang
dikeluarkan sebesar 12 ijin trayek menihgkat di tahuﬁ 2015 mencapai 51 jjin trayek. Berikut adalah
tabel jumlah jjin trayek Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 - 2015:
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- Tabel 2.67
Jumlah Ijin Trayek (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Jjin Trayek 12 12 20 25 51

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Capaian jumlah uji KIR kendaraan umum pada tahun 2011 adalah sebesar 2.283, mengalami
peningkatan tahun 2012 menjadi 2466 dan meningkat kembali di tahun 2013 menjadi 3.152, akan
tetapi mengalami penurunan menjadi 2.525 di tahun 2014 dan meningkat kembali di tahun 2015
menjadi 3.957 kendaraan, Berikut adalah tabel jumlah uji KIR Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

Tabel 2.68
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
, , . Kabupaten Pacitan .
URAIAN - 2011 2012 2013 2014 . 2015
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum 2.283 2.466 3152 2.464 3.957

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. = Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus :

Jumlah pelabuhan laut/udara/ terminal bus pada awal periode tahun 2011 mencapai 5 lokasi tidak
mengalami peningkatan setiap tahunnyé, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 tetap 5 lokasi.
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus pada tahun 2011-2015 tidak mengalami peningkatan
maupun penurunan karena dibutuhkan biaya investasi yang besar untuk pembangunan prasarana
tersebut. Dengan kondisi APBD seperti saat daerah belum mampu membiayai sendiri, sehingga
perlu kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Bentuk kerjasama yang
teiah dilakukan diantara pembangunan pelabuhan Teluk Begelon di Desa Kembang Kecamatan
Pacitan yang direncanakan sejak tahun 2011, Pembangunan tersebut melibatkan kerjasama antara
pemerintah kabﬁf)aten sebagai penyedia lahan, pemerintah propinsi dan pusat sebagai pelaksana
pembangunan untuk konstruksi dan jalan akses. Progres pembangunan pelabuhan hingga tahun
2015 masih sedang.berjalan untuk pekefjéan pematangan lahan dan konstruksi dermaga/ trestle

sehingga belum bisa dimasukkan dalam realisasi karena pembangunan belum selesai.

e. Jumlah Angkutan Darat

Angkutan Darat meliputi sedan, bus, mini bus, truk dan jeep. Tahun 2011 jumlahnya sebesar 9.470
kendaraan dan menurun sampai Tahun 2015 menjadi sebesar 8.483 kendaraan. Berikut adalah tabel
jumlah angkutan darat pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 hmgga tahun 2015.

 Tabel 2.69
]urnlah Angkutan Darat (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

'URAIAN - 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Angkutan Darat - 9470 7.519 7.652 8.570 8.483
- Enrpbe. D ikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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f.
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum dalam indikator capaian tahun 2011 terealisasi 1.468

| Kepemilikah KIR Angkutan Umum

kendaraan, mengalami- fluktuasi setiap tahunnya menjadi 1.434 pada tahun 2012, meningkat
menjadi 1.576 pada tahum 2013, menurun kembali pada tahun 2014 menjadi 1.252 dan kemudian
‘meningkat menjad'i 1.670 pada tahun 2015, Fiuktuasi ini diéebabkan karena beberapa kendaraan
wajib uji terjadi perganfian kepemilikan dan fnutasi kendaraan angkutan umum baik keluar kota
maupun mutasi dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi serta kesadaran untuk
melakukan uji kendaraan bermotor rendah. Berikut adalah tabel kepemilikan KIR angkutan umum
pada Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.70
Kepermhkan KIR Angkutan Umum (Buah) Tahun 2011 - 2015
“Kabupaten Pacitan

2011 2012 2013
1468 | 1434 | 1576

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

URAIAN
Kepemilikan KIR Angkutan Umum-

2014
1.252

2015
1670

g. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Capaian kinerja lama pengujian kelayakan aﬁgkutan umum pada tahun 2011 mencapai 40 menit
mengalami percepatan setiap tahu'n.nya, dengén kondisi safnpai dengan tahun 2015 méncapai 30
menit. Hal ini dapat tercapai dikarenakan dalam proses uji kendaraan bermotor sudah
menggunakan Sistem Informasi U]1 Kendaraan (SIUK). Berikut adalah tabel lama pengujian
kelayakan angkutan umum (KIR) Kabupaten Pacitan tahun 2011 hingga tahun 2015:

Tabel 2.71
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

2014
30

2013
30

2015
30

URAIAN -
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR})

2011 | 2012
40 30

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

h.

Rambu-rambu sangat dibutuhkan bagi keselamatan transportasi, karena berfungsi untuk memberi

o Pemasangéh Rambu-Rambu

tahu terhadap apa saja yang terdapat dalam setiap perjalanan darat, air maupun udara bagi
pengendara, Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2011 mencapai 27,80% meningkat
menjadi 29,12% pada tahun 2015. Berikut adalah tabel pemasangan rambu-rambu pada jalan

Kabupaten di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.72

Pemasangan Rambu-Rambu (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

2011 2012

27,80 27,01
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Tabel Pemasangan Rambu-rambu (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan pada perhitungan

2014
28,59

2015
29,12

2013
28,29

URAIAN

Pemasangan Rambu-Rambu

selanjutnya akan disesuaikan dengan perubahan perhitungan data rambu-rambu yang baru.
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23.1.8 - Lingkungan Hidup

a Persentase Penanganan Sampah

Penanganan sampah merupakan hal sangat penﬁng guna ménciptakan lingkungan yang bersih,
nyaman dan sehat. Indikator d1h1tung dengan mengh:tung volume sampah yang ditangani dibagi
dengan volume produk51 sampah dikali dengan seratus.

Indikator kinerja penanganan sampah pada tahlm 2011 mencapa1 87,98% mengalami peningkatan
setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 mencapai 90,35%. Berikut adalah persentase
penanganan sampah di Kabupaten Pacitan tahun 2011-2015:

‘Tabel 2.73
" Persentase Penanganan Sampah (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN . 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase Penanganan Sampah _ 87,98 88,60 88,95 89,64 90,35
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. | Cakupan Pengawasan Tefhadap Pelaksanaan Amdal ‘

Cakupan pengawasan terhadapr pelaksanaan AMDAL baik untuk dokumen AMDAL ataupun
UKL UPL/SPPL pada tahun 2011 mencapai 50 dan terus menihgkat sampai dengan tahun 2015
mencépai 100. Hal ini menunjukkan pola: p:engawasan dan pembinaah terhadap pelaksanaan -
AMDAL sudah berjalan di Kabupaten Pacitan dan harus terus dipertahankan. Dengan melakukan
pengawasan pada pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL diharapkan potensi pencemaran dan
perusakan lingkungan akan dapat dikurangi. Berikut adélah cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: |

: Tabel 2.74
Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 ] 2013| 2014| 2015

Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL 50 | 60 [ 8 { 100 | 100
Sumber: Kantor Linglkungan Hidup Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Tempat PemBuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Indikator kinerja Tempat Pembuangan Sampah (IPS) per satuan penduduk pada tahun 2011
mencapai 0,31% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun
2015 mencapai 0,36%. Berikut adalah tabel Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
Penduduk tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.75
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan 0,31 - 0,33 0,34 0,36 0,36
Penduduk '

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Selain indikator-indikator di bidang lingkungan hidup yang telah diuraikan di atas, terdapat juga

indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini :
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Tabel 2.76
Kinerja Bidang Lingkungan Hidup 2011-2015
Kabupaten Pacitan -

NO URAIAN - 2m 2012 2013 2014 2015
1 " | Penghargaan Kebersihan Nasional Ada Ada Ada Ada Ada
2 | Jumlah Sekolah Adiwiyata : - - 6 A 41

% Pengaduan Masyarakat Akibat
3 - | Pencemaran/ Perusakan Lingkungan yang 70 80 100 100 100
Ditindak Lanjuti :
4 ;iﬁéa:i:‘aﬁ:?;f;mantauan lingkungan 25 50 78 112 156
5 ]}xmlah lokasi pemantauan kualitas - 2 2 2 2
lingkungan untuk hasil tembakau
6 | Indeks Tutupan Hutan - - - - 72,27
7 {IKLH - - - - 73,24
8 | Status Mutu Air 51 60 72 8 | 100
9 | Penegakan Hukum 70 80 100 100 100

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.9 Pertanahah
a. . DPersentase B1dang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat

~ Persentase bidang tanah aset pemda yang bersertifikat pada tahun 2011 mencapai 29%, merungkat

setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 36,63%. Berikut adalah tabel persentase
bldang tanah aset pemda yang bersertifikat di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.77
 Persentase Bldang Tanah Aset Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Persentase Bidang Tanah Aset Pemda yang . ' 29 32,7 32,7 33 36,63

Bersertifikat
Sumben Setda Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk berKTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi
bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dmuhkl oleh semua penduduk di Indonesia
yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berﬁmur di bawah 17 tahun tetapi sudah
menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib
Capaian kinerja rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,75%
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
0,91%. Berikut adalah tabel rasio pénduduk ber-KTP per satuan penduduk Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015 : '
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Tabel 2,78
Rasm Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
_ URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Penduduk B_erKTP Per Satuan Penduduk 0,75 0,87 0,88 0,89 0,91

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b.  Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Akt kelahiran _ad_aiah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan

resmi tentang tempat dan waktu kelahiran énak, nama anak dan nama orang tua anak secara
lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran dibuat berdasarkan laporan
kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-Iambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 .
hari kerja bagi WNA séjak _tahggal kelahiran '.b-ayi. Capaian kinerja bayi berakte kelahiran pada
tahun 2011 mencapai 98,1%, meningkat menjadi 100% sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015,
Berikut adalah tabel rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2,79
Rasio Bay1 Berakte Kelahiran Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Bayi Berakte Kelahiran =~ . 98,1 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c¢. - Rasio Pasangan Berakte Nikah

Indlkator ini digunakan untuk melihat berapa persen penduduk yang sudah memiliki akta nikah.
Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan penduduk yang sudah memiliki akta nikalt dibagi
dengan jtunlah penduduk dikali 100%.

Capaian kinerja pasangan berakte nikah pada tahun 2011 mencapai 100% sama setiap tahunnya,
dengan kondisi sampai' dengan tahun 2015 mencapai 100%. Hal ini berarti semua pasangan yang

ada di Kabupaten Pacitan sudah memiliki akte nikah.

d. - Cakupan Penerbitan KTP
Capaian kinerja penerbitan KTP pada tahtm 2011 mencapai 75 ,42% mengalami pemngkatan setiap

- tahunnya sampai dengan tahun 2013 menjadi 88,11%, dan mengalami penurunan pada tahun 2014

.menjadi 89,63%, kel_hudian kembali meningkat menjadi 91,38% tahun 2015, Berikut adalah tabel
cakupan penerbitan KTP di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.80
Cakupan Penerbitan KTP Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 . 2012 2013 2014 _2015
Cakupan Penerbitan KTP 75,42 87,54 8811 89,63 91,38

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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e.  Cakupan Penerbitan Akta Keléhifan

Capaian kinerja cakupah penerbitan akta kelahiran pada tahun 2011 mencapai 64,93 % mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai déngan tahun 2015 mencapai 81,43%. Berikut
adalah tabel cakupan penerbltan akta kelahlran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.81
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN : 2011 2012 2013 2014 2015

Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk 64,93 7295 77,25 79,06 8143

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Indikator kinerja penerapan KTP nasional berbasis NIK pada tahun 2011 telah dilaksanakan
penerapan KTP nasional berbasis NIK. Maka capaian kinerja selama periode tahun 2011 sampai

tahun 2015 telah dilaksanakan penerapan KTP nasional berbasis NIK.

2.3.1.11 Pemberdayaah Perempuan dan Perlindungan Anak

a. - DPersentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah .

Indikator kinerja partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahﬁn 2011 rnenczipai 35,68%
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
45,56%. Berikut adalah tabel persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2011
-2015: '

: Tabel 2.82
Persentase Partlslpa51 Perempuan di Lembaga Pemerintah ("/u) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 | 2013} 2014 | 2015
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah 35,68 | 4049 | 42,24 | 42,24 | 45,56
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Perhitungan Tabel Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah (%) tahun 2011-2015 Kabupaten
Pacitan di atas, terdiri dari dua indikator yaitu partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan

lembaga swasta, namﬁ_n pada perhitungan selanjutnya akan dipisahkan perhitungannya.

b. Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur |

Jumlah tenaga kerja dibawah umur pada tahun 2011 rhencapai 26,34%. Kabupaten Pacitan berhasil
menunmkan jumlah fenaga kerja dibawah umur setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015
men]adl 0,01%. Berikut adalah tabel persentase ]umlah tenaga kerja di bawah umur di Kabupaten
Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.83
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN - - | - 2011 2012 2013 | 2014 | 2015
Persentase Jumlah Tenaga Kerja Di Bawah Umur 2634 | 4539 | 057 | 065 | 0,01
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 .
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c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2011 mencapai 46,84% mengalami penurunan
pada tahun 2012 menjadi 40,64%, kemudian meningkat menjadi 46,7% pada tahun 2013 dan 79,73
tahun 2014. Pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 79,20%. Berikut adalah tabel partisipasi
angkatan kerja perempuan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.84
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Partisipasi Angkatan Ketja Perempuan 46,84 40,64 46,7 79,73 79,20
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan pada tahun
2011 mencapai 41,17 %. Hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015
menjadi 100%. Berikut adalah tabel penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.85
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Kabupaten Pacitan (%) Tahun 2011 - 2015
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan PerempuanDan | 4117 | 666 | 7058 | 7027 | 100
Anak Dari tindakan Kekerasan

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2011 mencapai 1,98%. Kabupaten Pacitan mampu

menunmbkan setiap tahunnya sampai dengan fahun 2015 menjadi 1,75%. Berikut adalah tabel rata-
. rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.86
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan :
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga 1,98 1,98 1,96 1,25 1,75
Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Cakupan Peserta KB Aktif

Pelayanan KB berkualitas adalah pelayanan KB sesuai standar dengan menghormati hak individu
dalam merencanakan kehamilan sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam menurunkan
angka kematian ibu dan menurunkan tingkat fertilitas (kesuburan) bagi pasangan yang telah
cukup memiliki anak (2 anak lebih baik) serta meningkatkan fertililas bagi pasangan yang ingin
mempunyai anak. Keluarga berencana (KB) dapat meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam

rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar
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terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin

terkendalinya pertambahan penduduk.

Tabel 2.87
Cakupan Peserta KB Aktif Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan '

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan Peserta KB Aktif 79,31 779 79,23 79,98 78,40

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Indikator kimerja peserta KB aktif pada tahun 2011 mencapai 79,31% mengalami fluktuatif setiap

. tahunnya, dimana pada tahun 2012 turun menjadi 77,9% dan meningkat menjadi 79,23% dan

79,98% pada tahun 2014, namun akhir tahun 2015 turun menjadi sebesar 78,40%.

c Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Indikator kimerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I pada awal periode tahun 2011
mencapai 23,94% mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 27,85%. Berikut ini
adalah tabel keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

Tabel 2.88
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 2394 | 2957 | 27,99 | 2785 | 2785

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.13 Sosial
a. Sarana Sosial ( Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi)

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun swasta/pribadi dalam
rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang
dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sarana sosial
ada berbagai macam jenisnya seperti seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi.

. Tabel 2.89
Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012.} 2013 | 2014 | 2015

Sarana Sosial (Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti

1
Rehabilitasi) | 3

8 16

12 13

Sumber; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Capaian sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi pada tahun 2011

terealisasi 8 unit capaian ini meningkat 100% pada tahun 2015 menjadi 16 unit.
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b. Panti Asuhan /Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial pada tahun 2011 dan 2012
terealisasi 100%, kondisi ini menurun menjadi 80% pada tahun 2013 dan 86,6% pada lahun 2014,
sedangkan tahun 2015 capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat bantuan sosial kembali
mencapai 100%. Berikut ini adalah tabel capaian panti asuhan/panti jompo yang mendapat
bantuan sosial di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.90
Persentase Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan Sosial Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Panti Asuhan/ Panti Jompo Yang Memperoleh Bantuan 100 100 80 86,6 100
Sosial (%) '

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial pada tahun -
2011 mencapai 3,60%, meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 78,3%.

Berikut ini adalah tabel penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

Kabupaten facitan tahun 2011 - 2015 : |

Tabel 2.91
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan 3,60 7,2 40,76 | 60 78,3
Sosial (%)
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.14 Ketenagakerjaan

a. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang
memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari
merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan
partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok
umur biasanya memiliki pola huruf “U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK
cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja
(sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan
mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Tabel 2.92
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,24 70,81 78,9 68,85 75
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2011 sebesar 70,24% meningkat menjadi 70,81%
pada tahun 2012, menurun menjadi 68,85% tahun 2014, dan kemudian meningkat menjadi 75%

pada tahun 2015.

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun pada tahun 2011 sebesar 5 perusahaan, mengalami
penurunan sampai dengan tahun 2015 menjadi 4 perusahaan per tahun. Berikut adalah tabel angka
sengketa pengusaha-pekerja per tahun tahun 2011 - 2015

Tabel 2.93
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun 5 4 4 4 4
Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang
mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang sedang
berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2010 sebesar 0,87% mengalami kenaikan dan
penurunan setiap tahunnya sampai dengan kondisi terakhir tahun 2014 menjadi 1,08%. Berikut
adalah tabel tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2010 - 2014:

Tabel 2.94

Tingkat Penganggiuan Terbuka (%) Tahun 2010 - 2014
Kabupaten Pacitan

2010

0,87

2011
1,54

URAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka
Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2012
1,02

2013
0,99

2014
1,08

d.

Capaian jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan pada tahun 2011 sebesar 16%,

Keselamatan dan Perlindungan

mengalami penurtman tahun 2012 menjadi 14%. Pada tahun 2013 mulai meningkat menjadi 15%
dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 21,9% dan 31,9%. Berikut adalah tabel
jumlah keselamatan dan perlindungan perusahaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.95
Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
2011
16

Sumben Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
14

2014
21,9

2015
319

2013
15

URAIAN
Keselamatan dan Perlindungan

Tabel Keselamatan dan Perlindungan (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan tersebut, akan

dilakukan penyesuaian pada perhitungan selanjutnya mengingat adanya penambahan data

perusahaan.
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€. Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah
Daerah

Capaian perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah pada tahun

2011 sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh perselisihan buruh dan pengusaha yang melibatkan

kebijakan pemerintah dapat diselesaikan dengan baik. Capaian 100% ini bertahan sampai dengan

tahun 2013, sedangkan tahum 2014 menunm menjadi 4,1%, dan pada tahun 2015 kembali

meningkat menjadi 100%. | ‘

2.3.1.15 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat

yang berdasar atas azas kekeluargaan.

a. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahtm terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota
Tahunan) atau koperasi yang dalam tahtm terakhir melakukan kegiatan usaha, Indikator ini
dihitung dengan menghitung jumlah koperasi aktif dibagi dengan jumlah seluruh koperasi di

Kabupaten Pacitan.
Tabel 2.96
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Koperasi Aktif 366 377 392 39 399
Jumlah Koperasi 428 433 449 453 456
Persentase Koperasi Aktif (%) 85,51 87,07 87,30 87.42 8747

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

- Koperasi aktif pada tahtm 2011 mencapai 85,51% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan

kondisi sampai dengan tamm 2015 mencapai 87,47%, dimana telah terjadi peningkatan selama 5
tahun sebesar 1,96%.Hal ini karena gerakan pengembangan koperasi semakin baik dan dapat
diterima masyarakat dengan lebih sederhana. Demikian juga jumlah koperasi yang aktif dan sehat
(rutin RAT) juga semakin meningkat. Sedangkan untuk jumlah koperasi tidak aktif 5 tahun
terakhir juga masih ada, hal ini tentunya akan mempengaruhi indikator capaiannya. Untuk itu
perlu diupayakan pembinaan lebih intensif bagi pengurus koperasi dalam kegiatan revitalisasi
koperasi sehingga akan xﬁenghidupkan kembali beberapa koperasi yang kosong kegiatan dan

personibiya.

b. Jumlah Usaha.Mikro non BPR/LKM UM

Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM pada tahun 2011 mencapai 20.843 unit mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 22.013 unit.
Berikut capaian indikator jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM secara lengkap disajikan

sebacaimang tabel berikut:
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Tabel 2.97
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 - 2015
Jumlah Usaha Mikro non BPR/LKM UM 20.843 21.114 21.326 21.671 22.013

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c. Jumlah BPR/LKM
Jumlah BPR/LKM pada tahun 2011 mencapai 5.369 unit mengalami peningkatan setiap tahunnya,
dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 5534 umit. Berikut adalah tabel jumlah

BPR/LKM di kabupaten pacitan tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.98
Jumlah BPR/LKM (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah BPR/LKM 5.369 5.371 5371 5.443 5.534

Sumben Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan dari 20.838 unit pada
tahun 2011, meningkat menjadi 22.206 unit pada tahun 2015.

~ Tabel 299
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Usaha Mikro dan Kecil 20.838 21.109 21.321 21.665 22.206

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.16 Penanaman Modal

Penanaman modal terbagi menjadi 2 yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang
mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA merupakan penanaman
modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang -
undangan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari
penanaman modal tersebut.

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Indikator ini digunakan untuk melihat jumlah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan

a.

PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jumlah investor maka akan semakin
menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan
investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Investasi dan penanaman modal yang
dilakukan dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu. Investasi lebih

banyak di sektor pertanian, petemakan, kehutanan dan perikanan.
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Tabel 2,100
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAJAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Investor Berskala Nasional 15 16 110 115 129
(PMDN/PMA)

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah investor berskala nasional baik PMDN maupun PMA pada tahun 2011 mencapai 15
perusahaan, mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015

mencapai 129 perusahaan.

b.

Jumlah nilai investasi berskala nasional pada tahun 2011 indikator awal tahun 2011 mencapai 3,50

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

mengalami penurunan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai

0,693. Berikut adalah tabel jumlah nilai investasi berskala nasional di Kabupaten Pacitan tahun

. 2011 - 2015:

Tabel 2.101
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (Trilyun) Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional 3,50 2,44 0,512
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
0,547

2015
0,693

c Rasio Daya Serap Tenaga Kerja _

Indikator awal tahum 2011 mencapai 82,5 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan
terbesar terjadi pada tahun 2013 dimana rasio daya serap tenaga kerja mencapai 329,85, akan tetapi
pada tahun 2015 rasio daya serap tenaga kerja menurun drastis menjadi 3,68. Hal ini tcrjadi
disebabkan oleh perubahan kriteria yang masuk PMDN menjadi 200 juta rupiah ke atas sehingga
jumlah PMDN yang ada di Kabupaten Pacitan bertambah yang akhirnya berpengaruh pada
perhitungan rasio daya serap tenaga kerja. Berikut adalah tabel rasio daya serap tenaga kerja di
Kébupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : -

Tabel 2.102
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

2014
102,11

2015
3,68

URAIAN 2011 2012 2013
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja 82,5 85,4 329,85
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Indikator kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN pada tahun 2011 mencapai 0,9%, meningkat
setiap tahunnya dengén kondisi sampai.dengan tahun 2015 mencapai 26,84%. Berikut adalah tabel
kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :
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Tabel 2.103
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi FMDN (%) Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 2013 2014 2015
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN 0,9 52 21,17 21,05 26,84
Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

23117 Kebudayaan

a. Penyelengaraan Festival Seni, Budaya dan Agama

Jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama pada tahun 2011 mencapai 18 kali dan
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 30
kali. Berikut adalah tabel jumlah penyelenggaraan festival seni, budaya dan agama di Kabupaten
Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.104
Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Penyelengaraan Festival Seni dan Budaya 18 24 36 29 30
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya

Jwunlah sarana festival seni dan budaya pada tahun 2011 mencapai 40 sarana penyelenggaraan seni

- dan budaya yang ada di Kabupaten Pacitan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan

kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 68 sarana. Berikut adalah tabel jumlah sarana festival
seni dan budaya di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

: Tabel 2.105
Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Sarana Penyelengaraan Seni dan Budaya 40 44 44 67 68
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

E. Benda, Situs dan Kawasan .Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2011 mencapai 266
buah situs dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 telali mencapai 268 buah benda,
situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Selama 4 tahun hanya bertambah 2 item yang
dilestarikan. Berikut adalah tabel jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.106
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan 266 | 266 | 267 | 267 | 268
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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2.3.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda pada tahtm 2011 mencapai 12 organisasi pemuda dan terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 23 organisasi
kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

Tabel 2.107
Jumlah Organisasi Pemuda {(Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013
Jumlah Organisasi Pemuda 12 16 20
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
23

2015
23

b. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olah raga pada tahun 2011 mencapai 17 organisasi olahraga dan terus
mengalami peningkataﬁ setiap tahumnya, dengan kondist sampai dengan tahun 2015 mencapai 24
organisasi olahraga. Berikut adalah tabel jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Pacitan tahun
2011 - 2015:

Tabel 2,108
Jumlah Organisasi Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015
' Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Organisasi Olahraga 17 17 18 24

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 mencapai 21 kegiatan kepemudaan yang
dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan
kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 46 kegiatan kepemudaan. Berikut adalah tabel jumlah
kegiatan kepemudaan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.109
Jumlah Kegiatan Kepemudaan (Buah) Tahun 2011 - 2015
' Kabupaten Pacitan

2014
41

2015
46

URAIAN 2011 2012 2013
Jumlah Kegiatan Kepemudaan 21 25 30
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah Kegiatﬁn Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2011 mencapai 26 kegiatan olahraga mengalami penurunan
menjadi 24 kegiatan olahraga pada tahun 2012. Pada tahun 2013 meningkat menjadi 25 kegiatan.
Peningkatan jumlah kegiatan olahraga dilanjutkan di tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing
28 dan 29 kegiatan olahraga. Berikut adalah tabel jumlah kegiatan olahraga di Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015 : '
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Tabel 2,110

Jumlah Kegiatan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015

Kabupaten Pacitan

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Kegiatan Olahraga

26

24

25

28

29

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

€.

Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) pada tahun 2011 mencapai 176 buah dan
mengalami peningkatan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten
Pacitan tmtuk setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 185 buah.
Berikut adalah tabel jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) di Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.111
Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Gelanggang /Balai Remaja (Selain Milik Swasta) 176 178 182 183 185
Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

f. Lapangan Olahraga
Jumlah lapangan olahraga yang ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 162 buah,

sempat mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 160 buah, akan tetapi kembali meningkat

. menjadi 162 buah di talhm 2013, dan bertambah 7 buah menjadi 169 buah di tahun 2014. Pada

tahun 2015 bertambah 2 buah menjadi 171 buah. Informasi lebih lengkap disajikan sebagaimana'

‘tabel berikut :
Tabel 2.112
Lapangan Olahraga (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Lapangan Olahraga 162 160 162 169 171

Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Selain indikator-indikator di bidang kepemudaan dan olahraga yang telah diuraikan di atas,
terdapat juga indikator lainnya, sebagaimana disajikan berikut ini :

Tabel 2.113
Kinerja Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
1 | Jumlah Pemuda Pelopor 100 110 130 140 156
Persentase Cabang Olahraga yang 5 50 60
2 berprestasi (%) % 40

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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2.3.1.19 Kesatuan Bangsa dan Poli‘tik Dalam Negeri

a. Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kinerja pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik pada tahun 2011 mencapai 100%
dan selalu mencapai target setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
100%. Hal ini berarti dari jumlah LSM, Ormas, OKP dan Partai Politik di Kabupaten Pacitan, scmua

telah dilakukan pembinaan.

Tabel 2,114
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP (%) Tahun 2011 - 2015
_ Kabupaten Pacitan
: URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP 100 100 100 100 100

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b Persentase Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2011
mencapai 20% dan meningkat setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015
mencapai 100%. Berikut adalah tabel capaian kinerja persentase desa mendapatkan pembinaan
wawasan kebangsaan tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.115
Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Desa Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan 20 40 60 80 100
(%)

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Dacrah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Rasio Jumlah Polisi Painong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Dacrah
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah
aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat
daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah.

. Tabel 2.116
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAJAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Penduduk
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 tidak berubah, yaitu 0,99.
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b. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Lmrnas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam

ketertiban masyarakat secara luas.

Tabel 2.117
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN : . 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk 0,93 093 0,93 0.93 0,93

Sumber; Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,93, hal ini masih tetap
sama selama 4 tahun dimana pada tahun 2015 rasio linmas per 10.000 penduduk tidak berubah,
masih diangka 0,93.

C. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan,

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015
masih tetap 11,35. Berikut adalah tabel rasio pos. siskamling per jumlah desa/kelurahan di
Kabupaten Pacitan tahtm 2011 - 2015 ;

Tabel 2.118
Rasio Pos S:skamlmg per Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
Keterangan 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Pos Siskamling per Jumlah - 1135 11,35 11,35 11,35 11,35
Desa/Kelurahan
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

a. Kemiskinan

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Tingkat
kesejahteraan secara ekonomi dapat dilihat dari meningkatnya kemakmuran yang berkolerasi
dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya pendapatan masyarakat.

U?aya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya adalah dengan

mengurangi penduduk miskin.
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_ Grafik 2.33
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2010-2014
Kabupaten Pacitan
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Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

Pada Tahun 2013 persentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan turun 0,57% atau menjadi
16,66% dari persentase tahum 2012 sebesar 17,23%. Penurunan tersebut menunjukkan penduduk
miskin pada tahun 2013 menjadi 91.300 jiwa atau menurun 2.800 jiwa dari tahun 2012 sejumlah
94.100 jiwa. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2014, dimana persentase penduduk miskin
turun menjadi 16,18% atau sebanyak 88.940 jiwa atau turun 2.360 jiwa. Penurunan penduduk
miskin tersebut sebagai dampak dari upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi
terjadinya kesenjangan kesejahteraan melalui berbagai program dan kegiatan baik yang bersumber

dari anggaran pemerintah, swasta dan juga masyarakat.

e. Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah

Penerapan Sistem Informasi pelayanan penanaman modal di Kabupateh Pacitan telah terintegrasi
melalui program SPIPISE yang bertujuan untuk mewujudkan layanan perizinan non perizinan
yang mudah, cepat dan transparan serta akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat menciptakan
integrasi data dan layanan perizinan dan non perizinan. Pelayanan perizinan di Kabupaten Pacitan
sudah mendapatkan hak akses dari BKPMRI sehingga SPIPISE sudah dilaksanakan. Sedangkan
untuk sistem pelayanan perizinan telah terintegrasi dalam sistem pelayanan terpadu salu pintu

yang dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan.

f. Penegakan PERDA

Indikator berikut memberikan informasi tentang sudah bagaimanakah status penegakan perda di
Kabupaten Pacitan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Persentase Penegakan PERDA pada
tahun 2011 sebesar 70, meningkat sampai dengan tahun 2015 menjadi 90. Berikut adalah tabel
penegakan PERDA di tahun 2011 - 2015 :
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Tabel 2,119

Penegakan PERDA Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

2011

70

URAIAN
Penegakan PERDA
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
80

2013 2014

89

2015
90

g Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam

Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam pada tahun 2011 terealisasi tetap di angka 2 sampai
dengan tahun 2015. Berikut adalah tabel jumlah patroli petugas Satpol PP dalam 24 jam di
Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015;

Tabel 2.120
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam Tahun
Kabupaten Pacitan
2011
2

2011 - 2015

URAIAN

umlah Patroli Petugas Satpol PP dalam 24 Jam
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
2

2013
2

2014
2

2015

h. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di

Kabupaten Pacitan
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keind-ahan) di Kabupalen Pacitan
pada tahun 2011 mencapai 80%, capaian ini meningkat pada tahun 2013 yaitu 89%, dan pada talum
2015 menjadi 90%. Berikut adalah capaian tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.121
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAJAN 2011

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, 80
Keindahan) di Kabupaten
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
80

2013
89

2014
90

2015
90

i Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 0,001
tidak mengalami penunman atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan

tahun 2015 masih tetap mencapai 0,001.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rale) Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)

Indikator kinerja tingkat waktu tanggap (response tine rate) daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran (WMK) pada tahun 2011 mencapai 10 menit, dan mengalami penurunan respon waktu
menjadi 7 menit pada tahun 2013, Kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 2015 sebagaimana

tabel berikut:
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| o Tabel 2.122
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) (Menit) Tahun 2011 - 2015

Kabupaten Pacitan
URAIAN : 2011 | 2012 § 2013 | 2014 | 2015
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah 10 10 7 7 7
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pac1tan, tahtm 2016

k. Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
Indikator kinerja sistem informasi manajeinen pemda pada awal periode tahun 2011 mencapai 4
SIM rhengalami peningkatan setiap tahtumya dan pada tahun 2015 mencapai 25 SIM Pemda.
Berikut perkembangan mulai tahum 2011 sampal dengan 2015 dapat dilihat sebagaimana tabel
2.128. |

Tabel 2.123

Sistem Informasi Manajemen Pemda (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 2013 2014 2015
Sistem Informasi Manajemen Pemda 4 5 S 7 25

Sumber: Baglan PDE Sekretanat Daerah Kabupaten Pac1tan, tahun 2016

L Persentase SKPD dengan hasil sm'vey IKM minimal baik
Penghltungan Persentase SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik tahun 2011-2015
menggunakan perhltungan berdasarkan Keputusan Menterl Pe_ndayagunaan Aparatur Negara

- Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 - t“ent;ang- Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemermtah Selanjutnya mulai tahun 2016 perhitungannya
menggumakan Peraturan Menterl Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahtm 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
"Pelayanan Publik. Berikut tabel Pe_rsentase‘ SKPD déngan hasil survey IKM minimal baik tahun
2011 - 2015 ; o o

Tabel 2.124

SKPD Dengan Hasil Survey IKM Minimal Baik (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN : 2011 2012 2013 2014 2015
SKPD dengan hasil survey IKM minimal baik (%) - 3958 | 41,67 | 8125 | 97,92 [ 9583

Sumber: Laporan IKM 2011 - 2015

2.3.1.21 Ketahanan Pangan

a. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah rata-rata ketersediaan beras per 1000 penduduk dalam
setahun. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama pada tahun 2011 mencapai 182,40 kg/jiwa
dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, sempat mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke 2013
(183,91 kg/jiwa menjadi 204,52 kg/jiwa) dan menurun pada tahun 2014, dengan kondisi sampai
dengan tahun 2015 menjadi 194,55 kg/ jiwa; Berikut adalah tabel ketersediaan pangan utama di
Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 : |
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Tabel 2.125
Ketersediaan Pangan Utama (Kgfjiwa) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
2011 2012
182,40 183,91
Sumben Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

URAIAN
Ketersediaan Pangan Utama

2013
204,52

2014
192,52

2015
191,55

b.
Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2011 mencapai 73,03 mengalami

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

peningkatan setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2015 menjadi 79,84. Berikut adalah tabel Skor
Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.126

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 73,03
Sumber: Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2012
732

2013
76,4

2014
79,6

2015
79,84

2.3.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Rata-rata jumlah
kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan
jumlah LPM. |

Berikut tabel rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM/LPMD) pada tahun 2011-2015:

. Tabel 2.127
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga 3333 | 3918 | 6666 | 508 | 6,06
Pemberdayaan Masyarakat

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK adalah banyaknya kelompok binaan PKK dalam 1 (satu)
tahun dibagi dengan jumlah PKK. Indikator kinerja rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada
tahun 2011 mencapai 100, kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 masing-
masing menjadi 87,97 dan 87,07, Berikut adalah tabel rata-rata jumlah kelompok binaan KK di
Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: oo
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Tabel 2128

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

100

100

100

S 7197

87,07

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c LPM Berprestasi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas
prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Rata-rata jumlah
kelompok binaan LPM adalah banyaknya kelompok binaan LPM dalam 1 tahun dibagi dengan
jumlah LPM.

LPM berprestasi pada tahun 2011 mencapai 0,05 mengalami peningkafan tiap tahunnya, dengan-
kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapéi 0,29. Berikut adalah tabel LPM berprestasi di
Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.129
LPM Berprestasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014
LPM Berprestasi 0,05 011 3,51 0,15
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2015
0,29

d. PKK AKktif

PKK aktif pada tahium 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan
tahun 2015 masih tetap 100%. Hal ini berarti selama 5 tahun terakhir, dari semua PKK di
Kabupaten Pacitan semuanya aktif. Berikut adalah tabel persentase PKK aktif di Kabupaten

. Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.130
Persentase PKK Aktif (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014
PKK AKktif (%) - 100 100 100 100
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2015
100

Posyandu Aktif

Pengertian posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam layanan keschatan

e,

masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk
masyarakatdengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan
keluarga berencana yang memi)unyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia
sejak dini.

Posyandu aktif pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi ini bertahan setiap tahunnya sampai

dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah tabel persentase posyandu aktif di Kabupaten

Pacitan tahun 2011 - 2015 ;
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Tabel 2.131
Persentase Posyandu Aktif (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013
Posyandu Aktif (%) 100 100 46,2
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
100

2015
100

f.

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 sebesar

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdéyaan Mayarakat

18,93% mengalami péningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2014 mencapai 28,47% dan

- mengalami penunman pada tahtm 2015 men]adl 26,99%. Berikut adalah tabel persentase swadaya

masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat d1 Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

o Tabel 2.132
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Mayarakat (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN

Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Mayarakat
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2011
18,93

2012
26,52

2013
24,2

2014
23,47

2015
26,99

~ Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat

&

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2011 mencapai 100%, kondisi

ini bertahan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 masih tetap 100%. Berikut adalah tabel

persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Pacitan tahun
2011 -2015: |

‘Tabel 2.133
Persentase Pemehharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan
2011 2012
100 100

URAIAN

Pemeliharaan Pasca Program
Pemberdayaan Masyarakat (%)
Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemermtahan Desa Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
100

2015
100

2013
100

2.3.1.23 Kearsipan
a. Pengelolaan Arsip Secara Baku
SKPD dan desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun 2011
mencapai 35,80% meﬁgalami penin.gkatan setiap tahunnya dengan kondisi sampai dengan tahun
2015 mencapai 65,80%. Berikut adalah tabel persentase pengelolaan arsip secara berkala di
Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015

- Tabel 2.134
Pengelolaan Arsip Secara Baku Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013

Pengelolaan Arsip Secara Baku 35,80 41,71 47,58
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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b. Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Jumlah peserta peningkatan SDM pengelola kearsipan secara baku pada tahun 2011 méncéapai 106
SKPD, kecamatan, keluahan dan desa. Kondisi ini meﬁgalami peningkatan setiap tahunnya,
dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 192 SKPD, kecamatan, kelurahan dan desa. Data
secara rinci dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 135
Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 | 2014 | 2015

Jumlah Peserta Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 106 130 154 178 | 192
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.1.24 Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Jaringan Komunikasi | |

Jumlah jaringan komunikasi adalah media yang digunakan untuk komunikasi oleh rhasyarakat,
antar masyarakat dan lembaga pemerintah. Jaringan komunikasi dihitung berdasarkan jumlah
kelompok informasi masyarakat yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Tabel 2,136
]umlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Jaringan Komunikasi 34 171 108 88 118
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

]urhlah jaringan komunikasi di Kabupatén Pacitan pada tahun 2011 telah tersedia sebanyak 34
jaringan, meningkat m'enjadi 171 jaringa'n pada tahun 2012, namun dalam perkembangannya pada
tahun 2013 telah dilakukan koreksi sehingga terjadi perubahan pada indikator capaian jumlah
jaringan komunikasi yang berorientasi pada kelompok informasi masyarakat dan menara yang
ada, oieh karena itu pada tahun 2014 diadakan penertiban dan pembinaan sehingga dipéroleh 88
menara Yang telah berizin. Dan pada tahun 2015 yang mengurus perizinan sudah mengalami

peningkatan sehingga pada tahun 2015 diperoleh 118 kelompok informasi masyarakat dan menara,

b. -.]umlah Surat Kabar Nasional/Lokal _

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa

dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature,
~ pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Indikator kinetja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 3 mengalami

peningkatan sampai dengan tahun 2015 mencapai 5. Data selengkapnya disajikan sebagaimana

tabel berikut :
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- Tabel 2,137 :
]umlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 - 2012 2013 2014 2015

]umlah Surat Kabar Nasional/Lokal 3 3 3 3 5

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal _

Indikator kinerja jumlah surat kabar nasional/lokal pada tahun 2011 mencapai 6, mengalami
peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 28. Dari data :
tersebut yang telah memiliki Izin Penyiaran Publik (IPP) sejumlah 6 yang terdiri dari 5 Radio
Siaran dan1TV lokal. Sedangkan lainnya masih dalam tahép proses perijinan/ pembinaan. Berikut
adalah fabel jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Pacitan tahtm 2011 - 2015 :

Tabel 2,138
- Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

]umlah Penyiaran Radio/TV Lokal . 6 19 20 20 28

Sumber: Dinas Perhubimgan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Website Milik Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Pacitan telah memiliki website resmi pemerintah dengan alamat

www.pacitankab.go.id yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara..

2.3.1.25 Perpustakaan _

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka
untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan
mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Perpustakaan .
umum merupakah perpustakaan yang bertugas .mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan |

menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum.

a, ]umlah Perpustakaan ..

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Pacitan terdapat 115 perpustakaan pada tahun 2011,
meningkat setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 men]adl 162 perpustakaan. Berikut adalah
tabel jurlah perpustakaan yaﬁg ada di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 ;

~ Tabel 2,139
Jumlah Perpustakaan (Unit} Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Perpustakaan - 115 125 134 140 162
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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b. Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2011 mencapai 17.560 orang dan meningkat setiap
tahtmnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 59.040 orang pengunjung, telah terjadi peningkatan
selama 5 tahun sebesar 97%. Berikut adalah tabel jumlah pengumjung perpustakaan di Kabupaten
Pacitan tahun 2011 - 2015 :

‘ Tabel 2.140
Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun (Pengunjung) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Per Tahun 17560 | 27.942 | 38310 | 48.666 | 59.040
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

c Jumlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2011 mencapai 21.550 buku,
mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 25.316 buku. Berikut
adalah tabel jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kabupaten P’acitan
tahun 2011 - 2015 : .

Tabel 2.141
]umlah Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Koleksi buku Yang Tersedja Di Perpustakaan 21.550 | 22.002 | 22780 | 24.163 | 25316

Daerah
Sumber: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

232  Fokus Layanan Urusan Pilihan
Fokus layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah. Urusan pilihan membahas mengenai pertanian, kehutanan, energi dan suniber

daya, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan perindustrian.

2.3.2.1 Pertanjan

a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 182,4 ton beres dan
mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dimana tahun 2012 ke 2013 (184 ton menjadi 111,68 ton) dan
meningkat kembali pada 2014 sehingga pada tahun 2015 menjadi 160 ton, Berikut adalah tabel
produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar {ton) Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.142
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar {Ton)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 2013 2014 2015
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya 1824 184 | 111,68 | 210,23 | 160
Per Hektar
Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Peternakan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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Untuk mendukung data diatas, maka berikut ini disajikan data produksi komoditas pertanian

unggulan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.143
Produksi Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan
No. Tahun _ Produksi (Ton)
Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu
1 2011 170,257 107.449 4.155 564.430
2 2012 178,767 138.297 4426 499.730
3 2013 198,169 101.683 4.347 361.432
4 2014 180,662 111.640 4.764 539.420
5 2015 202.619 115.512 6.467 451.265

Sumber Data : Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Kab. Pacitan

Tabel berikut ini menyajikan produktifitas komoditas pertanian unggulan.

Tabel 2.144
Produktifitas Komoditas Pertanian Unggulan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

Produktifitas {Kw/Ha)
No. Tahun Padi Jagung Kedelai Ubi Kayu
1 2011 50,13 50,35 10,80 189,08
2 2012 50,79 64,21 10,27 210,21
3 2013 53,82 50,66 13,65 204,26
4 2014 52,65 54,72 12,64 236,17
5 2015 54,57 57,23 13,17 234,24

Sumber Data :Dinas Tanaman pangan dan Peternakan Kab. Pacitan

Selain peternakan, potensi peternakan unggulan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2,145
Produksi Peternakan Tahun 2011-2015
- Kabupaten Pacitan

No Tahun POPULASI TERNAK BESAR ( Ekor)
) : KUDA SAPI SAPI PERAH KERBAU

1 2011 74 86,138 500 99

2 2012 74 94.735 553 106

3 2013 61 76.615 119 107

4 2014 76 81.954 117 113

5 2015 76 83.659 107 116
Sumber Data : Profil statistik 2016
b. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk
menghasilkan bahan pangan, bahan baku industr, atau sumber energi, serta untuk mengelola
lingkungan hidupnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui urnsan pilihan bagian pertanian
salah satunya dengan melihat kontribusi sektor pertanian dari PDRB. Dalam hal ini yang termasuk
dengan sektor pertanian adalah pertanian tanaman pangan, pertanian buah, palawija dan peternakan.
Berikut adalah tabel kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten
Pacitan dari tahun 2013 dan tahun 2014 : '
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Tabel 2,146
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2013 2014
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB ADHB 30,3 30,54
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHK 2010 28,28 | 27,89

Sumber: 8PS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.22 Energi dan Sumber Daja Mineral

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan
(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara,
panas bumi, migas. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan diperoleh
dari buku PDRB Kabupaten Pacitan Menurut Lapangan Usaha 2000-2011.

a. Kontribusi Sektor Pertambangan Tefhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB per Tahun, Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi IDRB
dari sektor pertambangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi
sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Pacitan tahun 2013 dan tahun 2014 :

Tabel 2.147
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

: URAIAN 2013 2014
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHB 5,77 6,58
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB ADHK 2010 6,10 6,33

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

23.2.3 Pariwisata

a. Kunjungan Wisata

Kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 512.274 wisatawan baik
wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Pariwisata merupakan sumber
pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan, sehingga sangat dibutuhkan perencanaan yang baik
dalam pengembangannya. Kunjungan wisata pada tahun 2015 telah mencapai 1.556.000

wisatawan. Berikut adalah tabe] kunjungan wisata di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.148
Kunjungan Wisata (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
. URAIAN 2011 2012 2013 2014 © 2015
Kunjungan wisata (orang) 512.274 537.859 655.000 | 1.089.961 | 1.536.000

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten -Pacitan pada tahun 2011 mencapai
sebesar Rp.1.802.458.500,00 dengan pengembangan yang terarah maka kontribusinya meningkat
sampai pada tahun 2015 menjadi Rf).6.500.000.()00,00. Berikut adalah tabel kontribusi sektor
pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2,149

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD (milyar) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 | 2013 2014 2015
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 1.802 | 2.074| 1.841| 2549 | 6.500
Sumben Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2.3.24 Kelautan dan Perikanan

Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan

- sumberdaya hayati perairan, Sumberdaya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada

umumnya mencakup ikan, amfibi dan berbagai avertebrata penghuni perairan dan wilayah yang
berdekatan, serta lingkungarmya. Menurut UU RI Nomor 9 Tahun 1985 dan UU RI Nomor 31
Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari pra-produksi, produksi,

pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

a. Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2011 mencapai 6.286.814 ton, mengalami peningkatan
sampai dengan tahun 2015 menjadi 10.815.603 ton, sedangkan produksi perikanan budidaya pada
tahun 2011 mencapai 814.942 ton meningkat sampai dengan tahun 2014 menjadi 919.373 ton
kemudian pada tahun 2015 turun menjadi §11.041 ton. Berikut adalah tabel produksi perikanan di
tangkap dan budidaya Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2.150
" Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015°
Produksi Perikanan Tangkap £.286.814 6,252,175 7.822.760 7.999.500 10.815.603
Produksi Perikanan Budidaya 814.942 816810 | 872056 | 919373 811.041

Sumber Data: Database Kelautan Perikanan 2015

b. Konsumsi ikan

Konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 mencapai 11,54 kg/kap/th, ada
peningkatan konsumsi ikan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 16,26 kg/kap/ th.
Berikut adalah tabel perkembangan konsumsi ikan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.151
Konsumsi Ikan (kg/kap/th) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Konsumsi Ikan (kg/kap/ th) : 11,54 12,09 13,8 14,63 16,26
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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o

Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran

Cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan pemasaran pada tahun 2011
mencapai 54,39%, mengalami peningkatan setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi
94,75%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok nelayan/pembudidaya/pengolahan dan
pemasaran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2,152
Persentase Cakupan Bina Kelompok Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan Pemasaran
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Cakupan Bina Kelompok 24,39 64.91 75 86,4 94,75
Nelayan/Pembudidaya/Pengolahan dan
Pemasaran

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d.
Produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 sebesar 6.244,07 ton,

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 6.252,18 ton, akan tetapi di tahun 2013 menurun
menjadi 6.003,29 ton dan kembali meningkat menjadi 8.419,00 ton dan 10.891,42 ton di tahun 2015,
Berikut adalah tabel produksi perikanan kelompok nelayan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

Tabel 2.153
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (ton) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
2011 2012
6.244,07 6.252,18

2014
8.419,00

2013
6.003,29

2015
10.891,42

URAIAN
Produksi perikanan Kelompok Nelayan
(ton)
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

23.25 Perdagangan

Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya. Perdagangan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu daerah. Gialnya
aktivitas perdagangan suatu daerah menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakainya serta

menjadi tolok ukur tingkat perekonomian daerah itu sendiri.

a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kontribusi PDRE dari
sektor perdagangan dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB ADHB tahun 2013 sebesar 16,13% dan tahun 2014 naik menjadi sebesar 17,73%.
Kontribusi sektor perdagangan. terhadap PDRB ADHK tahun 2013 sebesar 16,76% dan tahun 2014
naik menjadi 17,87%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB

dan ADHK Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2014 :

]
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Tabel 2,154
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan

. URAIAN 2013 2014
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB 16,13 17,73
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHK 2010 16,76 17,87

Sumben BPS Kabupaten Pacitan, tahun 2015

b, Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2011 sebesar 5%, meningkat 150%
sehingga pada tahun 2015 menjadi 12,5%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pedagang/
usaha informal Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015::

Tabel 2,155
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Cakupan Bina Kelompok / -
Pedagang/usaha Informal 5 6:25 1375 10 125

Sumben Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2.3.26 Perindustrian

Industri adalah bidang ekonomi yang menggunakan ketrampilan dan ketckunan kerja scrta
penggimaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya.

a. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Indikator ini digunakan imtuk melihat berapa besar jumlah kontribusi sektor industri terhadap
PDRB per tahun. Indikator ini dihitung dengén menghitung jumlah kontribusi PDRB dari scktor
industri dibagi dengan jumlah PDRB dikali 100%. Berikut adalah tabel kontribusi sektor industri
terhadap PDRB berdasarkan ADHB dan ADHK.

Tabel 2.156
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%) Tahun 2013 - 2014
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2013 2014
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHB 6,79 7,48
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK 2010 6,93 7,24

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan,tahun 2015

bl
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 1,99%dan pada tahun 2015

Pertumbuhan Industri

meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel pertumbuhan industri di Kabupaten Pacitan tahun

2011-2015:

Tabel 2.157
Pertumbuhan Industri Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Pertumbuhan Industri 1,99 2,5 2,03 . 2,56 395
e —— .?um ber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015
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C. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Cakupan bina kelompok pengrajin Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 sebesar 2,2% sedangkan
pada tahun 2015 meningkat menjadi 3,95%. Berikut adalah tabel cakupan bina kelompok pengrajin
di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.158

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013

Cakupan Bina Kelompok Pengrajin 2,2 3,32 2,92
Sumben Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2015

2014
5.6

2015
3,95

2.32.7 Ketransmigrasian

Transmigrasi Swakarsa

Transmigasi swakarsa pada tahum 2011 sebanyak 10 orang, mengalami peningkatan sctiap
tahunnya sampai dengan tahun 2015 mencapai 135 orang. Berikut adalah tabel perkembangan

transmigrasi swakarsa tahun 2011 - 2015 ;

Tabel 2.159
Transmigrasi Swakarsa (orang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Transmigrasi Swakarsa (orang) 10 35 90 130 135

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2015

24 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari empat fokus penilaian yakni fokus kemampuan ekonomi
daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastuktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya
manusia. Aspek daya saing daerah menjelaskan mengenai kesiapan suatu daerah untuk maju dan

berkembang.

241
24.1.1

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Fokus kemampuan ekonomi daerah melihat kesiapan suatu daerah dari sisi ekonomi dalam rangka
mendukumg investasi yang masuk ke daerah tersebut. Dari data yang tersedia fokus kemampuan
ekonomi daerah dapat diketahui dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang didetailkan
pada pembahasan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk
keperluan makan dan bukan makan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat
menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengecluaran

konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga.

Peneeluaran konsumesi rumal)
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_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan Icbih
sedikit.

Tabel 2.160
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
(ribu)
2015
611,12

2014
638,38

URAJAN
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah)

2011
636,07

2012
636,66

2013
408,58

Capaian kinerja pengeluaran konsurnsi rumah tangga per kapita tahun 2011 mencapai 636,07 ribu
sempat mengalami penurunan menjadi 408,58 ribu pada tahun 2013 dan sampai dengan tahun

2015 meningkat menjadi 641,12 ribu.

b.
Kinerja pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2011 mencapai 1.244.059 rupiah,

Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2015 menjadi 1.372.651 rupiah. Berikut
adalah tabel pengeluaran konsumsi non pangan per kapita di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -
2015:

' Tabel 2.161
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita (Rp) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAJAN 2011 2012 2013 2014 2015
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan 1244059 | 1250248 | 1256437 | 2929176 | 1.372.051
Per Kapita

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016 (Data Diolah)

2.41.2 Pertanian
Nilai Tukar Petani
Nilai tukar petani pada tahun 2013 mencapai 116,71%, meningkat di tahun 2014 menjadi 134,60%,

a.

akan tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 103,53%. Berikut adalah nilai tukar
petani di Kabupaten Pacitan tahun 2013 - 2015:

Tabel 2.162
Persentase Nilai Tukar Petani Tahun 2013 - 2015
Kabupaten Pacitan

2013

116,71

2015
103,53

2014
134,60

URAIAN
Nilai Tukar Petani (%)
Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan, tahun 2016

242  Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
24.21 Perhubungan

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2011 mencapai 0,00895 sedangkan tahun

2015 mencapai 0,01219. Ada peningkatan 36,2% dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
Berikut adalah tabel rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Pacitan tahun 2011 -

2015
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Tabel 2,163
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan 0,00895 | 0,00883 | 0,0089
Sumber: Dinas Perhubungan, Komimikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2014
0,00788

2015
0.01219

Tabel Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas, pada
perhitungan selanjutnya akan dihitung dengan metode perhitungan baru.

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Kinerja jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum pada tahun 2011 mencapai
11.849.010 penumpang, mengalafni peningkatan di tahun 2012 menjadi 11.857.260 penumpang.
Pada tahun 2013 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menurun menjadi
11.871.100, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 meningkat berturut-turut menjadi masing-masing
10.683.990 dan 10.874.146 penumpang. Berikut adalah tabel jumlah orang/barang yang terangkut

- angkutan umum di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.164
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum (Penumpang) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
: URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah orang/barang Yang | 11.849.010 | 11.857.260 | 11.871.100} 10.683.990 | 10.871.116
Terangkut Angkutan Umum :

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016
C. Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun

Kinerja jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun pada tahun 2011
mencapai 448.871 mengalami fluktuasi setiap téhtmnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015
meningkat dibandingkan tahun 2011 mencapai 526.674. Berikut adalah jumlah orang/barang
melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun pada tahun 2011 - 2015

Tabel 2.165
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun (Penumpang/Buabh)
Tahun 2011 - 2015 Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/ Bandara/ | 448.871 | 473.075 | 666.295 | 342102 | 526.674
Terminal Per Tahun

Sumber; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2422 Penataan Ruang
Ketaatan terhadap RTRW

Indikator ini digunakan untuk melihat berapa persen realisasi rencana tata ruang dan wilayah

a.

dengan rencana peruntukannya di Kabupaten Pacitan. Kinerja ketaatan terhadap RTRW pada awal
periode tahun 2011 mencapai 53,42% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi

sampai dengan tahun 2015 mencapai 77,00%. Berikut adalah tabel ketaatan terhadap RTRW tahun

D1l 2015
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Tabel 2,166
Ketaatan terhadap RTRW (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Ketaatan terhadap RTRW 53,42 56,8 65,00 - 72,50 77,00

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Persentase Luas Wilayah Produktif -

Indikator kinerja persentase luas wilayah produktif pada tahun 2011 mencapai 20,22% tidak
mengalami penurunan atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tchun
2015 tetap 20,22%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah produktif di Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015:;

Tabel 2.167
Luas Wilayah Produktif (%) Tahun 2011 - 2015
: Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
. Luas Wilayah Produktif 20,22 20,22 20,22 20,22 20,22
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

¢ Persentase Luas Wilayah Industri
Kinerja persentase luas wilayah industri pada tahun 2011 mencapai 10,8% mengalami peningkatan
setiap tahumnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 17,01%. Berikut adalah tabel

persentase luas wilayah industri di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2,168
Luas Wilayah Industri (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Wilayah Industri 10,8 12,19 13,86 15,70 17,01

Sumber; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Luas Wilayah Kebanjiran

Persentase luas wilayah kebanjiran pada tahun 2011 mencapai 9,65%. Seiring dengan rchabililasi
dan peningkatan saluran air atau sungai, persentase luasan wilayah kebanjiran dapat ditckan,
sehingga persentasenya dapat diturunkan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2015 turun
menjadi 7,38%. Capaian ini berdasarkan perhitungan luas wilayah kebanjiran sebesar 5.279 ha
dibanding luas seluruh wilayah budidaya kebanjiran sebesar 70.297 ha. Berikut adalah tabel
persentase luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:

Tabel 2,169
Luas Wilayah Kebanjiran (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Wilayah Kebanjiran 9,65 8,43 8,06 7,61 7,338
Sumber: Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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e Luas Wilayah Kekeringan

Persentase luas wilayah kekeringan pada tahun 2011 mencapai 21,38% mengalami penurunan
setiap tahurmya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai 19,05%. Berikut adalah tabel
persentase luas wilayah kekeringan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.170
Luas Wilayah Kekeringan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN

2011

2012

2013

2014

2015

Luas Wilayah Kekeringan

21,38

19,06

19,58

15,40 19,05
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016 :

f. Luas Wilayah Perkotaan (%)

Indikator kinerja persentase luas wilayah perkotaan pada tahun 2011 mencapai 9,5% tidak
mengalami penuniman atau peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun
2015 tetap 9,5%. Berikut adalah tabel persentase luas wilayah perkotaan di Kabupaten Pacitan
tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.171
Luas Wilayah Perkotaan (%) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Luas Wilayah Perkotaan 95 95 . 9,5 95 9,5
Sumben Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

2423 Otonomi Daerah, Pemerintahan umuun, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank
umum dan bank perkreditan rakyat.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

- pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Indikator ini dihitung dengan menjumlahkan dan menghitung jenis bank dan cabang-cabangnya

yang ada di Kabupaten Pacitan. ,

Indikator kinerja jumlah bank dan cabang pada tahun 2011 mencapai 8 umit mengalami
peningkatan sampai dengan tahtm 2015 mencapai 10 unit, antara lain Bank Pembangunan Daerah
(BPD) Jatim, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Nasional Indonesia (BNI-46), Bank Danamon dan
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), CIMB Niaga, Bank Syariah Mandiri, PNM, Bank
Usaha Mikro dan Bank Mandiri.
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Tabel 2,172
Jumlah Bank dan Cabang (Unit) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Bank dan Cabang 8 9 10 10 10

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Jumlah Perusahaan Astwuansi dan Cabang

Iridikator kinerja jumlah perusahaan asuransi dan cabang pada tahun 2011 mencapai 2 unit
mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 menjadi 3 unit. Jenis dan jumlah perusahaan
asuransi dan cabang yang ada di Kabupaten Pacitan terdapat 3 kantor asuransi yaitu PT. Asuransi
Jiwa Sraya ( Persero ) dan AJB Bumiputera 1912 dan Asuransi Axa Mandiri.

Tabel 2.173
Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang (Unit} Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
. Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang 2 2 2 3 3

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Jumlah Restoran

Capaian jumlah restoran pada tahun 2011 tercatat sebanyak 12 restoran, meningkat sctiap
tahunnya sampai dengan tahim 2015 sebanyak 21 restoran. Capaian ini merupakan dampak dari
Kabupaten Pacitan sebagai .tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang
wisatawannya semakin lama semakin meningkat, hal tersebut mendorong masyarakat untuk
menciptakan lapangan usaha informal berupa pembangunan restoran, disamping itu kemudahan
ijin pendirian restoran kepada masyarakat yang semakin dipermudah. Berikut adalah tabel jumlah

restoran di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015

Tabel 2.174
'. Jumlah Restoran (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Restoran- 12 12 14 19 21

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. . Jumlah Penginapan/Hotel

. Jumlah penginapan/hotel pada tahun 2011 mencapai 15 buah, meningkat di tahun 2012 menjadi 21
buah, kemudian menurun menjadi 19 buah pada tahun 2013. Pada tahun 2014 dan 2015 mulai
meningkat lagi menjadi 28 dan 29 buah. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam

~ pembinaan dan pengembangan usaha-usaha di bidang penginapan/ perhotelan yang menunjang
investasi kepariwisataan di Kabupaten Pacitan, serta keseriusan pemerintah daerah dalam
pemeliharéan dan pengelolaan obyek-obyek wisata di Kabupaten Pacitan yang berdampak kepada
peningkatan jumlah wisatawan lokal dan mancanegara, selain itu adanya investor-investor luar
yang ikut mempromosikan keindahan kekayaan alam yang menarik. Berikut adalah 1abel

perkembangan jumlah penginapan/hotel di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015:
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Tabel 2.175
Jumlah Penginapan/Hotel (Buah) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Penginapan/Hotel 15 21 19 28 29
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

24.24 Lingkungan Hidup

a. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih merupakan indikator yang menghitung persentase
rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah
tangga. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah rumah tangga pengguna air bersih
dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikali dengan 100%.

Tabel 2.176
Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih (%) Tahun 2011 - 2015
- Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 | 2012 2013 2014 2015

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air{ 50,3 | 51,8 | 60,40 | 64,48 69,02
Bersih Perkotaan

Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air | 33,3 | 339 | 3621 | 3751 37,92
Bersih Perdesaan

Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

Kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perkotaan pada tahun 2011 mencapai 50,3%
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan tahun 2015 mencapai
69,02%. Sedangkan kinerja persentase rumah tangga pengguna air bersih perdesaan pada tahun
2011 mencapai 33,3% mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan kondisi sampai dengan
tahun 2015 mencapai 37,92%.

Tabel Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%) Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan di atas terdiri
dua indikator yaitu Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Perkotaan dan Rumah Tangga Pengpuna
Air Bersih Pedesaan, imtuk perhitungan kedepan kedua indikator tersebut akan disatukan dalam

indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.

243  Fokus iklim Investasi _

1) Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Dacrali, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Jumlah Demo

Jumlah demo pada tahun 2011 sebanyak 2 kah, meningkat menjadi 4 kali pada tahun 2012. Pada

tahun 2013 tidak terjadi demo, sedangkan tahun 2014 terjadi demo sebanyak 5 kali dan 2015

sebanyak 7 kali demo. Peningkatan jumlah demo dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena

eskalasi politik lokal menjelang PILKADA serta perlambatan ekonomi yang memicu kenaikan

kebutuhan barang pokok sehari-hari. Berikut adalah tabel perkembangan jumlah demo di

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015: ‘
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Tabel 2,177
Jumlah Demo Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah Demo 2 4 0 . 5 7
Sumber: Satpol PP Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. Lama Proses Perijinan

Lamanya proses perizinan tahun 2011 mencapai 5,3 hari, menurun setiap tahunnya meskipun lidak
terlalu signifikan, dimana sampai dengan tahun 2015 mencapai 5 hari. Lama proses perizinan
berkaitan dengan ketepatan waktu penyelésaian izin sehingga semakin rendah angkanya
menunjukkan kineija semakin baik. Indikator ini mempunyai kaitan erat dengan SOP maupun SPP
yang telah ditetapkan.

Tabel 2.178
Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan

. URAIAN 2011 2012 (. 2013 2014 2015
Lama Proses Izin Usaha Penanaman Modal (hari kerja) 53 | 535 5,24 5,14 5
Sumben Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016

C. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Sejak diberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka pada
tahum 2015 ini bertambah 1 jumlah pajak yang diserahkan yaitu pajak PBB, sehingga ada 11 pajak
dan 1 retribusi daerah, Berikut adalah tabel jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah di

Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.179
Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 - 2015
. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi 11 11 11 12 12
Daerah

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, tahun 2016

d. Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha
Pemerintah daerah memberikan kemudahan berusaha dan berinvestasi dengan mcnerbilkan
regulasi berupa peraturan daerah. Berikut jumlah PERDA yang mendukung iklim investasi

sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2,180
Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Pacitan
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah PERDA Yang Mendukung Iklim Usaha 3 3 4 7 5

Sumber: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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_ GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

244  Fokus Sumber Daya Manusia

2441 Ketenagakerjaan

a. Rasio Lulusan $1/52/S3 _ _

Capaian rasio lulusan 51/52/S3 pada tahun 2011 adalah sebesar 138, meﬁingkat setiap lahunnya
sampai dengan tahun 2014 menjadi 622, namun di tahun 2015 menurun menjadi 552. Berikut

adalah tabel rasio lulusan S1/52/S3 di Kabupaten Pacitan tahun 2011 - 2015 :

‘ Tabel 2,181
Rasio Lulusan 51/52/53 Tahun 2011 - 2015
: : Kabupaten Pacitan _
URAIAN : 2011 2012 2013 2014 2015
| Rasio Lulusan$1/52/S3 -138 369 448 662 552

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016

b. - Rasio Ketergantungan . _
Rasio ketergantungan pada tahun 2011 mencapai 0,50, berhasil diturunkan sampai dengan tahun

| . 2015 menjadi 0,49. Berikut adalah tabel perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Pacitan

tahun 2011 - 2015 :
Tabel 2.182 _
Rasio Ketergantungan Tahun 2011 - 2015
_ Kabupaten Pacitan
URAIAN - 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Ketergantungan _ 050 0,49 0,42 0,49 049

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Kabupaten Pacitan, tahun 2016
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN :

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

31 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang
maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh
negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan
perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau
sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
Daerah berkewajiban umtuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan
pemerintahan di daerah. '

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya
keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Keuangan daerah itu sendiri yaitu
pengorganisasiah dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk
mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Penyusuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun
pada dasarnya bertujuan imtuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan
mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Kinerja keuangan
masa lalu pada dasarnya dimaksudkan iuntuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.
Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis
pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada
umumnya. | _
Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran
daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan
daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas
keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan
penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk
memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk
memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan,
untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan
masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan, dijabarkan sebagai
berikut:
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3.1.1

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN

Kinerja Pelaksanaan APBD

APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya

bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah

dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahim sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau

penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah

sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah,

2)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah;

Dana Penmbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pa]ak Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana

Darnrat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata

pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011-2015

sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rata-Tata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan
REALISASI (Rp) - [T W
NO URAIAN
2011 2012 2013 2014 05* HA!
1 - 2 3 4 5 6 7 o] i
PENDAPATAN 858,236,946,103 | 958,677,538,873 | 1061,597,988548 | 1,260505596,064 | 1.426,596,968,533
1.1 Pendapatan Asli Daerah 48,559,915,661 | 57,298,239.683 62,938,526,126 101,276,945,022 126,449,078,417
111 | Pajak Daerah 6,006,625,272 7,954,645,819 9,053,156.097 20,684.068.973 21,789,927.222
112 | Retribusi Daerah 11,626,055,798 | 14,033.372,250 18.399,845,514 20,455,509.921 20,411,292,110
113 | Hasil Pengelolaan Kekayaan 2,903,227,592 3,139,175.330 2,259,520,570 2.333,710,205 2421,04754
Daerah yang Dipisahkan
114 | Lain-lain Pendapatan Asli 27,524,006,899 | 32,171,046,283 33,276,003,947 57,803,655,923 81,826,811,541 336
. Daerah vang Sah )
12 Dana Perimbangan 583,216,975459 | 703,480,864.661 756,537,409,646 808,252,090,951 863,523,504,516 10.5
121 | Dana Bagi hasil Fajak /bagi 48,580,538,459 [ 61,926,220,661 57,606,436,646 55,639,206,951 53.312.201,816 32
hasil bukan Pajak
122 | Dana Alokasi Umum 480,580,537,000 | 589,329,914,000 647,293,403,000 700.743,024.000 714,847,233,000 10.7
1.23 | Dana Alokasi Khusus 54,055,900,000 | 51.724,730,000 51,937,520,000 51,869,860,000 95.364,070,000 20.0
13 Lain - lain Pendapatan 226,660,054,983 | 197,598,434,529 241,571,653,876 350,976.360,091 436,524,585,100 198
Daerah yang Sah
131 | Hibah 986,005,745 842,483,627 1,925,000 2,100,000 1,050,000 -38.3
1.3.2 Dana Darurat - - -
133 | Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 29,581,537,578 | 27.659,934.902 34,123,870,076 63,881,618,091 60,742,249,100 248
dan dari Pemda Lainya
134 | Dana Penyesuaian dan 175,238,937,160 | 145,874,996,000 172,525,413,000 182,420,105,000 281,230,973,000 154
Otonomi Daerah Khusus
135 | Bantuan Keuangan dari 20,853,574,500 | 23,521,020,000 34,920,445,000 104,672,537,000 $4,650,113,000 629
Propinsi Pemerintah lainya
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung
meningkat yaitu periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan rata-rata tingkat
pertumbuhan pendapatan sebesar 13,6%.

Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahum cenderung meningkat dari periode tahun 2011-2015

dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,5%, yang secara persentase pertumbuhan masing-

‘masing komponen PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Pacitan berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar
berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan Kabupaten Pacitan setiap tahun selalu
mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2011-2015 terakhir sebesar 10,5%.
Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 20%, Selain dari PAD
dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah

dengan rata-rata pertumbuhan 19,8%.

'b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja

pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga,
Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

serta Belanja Modal,

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah

terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja
daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa
menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan

masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2011-2015, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2

berikut:
Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan
: - RATA-
- : REALISASI RATA .
NO - URAIAN - o PERTUMBU
- o ) 2m 2012 2013 2014 2015* - HAN (%)
1 2 3 3 5 6 7 B
BELANJA 847,653877,678 | 964,961,884,990 | 1,036,080,098800 | 1,202,651,876,766_| _ 1,408,458,278,765 136
21| Belanja Tidak Langsung__|_570,148,800,482 | 656,008,622,770 | _ 724,455198,735 |  804,818,701,450 921,154,743,893 128
2.1.1 | Belanja Pegawai 497,212,770,319 | 562704319406 | 607,673,757,744 | 667.847,218,506 675,833,545,402 81
2.1.2 | Belanja Bunga - - - - } -
2.1.3 | Dana Subsidi - . X . -
214 | Belanja Hibah 7773449671 | 8,342,808,31 24,769472,900 25,508,799.701 31,487 862,975 566
21,5 | Belanja Bantuan Sosial 11,519,575,625 | _ 16,163,946,000 4,544,127 410 6,617,811,731 6,430,899,867 30
Belanja bagi hasil kepada
216 | Propinsi/Kabupaten/Kota | 2862351917 | 2736168297 3,300,666,461 3,376,307,901 3,655,296,219 6.7
dan Pemerintah Desa
Belanja Bantuan )
Keuangan kepada 7 4550520 | 100,342,199,110 203,123,076,430 471
217 | it Kakapaten/Kota | 710287150 | 65097837035 82,534,550,52 342,199,
| dan Pe intahan Desa
Parat Hierarki }1 Belanil T oK o Y 0.165.800 763,543,800 1,632.623,700 1,126,164,500 574,063,000
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
o URALAN | REALISASI
2011 2012 2013 2014 W15* - . R EA
3 2 3 4 5 3 B REER L 1

22 | Belanja Langsorg 277504,777196 |_308,953,262,01 | 312824900155 | 397833875316 487,303,834872 156
221 | Belania Pegawai 26,501,880.289 | 33,986,089.151 36,427,365,750 35,969,228,577 44,415,456,398 144
222 | Belanja Barang dan Jasa 106747844728 | 121427491610 | 143,242,808,806 | 161434465274 174,73643L,037 132
22,3 | Belanja Modal 144,255,052,183 | 153.539,681,459 | 132,854,725,599 | 200.429,181.165 268,151,647,437 194

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 20112015

Berdasarkan tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2011-2015 bahwa realisasi belanja mengalami
pertumbuhan rata rata sebesar 13,6%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata
kenaikan sebesar 12,8%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan-
rata-rata pertumbuhan sebesar 8,1%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh

gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari
tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 15,6%. Komponen Belanja Langsung
terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 19,4%.

c) Pembiayaan

. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1)

2)

3)
Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 berikut

Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang

Daerah;

Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan,

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta

Sisa Lebjh Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran

daerah Kabupaten Pacitan.
Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan
' _ RATA- ',
REALISASIH (Rp) | +: RATA. 38
NO URAIAN - PERTUMBUH.
2011 2012 2013 2014 2015 - AN (%) .
1 2 3 4 5 _6 7 e s
PEMBIAYAAN 46,863,870,122 54,723738847 | 47316292447 71,871,952,405 128,275,801,703 338
31 Penerimaan Pembiayaan 49,863,870,122 57,223,738 847 45,768,292,447 72,121,982,405 129,225,801,703 32,1
3.11 | Sisalebih Perhitungan
Anggaran Tahun 49,040,415,122 56947,238,547 48,439,392,447 71,734,132,405 129,225,801,703 324
Sebelumnya ( Sitpa )
3.1.2 | Penerimaan Dana R . . . . .
Cadangan
313 | Hasil Penjualan Kekayaan R . . . R .
Daerah yang Dipisahkan
314 | Penerimaan Pinjaman R - . . . .
Daerah
31.5 | Penerimaan Kembali R . R . . .
Pemberian Pinjaman
315 Penerimaan Piutang Daerah 323,455,000 276,500,000 328,900,000 387 800,000 - <194
32 Pengeluaran Pembiayaan 3,000,000,000 2,500,000,000 1,452,000,000 750,000,000 950,000,000 -20.1
oy | ) Y - - -
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN :
NO - REALISASL (Rp):+-& 1o
. . 7. 2013
1| S 2 8
Cadangan
322 | Penyertaan Modal
(investasi) Daerah 2,750,000,000 2,250,000,000 1,452,000,000 750,000,000 950.000,000.00 J18.8
323 Pembayaran Pokok Utang . - - .
3,24 | Pemberian Pinjaman Daerah 250,000,000 250,000,000 - - -

Sumber: DPPKA, Kabupaten Pacitan 2011-2015

Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa .realisasi pembiayaan mengalami kenaikan rata”
rata sebesar 338%, Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar
321%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh éambaran' realisasi
Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun yaitu
dengan rata-rata penurunan sebesar -20,1%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya.
signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 18,8%.

3.1.2  Neraca Daerah

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu enfitas pelaporaﬁ
mengenai aset, utang dan ekuifzs dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan'kondisiv
keuangan Kabupaten Pacitan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembanguman
daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah
daerah melalui perhitungan rasio Ifkuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca
Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu tahun 2011-2015 dapat disajikan pada Tabel 3.4 berikut:

. Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan ’
, o TAHUN (Rp)
URAIAN : o : . . C e
. : 2011 2012 2013 2014 2015
ASET 1,653.062450,817 | 1,638,738,722,308 | 1,588,126,482,775 | 1,752,626,886,071 | 1,858,382,700,749 321
ASET LANCAR 68,128,048.694 65,335,004,027 95,167,981,968 150,611,620,944 180.782.642,221 29.96
KAS 56,947,238,547 48,439,392,447 71,734,182,405 129,225,801,703 130,227,114,176 26.52
Piutang 3,154.719,856 5,302,184,465 14,710,036,606 12,080,607,498 26,417,042,208 2318
Penyisihan Piutang - (247,934,122) (357,483,634} (1.244,595,619) (2.197,317.935) 19.14
Persediaan 8,026,090,291 9,874,843,356 8.723,762,957 9.305,411,743 7,943,463,548 0.85
INVESTASI JANGKA 18,365,716,547 22,982,895,932 23.815,534,538 34,625,801,925 25,666,828,926 910
PANJANG . .
Investasi Non Permanen 7,477,333,800 7.155.279,486 7,282,136,010 7,913,822,896 ~23.46
Investasi Non Permanen 7,477,333,800 7,827,333,800 8,099,133,800 8,449,133,800 8,799,133,800 4.15
Lainya
Dana Bergulir . (672,054,314) (816,997,750) (535,310,504) (639,465,365) 186
Investasi Permanen 10,888 382,747 15,827,616,446 16,533,398,528 16,909,979,029 17,507,160,392 1391
Penyertaan Modal 10,888,362,747 15,827,616,446 16,333,398,328 16,909,979.029 17,507,160,592 1391
Pemerintah Daerah
ASET TETAP 1.522.485,663,599 | 1,581491,787,081 | 1,393,875,086,735 | 1,519,966,862,920 | 1,618,792,368,770 180
Tanah 132,121,459,48 477,338,791,151 | 465,613,335,690 464,008,995,264 459,992,974,889 170
Peralatan dan Mesin 173,576,532,899 205,103,308,872 | 237.453,300.118 273,145,128,219 317,117,388,282 1627
Gedung dan Bangunan 131,492,774,218 195,002,460.497 | 443,474,263,768 575,481,185,124 558,478,379,572 1891
: Jalamdaringan dan Jrigasi 538.987,772,094 581,353,991,888 | 639,400,016,080 749,083,668,790 907,837,093, 710 1405
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
TAHUN (Rp) . RATAY &
URAIAN “RATA -
20m 2012 2013 2014 2015 PERTUME -
- . .
.| VHANGOW);
Aset Tetap Lainya 31,385,551,056 36,216,123,666 39.733,285.747 45,765,990,136 48,141,963,685 1137
Konstruksi dalam 14,919,573,850 4,274,374,905 10,352,389,233 11,111,431,879 5,514,630,780 7.05
Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan {168,087,263,949) | (442,181,503,902) {578,62%,536,493) {778.289.862,14%) B.63
Akumulasi Penyusutan {168,087,263,949) | (442,181,503,902) {578,629,536,493) -25.00
ASET LAINYA 44,085,021,977 18,929,035,319 35,267,879.535 37,224,400,282 33,240,660.831 6.02
Kemitraan dengan Pihak 42,168,609,800 2.306,810,800 25,453,277,700 25,453,277,700 25,453,277,700 227,22
Ketiga ]
Aset Tidak Berwujud 876,500,000 1,430.610.065 1,430,610,065 1,779,827.765 2,244,930,240 2844
Asget Jain - Jain 1.039.912,177 13,416,158,549 8,383,991,770 9,991,294,817 7,102,421,634 285.72
Dana yang dibatasi - 1,775,455,905
Penggunaanya
Akumulasi Amortisasi Aset {1.559.968,743)
Tidak Berwujud
JUMLAH ASET 1,548,126,482,775 1,638,738,722,308 | 1,548,126,482,775 1,752,626,886,071 1,858,482,700,74% 1.51
KEWAJIBAN 1,020,066,792 1,660,971,118 1,397,676,555 1,065,572,011 4,026,565,028 7527
KEWAJIBAN JANGKA 1,020,066,792 1,660,971,118 1,397,676,555 1,065,572,011 4,026,565,028 75.27
PENDEK
Pendapatan diterima 229,300,000 229,300,000 223,300,000 229,300,000 569,271,404 37.07
dimuka
Utang Jangka Pendek 790,766,792 1,431,671,118 1,168,376,555 836,272,011 -16.44
JUMLAH KEWAJBAN 1.020.066,792 1,660,971,113 1,397,676,.555 1,065,572.011 4,026,565,028 75.27
EKUITAS DANA 1,652,042,384,025 | 1,637,077,751,190 | 1.546,728.806.220 | 1,751.561,314.060 } 1,854,456,135,721 3.17
JUMLAH KEWAJIBAN 1,653.062,450,817 1,638,738,722,308 | 1,548,126482.775 1,752.,626,886,071 1,858,482,700,74% 321
DAN EKUITAS DANA

Sumber : Laporan Keuangan Kab.Pacitan 2011-2015

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011-2015 mengalami kenaikan
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,21%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami
tren pertumbuhan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dengan rata-rata kenaikan sebesar 29,96%. Kas
mengalami  kenaikan signifikan dari tahun 2011 sebesar Rp.56.947.238547 dan sebesar
Rp.130.227.114.176 di periode tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 28,52%. Investasi
jangka panjang pemerintah Kabupaten Pacitan mengalami trend pertumbuhan dengan rata-rata sebesar
9,1%, total aset tetap Kabupaten Pacitan pada tahun 2011 adalah Rp.1.522.483.663.599 dan meningkat
menjadi Rp.1.618.792 568.770 di tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015 sebesar 1.51%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Pacitan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 mengalami kenaikan dengan rata-rata 75,27%, yaitu di tahun 2011 kewajiban jangka pendek
sebesar Rp.1.020.066.792 dan di periode tahun 2015 kewajiban jangka pendek sebesar

Rp.4.026.565.028

c¢) Ekuitas Dana

Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Pacitan selama tahun 2011-2015 tumbuh rata-rata sebesar
317%, dimana pada tahun 2011 sebesar Rp.1.652.042384025 dan tahun -2015 sebesar
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Berdasarkan dari neraca Kabupaten Pacitan periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, maka hasil

analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, dapat disajikan sebagaimana Tabel 3.5

berikut:
Tabel 3.5
Analisis Rasio KeuanganTahun 2011-2015
Kabupaten Pacitan _

. : (dalam jutaan rupiah)
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
A | Rasio Likuiditas
1. [ Rasio lancar (current ratio) 66.8 39.3 68.1 1413 49
2 | Rasio quick (quick ratio) 539 334 618 1326 429
B Rasio Solvabilitas
1 Rasio total hutang terhadap total asset 0.062 0.101 0.09% 0.061 0.0022
2 | Rasio hutang terhadap modat 0.0617 0.1015 0.0904 0.0608 0.00017

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan

Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan

solvabilitas yang positif.

A.

Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi

kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua

kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang

tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Pacitan yaitu:

1.

Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan
ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka
pendek.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar.
Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan
menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2011
adalah sebesar 66,8 dan tahun 2015 sebesar 44,9. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Pacitan sebesar
44 Kali lebih.

Quick Rasio

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka
pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan, hal
ini dikarenakan persediaan merupakan umsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering

mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi lkuiditas. Jadi rasio ini

.Wenunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling lkuid mampu
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

menutupi hutang lancar. Quick rasio memmjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih Iikuid.
Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun 2011 sebesar 589 serta periode tahun 2015 guick
rasio sebesar 42,9 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Pacitan dalam membayar
kewajiban jangka pendeknya sangat baik.
B. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik
jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup
untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan

Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap
aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap
pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Pacitan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2011 sebesar 0,062 dan pada tahun
2015 sebesar 0,0022. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang tethadap aktiva
sangat kecil. |
2, Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan
kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak
tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2011 rasio hutang térhadap modal pemerintah
Kabupaten Pacitan sebesar 0,0617 serta periode tahun 2015 sebesar 0,00217, Hal ini dapat
disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten
Pacitan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang,

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan,
sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui
kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanganan
isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang
terpetakan akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN '

Nomor 21 Tahum 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan

+ Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daefah'sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan

umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah;
penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan
tugas umum pemerintahan yang dalam penyéjian laporan keuangannya mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

A) Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah rnerupakan perkiraan terukur yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. |
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. _ | '
Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu _fahtm 2011 sampai dengan tahun 2014 menunjukkan
kinetja yang cukup baik, meskipun kontribusi terhadap pendapatan daerah masih cukup rendah dan
terus diupayakan untuk ditingkatkan. Sumbangan terbesar berasal dari Dana Perimbangan, baik Bagi
hasil pajak/bukan fajal_c, Dana Alokasi 4Ufnﬁrn'dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan Undang-
undang Nomof 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, bendapatan terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana Perimbarigan;

‘¢, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

- Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dlupayakan untuk - rnemngkatkan berbagai sumber -

penerimaan baik dari pusat, provinsi maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam
merencanakan target pendapatan daerah, dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan
secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi
pertumbuhan ekonomi daerah yang dapat mempengaruhi jenis dan obyék penerimaan,

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN dan yang |
mempunyai kontribusi terhadap‘APBD 'Kabupaten Pacitan yaﬁg relatif besar. Pemanfaatan dana
perimbangan menganut prinsip money follows function serta diarahkan untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi
kepada daerah untuk menggali potensi ekonomi daerah serta mencapai prioritas nasional.
Sementara ituj, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pemerintah daerah termasuk
Dana Penyesuaian dan. Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah, termasuk didalamnya adalah dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh

Kabupaten Pacitan.
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
a, Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber

- pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

| pendapatan daerah; 7
b. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber-sumber pendapatan daerah;
¢. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
‘e. - Koordinasi dalam pengélolaan pendapatan daerah;
f. Menciptakan hubungan sinergi antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pemahaman

bersama dengan meletakkan kepentingan publik diatas kepentingan kelompok, individu dan
politik.

Sumber-sumber belanja daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sumber daya daerah yang bisa dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperoleh berdasarkan
asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah serta dengan terbitnya
Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak- dan Retribusi Daerah, Undang-undang
tersebut telah diikuti oleh peraturan penmdang-undangan yang dibawahnya, dengan harapan
ketergantungan Kabupaten Pacitan dari dana pusat semakin berkurang yang artinya dapat lebih
mandiri dalam hal pendanaan pembangunan, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah sebagai
salah satu indikator kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi PAD terhadap
pembiayaan pembangunan. Dalam rangka memenuhi target pendapatan daerah terus diupayakan
agar semakin meningkat, berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

1.  Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;

2. Peningkatan fasilitas dan keamanan terhadap obyek retribusi;

3.  Sosialisasi dan promosi terhadap obyek pelayanan retribusi pada masyarakat;

4.  Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan
efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan
pelayanan;

5. Lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan serta
meningkatkan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah;

6. Untuk dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah, terus diupayakan dalam bentuk
koordinaéi ke pusat, pengajuan proposal maupun surat sehingga dapat meningkatkan DAU,
DAK dan Dana Insentif Daerah;

7.  Menciptakan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan

dengan kebijakan investasi.
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

B) Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan

pembangunan dituntut lebih transparan, akimtabel dan_ berorientasi pada kinerja. Belanja daerah

dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan diprioritaskan pencapaian visi dan

misi Kepala Daerah, pemenuhan SPM, pemenuhan SDGs, ketentuan sharing dari pusat maupun

provinsi yang dituangkan pada program kegiatan baik pada Belanja Langsung maupun Belanja

Tidak Langsung.

Belanja Langsung digunakan untuk membiayai urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari :

1.
2.
3.

Belanja Pegawai;
Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Modal.

Sedangkan Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai:

1
2
3
4,
5
6

Belanja Pegawai;

Belanja Hibah;

Belanja Bantuan Sosial;
Belanja Bagi Hasil;

Belanja Bantuan Keuangan;
Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan perencanaan belanja langsung yang dianggarkan dalam rangka implementasi RPJMD

Kabupaten Pacitan tahun 2011-2016 meliputi :

1.

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD yang diprioritaskan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten baik, urusan wajib maupun
urusan pilihan;

Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi
dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang laYak serta mengembangkan

~ sistem jaminan sosial; |

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah memberikan
perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah yang benar-benar
berdampak bagi masyarakat secara luas, termasuk investasi jangka panjang dibidang
pendidikan;

Penyusunan Belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas
dan fimgsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

Sedangkan kebijakan péréncahaan belanja tidak langsung yang dianggarkan dalam rangka

implementasi RPJMD Kabupaten Pacitan tahim 2011-2016 meiiputi :

1. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta
| penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, uang representasi dan
tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala
daerah serta penghasilan dan penerimaén lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
pertmdangﬁindangan. Besamya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil
Daerah (PNSD) mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah

tentang Peraturan Gaji Pégawai Negeri Sipﬁ;
2. Kebijakan belanja pegawai diprioritaskan pada gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
termasuk di dalamnya pemberian gaji ke 13 dan diproyeksikan ada penyesuaian gaji pokok
PNS sebesar 6% sampai dengan 10%, sementara dalam perencanaan belanja pegawai
diperhitungkan accres gaji yang disesuaikan dengan kebuh_ihan untuk mengantisipasi adanya

. ~ kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, dan tunjangan keluarga;

3. Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
jrang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
serta tidak secara terus menerus yang bértujuan untuk 'menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;

- 4. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk

| uang'dan/atau barang .k'epada indvidu, keluarga kelompok dan/atau masyarakat. yang

sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan ferjadinya resiko sosial;

. 5 Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kabupateh atau pendapatan kéﬁupaten kepada pemerintah desa
sesuai-dengan ketentuan perumdang-imdangan;

6. Belanja Bantuan Keuangan digunakan runtuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten Pacitan kepada pemerintah desa atau
pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
keuangan desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan
penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa
penerima bantuan, sedangkan bantuan kéuangan yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah/pemerintah daerah pemberi
bantuan;

7.  Belanja Tak Terduga rherupa_kan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
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diperkirakan sebelununya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun -

tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C) Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan yang diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan

daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas, kebijakan pembiayaan

daerah tetap difokuskan pada: 7

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, akan dipergimakan imtuk melakukan pembentukan
dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus
dibebankan dalam satu tahun anggaran. Sementara itu kegiatan investasi, baik investasi yang
bersifat permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD maupun investasi non
permanen dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan
modal kerja. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, perlu ditetapkan pembiayaan untuk
rnenufup defisit tersebut, diantaranya dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran;

2. Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah maka diupayakan agar selisih
antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut
pembiayaan netto nilainya harus menutup terjadinya defisit anggaran. Sehingga tidak

menimbulkan hutang dan kesulitan likuidifas keuangan daerah.

3.21 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten .Pacitan bertujuan untuk memperoleh
gambaran realisasi dari kebjjakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pacitan pada
periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan
pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas

| pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang,

analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.  Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2011 sampai dengan talun
2015 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Pacitan, yang dapat
dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:
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Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2011-2015 Kabupaten Pacitan

2011 - N A 2012 C 213 . 2014 ‘ . ‘ 2015

. ‘ RATA
NO URAIAN ANGGARAN | REAL1SASI . | ANcCaraN | REauisasi, | .| ANGGARAN REALISASI . | Ancearan | Reausasi w | ANGGARAN | mEAusast | - P
: : o a d o _ - © | RATA
. ; : - Rp - = ) Rp __ - Rp Rp Rp Rp Rp Rp : Rp Rp
u "hf":;‘s':::"‘ 83072765827 | 570148500482 | 978 | 674545396897 | 656008622770 | 973 | 773453795429 | 724455198735 | 937 | 867300566124 | soagsrorase | 928 | 103151386430 | 215473803 | 883 | ouo
211 | Belanja Pegawai 506,826,605259 | 497212770319 | 981 | s7saszn697 | 52704319406 | 973 | esaoezesozes | e07ema7sraee | o0 | 725550962660 | 67897218506 | 920 | 7esseanizo | essinsesanz | sen 933
212 Belanja Bunga - - - - - - - - - - - - - - - -
213 __ | Dana Subsidi . - - - - N - - p - ) - - 3 - -
214 | Belanja Hibah 7.927.956,868 7773449671 | %2 8,711,542,000 851280823 | 981 | 25912432500 | 24769472900 | w56 | 263sm0n612 | 25308799701 | 961 3596945129 | 31487862975 | 875 95.1
215 S“i?;‘l"‘ Bantuan 1,775430000 | 11319575625 | 978 | 16734278000 | 16163946000 | 96 5,816,23,5% 4344127410 | 781 8,462,084,376 6617,511,731 | 782 7,558,543,816 6480899867 | 857 87.3
216 Belanja bagi hasit
kepada Propinsi
/Kabupaen/Kota 3,006,913,700 2862551917 | 5.2 2,953,430,200 2.736,168297 | 92,6 3,615,549,150 3,300,666,461 | 913 3.473.273,046 3376507901 | oL9 £,401,653,442 3655206219 | 830 9.8
dan Pemerintah ’
Desa
217 Belanja Bantuan
Kevangan kepada .
fﬂ";‘l’c‘o":/d':‘:"’“"“ sasssoon | 472027150 | oms | essme20000 | 65097837035 | 994 | 82826910000 | s2s3assos: | 996 | 100578444000 | 100542199010 | 990 | 205213530065 | 203123076430 | 99.0 %9
Pemerintahan
Desa
2138 .‘::‘:;’H;:'d"‘ 5,100.000,000 3570165800 | 700 2,167.937,000 763,343,800 | 352 2,200,000,000 1632623700 | 742 1,500,000,000 1126164500 | 593 1,411,686,500 74,063,000 | 13.0 502
B TOMLAH
EI;UAG?JNTGIDAK 583,072765,827 | 570,148,800,482 97,8 674,345,396,897 | 656,008,622,770 | 973 | 773,453,795429 | 724455198735 | 937 | 867,500,566,124 | 804,818,701450 | 928 1,043,151,586,439 | 921,154,743,893 | 883 9.0
22 BelanjaLangsung | 35013790030 | 277500777096 | 0.6 | 321021m78 | 30895326222 | 962 | 325184153.53 | 312520900155 | 61 | 416820198858 | 39maszsrse | 9sa 196,292,606313 | 487303534872 | 978 952
221 | Belanja Pegawai 27271317905 | 26500080289 | 972 | 31904577000 | 33985089151 | 974 | 38463893567 | 36427365750 | 947 | 36588711500 | 35969228877 | 983 3,795679100 | 44415456398 1014' 978
222 ,';‘;':""‘ Barangdan | 115618376969 | 106747504720 | 965 | 126372.m6210 | 121.4274m610 | 961 | 1489693398 | 143212808506 | 961 | 1749330330 | 16143465271 | :23 | 1883s1226046 | 17amseasnoy | eus s
223 | Belanja Modal 168,217,589458 | 144255052183 | 857 | 159961368504 | 153539681459 | 960 | 137733325985 | 13285472559 | 965 | 2032818108 | 20042018L165 | 976 266,145,701,067 | 268,151,647,437 “’% 95,3
C JUMLAH
:ilrﬁ;h‘wc 306,137,264,332 | 277,504,777,19 90.6 | 321,238171,748 | 308953.262,221 | 9.2 | 325184,153,535 | 312524900155 | 9.1 416,820,198,858 | 397,532,875316 | 954 498,292,606,313 | 487,303,534,872 | 978 95.2

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2015
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Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlhat mengalami kenaikan
periode tahun 2011 sebesar Rp570.148.800482 hingga pada tahun 2015 sebesar
Rp.921.154.743.893, namun penyerapan Belanja Tidak Langsung dari tahun 2011-2015 mengalami
penurunan, rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggafan mencapai 94%.
Belanja Langsung dari tahun 2011 sebesar Rp.277 504.777.1% atau 90,6% sampai dengan tahun
2015 besaran belanja langsung sebesar Rp.487.303.534.872 atau 97,8%, dengan rata-rata tingkat
realisasi sebesar 95,2% atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata tingkat realisasi Belanja
Tidak Langsung.

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk
pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pacitan ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai
berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015

Kabupaten Pacitan
: - ‘ E s 2013 2014 L 2ms
-KOQDE |-~ - - URAIAN
) : o © (Rp) (Rp) (Rp) -
5. BELANJA 752,430,525,680 828,429,659.384 845,879,035,553
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 605,938,226,247 666,613,158,843 674,241,352,867
511 Belanja Pegawai 605,938,226,247 | 666,613,158,843 | 674,241,352,867
51.1.01 | Gaji Dan Tunjangan 398,354,363,747 660,141,808,843 667,145,897,867
5.1.1.02 | Tambahan Penghasilan PNS 5.315,862,500 4,287.350,000 4,693,175,000
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta
5.1.1.03 KDH/WKDH 2,268,000,000 2,184,000,000 2,402,280,000
5.2 BELANJA LANGSUNG 146,492,299,433 161,816,500,541 171,637,702,686
521 Belanja Pegawai 35,279,233.250 35,966,853.877 44.415.456,398
5.21.01 | Honorarium PNS 14 382,271,000 16,298,827,500 19,457,018,800
5.21.02 | Honorarium Non PNS 6,686.349,500 2,535,562,000 3,273,690,430
5.21.03 | Uang Lembur 3,779,078,950 3,988.964.000 4,038,045.300
5.21.04 | Honorarium Pengelolaan Dana BLUD 10.431,533,800 13.143,500,377 17.606.701.848
522 Belanja Barang dan Jasa 98,915,708,331 109,224,418451 107,827,899,101
5.22.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,727,527,514 10,228,994.862 11,580,062,028
. 5.22.03 | BelanjaJasa Kantor 19,884,382,266 32,178,441,261 36,726,472,646

) 5.2204 | Belanja Premi Asuransi £3,500,000
5.2,2,05 | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,935,466,476 6,427.603,966 6,304.168.657
5.22.06 | Belanja Cetak Dan Penggandaan 7.481,763,692 - 7,517,066,023 8,104,894,192
5.22.07 | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 776,322,450 607,542,300 706,893,450
52208 | Belanja Sewa Sarana Mobilitas 489,806,800 712,694,000 991,302,200
52210 | Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 706,521,200 798,360,120 769,195,050
522,11 Belanja Makanan Dan Minuman 11,167,057,785 10,381,279,255 11,564,184,297
522,12 | Belanja Pakaian Dinas Dan Afributnya 291,311,125 1,030,221,525 951,200,900
52213 | Belanja Pakaian Kerja 255,714,045 308,851,840 549,077,800
52214 | Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu 480,440,820 851,988,950 1,682,613,945
5.2,215 | Belanja Perjalanan Dinas 39,294,073,359 35,621,394,749 38,089,727,463
5.2.216 { Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 146,150,000 103,550,000 67,550,000
52217 { Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 2,181,470,500 2,421,429.600 1,278,618,500
52219 | Belanja Pemulangan Pegawai 14,000,000 35,000,000 42,000,000
523 Belanja Modat 12,297,357,852 16,625,228,213 19,394,317,187
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KODE URAIAN - : ' s ki ' ms*:_
(®p) (Rp) R R
5.23.01, | Belanja modal Pengadaan tanah (kantor) 4,001,800
52303 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor 2,579,820,100 4,864,082,250 1,398,760,000
523.04 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor 297,955,500 247,720,000 3,814,084,000
52305 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor 46,464,000 99,000,000 -
5.23.10 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 261,118,730 255,970,910 340,747,550
52311 | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1,129,208,035 1,286,512,895 2,539,810.354
5.23.12 | Belanja Modal Pengadaan Komputer 3,081,073,867 3,822,976,403 3,016,133,614
52313 | Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 2,028,233,700 2,584,913,655 2,145486,429
52314 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur - 58,086,900 306,799,560 263,735,000
5.23.15 | Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangea 345,665,080 443,068,610 710,857,560
5.23.16 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 825,856.350 822,415,000 1,440,717,525
5.23.17 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 227,697,660 419,257,900 376,071,295
5.23.18 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 124,190,000 170,164.300 200,062,500
52325 | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon 1,218,434,100 1,265,415,700 .3,059.366,750
52330 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 49,552,030 36,931,000 88,515,000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013-2015

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2013 sampai dengan tahun
2015 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.
Selanjutnya disajikah mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tabel
3.8 sebagai berikut: *

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan

_BELANJA TOTAL PENGELUARAN
WOl Ny | remomay |
(3) (b) (a)/ (b) X 100%
1 | Tahun Anggaran 2013 752,430,525,680 1,038,432,098,89%0 72,5%
2 | Tahun Anggaran 2014 834,548,852,059 1,203,401,576,766 69.3%
3 | Tahun Anggaran 2015 854,458,936,619 1,409,408,278,765 60.6%

Sumber: Diolah dar] Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015

Persentase belanja umtuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total
pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2013 persentasenya sebesar
72,5% dan tahun 2015 persentasenya menurun menjadi sebesar 60,6%.

Dari persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat
disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan belanja
untuk pemenuhan kebutuhan aparatur pada waktu yang akan datang perlu efisiensi dalam
penganggaran belanjanya. Sehingga proporsi belanja pembangunan dan belanja aparatur

dapat seimbang.
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3.2.2

Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)
harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan
realisasi anggaran Tahun Anggaran sebélumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan
adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak
tercapainya SILPA yang direncanakan.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan
positif, maka pemerintah Kabupaten Pacitan harus memanfaatkannya untuk penambahan
program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam RPJMD.

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada Tabel 3.9 dan Tabel 3.10 berikut ini:

. Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Periode Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan_
' REALISASI (Rp) _
NO URAIAN :
2013 2014 2015
1 | Pendapatan Daerah 1,061,597,988,848 | 1,260505596,064 | 1,426,596,968,333
2 Belanja Daerah 1,036,980,098,890 1,202,651,576,766 1,408,458,278,765
3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,452,000,000 750,000,000 950,000,000
A | DefisitRiil 22,965,889,958 57,103,819,298 17,188,689,567
Ditutup cleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun 48439592,447 71,734,182,405 125,.225,801,703
Sebelumnya (SiLPA)
2 Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali 328,900,000 387,800,000 -
Investasi Dana Bergulir
B. i Total Realisasi Penerimaan 48,768,292,447 72,121,982,405 129,225,801,703
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 71,734,182,405 129,225,801,703 146,414,491,271

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan2013~ 2015

Tabel 3.10
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013-2015
' Kabupaten Pacitan

- : : o RATA-RATA
NO URAIAN 203 201 2015 PERTUMBUHAN
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 | Jumlah SiLPA 71,734,182405 | 129,225,801,703 | 146,414,491,271 133
Kewajiban kepada pihak ketiga - - T
2 | sampai dengan akhir tahun belum -
terselesaikan
3 | Kegiatan lanjutan - - - -
SiLPA riil (1-2-3) 71,734,182405 | 129,225801,703 | 146,414,491,271 13.30

Sumben Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013- 2015
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3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertuj’uan untuk menghitung kapasitas total keuangan
daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/ pengeluaran periodik wajib dan
mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah
daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran
daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah
dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.
3.3.1. Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung
kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari
atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat

dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.11
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2013-2015
Kabupaten Pacitan
} . . . : Rata - Rata
: 2013 © 2014 2015 -
NO URAIAN . T - Pertumbuhan
: (Rp) -(Rp) (Ep) i
L BELANJA 726,348,610,103 804,462,864,319 919,886,549,174 12,54
BELANJA TIDAK
A, LANGSUNG 688,472,776,767 767,155,357,953 877,364,429,297 12,90
1 | Gaji Dan Tunjangan 598,354,363,747 | 660,141,808,843 667,145,897,867 5 69
2 | Tambahan Penghasilan PNS 5,315,862,500 4,287,350,000 4,693,175,000 4904
3 Belanja Penerimaan Lainnya 2,268,000,000 2,184,000,000 2,402,280,000
Pimpinan Dan Anggota DPRD 3.15
Serta KDH/WKDH
. 4 Belanja Bantuan Kepada Partai 856,951,920 899,205,110 931,626,100 427
Politik )
5 Belanja Bantuan Keuangan 81,677,598,600 99,642,994,000 202,191,450,330
Kepada Pemeri.nlah 62,46
Daerah/Pemerintahan Desa
Lainnya
B. BELANJA LANGSUNG 38,075,833,336 37,307,506,566 42,522,119,877 5.98
T | Honorarium PNS T4382.271,000 | 16,298,827,500 19,497,018,300 1647
2 | Honorarium Non PNS 6,686,349,500 2,535,562.000 3,273,690,450 16.48
3 Belanja Jasa Kantor 8,952,945,910 9,823,366,680 10,912,301,270 10.40
Belanja telepon 971,220319 949,729,113 998,122,558 1.44
Belanja air 136,311,803 137,022122 204,447,926 24.86
Belanja Listrik 7,664,706,139 8,542,387,904 9,478,588,049 1121
Belanja 180,707,649 194,227,341 231,142,737 13.24
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
' , 2013 2014 2015 [Rata - Rata
NO URAIAN S Pertumbuhan
. S {Rp} “(Rp) - {Rp} Y%

4 Belanja Perawatan Kendaraan 5,935,466,476 6,427,603,%6 6,304,168,657 319
Bermotor )

5 Belanja Sewa 776322450 607,542,300 706,893,450
Rumah/Gedung/Gudang/ 2,69
Parkir .

6 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 489,806,800 712,694,000 991,302,200 4230

7 Belanja Sewa Perlengkapan dan 706,521,200 798,360,120 769,195,050 467
Peralatan Kantor '

8 Belanja Beasiswa Pendidikan 146,150,000 103,350,000 67,550,000
PNS -31.%%

IL | PEnor ARAN ERAH 1,452,000,000 750,000,000 950000000 |  -1084

1 Penyertaan Modal (Investasi) 720,000,000 750,000,000 950,000,000
Pemda Badan Usaha Milik 1542
Daerah (BUMD)

Dana Bergulir 732,000,000 -50.00

2 Pembayaran Hutang Pokok - - -
yang Jatuh Tempo )
JUMLAH (L +11) 728,000,610,103 | 805212,864,319 920,836,549,174 12.48

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Pacitan 2013~ 2015

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan

bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tmjangan PNS, hal tersebut menjadi

dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak

dapat ditunda dalam rangka penghitimgan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis

kerangka pendanaan.

3.3.2.

Proyeksi Data Masa Lalu

Proyeksi data masa lalu dikutip dari RFJMD Perubahan Kabupaten Pacitan 2011- 2016 yaitu

realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dengan rata-rata pertumbuhan mengalami

kenaikan sebesar 10,86% per tahun sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut ini:

Paraf Hierarki Paraf Keordinas:
Sekda { SKPD!Ba iaa Pemrakarsa f
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. Tabel 3.12
Realisasi Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Dalam RPJMD 2011-2016
' URAIAN | REALISASI2011 | REALISASI2012 | . P-APBD2013 .| PERTUMBUHAN | PROYEKSI2014 | PROYEKSI2015. | PROYEKSI2016
PENDAPATAN ASLI DAERAH 48,559.915 57,298,239 59,955,764 9,26 67,334,101 76,556,573 82,483,608
Pajak Daerah 6,006,625 7,954,645 8,230,500 16.8 14,866,500 17,576,663 20,780,589
Retribusi Daerah 11,626,055 14,058,542 16,602,154 10,55 17,133,828 19,601,086 22,541,249
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ]
yong Diprakan 2,903,227, 3,139,175 2,235,917 0,14 4,354,910 4,572,656 4,801,288
;::; Py Pendapatan Asli Daerah 27,824,006 32,145,876 32,887,192 7,78 30,978,863 34,806,169 34,360,182
DANA PERIMBANGAN ‘ 583,216,975 703,480,864 755,533,057 10,35 807,131,276 899,916,89 978,134,647
Bagian Hasil Pajak dan Bukan Pajak 48,580,538 61,926,220 56,602,134 13,69 54,518,392 62,696,151 65,830,958
Dana Alokasi Umum 480,580,537 589,829,914 647,293,403 11,42 700,743,024 784,832,187 859,391,245
Darna Alokasi Khusus 54,055,900 51,724,730 51,937,520 2,15 51,869,860 52,388,559 52,912,444
LAIN-LAIN PENDAPATAN 226,660,054 197,898,434 236,111,734 13,69 247,412,234 251,575,030 255,813,816
YANG SAH
Hibah 986,005 842,483 - - - - .
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi . '
o Penrintaban Daorah Lainnys 29,581,537 27,659,934 36,729,718 3,08 37,167,595 37,725,109 38,290,986
Eha::u‘;e“y esuaian dan otonomi 175,238,937 145,874,996 172,511,571 -8,29 180,137,150 182,839,207 185,581,795
Bantuan Keuangan dari Propinsi
2t Pemerintal Daceah Laanga 20,853,574 23,521,020 26,870,445 6,47 30,107,489 31,010,714 31,941,035
PENDAPATAN DAERAH 858,236,946 958,677,537 1,051,900,556 10,86 - 1,121,877,611 1,228,048,500 1,516,432,071

Sumber: RIJMD Perubahan Kab.Pacitan 2011~ 2016
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan
a. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi pendapatan daerah tahun 2017 terjadi pengurangan pendapatan karena adanya

_pengalihan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maupun

provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, diantaranya penarikan kewenangan
penyelenggaraan pendidikan menegah yang merupakan bagian urusan pendidikan menjadi
kewenangan provinsi, urusan pertambangan dan wurusan kehutanan sehingga
mengakibatkan penurunan proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi
Khusus (DAK). Adapun proyeksi pendapatan daerah 5 (lima) tahun kedepan dari tahun
2017 sampai dengan 2021 sebagaimana Tabel 3.13 sebagai berikut:
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PENDANAAN
Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017-2021
Kabupaten Pacitan
S : . B S ‘ PROYEKS] TAHUN
KODE REKENING URAIAN -
o 2017 2018 2019 . 2020 2021
4 PENDAPATAN DAERAH 1.575.856.624.605 1.671.863.194.083 1.763.146.790.925 1.850 295.277.746 1.937.095.670.527
P PENDAPATAN ASLI DAERAH 137.620 203,065 147.830.084.784 * 160.067.836.606 "171.569.157.809 185.388.736.104
4 1 Ilasil Pajak Daerah _ 25.610.000.000 27.313,000.000 23.656.000.00q 28.843.000.000 29.673.000.000
4 1|1 Pajak Hotel 350.000.000 360,000,000 370.000.000 380.000.000 400.000.000
4 1| 2 Pajak Restoran 1.055.000.000 1.070.000.000 1.085,000.000 1.105.000.000 1.120.000.000
4 1| 3 Pajak Hiburan 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000,000 75.000.000
4 1| 4 Pajak Reklame 450.000.000 460.000.000 470,000,000 480.000.000 500.000.000
4 1] 5 Pajak Penerangan Jalan 8.160.000.000 8.300.000.000 8.460.000.000 - 8.640.000.000 8.840.000.000
4 1| e Pajak Parkir 20.000.000 21.000.000 22.000.000 23.000.000 25.000.000
4 1| 7 Pajak Air Tanah 50.000,000 52.000.000 54,000,000 55.000.000 58.000.000
4 1| 8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 600.000.000 620.000.000 £30,000.000 £40.000.000 650.000.000
4 1| 9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 14.025.000,000 15.500.000.000 16.000.000.000 16.500.000.000 17.000.000,000
4 1] 10 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 850.000.000 875.000.000 905.000.000 955.000.000 1.005.000.000
4 2 Iasil Retribusi Daerah 24.207.802 959 25.958.066.322 29.526.061.966 32.247.004.162 . 37.198.277445
4 2|1 Retribusi Jasa Umum 11.525.122.270 11.946.622.625 12.383.024 381 12.847.221 225 13335102911
4 2 1 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 6.777.034.770 7.118035.125 7473.936.881 7.547.633.725 8.240015411
4 2|1 2 | Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 38.420.000 38.920.000 39.420.000 39.920.000 40.420.000
4 2|1 3 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.722.537.500 1.772.537.500 1.822.537.500 1.872.537.500 1.922.537.500
4 2| 1 | 4 | RetribusiPelayanan Pasar 2.150.000.000 2.175.000.000 2.200.000.000 2 235.000.000 2.275.000 000
4 2{ 1 5 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 435.000.000 440.000.000 445,000,000 450.000.000 455.000.000
Paraf Hierarki Parat Koordinasi
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
PROYEKSI TAHUN
URAIAN I
. o 2017 2018 219 2020 - 2021
4|12 1 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 2130.000 2130000 2.130.000 2130.000 2.130.000
4]1]12] 1 Retribusi Pengendalian Menara Telekotnunikasi 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000
$i1|2] 2 Retribusi Jasa Usaha 11.734.685.689 13.043.068.747 - 16.149.278.886 | 18.380636.651 22.818.636.785
41112 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 789.515.000 81.664.337 777 353.537 770.500 300 772.082.581
41112 2 Retribusi Tempat Pelelangan 720.720.189 727.779.827 727.779.827 734.909.425 742110319
411]2 2 Retribusi Terminal 144 330,500 145 330.500 146.330.500 147 330.800 148.330.500
41112 2 Retribusi Tempat Khusus Parkir 9.200.000 9.292.000 9.384.920 9.478.769 9.573 356
4112} 2 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 18.000.000 18.485.886 19.110.000 19.500.000 20.490.000
4p1]12| 2 Retribusi Rumah Potong Hewan 17.220.000 17.836.197 17.895.102 17.017.657 17.169.829
41112]| 2 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 10.035.700.000 12.042.680.000 14.451.225.000 16.681.900.000 21.108.880.000
al1(2] 3 Retribusi Perizinan Tertentu 947.995.000 . 968374950 993.758.699 | 1019.146.286 1.44.537.749
4112 3 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 355.000.000 375.000.000 400.000.000 425.000.000 450.000.000
4|12 3 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 45.000.000 45.000,000 45.000.000 45.000.000 45.000.000
4|12 3 Retribusi Izin Gangguan 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000 510.000.000
4112 3 Retribusi Izin Trayek 37.995.000 38.374.950 38.758.699 39.146.286 39.537.749
{13 Pengelolaan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan 2482060653 2482.060.653 2559693941 2631543914 2672293 441
al1y3| g‘:ﬁi’;};‘:}’;gs Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 2482060653 2.482.060.653 2559.693.941 2631543914 2672293441
4]113 1 Bank Pembangunan Daerah 2301 371.653 2 301 371.653 2.379.004.941 2.450.854.914 2.491.604.441
41113 1 Bank Perkreditan Rakyat 180.689.000 180.682.000 180.689.000 150.689.000 180.689.000
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iy GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
o PROYEKSI TAHUN
URAIAN - —
o I 2017, 2018 . 2019 2020 202
4 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 85.320 339.453 92.076.957.809 99.926.080.699 107.847.609.733 115.845.165 218
4 4 Jasa Giro 1.203 382.725 1.263.761.861 1.326.949.954 1393.297.451 1462962323
4 4 Pendapatan Bunga Deposito 10.079.867.602 10.583.860.982 11.113.054.031 11.668.706.732 12252142068
1 q Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 500.000.000 501.000.000 502.000.000 503.000.000 S504.000.000
4 4 Pendapatan dari BLUD 57.200.000.000 62.600.000.000 69.000.000.000 75.400.000.000 81.800.000.000
4 4 Pendapatan Lain-lain 35.000.000 13.500.000 13 300.000 ©13300.000 13.500.000
4 4 Pendaptan JKN 16 301.889.126 17.114.834.966 17.970.576.714 18.869.105.550 19.812.560.827
1 DANA PERIMBANGAN 1.122061.900.183 " 1.176.565.730.536 1.235.640.267.417 1.297.659.101.835 1.361.086.182.459
4 1 Dana Bagi Hasil Fajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 56.596.542.451 56.621.542.451 57364.449.641 56.631.735.414 57.559.817.487
4 1 Bagi Hasil Pajak 32.489.746.743 32.489.746.743 32.912.008.989 32.330.844.956 33 305 386.856
4 !} Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 10.101.150.201 10.101.150.201 9.929.298.980 9.815.399.845 9.986.749.806
4 1 ﬁg@?gjﬁ:gﬁf&fﬁcﬂiﬁ:‘ ﬁ:;g;a;:; ﬁ,ﬂggﬁ;” 11.000 258647 11.000.258.647 11.600.238.379 11.263.170.324 11.965.981 499
4 1 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 11388337.895 11 388.337.895 11 382.471.630 11252274787 11 352.855.551
4 1 Bagi Hasil Bukan Pajak/Suriher Daya Alam 2}_:1106.795.703 24.131.795.708 24452440652 24 300.890.458 24254230631
4 1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 265.218.663 265.218.663 250313.018 269.905.070 262 663.853
4|21 Bagi Hasil dari luran Telap {Land-Rent) 62741422 62741.422 66.144.608 52854132 61.120.3%
4 1 Bagi Hasil dari luran Eksplorasi dan luran Eksploitasi {Royalti) 160.617.920 160.617 920 98.105.405 114,729,851 133.517.774
4 1 Bagi Ilasil dari Pungutan 1lasil Perikanan 476.810.887 476.810.887 500.218.006 449.456.466 475.824.061
4 1 Bagi 1 lasil dari Pertambangan Minyak Bumi 21.861.405.549 21.861.405.549 22.255.811.107 21.938.668.605 21.979322.703
P 4 1 Bagi liasil dari Pertambangan Gas Bumi 1.257.280.267 1.282.250.267 1.259.127.508 1.452.555.334 1319.060.844
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

L PENDANAAN
) PROYEKSI TAHUN
KODE REKENING - URAIAN _

T 2017° 72018 2019 2020 2021
a|2[1] 2 | 7 | BagiHasil dari Pertambangan Panas Bumi 22,721,000 22.721.000 22.721.000 22.721.000 22.721.000
422 Dana Alokasi Umum 750.855.591.580 787.789.921.523 827.113.985.529 869.255.881.306 909.390.397.821
sl2|2] 1 Dana Alokasi Umum 750.855.591.580 787.789.921523 827.113.985.529 869.255.881.306 909.390.397.821
4213 Dana Alokasi Khusus 314.609.766.152 332154.266.562 351161832247 - 371.771.485.115 | 394.135.967.151
sl2]3]1 DAK FISIK 136.593.702.000 150.253.072.200 165.278.379.420 181.806.217.362 199.986.839.098
a{23] 1 | 1 | Reguler 91.498.190.000 100.648.009.000 110.712.809.900 121.784.0908%0 133.962.499.979
sl2l3l 112 {wp 45.095.512.000 49.605.063.200 54.565.569.520 60.022.126.472 66.024.339.119
a|z2|3] 2 DAK NON FISIK | 178016.064.152 181.901.194.362 | - 185883452827 189.965.267.753. 194.149.128058
41213 2 01 | Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 10.992.000.000 10.992.000.000 10.952.000.000 10.992.000.000 10.992.000.000
4 [2|3] 2 | 2 | Tunjangan Profesi Guru 155.205.208.400 159.290.338.610 163.272.597.075 167.354.412.001 171538272301
412]3] 2 03 | Tambahan Penghasilan Guru 2309.000.012 2.309.000.012 2,309.000.012 2309.000,012 2.309.000.012
a|2}3| 2 | o | BantuanOperasional Kesehatan 5.568.000.000 5.568.000.000 5.568.000.000 5.563.000.000 5.568.000.000
4|2|3} 2 | 05| Jaminan Persalinan 3172455.740 3.172.455.740 3.172455.740 3172455.740 3.172455.740
41213 2 06 | Bantuan Operasional KB 569.400.000 569.400.000 569.400.000 569.400.000 569.400.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 316174.521.357. 347.467.378.763 367.438.686.902 . 381.067.018.102 390.620.751.964
1131 Pendapatan Hibah - - - - -
4132 Pendapatan 1iibah Dari Pemerintah - - - - -
4(3]3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 70879.971.657 " 73.207.714.601 75.217.649.379 - 78.518.898.354 8282189210
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA

PENDANAAN
: PROYEKSI TAHUN
KODE REKENING URAIAN -
: S 2017 - 2018 2019 2020 B.1741
413|323 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 22.988.095 313 24.137.500.078 25.223.687.581 26.232.635.084 27.150.777 311
41313 Bagi Hasil dari Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor 11 375.820.858 11.489.579.066 11.604.474.856 11.720.519604 11.837.724.800
413|585 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 21.049.176 308 22101.635.123 23.096.208.703 24.020.057.051 24.860.759.047
4|13]3 Bagi Hasil dari Pajak Air Tanah 242423122 254.544.278 2565.998.770 276.638.720 286 321.075
4133 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 15.224.456.056 15.224.456.056 15027 279469 16.269.047.895 18.686 309 869
4|34 Dana Penyesuaian dan Otonormi Khusus 181.654.693.500 209.983.409.400 226.980.638.940 236.329.115.187 240.255.475.210
413|14 Dana Penyesuaian 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000 40.011.114.000
14|34 Dana Desa 141.643.579.500 169.972.295.400 186.969.524.940 196 318.001.187 200.244 361210
4]13]5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemnerintah Daerah Lainnya 63.639.856.200 64.276.254.762 65.240.398.583 66.219.004 361 67.543.384 652

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Tahun 2016
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GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA
PENDANAAN

b. Proyeksi SiLPA

Proyeksi SiLPA sesuai Tabel 3.14 direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA sebesar
minus 6,42%, hal ini diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan,
penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan

peraturan penmdang-imdangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai

dengan perencanaan.

Tabel 3.14

Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

. _ , _ PROYEKSI .
URAIAN - - - ‘ '
- 2017(Rp) | 2018 (Rp) 2019 (Rp}. - 2020 {Rp) 2021 (Rp) .
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ‘
Tahun Sebelumnya (SILPA) 27.344.361.419 25.914.586.873 | 25.588.275.922 | 24.397.099.558 | 20.846.998.757

¢. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

‘ Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),
maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan
Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3,15 .
Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan
_ _ _ PROYEKSI S
URAIAN - : —
S 2017 (Rp) | ~ 2018(Rp) .| . 2019(Rp) 2020(Rp}:. |. 2021(Rp}
Pendapatan 1.575.856.624.605 | 1.671.863.194.083 | 1.763.146.790.925 | 1.850.295.277.746 | 1.937.095.670.527
Sisa Lebih (Riil) 27.344.361.419 25914586873 | 25388275922 |  24397.099358 |  20.846.998.757
Perhitungan Anggaran
KAPASITAS
KEMAMPUAN 1.603.200.986.024 | 1.697.777.780.956 | 1.783.735.066.847 | 1.874.692,377.304 | 1.957.942,669.234
= KEUDA

d. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat
realisasi pengeluaran wajib dan mengikat peﬁode tahun sebelumnya. Adapun hasil proyeksi
untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat
dilihat melalui Tabel 3.16 berikut ini:

Tabel 3.16
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan

B S o . PROYEKSI
NO | " URAIAN : —— : :
S 2017(Rp) | 2018Rp) . | - 2019(Rp) . 2020(Rp) | 2021 (Rp) -
1 | BELANJA 1,013.356,150,113 | 1,059,604178338 | 1,112,638,920,836 | 1,158,193,527,482 | 1,195,135,784,816
BELANJA
A | TIDAK 1,001,226,995.398 | 1,047,247,293,724 | 1,098,918,018.305 | 1,143,957,222,155 | 1,160,215,855,573
LANGSUNG
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NO

PROYEKS1

. URAIAN

. .2017 (Rp)

2018 (Rp}

2019 (Rp)

12020 (Rp) -

2021 (Rp)

Gaji Dan
Tunjangan

712,312,043,162

742,430,992,063

772,199,929,250

802,706,690,227

830,143,868,612

Tambahan
Penghasilan PNS

3,067,336,618

3,357,679,576

3,675,305,346

4,023,415,350

4,404,257,254

Belapja
Pererimaan
Lainnya Pimpinan
Dan Anggota
DPRD Serta
KDH/WKDH

3,523,615,000

3,610,152,000

3,656,801,000

3,706,463,000

3,748,879,000

Belanja Bantuan
Kepada Partai
Politik

983,679,735

983,679,733

983,679,735

983,679,735

983,679,735

Bagri hasil Kpd
Prop/Kab/Kota
dan Pemdes

4,360,253,146

5,204,000,206

5571454,211

6,013,661,780

6,270,192,868

Insentif
Pemungutan
Pajak Daerah

1,306,000,000

1,348,150,000

1,372,000,000

1,404,000,000

1,442,400,000

Insentif
Pemungutan
Retribusi Daerah

785,274,834

907,198,347

1,041,280,276

1,212,349,204

1,283,195,663

@

Belanja Bantuan
Keuangan Kepada
Pemerintah
Daerah/Pemerint
ahan Desa
Lainnya

274,388,792,903

289,413,441,797

310,417,368,457

323,906,762,859

331,939,382,741

BELANJA
LANGSUNG

12,129,154,715

12,356,884,614

13,720,592,531

14,236,305,327

14,919,928,943

Belanja Jasa
Kantor

12,060,629,715

12,288,359,614

13,652,367 531

14,167,780,327

14,851,403,943

Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS

68,525,000

68,525,000

68,325,000

68,525,000

68,525,000

|

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
DAERAH

2,950,000,000

2,950,000,000

2,950,000,000

2,950,000,000

2,950,000,000

Penyertaan Modal
(Investasi} Pemda
Badan Usaha
Milik Daerah
(BUMD}

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

2,600,000,000

Dana Bergulir

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

350,000,000

1+11

1,016,306,150,113

1,062,354,178,338

1,115,588,910,836

1,161,143,527,482

1,198,085,784,816

®

e. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan

anggaran belanja langsumg dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program

pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahum ke depan dapat dilihat melalui

Tabel 3.17 berikut ini:

Tabel 3.17

Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

Kabupaten Pacitan

: . PROYEKSI
. NO URAIAN :
' 2017 (Rp) 2018 (Rp) . 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp)
KAPASITAS ,
A | KEMAMPUAN 1.603.200.986024 | 1697777780956 |  1788735.066847 |  1874692.377.304 1.957.942.669.284
KEUANGAN DAERAH
1 | PENDAPATAN 1575856620605 | 1671863194083 | 1763146790925 | 1850.295.277.746 1.937.095.670.527
o | SisaLebih Ridl) 77344 361419 25.914.586.873 25.588.275.922 24.397.099.558 20.816.998.757
Perhitungan Anggaran
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PENDANAAN
2% PROY ‘
) No URAIAN — EKsI
2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp)
B | BELANJA DAERAH 1.600.250.986.024 1.694.827.780.956 1.785.785.066.848 1.871.742.377.303 1.954.992.669.284
BELANJA TIDAK
1 | LANGSUNG 1.019.162.753.574 1.065.183.051.900 |  1.116.853.776.481 1.161.892.980.330 1.198.151.614.048
PRIORITAS I 1.001.226,995 398 1.047.247.292.724 1.098.918.018.305 1.143.957.222.154 1.180.715.855.572
a | Gaji Dan Tunjangan 712.312.043.162 742.430.992.063 772199.929250 | | 802.706.690.227 8130.142.868.612
Tambahan Pen; ilan
b | pns ghasila 1.067.336.618 3.357.679.576 1,675.505.46 4.023.415350 4.404.257 254
Belanja Penerimaan
Lainnya Pimpinan Dan
¢ Anggg' o ngo Sorta 1.523.615.000 3,610.152.000 1.656,801.000 1.706.463.000 1.748.879.000
KDH/WKDH
Belanja Bantuan Kepada
d Parlaij Politik P 981.679.735 983.679.735 983.679.735 983.679.735 983.679.735
Bagi hasil Kpd
e | Prop/Kab/Kota dan 4.860.253.146 5.204.000.206 5.571.454.241 6.013.661.780 6.270.192.868
Pemdes
Insentil Pemungutan
3 Pajak Daerah 1.306.000.000 1.340.150.000 1.372.000.000 1.404.000.000 1.442.400.000
v
g R“::;‘h“fsf"[’)“;::‘i“m 785.274.83 907.198.247 1.041.280.276 1.212.549.204 1.263.195.663
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada .
h | Pemerintah 274.388.792.903 289.413.441.797 110.417.368.457 323.906.762.859 131.939.382.741
. Daerah/Pemerintahan
-, Desa Lainnya
PRIORITAS III 17.935.758.176 17.935.758.176 17.935.758.176 17.935.758.176 17.935.753.176
a | Belanja Hibah 9.599.525.000 9.599.525.000 9,599.525.000 9,569.525.000 9,569,525.000
b | Belanja Bantuan Sosial 6.406.647.816 6.406.647.816 6.406.647 816 6.406.647.816 6.406.647.816
¢ | Belanja Tidak Terduga 1.929.585.360 1.929.585.360 1.929.585.360 1.929.585.360 1.929.585.360
2 | BELANJA LANGSUNG 581.088.232.450 629.644.729.056 668.931.290.367 709.849.196.973 756.811.035.236
PRIORITAS1 12129.154.715 12.356.884.614 13.720.892.531 14.236.305.327 14.919.928.943
a | Belanjajasa Kantor 12.060.629.715 12288.359.614 13.652.367.31 14.167.780.327 14.851.403.943
Belanja Beasiswa
b | Pend fikan PNS 68.525.000 68.525.000 68.525.000 68.525.000 68.525.000
PRIORITAS 11 568.959.077.735 617.287.844.442 655.210.397.836 695.613.091.616 741.921.126.293
PENGELUARAN
C | PEMBIAYAAN 2.950.000.000 2.950,000.000 2.950.000.000 2,950.000.000 2.950.000.000
DAERAH
PRIORITAS I 2.950.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 2930.000.000
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemnda Badan
- a | {suha Milik Daerah 2.600,000,000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000
{BUMD)
= b | DanaBergulir 350,000,000 350.000.000 350.000.000 350,000,000 350.000.000
SURPLUS (DEFISIT) = A-(B+() - - - - -

Berdasarkan tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa rencana pengeluaran terbesar dalam kurun

‘waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terdapat pada gaji dan tunjangan PNS.

Untuk itu terus diupayakan dan didorong peningkatan belanja daerah sebagai komponen

keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro sehingga- dapat memberikan pemicu atau

stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka

pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier lebih besar bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun

dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke

depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu
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berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan semakin menurun. Pengelolaan
belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus
memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pencapaian efektifitas progrram, mengingat keterbatasan anggaran maka
pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (money follow program). Selanjutnya arah

pengelolaan belanja daerah didasarkan pada;

a.  Prioritas
Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik
pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggéran

Belanja Daerah harus dimanfaatkan deng'an sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan
dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang

berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

¢.  Tolok Ukur dan Target Kinerja
Belanja daerah pada setiap kegiatannya disertai dengan tolok ukur dan target kinera yang
meliputi masukan, keluaran dan hasil sebagaimana tugas pokok dan fungsinya serta

diharapkan dapat meningkatkan tingkat capaian terhadap indikator sasaran.

d.  Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja harus dapat dipértanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terutama diprioritaskan pada penerapan pengelolaan keuangan berbasis akrual.
Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut

pula proses outfcome program serta keluaran dan hasil kegiatan.

f. Kebijakan Alokasi Anggaran

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, maka selanjutnya ditetapkan
kebijakan terhadap alokasi kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai
kelompok prioritas sebagai berikut:

Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai:

Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai:

Program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun
2016 sampai dengan tahun 2021, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema
atau program unggulan dan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD yang telah

diintegrasikan dengan RPJMN mauptm RPJMD Propinsi. Program tersebut harus berdampak

. ada-xoasyarakat d i i isi misi. Di samping itu,
Pt wera TSR E-Rada—masy f:ngan' daya ungkit pada capa1@ visi mis p g
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prioritas Il juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling
berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan
prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan
fungsi SKPD.

Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai:

Prioritas ini untuk mendanai alokasi belanja tidak langsung seperti: belanja hibah, belanja
bantuan sosial kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan dan pemerintahan desa, belanja
tidak terduga serta didalamnya untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah yang akan
dilaksanakan tahun 2021.

Berdasarkan uraian di atas, maka alokasi kapasitas keuangan daerah menurut kelompok
prioritas dan secara keseluruhan kerangka pendanaan pembangiman Kabupaten Pacitan

Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 disajikan pada Tabel 3.18 berikut:
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Tabel 3.18
Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Tahun 2017-2021
Kabupaten Pacitan
_ _ _ PROYEKSI ‘ o
JENISDANA - [ 2017 S 2018 o 2019 , 2020 S 202
' ' @ | ® | | Ry %) | Rp (%) - (Rp) - (%) (Rp)

PRIORITAS | 6339 | 1016306150113 | 6258 | 1.062554.178338 | 6237 | 1.115.588910.836 | 61,94 | 1161143527481 | 61,09 | 1.198.085784.815
BELANJA TIDAK LANGSUNG 6245 | 1.001.226995.398 | 61,68 | 1.047.247.203724 | 61,41 | 1.098.918.018305 | 61,02 | 114395722154 | 6028 | 1.180.215.855.872
BELANJA LANGSUNG 0,76 12129154715 | 0,73 12356884614 | 077 13720892531 | 0,7 14.236305327 | 076 14.919.928.943
PENCELUARAN PEMBIAYAAN | ¢ 2950000000 { 0,17 2950.000000 | 016 2950000000 | 016 2950000000 [ 0,15 2 950.000.000
PRIORITAS II 35,49 568.959.077.735 | 36,36 617287.844.442 | 36,63 655.210397.836 | 37,11 695613.091.646 | 37,89 741.921.126 293
PRIORITAS 111 1,12 17.935.758176 | 1,06 17.935758.176 | 1,00 17.935.758.176 | 0,96 17.935.758.176 | 0,92 17.935.758.176
- JUMLAH . | 100 | 1603200986024 100 | 1697.777.780956 | 100 ~| 1788.735.066.848 | 100 | 1.874.692377303| 100 | 1.957.942669.284
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BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses pembangunan, setiap kabupaten/kota akan dihadapkan kepada beberapa isu
strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang
serta prospek pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi daerah,

namun demikian terdapat beberapa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yéng akan

., mewarnai pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

41.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan dijabarkan ke dalam
program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan' pembangunan daerah periode 5
(lima) tahun berkenaan (RPJMD). RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 saat ini merupak‘an petiode
ketiga dari RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Suatu program pembangunan daerah harus

- menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta

tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Dengan demikian,
diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan
pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan

sasaran RPJMD. Hasil identifikast tersebut disajikan pada tabel 4.1 berikut:
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Tabel 4.1

Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

Sasaran RP]i’Ij '

" Indikator Target RP]PD

Permasalahan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang
Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan
Berbudaya.

Terwu;udnya karakter masyarakat Pacitan yang tangguh, kompetlhf berakhlak
mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang
dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong
royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek.

Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya
peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri
dan kepribadian bangsa.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandaj dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang
Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian
(Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan

sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai tingkat
kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat
pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin.

. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan
pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien
sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta
meningkatnya peranan sektor jasa.

Terwujudnya Infrastruktur Daerah yang
Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas
Ekonomi yang Stabil,

Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi,
terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya
konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber
daya air.

Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permuklman yang
dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan
kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi
masyarakat

Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya
saing, aman, sejahtera.

. Terwujudnya Suasana Aman dalam Kehidupan

Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya

Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan
keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun
dalam daerah.

Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan,

1.

Tingginya Angka Kemiskinan
Tingginya Angka Pengangguran

Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber
Daya Alam,

Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan
dan Kesehatan,

Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas
dan Pelayanan Publik.

Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur.

Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap
Air Bersih.

Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam.
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Sasaran RPJPD - -

Indlkator Target RPJPD

' Permasalahan Pembangunan Daeréh

pangkat dan ]abatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi
manusia.

Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.
Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada
prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam
yang Berwawasan Lingkungan

Semakin baiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap tetjaganya
fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam
mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi,

Terpeliharanya kekayaan keragamaman JenlS dan kekhasan sumber daya alam
untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah.
Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam
pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk
menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan,

Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas,
Berlandaskan Prinsip-prinsip Good Governance
dan Clean Government

Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang
mampu mendukung pembangunan daerah.

Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat
diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum,
birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan
masyarakat ekonomi yang mandiri.

Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten,
konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif. _

Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu
mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola kepemerintahan yang baik
(good governance).

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik,
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah,
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41.2.  Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah

Dalam membahas identifikasi permasalahan penentuan program pembangunan daerah ini
dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kondisi yang dihadapi saat ini dengan target
atau indikator yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berikut ini disajikan

permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi kinerja per urusan.

4121, Pendidikan

Permasalahan yang terjadi juga adalah masih terdapatnya penduduk yang buta huruf, tercatat
pada tahun 2015 sebanyak 7,17% penduduk di atas umur 15 tahun yang masih buta huruf. Selain
buta huruf, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga masih sangat rendah. Hal
ini ditunjukkan dengan masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan kurang memadai. Pada
tahun 2015 untuk jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 5,29% sekolah dalam kondisi
bangunan rusak dan untuk jenjang sekolah menengah atas sebanyak 7,19% sekolah dalam kondisi
bangiman rusak. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting
yang perlu diperhatikan, karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-
akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.

Masalah lainnya adalah masth rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya
pada jenjang pendidikan tingkat atas, hal ini terlihat pada tahun 2015= angka melanjutkan untuk
jenjang SMA/SMK/MA mencapai 80,22% atau sebanyak 19,78% anak yang lulus SMP/MTS tidak
melanjutkan.

Berkaitan dengan tenaga pengajar di Kabupaten Pacitan juga masih perlu ditingkatkan lagi
kualitas guru yang ada dimana masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi 5-1 atau D-
IV tercatat pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah dasar masih terdapat sebanyak 12,22% yang
belum memenuhi kualifikasi, untuk jenjang SMP sebanyak 4,49% dan untuk jenjang pendidikan

SMA sebanyak 1,08% yang belum memenuhi kualifikasi,

41.22. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi setiap masyarakat, hal tersebut
juga akan be?rﬁaﬂkepada kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas
kesehatan maka diharapkan secara langsung akan meningkatkan produktivitas sumber daya

manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta

* memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa permasalahén yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
1. Sebagian masyarakaf golongan menengah ke atas lebih percaya berobat di luar Kabupaten

Pacitan;

2. Tenaga medis dan paramedis masih kurang, hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga medis
yang sudah pensiun, namun sampai sekarang belum ada penggantinya;

3. .. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum sesuai standarf;

Paraf Hierarki Earal Kaortieasi
SKPDf Baguan Pameakacsa . s e
Sekda t‘{ SKPD!BBA}'P%% - I RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 z Ve
Asisten Z S agian Terkai IO |
Kabag L 2
Ltk 1 GO




4. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) masih
rendah;

5. Pelaksanaap 5 pilar STBM (sanitasi tdtal berbasis masyarakat) belum optimal;

6. Angka kesakitan penyakit menular serta meningkatnya kasus penyakit yang tidak menular
masih tinggi;

7. Kasus gizi buruk pada kelorﬁpok rentan di masyarakat;.

Angka kematian ibu dan bayi masih terjadi.

4.1.23.  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya jalan dan jembatan dengan
kondisi belum rnantap; tercatat pada tahwun 2015 jalan dengan kondisi belum mantap masih sangat
tinggi yakni sebesar 43,85% dan jembatan sebesar 7,19%. Jaringan irigasi di Kabupaten Pacitan
pada tahun 2015 masih terdapat kondisi kurang baik sebesar 43,92%. Permasalahan lain yang
sedang dihadapi adalah masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses air bersih. Hal

_ ini ditunjukkan oleh kondisi aksesibilitas air bersth pada tahum 2015 sebesar 50,05%.

Terkait tata ruang, permasalahannya adalah masih minimnya dokumen tata ruang yang dapat
digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Untuk saat ini barﬁ ada dokumen RTRW dan
belum memiliki dokumen RDTR yang sudah dilegalisasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam tata ruang sebagai berikut:

1.  Pesatnya pembangiman yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan;

2. Penanganan infrastruktur wilayah yang belum terpadu secara keruangan;

3.  Mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang belum optimal;

4.  Peran kawasan strategis di Kabupaten Pacitan belum optimal;

5. Pengembangan wilayah antara kawasan perkotaan dan perdesaan belum terpadu dan

sinergis.

4124, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah masih terdapatnya rumah
tinggal yang belum terlayani MCK, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 12,44%. Selain itu di
Kabupaten Pacitan juga masih terdapat rumah yang tidak layak huni sejumlah 3.472 unit dan
diperkirakan masih ada penambahan. Selain itu di wilayah perkotaan masih terdapat
drainase/ pembuangan aliran air yang masih kurang baik, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat

19,46% drainase yang kondisinya kurang baik.

41.25. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketentraman dan ketertiban yaitu:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;

2. Jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (jumlah dan kualitas) mengakibatkan

enanganan Peraturan Daerah tidak optimal;

Parat Hierarki Farat Koordirasi
Sekda { SKPD/ Bagian Pzmrakarsa
E;ﬁfpgﬁﬁ' 3 RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten 7: fKPD_I Bagian Terkait: :
Kabag 2: ——
LHbH W AP—



3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, kondisi saat ini belum memiliki ruangan untuk
menyimpan barang sitaan; '
Masih rendahnya kesadaran pihak swasta intuk melakukan perizinan;

5. Ketidaksesuaian izin dari para pelaku usaha. Kondisi yang ada sekarang pelaku usaha
mengajukan izin restoran, namun digunakan untuk hiburan dl1;

6. Masih belum terdapat Satuan Linmas untuk daerah-daerah wisata.

4.1.2.6. - Sosial

Permasalahan di bidang sosial yang terjadi di Kabupaten Pacitan antara lain kurangnya fasilitas
pelayanan PMKS, kurangnya SDM tenaga Tanma Siaga Bencana (TAGANA) dan kampung siaga
bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, masih rendahnya jaminan sosial

bagi masyarakat kurang mampu.

4.1.27.  Tenaga Kerja

Pada urusan ketenagakerjaan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pacitan adalah angka
partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2014 masih mencapai 68,85%. Berdasarkan hal tersebut
dapat dilihat juga tingkat pengangguran terbuka yang terjadi, pada tahun 2014 mencapai1,08%. |
Selain itu, permasalahan lain yang juga dihadapi terkait ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya
kualitas dan produktifitas angkatan kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang ada memiliki
akses yang sangat terbatas untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan yang diinginkan lapangan
kerja, Lebih lanjut, dengan kualitas tenaga kerja yang terbatas menyebabkan daya saing tenaga
kerja tidak optimal.

41.28. Pemberdayaan Pererﬁpuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, beberapa permasalahan di Kabupaten
Pacitan adalah masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun
sampai dengan tahun 2015 telah ditangani 100% dari seluruh kasus, akan tetapi trend tingginya

angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.

4.1.29. Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin
menurunnya ketersediaan jumlah pangan utama. Tercatat pada tahun 2015 hanya terdapat 194,55
(Kg/jiwa). Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 204,52

(Kg/jiwa).

4.1.210. Pertanahan
Dalam bidang pertanahan, permasalahan yang terjadi adalah masih tingginya kasus perselisihan

~ tanah yang terjadi, pada tahun 2015 tercatat terdapat 80 kasus perselisihan tanah yang terjadi.
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Meskipun demikian seluruh kasus tersebut dapat ditangani seluruhnya dengan baik. Masih

rendahnya kepastian hukum kepemilikan tanah di masyarakat yang memiliki lahan.

4.1211. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup, permasalahan persampahan pada tahim 2015 masih terdapat
9,656% yang belum terlayani.

4.1.2.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapatnya penduduk 17 tahun yang belum memiliki

KTP. Berdasarkan data yang ada, tercatat pada tahun 2015 terdapat 10,27% penduduk yang belum

memiliki KTP. Begitupun dengan kepemilikan akta kelahiran, pada tahun 2015 masih terdapat

- 1991% anak yang lahir dan belum memiliki akta lahir, Selain itu permasalahan lainnya yang

dihadapi adalah:

1. Kondisi geografis yang menghambat warga untuk mengurus dokumen kependudukan dan
catatan sipil;

2. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih -
kurang;

3. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KIA-
Kartu Identitas Anak). |

41.213. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan desa juga masih terdapat beberapa permasalahan
yang dihadapai, permasalahan tersebut antara lain: | |
1. Diperlukan penguatan kelembagaan pasca berakhimya PNPM-MPd untuk memelihara dan
melestarikan asset yang dimiliki PNPM-MPd utamanya dana bergulir (SPP);

Peran lembaga LPMD belum maksimal;

Peran KPM belum optimal di desa;

Belum memfungsikan LPMD dalam perencanaan pembangunan di desa;

KPM belum diberdayakan;

Kurangnya pemahaman peran Pokja Posyandu desa di wilayah Kecamatan dalam

IS

mengembangkan tugas fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat akan pentingnya
posyandu serta pengurus Pokja Posyandu belum berfungsi secara optimal;

7. Kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga desa dalam mendukung program

PMT-AS bagi anak sekolah.
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4.12.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan antara lain:
1.. Masih banyak pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan kontrasepsi;
2. Masih rendahnya kepesertaan ber KB dan metode kontrasepsi jangka panjang;

3. Terbatasnya jadwal pelayanan mobile.

4.1.2.15. Perhubungan
-Dalam urusan perhubungan permasalahan yang diliadapi oleh Kabupaten Pacitan adalah
rendahnya kualitas angkutan umum yang belum memenuhi SPM, pada tahun 2015 baru terdaftar
sebesar 42% angkutan yang melakukan uji kendaraan. Sedangkan kelengkapan alat vji pada unit
pelayanan pengujian sampai dengan tahun 2015 baru tercapai 60%, sehingga belum memenuhi
persyaratan akreditasi. Selain itu sarana dan prasarana keselamatan transportasi masih sangat'
minim, ditandai dengan baru terpenuhinya 29,12% dari total kebutuhan. Permasalahan
perhubungan juga tidak lepas dari turunnya jumlah penumpang yang dapat terangkut angkutan |
. umum. Penurunan jumlah penumpang disebabkan karena penduduk beralih memilih kendaraan
pribadi karena kemudahan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi angkutan
umum banyak yang rusak dan terbatas jumlahnya juga menjadi penyebab turunnya jumlah
penumpang, sedangkan turunnya jumlah penumpang menyebabkan pendapatan angkutan umum

tidak sebanding dengan biaya operasional.

4.1.216. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika antara lain masih
terdapat area blank spot yang sangat menghambat akses komunikasi ke wilayah tersebut. Selain itu
infrastruktur komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Pacitan pun masih belum
memadai serta belum memadainya infrastruktur jaringan data, sedangkan pengelolaan data dan

. informasi sendiri masih bersifat parsial.

4.1.217. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan
menengah adalah masih banyaknya koperasi yang kurang aktif, kurangnya kemampuan
administratif pengurus koperasi, penegakan marwah koperasi yang memiliki semangat
kebersamaan dan gotong royong. Permasalahan yang lain adalah masih rendahnya kemampuan

wirausahawan dan masih kurangnya permodalan,

4.1.218. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Pacitan masih menemui permasalahan yaitu masih rendahnya
investor yang masuk ke wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Infrastruktur belum memadz;li mmtuk standar nasional;

2. Lahan datar yang tersedia tidak memenuhi luasan area kebutuhan investor;

3. Tidak tersedianya kawasan industri.
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Paraf Hierarki

41.219. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang terjadi terkait pemuda dan olahraga adalah masih rendahnya jumlah |
organisasi pemuda yang ada saat ini. Tidak hanya itu, organisasi olahraga juga masih sangat
rendah yakni pada tahum 2015 terdapat 23 organisasi pemuda dan 24 organisasi olahraga. Dengan
rendahnya jumlah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya jumlah kegiatan
kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015
sebanyak 46 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah ini hanya bertambah 5 kegiatan dari
tahun sebelumnya sebanyak 41. Tidak hanya itu, jumlah kegiatan olahraga pun pada tahun 2015
mencapai 29 kegiatan, hanya bertambah 1 kegiatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 28

kegiatan.

4.1.2.20. Statistik

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang statistik adalah belum
adanya koordinasi antar PD mengenai urusan statistik sektoral sehingga terjadi tumpang
tindih/duplikasi kegiatan pendataan. Masing-masing PD belum mencantumkan program dan
kegiatan statistik sektoral sesuai dengan urajan tugas, fungsi dan tata kerjanya. Belum adanya
atﬁran berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan

statistik sektoral.

4.1,2.21. Kebudayaan
Dalam bidang kebudayaan khususnya berkaitan dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya
masih sangat rendah. Tercatat sampai pada tahun 2015 hanya terdapat 30 sarana saja dan jumlah

tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

4.1.222. Perpustakaan

'Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang perpustakaan antara

lain adalah:

1. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan (fasilitas ruang baca dewasa dah anak) serta
prasarana pendukung; '

2. Masih terbatasnya koleksi pustaka yang sesuai kebutuhan pemustaka;

3. Kurangnya tenaga pustakawan dan IT.

41223, Kearsipan
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kearsipan adalah

kurangnya sarana prasarana dan SDM pengelola kearsipan.

4.1.224. Kelautan dan Perikanan
Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kelautan dan
perikanan adalah: '

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi nelayan, pembudidaya serta pengolah perikanan;

2. -Penurpnga-potensi-sumber daya ikan;
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3. Rendahnya permodélan bagi nelay"an, pembudidaya dan pengolah;

4. Masih terjadinya pelanggaran alur pelayaran dan penggumaan alat terlarang dalam
- penangkapan ikan; | o | .

5. Rendahnya SDM nelayan, peﬁbudidaya dan pengolah perikanan;

6. - Rendahnya- ketersediaan benih _ikan;

7. Menurunya ekosistem pesisir.

412,25, Pariw_i sata

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan pariwisata antara lain:
1 Kebijakan kepariwisataan belum selaras antar sektor dan keruangan;

2, Sarana dan prasarana di daerah menuju tujuan wisata kurang memadai;

3. Jaringan promosi wisata masih kurahg; |
4

.. SDM kepariwisataan masih rendah.

4.1.2.26. Pertanian

- Kabupaten Pacitan dalam bidang pertanian masih dihadapkan pada permasalahan yaitu semakin

menurunnya prdduktivitaé padi atau bahan pangan utama, tercatat pada tahun 2015 menghasilkan 160
ton, jumlah tersebut mengalami penunman jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni sebesar 210,23

ton.

41,227, Pe_rdagangaﬂ
Permasalahan bidang perdagangan' di Kabupaten Pacitan meliputi perizinan dan pendaftaran
perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang

penting, pengembangan ekspor dan standarisasi serta perlindungan konsumen.

4.1.2.28. Perindustrian

Perindustrian merupakan bidang yang mengedepankan adanya perkembangan dan perubahan
ekonomi globél yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah
tertentu, sehingga harus dilakukan penataah secara rapi dari perencanaan pembangunan industri,

perindustrian dan sistem informasi industri nasional,

42, Isu-Isu State gis.

421.  Telaahan Isy/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi

Penentuan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan pemetaan terlebih
dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan intemasional, nasional maupun regional

(provinsi). Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 4.2:
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Tabel 4.2

Pemetaan Isu- Isu Strategis Berdasarkan Isw/Kebijakan Internasmnal

Na51onal dan Provinsi

Regional (RPJMD Provinsi Jawa

restorasi sosial Indonesia. -

R Internaswnal Sl Nasnonal (RP]MN 2015-2019) |7 Timur2014-2019)..
1 ngkungan 1. Menghadlrkan kembah negara untuk | 1. Meningkatkan Kesejahteraan

"~ Hidup. melindungi segenap bangsa dan memberikan Rakyat Yang Berkeadilan,
2. Perkembangan . rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Meningkatkan Pembangunan

- Ekonomi, 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri,

3.. Perkembangan membangun tata kelola pemerintahan yang Dan Berdaya Saing, Berbasis
Teknologi bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Agrobisnis/ Agroindustri, Dan
Informasi. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Industrialisasi.

4. Pencapaian - memperkuat daerah-daerah dan desa dalam | 3. Meningkatkan Pembangunan
Sustainable - * kerangka negara kesatuan. Yang, Berkelanjutan, Dan Penataan
Development 4. - Memperkuat kehadiran’ negara dalam Ruang.

Goals (SDGs). melakukan reformasi sistem dan penegakan Meningkatkan Reformasi Birckrasi,
_ hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan Dan Pelayanan Publik,
 terpercaya. 4, Meningkatkan Kualitas Kesalehan

5.". Meningkatkan kualltas hidup manusia dan Sosial Dan Harmoni Sosial,
masyarakat Indonesia.
6. - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
" saing di pasar Internasional sehingga bangsa
Indonesia bisa maju dan bangkit bersama
bangsa-bangsa Asia lairmya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik,
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat

Lebih lanjut uraian mengénai RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

diuraikan sebagai berikut:

1. RPIMN 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangtman Iangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut melalui Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dengan memperﬁmbangkan masalah pokok bangsa, tantangan

pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan
nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: |
TERWU]UDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Untuk mewujudkan visi ini ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya marltlm, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hukum;

3 Mewujﬁdkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
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4, Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang.tinggi, maju, dan sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;

6. Méwujudkan Indonesia ménjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
- kepentingan nasional; '

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan,

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara
politik, mandiri dalam bidang ekbnomi, danrberkepribadiéjn dalam kebudayaan, dirumuskan 9
(sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, sebagaimana
telah disajikan pada Tabel 4.2 diatas. Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk
mewujudkan nawacita disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

1) Membengua untuk manusia dan masyaraskat;

2) Upayapeningkatan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak balels menciprakan ketimpangan yang makin
malabar. Perbatian khusus dibarikan kepada paniaghatan produksivicas rakyast lapisan manangab bawah, tanpa
menghalangi, mengh uubat, mangaeilkan dan mengurangi keleluuun palaku-pelaku besar untuk tarus menjadi
agen partwsnbuban;

3) - Aknvitas pembangunan tidak bolab mn’usnk. mapurunkan dayas dukung lingkungan dan kassimbangan akosistem
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Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan diatas tentunya didukung
dengan pembangﬁnan daerah, Sebagai satu kesatuan sistem'perencanaan pembangunan nasional,
maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Hal lain yang menjadi isu penting dalam
menuﬁjang pencapaian sebagian target nasional, yaitu mengenai universal access meliputi : akses air
minum 100%, kawasan permukirﬁan kumuh Perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air

limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) juga menjadi prioritas penanganan dalam

RPIMD 2016-2021 ini.
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Dalam Buku I RPJMN 2015-2019 disusun perencanaan pembangunan yang menggunakan

pendekatan kewilayahan atau pulau, Berdasarkan hasil telaahan rencana pembangunan nasional

untuk wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, berikut ini disajikan beberapa arahan
pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur.

1. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko
bencana pada 36 kabupaten/kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik
yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan
lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. Adapun jenis bencana yang ada di
Kabupaten Pacitan yaitu ancaman banjir dan tanah longsor;

2. Kegiatan strategis jangka menehgah nasional di Provinsi Jawa Timur yang terkait sumber daya
air salah satunya diprioritaskan untuk pembanguman Bendungan Wonodadi dan penyelesaian

pembangunan Waduk Tukul di Pacitan.

2. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019

ditetapkan Peraturan daerah Nomor 3 ATahun 2014. RPJMD ini merupakan pedoman bagi

pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun. Adapun visi pembangunan Jawa Timur

yang ingin diwujudkan pada' periode 20142019 adalah: "Jawa Timur Lebik Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak".

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ditempuh melalui lima misi yang

diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik".

Lima misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 yaitu:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.
Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan
perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar,
dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan
akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta
percepatan dan perluasan penanggulangah kemiskinan. |

2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya
saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif),
sekaligus meningkatkan kemandirian dan kémampuan daya saing, terutama berbasis
égrobisnis/ agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan
kelembagaan Usaha Mikro dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertahian dan
ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta
percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor
pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdayﬁ saing, dan pemeliharaan

serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,
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luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
imtuk mengembangkan daya saing ekonomi dan.kesejahteraan rakyat.

Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan
kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan penirigkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),

dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik.

. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan
kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama,
sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus
merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya
membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban
yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap

hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan

Berakhlak” melalui 5 (lima) misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong

Cilik”, dilakukan berlandaskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu:

1.

Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan
partisipasi rakyat;

Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang di dalamnya secara
implisit termasuk strategi pro poor, pro job, pro growth dan pro environment;

Pengarusutamaan gender.

42.2. Telaahan Daerah Sekitar- ,
Penyusiman RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya

agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar.

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus
Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan
Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama,

utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan

Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel

1
disinergikan;
1.
bersama;
2.
3.
wilayah/kawasan pembangunan.
sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

‘No " Daerah Lain ' Periode RPIMD - Telaahan Visi dan Misi Y
1 | Kabupaten Trenggalek 2016-2021 Visi:
Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil,

Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan
Taqwa.’ ' '

Misi:

1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih,
kompeten dan profesional, demi pembangunan
yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima
kepada masyarakat dalam pelayanan dasar
khususnya kesehatan dan pendidikan.

2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta
sektor produktif lain, melalui peningkatan
produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan
akses terhadap sarana produksi, serta memberikan
perlindungan  terhadap  masyarakat  untuk
mewujudkan  tata niaga yang adil dan
menyejahterakan,

3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan

infrastruktur transportasi dari skala regional hingga

. tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur
lain, termasuk yang menunjang pengembangan
pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek,

4. Meningkatkan penciptaan lapangan ketja bagi SDM
terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif
lain serta meningkatkan daya tarik investasi industri
dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi
kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat.

2 | Kabupaten Ponorogo 2016-2021 Visi:
mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan
berdaya saing.

Misi:

1. Membentuk Budaya keteladanan pemimpin yang
efektif, guna  mengembangkan manajemen
pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan
berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.

2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih daya
guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta

. bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui

investasi, industri, perdagangan dan pengembangan
pariwisata  menjadi = lokomotif  penggerak
perekonomian daerah.

3. Mewujudkan pengelolaan instruktur strategis secara
professional agar memiliki daya dukung yang kokoh
untuk menyokong produktifitas masyarakat.
kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan
model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya
saing tangguh.

5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua,
ketersediaan ruang publik yang memadai dan
berwawasan lingkungan.

6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya
pemberdayaan masyarakat dan desa miskin,
pengangguran serta perluasan kesempatan kerja,
dan melindungi hak-hak masyarakat yang
berlandaskan pada penegakkan hukum yang
berkeadilan. :

7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan
sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan
masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang
handal, mempunyai kompetensi yang cukup, dan

membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan

a2 Herar SKPm_ﬁ%afﬂMcr&rasi = pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya
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‘No DaerahLain ~ ~ | PeriodeRPJMD | .=~ = = Telaahan Visi dan Misi - 7. &5
dan berkepribadian.

3 ] Kabupaten Gunung Kidul | 2016-2021 Visiz

Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan
wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju
masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan
sejahtera tahun 2021.

Misi:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
(Good Governance).

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
berdaya saing.

3. Memantapkan pengelolaan  pariwisata  yang
professional.

4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai imtuk
menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis
potensi daerah.

5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan
iklim investasi yang kondusif.

6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan
sumber daya alam secara berkelanjutan.

. 4 | Kabupaten Wonogiri 2016-2021 Visi:
Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya,
Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis,

Misi:

1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan
demokratis terpercaya yang meliputi unsur
manajemen keuangan, manjemen pelayanan dan
manajemen hukum dan pengawasan dengan
semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang
memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat
dalam Visi;

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan
pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar,
‘peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera,
peningkatan kualitas kesehatan dengan program
Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai

dengan agama dan keyakinan masing-masing

. mengedepankan sikap toleransi antar umat;

3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari
pinggiran dengan memperkuat prioritas
pembangunan di desa;

4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan
daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri
dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain;

5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya
serta tradisi di masyarakat Wonogiri;

6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di
segala bidang;

7. Mengembangkan seluruh potensl-potensi dldalam
jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan
rakyat Wonogiri.

Sumber: website masing-masing kabupaten.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 4 (empat) kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten
Pacitan juga memiliki periodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Pacitan, yaitu 2016-2021.
Dengan kondisi tersebut, maka keempat daerah tersebut juga bersamaan menyusun dokumen RPJMD
2016-2021, sehingga substansi yang diindentifikasi dari RPJMD adalah visi dan misi masing-masing
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informasi lainnya di dalam RPJMD memilild kemungkinan berubah dalam berbagai tahapan
pembahasan rancangan RPJMD menuju Perda RPJMD.

6.2.1. Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan 2005-2025 ditetapkan
dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat pedoman pembangunan Kabupaten
Pacitan dalam kurun waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025,
Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera

yang Menjunjung Nilai-Nilai Agama dan Budaya”

Adapun Misi Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah sebagai berikut:
_ 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia
' dan Berbudaya dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten
Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian
(Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata, dicapai dengan cara peningkatan produksi
pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya,
serta menumbuh kembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan
didukung antara Jain oleh peningkatan peran Usaha Mikro dan usaha lainnya.

3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas
Ekonomi yang Stabil dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah
yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan,

. meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan
tingkat kemiskinan dan penganggufan.

4, Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial
Budaya, dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban,
konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat,
berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasaan segenap aktivitas kehidupan
bermasyarakat yang bertanggung jawab.

5. Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan dicapai
dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga
keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
hidup. |

6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip Good

Governance dan Clean Government dicapai dengan cara membangun transparansi,
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akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang

didukung profesionalisme aparatur,
Oleh karena Rencana Pembangiman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5
(lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut
dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai
dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan
pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti
diabaikannya pembangunan di bidang lairmya. Hal itu semata-mata menunjukan penekanan atau
prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan. _
Saat ini pembangunan Kabupaten Pacitan memasuki tahap ketiga dari RPJPD. Untuk itu harus
dilakukan telaah terhadap arah kebijakan tahap ketiga RPJPD. Pembangunan tahap III (2016-2021)
diarahkan untuk Pemantapan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah
mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam
membangun penghidupaimya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya
bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut
yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya
daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam
pembangiman. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang
digerakkan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan
dalam arti yang sesungguhnya. |
Adapun target setiap tahapan pencapaian indikator kinerja mas'ing-masing misi disajikan pada
uraian di bawah ini. Target indikator yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025
disajikan berdasarkan misi.

Tabel 4.4

Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I

Target Capaian
No Indiktor Keberhasilan TahapI TahapIl Tahap 111 Tahap IV
(2006-2011) (2011-2016) (2016-2021) (2021-2026)
MISI I
1 Angka melek huruf (%) 96,58 96,65 96,71 96,77
2 | Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- APKPAUD 44 56 68 75
- APKTK 45 56 : 67 80
- APKSD/MI/PAKETA 103 103 103 103
- APKSMP/MTs/PAKET B : 974 98 99 100
- APKSMA/SMK/MA/PAKET C . 68 75 82 95
- APMSD/MI/PAKET A 98,99 99 99,5 99,9
- APMSMP/MTs/PAKET B 82 88 94 99,9
- APM SMA/SMK/MA/PAKET C 54 64 76 90
3 Usia harapan hidup (tahun) 71,11 7132 71,53 71,76
Angka kematian ibi melahirkan (per .
100.000 kelahiran) <4 <4 <4 <4
Angka kematian bayi
5 | (per 100.000 kelahiran) <50 <0 <96 <8
6 | Jumlah PMKS (orang) 80.781 70.265 61.119 53162
7 | Laju pertumbuhan penduduk (%) 0,028 0,030 0,032 0,035
§ | Tingkat Pengangou ka (%) 0,87 0,75 0.63 0,54
Farat Hierari 1. 4| Prod Bti\ ¥y PORR TK 12.420.273 39.632.860 126.467.719 403.556.134
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_ Target Capaian
No . Indiktor Keberhasilan Tahapl Tahap 11 Tahap I11 Tahap IV
: (2006-2011) (2011-2016) | = (2016-2021) (2021-2026)
10 | Angka Kemiskinan (%) 18,20 14,25 10,5 6,75
MISIII :
1 PDRB Perkapita (Rp) 5.781.065,28 6.311.155,60 6.841.245,92 7.371.336,24
2 NTP 116,71 120,61 124,50 128,40
3 | Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,52 7,38 8,24 9,10
MISIIII - :
1 Kondisi Jalan (m)
- Baik 760.970 1.095.322 1.576.578 2.269.288
-  Sedang 232.672 334,902 482.050 693.850
- Rusak 103.746 149.330 214.942 309.382
-  Macadam 74.694 107.513 154.752 222,746
-  Tanah 52,284 75.256 108.322 155.916
2 Cakupan Pelayanan Air Bersih (jiwa) 218.100 313.928 451.860 650.396
3 | Rwnah Layak Huni (rumah) ' 114.764 165.188 237.767 342.236
4 | Cakupan Jaringan Listrik (SR) 79.801 114.864 165.332 237.975
MISI IV
1 Persentase peningkatan partisipasi - 67,69% -70% 70% -73% 73% -76% 76% - 80%
masyarakat dalam pesta demokrasi
2 | persentasejumlah Organisasi Masyarakat, | = 7,19%-14% 14% - 19% 19% - 26%, 26 % - 33%.
Organisasi Politik, Organisasi Pemuda '
dan Organisasi Masyarakat lainnya yang
dibina :
3 rasio linmas inti per 10.000 penduduk 56,25%-61% 61% - 65% 65% - 68% 68% -70%
MISIV :
1 Lahan kritis (Ha) 23.233,00 2224873 21.264.45 20.280,18
Lahan yang ditangani (Ha) 1.795 1.935 2.075 2215
MISI VI
1 PAD (RP.LOO) 34.384.121 41.030.501 54.908.066 73.479.378
2 | Realisasi Investasi -
- PMA (Rp.000) - 74.659.500 124.075.750 173.492.000 222,908.250
- PMDN (Rp.000) 21.600.000 39.600.000 57.600.000 75.600.000
3 Jumlah PNS 10.196 10.696 11.446 11.946
4 | Tingkat pendidikan formal aparatur :
- D3/D4/S1 4.541 6.226 7.911 9,596
- 82 250 350 450 550
- 83 1 2 3 4

Sumber Data: RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

6.2.2.

Telaahan RTRW Kabupaten Pacitan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan rencana pola

ruang wilayah Kabupaten Pacitan, Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan

penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan

tahun 2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur

dan pola ruang dalarﬁPeraturan Daerah Kabtipaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu bahwa;

1.

2. Memperhatikan kebijakan dan strategl pengembangan pola ruang, yang memuat:

Meinperhatikan kebijékan dan strategi struktur ruang, yang memuat:

a. kebijakan dan strategi sistem perkotaan

b.  kebijakan dan strategi sistem perdesaan

c.. kebijakan dan strategi sxstem jaringan prasarana wilayah

a.  kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung

b.  kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

- Paraf Hisrarki Parat Koorginasi
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- Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang.mendasarkan pada struktur dan pola
ruang diatas, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten
Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan w1layah administrasi sebagai berikut:
' 1. Nawangan, Bandar dan Tegalombo
2. Sudimoro, Ngadirojo dan Tulakan
3. Prin'gkuku, Punung dan Donorojo
4. Arjosari, Pacitan.dan Kebonagimg

Gambar 4.2 menunjukkan pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah

, Gambar 4.2
Peta Pembagian Kawasan Pengembangan

PENCEMBANGAN KAWASAN
KABUPATEN FACITAN

Masing-masing kawasan pengembéngan mempunyaj karakteristik dan potensi unggulan yang
berbeda-beda. Berikut ini disajikan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah
sebagaiména Gambar 4.3 berikut ini: | |

Gambar 4.3

Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan
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Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah

agropolitan dan wisata sejarah, Agropolitan dikembangkan untuk komoditas tmggulan antara lain
perkebunan (kopi, cengkeh dan jahggelan) tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk,
plsang dan cabe), dan biofarmaka (]ahe) serta peternakan (sap1 dan kambing). Untuk mendukung
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— ANAUSIS ISU —1SU STRATEGIS

 aktifitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertaman antara lain industri sale pisang
dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropohtan pada
wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini
juga diarahkan untuk mendukumg aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan provinsi, jalan
kabupaten, dan jalan poros. | |

Gambar 4.4
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan
Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah
minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan budidaya
perikanan dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan
(melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian,
sukun dan cabe), dan biofarmaka (jahe) sertar peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung
aktifitas jasa jﬁga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan
kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur pelabuhan.
Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan
. | pada kawasan ini juga diaréhkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain
jalan kabupaten dan jalan poros,

Gambar 4.5
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadlro] o-Sudimoro-Tulakan
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- Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata

geopark. Ekowisata dikembangkan imtuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata
berkelanjutan, baik obyek wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukimg Gumimg

Sewu sebagai jaringan geopark internasional. Untuk destinasi wisata unggulan antara lain pantai

‘Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukarung, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk -

mendukung aktifitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk
infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara
hierarki antara lain jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan poros. |

Gambar 4.6
Pembangunan Terpadu W:layah Punung-Prmgkuku-Donoro]0

PRIQRITAS FENGEMBANGAN
EKOWISATA GEOPARK

Pembangunan Kawéslm :Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung

Sesuai dengan kdndisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah
minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan
budidaya dan perikainan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan.

Untuk mendukung aktifitas perdagangaan dan jasa dikembangkan pasar daerah dan pusat

pengembangan perekonomian kabupaten.

Gambar 4.7
Pembangunan Terpadu Wilayah Pac:tan-Arjosan-Kebonagung

AN(:AN KAWASAN TERPADI
OSARIKESONAGUNG
JACUNG

PRIORITAS PENGEMBANG AN:
‘A MINAPOLITAN, PERDAGANSAN DAN JASA ]

Paraf Hierarki

Paraf Xoordinasi

Sekda

v/

Asisten

SKPD/ Bagian Pemrakarsa | . o ) - “ .
. BAPED i ' RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
SKPD/ Baglan Tevkait:




6.2.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup .Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun
2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa
prinsip-prinéip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahum yang akan datang. | |
Untuk meningkatkan kualitas perencanaan perﬁbangunan Kabupaten Pacitan yang akan datang,
terutama dalam upaya perlindurigan dan p'én.gelolaan lingkungan hidup, KLHS menghasilkan
beberapa isu strategis. Adapun isu strategis KLHS, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan angkutan;

Belum meratanya pelayanan air bersih;

2
3. Okupansi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya;
4

Adanya kesenjangah pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur antar kecamatan di
Kabupaten Pacitan; - '

Kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masih rendah;

Minirhnya upaya peningkatan mitigasi benéaha;

Tingginya angka kemiskinan;

Pengemba_ngan tata kelola pemerintahan yéng efektif dan efisien; -

© @ N e

Penguatan daya saing ekonomi;

| 10. Penguatan ketahanan pangan daerah;

11. Belum terdapat sistem jaringan persampahan yang merata.

624, Kerjasama Antar Daerah

Ketjasama Antar Daerah dalam perspektif otonomi daerah adalah suatu keniscayaan yang harus

dilakukan oleh daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menghendaki agar dalam
penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan
fnehgurus senciiri urusan pemerintahan merﬁ_;rut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan
demikian daerah merﬁpunyai diskresi atau keleluasaan dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Kerjasama ..Antar Daerah harus didasarkan pada prins_ip-prinsip saling menguntungkan dan
berorientasi pada kepentingan puBIik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerjasama Aﬁtar Daerah dilakukan dengan prinsip-

“prinsip : a. efisiensi, b. efektivitas, c. sinergi, d. saling mengimtungkan, e. kesepakatan bersama, f.

itikad baik, g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, h. persamaan‘kedudukan, . transparansi, j. keadilan, dan k. kepastian

" "hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin

- hubungan yang serasi antar daerah dengan i)emerintah, artinya harus mampu memelihara dan

menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan

tujuan negara. Pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada lintas daerah dikelola bersama oleh

Paraf Hierarki

’dzmmw untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayahan publik,
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daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitamya untuk kepentingan umum.
Sedangkan istilah kerja sama daerah sesuai dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, adalah kesepakatan antara
Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/ Wali kota atau antara Bupati/Wali
Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan pihak
ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban,

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan
kerjasama dengan daerah lain yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial dan
kesenjangan ekonomi daerah. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kerjasama antar
daerah yang masih dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan, antara lain kerjasama dengan
kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI
(Pacitan, Wonogiri dan Wonosari Gunung Kidul), yang menghasilkan beberapa bidang yang
dikerjasamakan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang
ketenagakerjaan, bidang kelautan, perikanan dan peternakan, bidang air bersih, bidang pekerjaan
umum, bidang pariwisata, bidang ketertiban umum, bidang perkebunan, dan bidang kesejahteraan
sosial. Untuk kerjasama antar daerah lintas perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang
tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO (Karanganyar,
Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo), juga telah melakukan kerjasama
dalam bidang: pelayanan kesehatan, pariwisata, pengembangan penanaman modal, penegakan
perda (POL PP), pendidikan, pemadam kebakaran, kesejahteraan sosial serta pembangunan
infrastruktur jalan wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO. Selain itu ada juga kerjasama antar
daerah yang masih berbentuk “Paguyuban GOLEKPAWON" (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan
Wonogiri). Dalam kerjasama lintas wilayah perbatasan baik wilayah PAWONSARI,
KARISMAPAWIROGO maupun GOLEK PAWON tersebut masih terdapat kendala yaitu belum
tertanganinya beberapa hal secara maksimal terutama bidang insfrastruktur, pendidikan dan

kesehatan yang masih butuh perhatian dari semua pihak.

6.2.5. .Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada
tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu
strategis yang harus ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan, yaitu:
Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan;

Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan;

Percepatan penanggulangan kemiskinan;

Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan;

Penguatan ketahanan pangan daerah;

Pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan;

Peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal;

Paraf Hierarki
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VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi
- Visi pembangunah daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
‘terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan
daerah yang mgm dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai rmsl yang diemban.
Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam
pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan
pemilihan umum Kepala Daerah, maka dalam periode 2016-2021, visi Kabupaten Pacitan adalah:

@ “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kata kunci visi:

Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyﬁrakat Pacitan fnengara.h ke depan
menuju ke kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan
dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material
maupun spiritual yang diliputi oleh rasa késelamatan, kesusilaan dan ketentraman yang
memurigkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani

dan sosial yang sebaik-baiknya.

. 52.  Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan .

visi, Untuk mencapai visi diatas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat;

3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung
ketersediaan infrastruktur yang memadai;

4.  Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Pencapaian visi melalui 4 (empat) misi pembahgunan Kabupaten Pacitan 2016-2021 disajikan pada
Gambar 5.1. I
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_ Gambar 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2016-2021

| Misi 2

KUAUTAS HIDUP :

‘MASYARAKAT - N MAIU & SEJAHTERA
- PENDIDIKAN

- KESEHATAN R ]
-~KESEHA -IPM MENINGKAT
“PENDAPATAN L Misia '

KEHIDUPAN *SEHAT

YANG +DAYA BEU TINGGI

HARMONIS -PEREKONOMIAN
DAYA SAING : MENINGKAT
DAERAH -
-PERTUMBUHAN

EKONOMI
-INFRASTRUKTUR

PEMERINTAHAN

Sebagaimana gambar 5.1, untuk mewujudkan visi “Maju dan.Sejahtera Bersama Rakyat” langkah

" pertama yang harus dilakukan adalah memperkuat tata kelola pemerintahan terlebih dahulu

" sebagaimana misi pertama. Tata kelola pemerintahan yang harus diperkuat terutama kémampuan

Sumber Daya Manusia yang akan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Pacitan.
Pemerintah Kabupaten Pacitan harus memiliki SDM yang profesional, agar mampu memberikan

pelayanan publik dengan lebih baik, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel

 serta mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Sel_anjutnya dengan terbangunnya tata kelola pemerintahdn yang baik diharapkan dapat
mendukung misi kedua untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial niasyarakat,
melahﬁ pembanguman bidahg pendidikan, kesehatan, kesejahferaan sosial dan penanggulangan
kemiskinan. Disamping itu &engan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan
diduktmg kualitas hidup masyarakat yang baik diharapkan mampu meningkatkan daya saing

daerah, Untuk meningkatkan daya saing daerah, maka pertumbuhan ekonomi harus lebih dipacu

selama 5 (lima) tahun kedepan, melalui program-program pembangunan bidang ekonomi dengan

| menggerakkan potensi daerah terutama pariwisata, pertanian (agropolitan) dan kelautan

(minapolitan) yang didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

- Keﬁga misi tersebut akan dapat berjalan dan diwujudkan apabila kondisi masyarakatnya kondusif

~dan harmonis, sebagaimana harapan misi keempat yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan

harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat. Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan,
maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat” 5 (lima) tahum
kedepan akan tercapai dengan indikator masyarakat Pacitan makin sehat, makin cerdas dan daya

belinya tinggi atau dengan kata lain indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten

Pacitan meningkat serta perekonomian Kabupaten Pacitan juga meningkat.
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SKPD; Bagian Pernrakarsa ﬁ : . :
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5.3. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan. Dalam konteks
ini tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang
diharapkan dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bakti 2016-2021 sangat
ditentukan oleh penjabaran ke tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah, Tujuan adalah
pernyataan-pemyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan
misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan
sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur,
spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaklsanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke
depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama
dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran
adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut adalah tabel

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran:

RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
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e | PAFPEDA £
Asisten ';"KPDI Bagian Terrai:
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BB vIs], MISI, TUJUAN DAN SASARA. | .

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT” B
, _ - - L - . - ' o o Target
Misi Tujuan | Indikator Tujuan Target - Sasaran - -] Indikator Sasaran
. ‘ o L ‘ : ' 2017 2018 2019 2020 2021
1. Membangun tata | 1.1 Terwujudnya 1.1 Indeks Baik 11.1. Meningkatnya 1. Perseniase PD 100 100 100 100 100
© kelola pemerintahan Reformasi pelayanan dengan hasil survei
pemerintahan yang profesional Birokrasi publik yang IKM minimal baik
yang bersih, dan menerapkan prima . . .
efektif dan good governance ‘ 2, PemeringkatanE - Baik Baik Baik Baik Baik
akuntabel. . ' Government (PeGl)
1.1.2. Meningkatnya 1. Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
ransparenel | 72. Hasil Evaluasi Baik Baik Baik Baik Baik
Kiners : SAKIP Pemerintah
inerja dan
pengelolaan Daerah
keuangan 3. Nilai LPPD Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
: daerah ‘
2. "Meningkatkan | 2.1 Meningkatnya 2.11PM 6817 | 21.1. Meningkatnya | 1. Rata-ratalama 7,31 7,35 74 745 7.5
kualitas  hidup pelayanan akses dan mutu sekolah
dar} kehidupan pendidikan dan pendidikan 7. Harapan lama 12,08 125 1241 1238 1273
sosial kesehatan sekolah
masyarakat. masyarakat 3. Nilairatirat
ujian: :
- 8D 77,14 77,56 77,86 7821 78,64
- SMP 8223 -82,56 8279 82.95 83,26
21.2, Meningkatnya 1. Angka harapan 71 71,08 71,16 71,25 71,33
derajat hidup ‘ ,
kesehatan 2. Angka kematian 137,55 122,27 106,98 9.7 76,42
masyarakat Ibu
3. Angka kematian 81 7,95 7,79 7,64 749
bayi '
4, Prevalensi balita 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19
gizi buruk
2,2 Percepatan 2.2 Angka 13,85% 2.2.1. Menurunnya 1. Angka Kemiskinan 158 15,13 14,75 14,33 13,85
Penanggulangan Kemiskinan Angka
pw— - Xamiskinan Kemiskinan
Paraf Hierarki {] - Parat Koordinagi :
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PPa1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARA.

VISI: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT" . .

Tujuan Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target
. - : . 2017 2018} 2019 2020 2021
2.2.2, Menurunnya 1. Tingkat 1,04 1,06 1.02 1,01 1
pengangguran pengangguran
terbuka
2.2,3. Menurunnya 1. Persentase 21,7 20.2 18,6 17,1 153
penyandang penurunan
masalah penyandang
kesejahteraan masalah
sosial kesejahteraan
sosial
3. Membangun | 3.1 Meningkatkan 3.1 Pertumbuhan 582% 3.1.1. Menguatnya 1. Laju Pertumbuhan 5,63 5,69 5,74 5,78 5,82
perekonomian daya saing Ekonomi kondisi Ekonomi
masyarakat ekonomi daerah perekonomian e T 7,03 656 641 613 6,03
dengan daerah
menggerakkan 3. PDRBperkapita | 55686.898 | 28.265.250 | 31.093.541 | 34.201.553 | 37.622.338
potensi  daerah 312 Meningkatnya | 1. Persentase 1,21 141 1,51 2,22 2.42
i“:u:‘;‘g kemandirian Koperasi Mandiri
rsediaan :
infrastrokiur geaha Mikro 72 Pementase 35 | a8 | 361 3% 597
) an Koperasi .
yang memadai. Peningkatan
Jumlah Wira Usaha
Baru
3.1,3. Meningkatnya 1. Persentase 22 224 227 23 233
kinerja sektor Perturnbuhan
industri Industri
314 Meningkatnya 1. Jumlah Kunjungan { 1.750.000 | 2.000.000 | 2.300.000 ¢ 2650000 | 3.000.000
kinerja sektor Wisatawan
pariwisata
daerah
3.1.5. Meningkatnya 1. Persentase 38 3,87 3,88 3,88 3,89
daya saing Pertumbuhan
sektor pertanian PDRB Sub Sektor
Pertanian dan
Perikanan
3.2 Meningkatkan 3.2 Indeks 44,37- | 321 Meningkatnya 1. Tingkat 88,71 89,01 90,14 90,19 91,3
ketahanan Ketahanan 68,44 ketersediaan dan ketersediaan energi
pangan daerah Pangan Daerah cadangan dan protein
an kapi
Parat Hierarki ParaiptoTdinast PRrs perkapita (%)
i Sekda g/ bKPDaf&gggnD Fhmtakarsa é
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VIsI, MIS], TUJUAN DAN SASARA.

VISI: “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT":

Sekda a"

Asisten )7

SKPD/ Bagian Pensakarsa
EDA /{ :

| SKPDI B;glan Terkait;

1

Kabag:

aan | [

e —

2
3

R e o e A i

Misi " Tujuan’ . Indikator Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran — 1 Yarget
N ) _ _ : 2017 2018 2019 2020 2021
3.3 Meningkatkan 3.3 Indeks Kualitas 65 331 Meningkatnya 1. Persentase jalan 59,84 61,7 63,56 65,43 65,93
cakupan dan Infrastruktur layanan dalam kondisi
kualitas layanan Kabupaten infrastruktur mantap
infrastruktur dasar yang 2, Persentase 52,55 54,85 56,7 58,95 60,75
yang mendukung menjangkau penduduk
aktivitas seluruh wilayah berakses air bersih
pembangunan 3.3.2 Meningkatnya 1. Indeks kualitas 73,27 73,28 73,29 733 7331
secara kualitas lingkungan hidup
berkelanjutan lingkungan (IKLH)
4. Meningkatkan | 4.1 Meningkatkan 4.1 Persentase 100% 411 Meningkatnya 1. Jumlah konflik 0 0 0 0 0
kesalehan sosial kualitas dan Konflik kerukunan, bemuansa SARA
dan harmonisasi kerukunan Bernuansa keamanan dan
antar  seluruh kehidupan SARA yang di ketertiban 2. Angka kriminalitas 14 14 13 12 11
lapisan beragama dan selesaikan 3. Persentase 92% 93% 94% 95% 97%
masyarakat. bermasyarakat penyelesaian
pelanggaran
keamanan dan
ketertiban
Parat Hierarki Paraf Kocrdinasi
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_ STRATEG! DAN ARAH KEBIJAKAN

| BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana
Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan
misi. Arah kebijakan merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah imtuk mencapai
tujuan dan sasaran berdasarkan strategi yang dipilih.
Penentuan arah kebijakan per tahun selama 5 (lima) tahun memberikan gambaran prioritas |
pembangunan daerah pada setiap tahunnya. Dengan demikian, arah kebijakan RPJMD Kabupaten
Pacitan diimplementasikan dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan prioritas
yang jelas. Prioritas pembangunan Kabupaten Pacitaﬁ selama 5 (lima) tahun sekurang-kurangnya

. diarahkan pada 8 (delapan) agenda Prioritas Utama yang dapat disingkat menjadi HASTA
TAMA., HASTA TAMA terdiri dari:

Layanan Pendidikan

Layanan Kesehatan

Penanggulangan Kemiskinan

Ketahanan Pangan Daerah

Daya Saing Ekonomi

Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

Kehidupan Beragama Dan Sosial Kemasyarakatan

Tata Kelola Pemerintahan

© N o Ul W N

. Gambear 6.1
Delapan Agenda Prioritas Utama (HASTA TAMA)Pembangunan Pacitan 2016-2021
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Prinsip-prinsip pembanguman yang dikedepankan dalam pembangunan 5 (lima) tahun

mendatang, yaitu:

1. Pembangunan untuk semua (seluruh lapisan masyarakat), bukan untuk sebagian masyarakat
atau golongan tertentu. |

2. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

3. Keterbukaan informasi pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan

Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun disajikan pada tabel 6.1 berikut ini:

L Paraf Hierarki Paral Kaoroinasi
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STRATEGI DAN ARAH KEB].IAIU. .

Tabel 6.1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi - ‘| s MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT
Misi I : Memhangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel .
Tujuan ' Sasaran ' Strategi- ' ' _ ‘ ~ ~Arah Kebijakan ‘ o _
Meningkatnya pelayanan | Meningkatkan pelayanan 1. Peningkatan pelayanan publik yang prima berbasis IT 2017-2018
publik yang p_rima publik secara profesional 2. Peningkatan kapasitas aparatur . 20172018
3. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan arsip pemerintah daerah 2018-2020
secara profesional
Terwujudnya TY 4. Peningkatan akse.s informasi publik yang akurat dan up fo date‘ 2018-2020
pemerintahan yang 5. Pengembangan sistem penanggulangan bencana yang responsif 2017-2020
profesional dan Meningkatnya Menerapkan reformasi 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan . 2017-2018
menerapkan good transparansi, akuntabilitas | birokrasi dan peningkatan 2. Penataan organisasi/kelembagaan 2017-2018
governance ' Ezne;z]a :z!:jgee?aglf lolaan kgzl::;::;zl;e]ola 3. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah secara terpadu 2017-2018
uang P 4. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah 2017-2018
5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan 2017-2018
pemerintahan daerah
6. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa 2018-2020
Misill: © " [:: Meningkatkan kualitas hidup dan kelidupan sosial masyarakat = - o _ ' B ' o
Tujuan . |" - Sasaran o Strategi - e ' ' ' Arah Kebijakan _
Meningkatnya akses dan Meningkatkan pelayanan 1. Peningkatan akses PAUD dan pendidikan dasar yang bermutu dan 2017-2018
mutu pendidikan pendidikan yang merata dan tefjangkau
terjangkau 2. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan serta kualitas 2018-2020
manajemen pendidikan
Meningkatnya 3. Peningkatan kualitas peran pemuda dan prestasi olahraga 2020-2021
pelayanan Meningkatnya derajat Meningkatkan kualitas 1. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 2017-2020
pendidikan dan kesehatan masyarakat layanan kesehatan 2. Peningkatan akses kesehatan masyarakat 2017-2020
kesehatan _ masyarakat yang merata dan - -
masyarakat terjangkau 3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan 2017-2020
4. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penerapan PHBS 2017-2020
5. Penerapan jaminan kesehatan masyarakat dan pemenuhan pelayanan 2017-2020
kesehatan dasar
Parat Hierackt Parai Koorgnas) 6. Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana 2019-2020
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4 STRATEGIDAN ARAH KEBUAKA.

Menurunnya Angka Mempercepat 1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu 2017-2021
Kemiskinan penanggulangan kemiskinan | 2. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan 2017-2021
gf‘;‘ me“‘“gmtﬂi‘ kualitas ™3 "Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2017-2021
idup masyaraka
P y 4. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 2017-2021
5. Pengendalianjumlah penduduk 2018-2020
Percepatan Menurunnya Memperluas kesempatan 1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga 2017-2021
E‘Zﬁgﬁi}:ﬁngﬁn pengangguran kerja dan usaha 2. Pengembangan industr kreatif dan wirausahawan muda kreatif 2017-2021
3. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk 2017-2021
memenuhi kebutuhan pasar
Menurunnya penyandang | Memberdayakan dan 1. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan 2017-2021
masalah kesejahteraan meningkatkan pelayanan PMKS
sosial terhadap penyandang 2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 2018-2020
masalah kesejahteraan sosial
Misi III : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
Tujuan Sasaran ~ Strategi Arah Kebijakan =~ : o
Menguatnya kondisi Meningkatkan sinergi 1. Pemberian dukungan regulasi untuk mendorong iklim investasi yang 2018-2020
perekonomian daerah - pengelolaan perekonomian positif .
daerah 2. Peningkatan pengendalian harga bahan pokok 2018-2020
3. Pengembangan sarana prasarana perdagangan untuk mendukung 2018-2020
produksi dan distribusi perekonomian di daerah
Meningkatnya Meningkatkan peran Usaha 1. Penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi 2017-2021
kemandirian.Usaha Mikro Mﬂ_‘m dan Koper.asi dalam 2. Pengembangan sistem kemitraan Usaha Mikro dan Koperasi dengan 2017-2021
dan Koperasi aktlf‘i;ltai ekonox;(u untuk ] sektor unggulan daerah
. mendukung sektor unggulan '
M.enmgkatkan. daya daerah
saing ekonomi 7 -
daerah Meningkatnya kinerja Meningkatkan 1. Mendorong pengembangan industri kecil dan menengah 2017-2021
sekfor industri pengembangan sektor _
industri untuk mendukung "> ™ perlyasan jaringan kerjasama dan pemasaran hasil industri kecil dan 2017-2021
sektor unggulan daerah menengah
Meningkatnya kinerja Meningkatkan 1. Peningkatan pengelolaan destinasi wisata unggulan 2017-2021
sektor pariwisata daerah | pengembangan sektor 2. Perluasan jaringan kerjasama dan pemasaran pariwisata 2017-2021

pariwisata unggulan daerah
yang terintegrasi dan berdaya
saing
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Meningkatnya daya saing | Meningkatkan kualitas . Pemenuhan infrastruktur pertanian di sentra produksi pangan 2017-2021
sektor pertanian produksi dan produktifitas . Penguatan dan pemberdayaan petani dan pelaku usaha sektor 2017-2021
sektor pertanian pertanian '
Meningkatkan Meningkatnya Pacitan bebas rawan pangan . Mendorong keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat 2018-2020
ketahanan pangan = | ketersediaan dan 2. Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan 2018-2020
daerah cadangan pangan :
Meningkatkan Meningkatnya layanan Meningkatkan kualitas . Peningkatan kualitas dan kuantfitas infrastruktur transportasi darat 2017-2021
cakupan dan kualitas | infrastruktur dasar yang | infrastruktur dasar yang (jalan dan jembatan)
layanan infrastruktur | menjangkau seluruh memadai . Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur air minum 2017-2021
¥ :‘t"ig ';:;endukung wilayah . Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sanitasi 2017-2021
aktivitas - - —— :
pembangunan secara . gcie;;:igkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sumber daya air dan 2017-2021
berkelanjut
rielanjutan . Menetapkan rencana strategis dalam mendorong pengembangan 2019-2021
wilayah
Meningkatnya kualitas Meningkatkan pengelolaan . Peningkatan pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran 2019-2021
lingkungan lingkungan hidup sesuai lingkungan
daya dukung dan day. .
tampung :
Misi IV : Meningkatkau kesalehan sosial dan hanmonisasi antar seluruli lapisan masyarakat
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatnya Meningkatkan keamanan . Peningkatan kualitas keagamaan dan kerukunan hidup umat 2019-2021
kualitas dan kerukunan, keamanan dan ketertiban masyarakat beragama
kerukunan dan ketertiban (Pacitan Adem Ayem) . Penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia 2019-2021
kehidupan beragama . Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya serta 2019-2021
dan bermasyarakat kearifan lokal sebagai jati diri masyarakat Pacitan
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BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertyjuan umtuk
menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan
indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka
menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. |
o ‘ Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam
mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan “MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”,
Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2016-2021 terdapat beberapa
| . kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program
yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi
pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh
program-program pembangunan yang lain.
Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu:
MISI 1: MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN
AKUNTABEL |
1. Birokrasi Profesional dan Berkarakter, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan
Sumber Daya Aparatur. .
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), melalui Program Penataan Ketatalaksanaan dan
Pelayanan Publik. _
@ 3 Predator (Petugas Registrasi Armada Sepeda Motor) dan Silades (Sidang Langsung di Desa),
melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan.
4. Pelayanan Publik Prima Berbasis IT (Pacitan e-gov), melalui Program Pengembangan Tata
Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informatika.
5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa, melalui Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa. '
6. Pengelolaan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, melalui Program Mengintensifkan
Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Deteksi Dini dan Mitigasi Bencana, melaluj Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam.
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MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT
1. Padu PAUD (Pacitan Peduii PAUD), melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Pacitan Cendekia, melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahum.
3. Guru CAKEP (Cakap, Kompetitif, Edukatif Dan Profesional), melalui Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. ‘
4. Pembinaan Olah Raga dan Kepemudaan, melalui :
a. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga.
'b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 7
5. Jaminan Pemeliharaan . Keschatan Pacitan (JPKP), melalui Program Upaya Kesehatan
Masyarakat. |
6. Kampung ASI, melalui Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita,
7. GARSIA (Gerakan Selamatkan Ibu dan Anak}, melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu
'Melahirkan dan Anak. : '
8. SANTUN MAPAN (Sanitasi Total Untuk Masyarakat Pacitan), melalui Program
Pengembangan Lingkungan Sehat. o

- 9. Ketahanan Keluarga Berbasis Posdaya, melalui Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pelayanan KB/KR Secara Mandiri.
10. GRINDULU MAPAN (Gefakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan), melalui
- program-program pembangiman yang mendukung penanggulangan kemiskinan.
11. Peningkatan Rehabilitasi Sosial, melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin & Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). |

MISI 3: MEMBANGUN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DENGAN MENGGERAKKAN

POTENSI DAERAH DIDUKUNG KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI

1. Rumah Pangan Lestari, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2. Pacitan Bebas Rawan Pangan, melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

3. Pertanian Untuk Kini dan Nanti, melalui Program Peningkatan Produksi Pertanian.

4. Bangga Betemak, melalui Program Peningkatan Produksi Hasil Petemakan.

5. Sejahtera Bersama Usaha Mikro dan Koperasi, melalui Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil
Menengah Yang Kondusif, dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

6. Revitalisasi Pasar Daerah /Tradisional, melalui Program Pengembangan Sarana Prasarana
Perdagangan dan Jasa. |

7. Industri bérdaya saing, melalui Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

8. Ayo Wisata Ke Pacitan, melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

9. Transportasi MAPAN  (Mantap, Aman dan Nyaman), melalui Program
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. .

10. Pengelolaan Sumber Daya Air Berdaya Gima, melalui Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Paraf Hierar 111 Pm&aq%%aﬁ’asmmlmuh, melalui Program Pengembangan Perumahan. . ‘
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12. Air Bersih untuk rakyat, melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih/Air |
Minum, _
13. Pacitan BERSERI (Bersih, Sehat dan Lestari), melalui Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan.

MISI 4: MENINGKATKAN KESALEHAN SOSIAL DAN HARMONISASI ANTAR SELURUH

LAPISAN MASYARAKAT

1. Pacitan Rukim Damai {pemantapan kualitas beragama dan kerukuman 'hidup beragama),
melalui Program Peningkatan Kerukiman Umat Beragama. '

2. Pacitan Adem Ayem (peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat), melalui Progfam
Pemeliharaan Ketrentraman, Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal.,

3. Pacitan Berubah (revolusi mental dan penguatan jati diri masyarakat berbasis kearifan Iokal),
penumbuhan rasa nasionalisme dan akhlak mulia, pelestarian seni budaya tradisional dan jati

diri masyarakat pacitan, melalui Program Pengembangan Nilai Budaya.

Selain kebijakan dan program imggulan sebagaimana diuraikan di atas, maka secara keseluruhan
kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai
dengan tahun 2021 disajikan pada Tabel 7.1 berikut:
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KEBUAKAN UMUM DAN PROGR’PEMBANGUNAN DAERAH

Tabel 7.1

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

_ ) - Capaian Kinerja _ ' _
No Sas.iran - - Strategi Arah Kebjjakén Indikator Kinerja {outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan FD Pe::'r;ggung
L S 7 ' Awal Akhir | - S " Jawab
1 Meningkatnya tata Meningkatkan pelayanan | Peningkatan pelayanan | Persentase Cakupan Program Penataan Administrasi Administrasi Dinas Kependudukan
kelola pemerintahan publik secara profesional | publik yang prima Penerbitan (%) : Kependudukan kependudukan dan dan Pencatatan Sipil
dalam upaya berbasis IT pencatatan sipil
meningkatkan 1.KTP 91,38 946
pelayanan publik yang 2. Kartu Keluarga 95,7 97,75
prima 3. Akta Kelahiran 81,43 26,36
4, Akta Kematian 54,69 564
Persentase jaringan 222 100 Program pengembangan tata Komunikasij dan Dinas Komunikasi
komunikasi dan infonnatika kelola pemerintahan berbasis informatika dan Informalika
yang terintegrasi teknologi informatika
Persentase pengembangan 2 100
aplikasi sistem informasi
Persentase PD yang 100 100 Program penataan | Penunjang Unisan Sekretariat Daerah
menerapkanSOP ketatalaksanaan dan pelayanan Pemerintahan
publik Daerah
Persentase informasi daerah 100 100 Program Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi
yang wajib diamankan Persandian Daerah dan Infennatika
dengan persandian
Tingkat pemenuhan 100 100 Program Pelayanan Administrasi Semua PD
kebutuhan dasar operasional Perkantoran
PD
. Tingkat pemenuhan 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Semua PD
: kebutuhan dan pemeliharaan Prasarana Aparatur
f sarana prasarana kerja sesuai
' standar daerah
Tingkat disiplin aparatur 100 100 Program Peningkatan Kapasitas Semua PD
Sumber Daya Aparatur
Nilaj Indeks Kepuasan B B Program Peningkatan Penunjang Urusan | Semua PD Kecamatan
Masyarakat Kecamatan Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan
Paraf Hierarki Paraf Koordinasi :
Selda .a, SKFg)}J pra jan Semrakarsa ﬁ . RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 SRS
oo =T .
Asisten /I ftﬂ’Dl Bagan Terkait:
Kabag ‘. 2
| Hukum 3.
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PEMBANGUNAN DAERAH

] . i ) ) L o ) ) Capaian Kinerja L ) ] ‘ . e ‘
No Sasaian Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome). Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan - Bidang Urusan . PD Pf ::I;Egung
. ’ B : Awal ~ Akhir o - ' -
Persentase waktu pelayanan 100 100 dan Pelayanan Publik Kecamatan Daerah
administrasi umum yang
tepat waktu
Peningkatan kapasitas Persentase aparatur yang 18,56 100 Program Peningkatan Kapasitas { Penunjang Urusan Badan Kepegawaian,
aparatur mengikuti diklat Sumber daya Aparatur Pemerintahan Pendidikan dan
Daerah Pelatihan Daerah
Persentase peningkatan 879 100 Program Pembinaan dan Penunjang Urusan Badan Kepegawaian,
kedisiplinan aparatur Pengembangan Aparatur Pemerintahan Pendidikan dan
Daerah Pelatihan Daerah
Persentase administrasi 19,46 1m Penunjang Urusan Badan Kepegawaian,
kepegawaian yang Pemerintahan Pendidikan dan
diselesaikan tepat waktu Daerah Pelatihan Daerah
Peningkatan Jumlah dokumen 3 7 Program Pengembangan Statistik Dinas Komunikasi
pengelolaan data/inforinasi/statistik Data/Informasi/Statistik Daerah dan Informatika
perpustakaan dan arsip | daerah yang dihasilkan
pemerintah daerah
secara profesional Jumlah arsip in aktif yang 4.320 5.625 Program Penyelamatan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan
dikelola Box Box Pelestarian Dokumen/ Arsip
Daerah
Jumlah arsip statis yang 97 Box 227 Box
dipelihara
Persentase PD dan desa yang 65,89 93,46 Program  Perbaikan  Sistem Kearsipan Dinas Perpustakaan
menerapkan arsip secara Administrasi Kearsipan
baku (%)
Jumlah Pengunjung 59.040 137389 | Program Pengembangan Budaya Perpustakaan Dinas Perpustakaan
Perpustakaan Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Peningkatan akses Jumlah informasi publik yang 210 630 Program Penyebarluasan Komunikasi dan Dinas Komunikasj
informasi publik yang terpublikasi Informasi Publik dan kerjasama informatika dan Infonnatika
todate dia massa
dkurat dan up to Jumlah Kelompok Informasi 12 72 media
Masyarakat _
Pengembangan sistem Cakupan desa dan kelurahan 23 164 Program Pencegahan Dini dan Ketenteraman, BPBD
penanggulangan tangguh bencana (%) Penanggulangan Korban Bencana |  ketertiban umum,
bencana yang responsif Alam dan perlindungan
masyarakat
Parat Hierarki Parat Koordinasi ‘
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PEMBANGUNAN DAERAH

. - _ ) _ Capaian Kinerja _ ) ) o
No - Sasaran Strategi "Arah Kebijakan Indikator Kinerja (cutcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan |  Bidang Urusan FD P;;:J;Egung
_ - ‘ : o Awal | Akhir | . - . ,
Cakupan pelayanan bencana 0,001 0,001 Program peningkatan kesiagaan | Perumahan rakyat SATPOL PP
kebakaran di kab/kota dan pencegahan bahaya dan kawasan
kebakaran permukiman
2 Meningkatnya Menerapkan reformasi Peningkatan tata kelola | Ketepatan waktu <90hari | <90hari | Program pengendalian Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
transparansi dan birokrasi dan pemerintahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan KDH Pemerintahan
akuntabilitas kinerja dan | peningkatan kualitas tata penyelenggaraan bidang pemerintahan umum Daerah
pengelolaan keuangan kelola pemerintahan pemerintahan daerah
daerah o ‘
Persentase regulasi 10,53 100
penyelenggaraan
pemerintahan desa
Keterpaduan program 140 kali { 250kali | Program peningkatan pelayanan | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
pemerintah kedinasan KDH / Wakil KDH Pemerintahan
: Daerah
Program koordinasi, 100 100 Prograin koordinasi, sinkronisasi, | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
sinkronisasi, monitering dan monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan
evaluasi bidang pemerintahan Daerah
pemerintahan
Cakupan petjanjian 40 100 Program peningkatan kerjasama | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
kerjasama yang ditangani daerah Pemerintahan
Daerah
Persentase tertib administrasi 100 100 Program koordinasi, sinkronisasi, | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
pembangunan monitoring dan evaluasi bidang Pemerintahan
Persentase fasilitasi 40 100 | pembangunan Daerah
pengadaan barang dan jasa
melalui ULP
Persentase kebijakan bidang 1892 100 Program koordinasi, sinkronisasi, | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
perekonomian yang dan monitoring bidang Pemerintahan
diterbitkan perekonomian Daerah
Persentase kebijakan bidang 14,29 100
sumber daya alam yang
diterbitkan
Persentase kebijakan bidang 14,29 100 Program koordinasi, fasilitasi, | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
kesejahteraan rakyat yang dan monitering bidang Pemerintahan
diterbitkan kesejahteraan rakyat Daerah
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. ) _ Capaian Kinerja
Ne Sasaran Strategi Arah Kebijakan IndikatorKinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan PD P;:::ggung
' . Awal Akhir )
Persentase produk hukum 45,57 100 Program penataan peratwan | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
daerah yang ditetapkan perundang-undangan Pemerintahan
Daerah
Persentase penyampaian 100 100 Program Sosialisasi Ketentuan di Penunjang Unisan Sekretariat Daerah
informasi tentang cukai Bidang Cukai Pemerintahan
kepada masyarakat dan/ Daerah
pemangku kepentingan
Penataan Persentase kelembagaan 100 100 Program peningkatan Kapasitas | Penunjang Urusan Sekretariat Daerah
organisasi/kelembagaan | Organisasi Perangkat Daerah kelembagaan pemerintah daerah Pemerintahan
i yang tepat fungsi Daerah
Persentase raperda yang 58,62 100 Program Peningkatan Kapasitas | Penunjang Urusan Sekretariat DPRD
ditetapkan bersama (%) Lembaga Perwakilan Rakyat Pemerintahan
Daerah Daerah
Peningkatan kualitas Persentase Keselarasan 100 100 Program Perencanaan | Penunjang Urusan Bappeda
perencanaan Program RPJMD Kedalam Pembangunan Daerah Pemerintahan
pembangunan daerah RKPD Daerah
secara terpadu
Persentase dokumen dan 35,56 100 Program Perencanaan Sosial dan Penunjang Urusan Bappeda
data perencanaan bidang Budaya Pemerintahan
pemerintahan dan Daerah
kesejahteraan rakyat yang
dihasilkan
Persentase dokumen dan 33,98 100 Program Perencanaan Penunjang Urusan Bappeda
data perencanaan bidang Pembangunan Bidang Ekonomi Pemerintahan
perekonomian yang Daerah
dihasilkan
Persentase dokumen dan 26,67 100 Program Perencanaan Penunjang Urusan Bappeda
data Pengembangan Wilayah Pengembangan Wilayah Strategis Pemerintahan
Strategis dan Cepat Tumbuh dan Cepat Tumbuh (KSCT) Daerah
(KSCT) yang dihasilkan
Persentase dokumen dan 50,7 100 Program Perencanaan wilayah Penunjang Urusan Bappeda
data perencanaan bidang dan SDA Pemerintahan
prasarana wilayah dan SDA Daerah
Paraf Hierarki P ara! Koordinasi
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KEBIJAKAN UMUM DAN PROGR’PEMBANGUNAN DAERAH

T 7 _ : Capaian Kinerja _ _ _ .
No - Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome). Kondisi | Kondisi Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan FD P;;a;:tg)gung
: ! ' . : Awal Akhir | : ' .
Persentase kelitbangan / 95 96 Program Kelithangan / Inovasi | Penunjang Urusan Badan Penelitian dan
Inovasi Daerah (Penelitian, Daerah Pemerintahan Pengembangan
Pengkajian, Pengembangan, Daerah Daerah
Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian Evaluasi
Kebijakan Dan Diseminasi)
Yang Dimanfaatkan
Peningkatan kualitas Opini audit BPK terhadap WTP WTP Program Peningkatan dan Penunjang Urusan Badan Pengelolaan
pengelolaan keuangan Laporan keuangan daerah Pengembangan pengelolaan Pemerintahan Keuangan dan Aset
dan asset daerah keuangan daerah Daerah Daerah
Persentase barang/aset 100 100
daerah yang teregistrasi
Cakupan pendapatan daerah 13 18 Program Peningkatan Penunjang Urusan Badan Pendapatan
. Pendapatan Daerah Pemerintahan Daerah
Daerah
Persentase tanah aset 36,63 41,24 Program peningkatan penataan, Pertanahan Dinas Perumahan,
pemerintah daerah yang penguasaan, pemilikan, Kawasan Permukiman
bersertifikat penggunaan dan pemanfaatan dan Pertanahan
tanah
Peningkatan Hasil nilai evaluasi SAKIP CcC >B Program Peningkatan | Penunjang Urusan Semua PD
transparansi dan PD Pengembangan Sistem Pelaporan Pemerintahan
akuntabilitas Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah
penyelenggaraan
pemerintahan daerah Persentase pengawasan dan Program Peningkatan Sistem Penunjang Urusan Inspektorat
penyelesaian hasil Pengawasan Internal dan Pemerintahan
pemeriksaan : Pengendalian Pelaksanaan Daerah
Kebijakan KDH
Pengawasan sebagaimana 100 100
target PKPT/Non PKPT (%)
Penyelesaian tindak lanjut 90,16 . ,m5
hasil pemeriksaan (%)
Persentase pemeriksa 425 55 Program Peningkatan | Penunjang Urusan Inspektorat
pengawasan yang mendapat Profesionalisme Tenaga Pemerintahan
pendidikan dan pelatihan Pemeriksa dan Aparatur Daerah
teknis pengawasan Pengawasan
Paraf Hierarki Parat Koordinasi ‘
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Capaian Kinerja - N _ . : _ .
" No. Sasaran . Strategi Arah Kebijakan ‘lndikélor Kinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prigritas Pembangunan Bidang Urusan FD P;:;:ggung
' B ' Awal | Akhir - ' : -
Persentase pedoman sisdur 875 100 Program Penataan dan | Penunjang Urusan Inspektorat
pengawasan yang disusun Penyempwnaan Kebijakan Pemerintahan
(%} Sistem dan Prosedur Pengawasan Daerah
Persentase penyelesaian 100 100 Program Mengintensitkan | Penunjang Urusan Inspektorat
pengaduan masyarakat (%) Penanganan Pengaduan Pemerintahan
Masyarakat Daerah
Peningkatan kualitas Persentase desa dengan 7891 88,55 Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
tata kelola ‘ administrasi baik (%) Aparatur Pemerintah Desa masyalakatdandesa | Masyarakat dan Desa
pemerintahan desa
3 Meningkatnya akses Meningkatkan pelayanan | Peningkatan akses APK PAUD 75,81 86,68 Program Pendidikan anak usia Pendidikan Dinas Pendidikan
dan mutu pendidikan pendidikan yang merata PAUD dan pendidikan dini
d j d bermutu d
an terjangkau t:r;::‘ YE:E rmutu dan Angka Partisipasi Mumi Program wajib belajar Pendidikan Dinas Pendidikan
2 {APM) : pendidikan dasar sembilan tahun
SD/Mi 99,03 9.2
SMP/MTs 85,14 853
Angka kelulusan (%) :
SD/MI 100 100
SMP/MTs 100 100
Angka Partisipasi Kasar
{APK}):
SD/MI/Paket A 103,12 103,18
SMP/MTs/Paket B 98,62 99.1
Angka rata-rata lama sekolah 7.7 75
Angka Melek Huruf (AHM) 92,83 95,33 Program pendidikan non formal Pendidikan Dinas Pendidikan
pada usia15s5/d 5% th
Peningkatan mutu Persentase guru yang Program peningkatan mutu Pendidikan Dinas Pendidikan
pendidikan dan tenaga | berkualifikasi minimal S1 pendidik dan tenaga
kependidikan serta kependidikan
kualitas manajemen SD/MI 87,78 20
pendidikan SMP/MTs 95,51 96,75
Paraf Mierarkj Parst Koordinasi
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. . ] o - Capaian Kinerja ‘
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Pricritas Pembangunan Bidang Urusan PD P;:\i:lg)gung
: Awal Akhir :
Nilai indeks kepuasan 80.90 81.50 Program manajemen pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan
masyarakat bidang pendidikan
pendidikan
Peningkatan kualitas Jumlah Pemuda Pelopor 156 203 Program peningkatan peran serta | Kepemudaan dan Dinas Pariwisata,
peran pemuda dan kepemudaan olahraga Pemuda dan Olahraga
prestasi olah raga Persentase Cabang Olahraga 60 65 Program Pembinaan dan
yang berprestasi (%) Pemasyarakatan Olah Raga
4 Meningkatnya derajat Meningkatkan kualitas Peningkatan sarana dan | Cakupan gedung 37,18 89,74 Program Pengadaan, Kesehatan Dinas Kesehatan
kesehatan masyarakat layanan kesehatan prasarana kesehatan puskesmas/ pustu dalam Peningkatan dan  Perbaikan
masyarakat yang merata kondisi baik Sarana dan Prasarana
dan tefjangkau Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringarmya
Sarana dan prasarana rumah Program pengadaan, Kesehatan RSUD
sakit yang representatif : peningkatan sarana dan
. prasarana mimah saldt/rumah
Persentase ruang rawat inap 6957 742 sakit jiwa/ rumah Sakit pan-
rawat jalan, rawat inap dan paru/ mmah sakit mata
penunjang medis dan kantor
nunah sakit dalam kondisi
baik
Persentase kelayakan 85,97 86,67
peralatan pelayanan pada
rawat jalan, rawat inap dan
penunjang medis {(kondisi
baik)
Persertase jumlah 77,78 833
ambulance/mobil jenazah
yang berfungsi dengan baik
Persentase penyediaan sarana 71,88 7612 Program Pembinaan Lingkungan Kesehatan RSUD
pelayanan kesehatan Sosial Bidang Kesehatan
masyarakat
Persentase ketersediaan obat 95 98 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
sesuaj dengan kebutuhan (%) Kesehatan . Dinas Kesehatan
Paraf Hierarkj Paraf Koordmas)
Sekda | | § SNPU Bagian Pemrakarsa 4 RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 [RZIBD)
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No Sasaran Strategi- Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) | kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan FD P;::gggung
- ’ - “Awal Akhir ' ' :

Peningkatan akses Kunjungan puskesmas /visit 85,75 88,75 Program Upaya Kesehatan Kesehatan

kesehatan masyarakat rate (%) Masyarakat Dinas Kesehatan
% Penduduk yang 10,44 1136 RSUD
memanfaatkan Rwnah Sakit
Persentase karyawan yang 4442 47,46 Program kemitraan peningkatan Kesehatan RSUD
mendapatkan pelatihan pelayanan kesehatan
minimal 20 jam dalam
setahun

Peningkatan kualitas Cakupan Sarana Keschatan 0 100 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

layanan kesehatan Berstandar Kesehatan :
Cost Recovery Rate >40 >40 Program peningkatan mutu Kesehatan RSUD

Pelayanan BLUD _ :
Peningkatan Cakupan rumah sehat 73,11 . 79 Program Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan
kemandirian Lingkungan Sehat
1

:l;séa:; ::: tl:li_laBasm Cakupan desa siaga aktif 8,77 2339 Program Promosi Kesehatan dan Kesehatan Dinas Kesehatan
berstrata Purnama Mandiri Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan jaminan Persentase penanganan 100 100 Programn  Pencegahan  dan Kesehatan Dinas Kesehatan

kesehatan masyarakat penyakit menular (Diare, Penanggulangan Penyakit

dan pemenuhan DBD, Tb Paru dan Menular ‘

pelayanan kesehatan prneumonia balita)

dasar
Cakupan pelayanan balita 100 100 Program Perbaikan Gizi Kesehatan Dinas Kesehatan
gizi buruk Masyarakat ’
Cakupan pertolongan - 99,83 99,89 Program Peningkatan Kesehatan Dinas Kesehatan
persalinan di sarana Keselamatan Ibu Melahirkan dan
kesehatan Anak
Cakupan pelayanan anak 86,6 89
balita paripurna (%)
Cakupan pelayanan 55,11 65 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
kesehatan usia lanjut Kesehatan Lansia

Parat Hierarki Parat Koordinasi
kda SKPD) Bagian Pemrakarsa
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* Peningkatan ketahanan Persentase sekolah dan 35 39 Program Kesehatan Reproduksi Pengendalian Dinas Pengendalian
keluarga dan program organisasi kepemudaan yang Remaja penduduk dan Penduduk, Keluarga
keluarga berencana mendapatkan KIE reproduksi keluarga berencana Berencana,

remaja Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Persentase sekolah dan 5 35 Program Pengembangan Pusat Pengendalian Dinas Pengendalian
pondok pesantren yang telah Pelayanan  Informasi  dan penduduk dan Penduduk, Keluarga
membentuk PIK-R Konseling KRR keluarga berencana Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Cakupan PUS anggota 73,9 79 Program Pembinaan peran serta Pengendalian Dinas Pengendalian
UPPKS yang ber KB mandiri masyarakat dalam pelayanan penduduk dan Penduduk, Keluarga
KB/KR yang mandiri keluarga berencana Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Cakupan kelompok BKB 24,9 80,5 Program Pengembangan model Pengendalian Dinas Pengendalian
Holistik Integratif ber KB operasional BKB  Posyandu penduduk dan Penduduk, Keluarga
PAUD keluarga berencana Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
5 Menurunnya angka Mempercepat Peningkatan kapasitas Cakupan jumlah kader dalam 4109 70,7 Program ) Penyiapan  tenaga Pengendalian Dinas Pengendalian
kemiskinan penanggulangan dan keterampilan kelompok Tribina pendamping Kelompok Bina penduduk dan Penduduk, Keluarga
kemiskinan dan masya akat kurang Keluarga keluarga berencana Berencana,
meningkatkan kualitas mampu Pemberdayaan
hidup masyarakat Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Perluasan akses Persentase peningkatan 1,43 148 Program Pengembangan Sistem Koperasi, Usaha Dinas Koperasi dan
permodalan dan Usaha Mikro yang mendapat Pendukung Usaha Bagi Usaha | kecil, dan menengah Usaha Mikro
layanan keuangan bantuan modal Mikro
Parat Hierarki . Paraf Koordinasi
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No Sasaran . Strategi Arah Kebijakan “Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan FD P;.::’gggung .
: ' . - S AR Awal - Akhir - ‘ i S RN P
Renovasi Rumah Tidak | Rumah layak huni - 92,2 92,55 Program lingkungan sehat Perumahan rakyat Dinas Perumahan,
Layak Huni (RTLH}) perumahan dan kawasan Kawasan Permukiman
permukiman dan Pertanahan
Peningkatan Rata-rata jumlah kelompok 6,06 6,22 Program peningkatam Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
keberdayaan binaan lembaga keberdayaan masyarakat | masyarakat dan desa | Masyarakat dan Desa
masyarakat perdesaan pemberdayaan masyarakat perdesaan .
(LPM/LPMD)
Persentase pertumbuhan 217 2,95 Program Pengembangan Pemberdayaan - Dinas Pemberdayaan
lembaga ekonomi perdesaan Lembaga Ekonomi Pedesaan masyarakat dan desa | Masyarakat dan Desa
(¥}
Persentase swadaya 26,99 27,39 Program Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan
masyarakat terhadap Masyarakat dalam membangun { masyarakatdan desa | Masyarakat dan Desa
program pemberdayaan desa
masyarakat (%)
Pengendalian jumlah Persentase kebutuhan ber KB 9,98 6 Program Keluarga Berencana Pengendalian Dinas Pengendalian
penduduk yang tidak terpenuhi Penduduk dan Penduduk, Keluarga
(Unmeet Need) % keluarga berencana Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Cakupan penyediaan alat 2,68 125 Program Pelayanan Kontrasepsi _ Pengendalian Dinas Pengendalian
dan obat kontrasepsi untuk Penduduk dan Penduduk, Keluarga
memenuhi permintaan keluarga berencana Berencana, -
masyarakat Pemberdayaan
Perempuam, dan
Perlindungan Anak
Persenlase transmigran yang 100 100 Program fasilitasi transmigrasi Transmigrasi Dinas Koperasi dan
ditempatkan Usaha Mikro
Paraf Hierarki Paraf Koordinasi
' | SKPD! Bagiaa Pamrakarsa
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No. Sasaran Strategi . ‘|- ArahKebijakan Indikator Kinerja (Outcome} | Kondisi- |- Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan ' PD Pf:‘i:tg)mg o
A Lo s ] Al AR | - (R
6 Menurunnya Memperluas kesempatan | Peningkatan Persentase angkatan kerja 792 808 Program Peningkatan  Peran Pemberdayaan Dinas Pengendalian
pengangguran kerja dan usaha pemberdayaan perempuan serta dan kesetaraan gender Perempuan dan Penduduk, Keluarga
: perempuan dan dalam Pembangunan perlindungan anak Berencana,
ekonomi keluarga ' ) Pemberdayaan
Perempuan, dan
" Perlindungan Anak
Pengembangan industri | Persentase peningkatan 3,07 397 Program Pengembangan Koperasi, Usaha Dinas Koperasi dan
kreatif dan jumlah wirausaha baru Kewirausahaan dan Keunggulan | kecil, dan menengah Usaha Mikro
wirausahawan muda Kompetitif Usaha Mikro
kreatif .
Peningkatan kapasitas Persentase tingkat partisipasi 73 81 Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja . Dinas Koperasi dan -
dan keterampilan angkatan kerja (%} ' -" | dan Produktifitas Tenaga Kerja - Usaha Mikro
angkatan kerja untuk ‘
memenuhi kebutuhan
pasar Persentase Pembinaan 100 100 Program Pembinaan Lingkungan Tenaga Kerja Dinas Koperasi dan
Tenaga Kerja Sosial Ketenagakerjaan Usaha Mikro
7 Menurunnya Memberdayakan dan Peningkatan rehabilitasi | Persentase Penyandang 783 84,5 Program Pemberdayaan Fakir Sosial Dinas Sosial
penyandang masalah meningkatkan pelayanan | sosiaL pemberdayaan Masalah Kesejahteraan Sosial Miskin, Komunitas Adat '
kesejahteraan sosial terhadap penyandang sosial, dan penanganan | (PMKS) yang memperoleh Terpencil (KAT) dan Penyandang
masalah kesejahteraan PMKS bantuan (%} Masalah Kesejahteraan  Sosial
sosial (PMKS) Lainnya
Persentase korban bencana 60 66 Program Pelayanan dan Sosial Diruts Sosial
skala kab/kotayang~ ' Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : :
menerima bantuan selama
masa tanggap darurat (%)
Persentase eks penyandang g0 83 Program Pembinaan Eks Sosial Dinas Sosial
penyakit sosial yang dibina Penyandang Penyakit Sosial (Eks
(%) - . Narapidana, PSK, Narkoba dan
Penyakit Sosial)
Persentase lembaga 65 73,1 Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial
kesejahteran sosial yang Kelembagaan Kesejahteraan
mendapatkan pemberdayaan Sasiad
(%)
Peningkatan kualitas Persentase advokasi dan 36,96 50 Program Penguatan Pemberdayaan Dinas Pengendalian
hidup dan perlindungan | fasilitasi PUG dan anak (%) Kelembagaan Pengarusutamaan Perempuan dan Penduduk, Keluarga
. - rempuan dan anak ender dan anak rlindungan anak Berencan,
Paraf Hierarki Paraf Koordipasi peremp 8 Fe & Pemberday:'an
Sekda | 75— KR, Q‘b‘afqagimﬂnm 531 o,
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- ¥ L e S REMEIREEIREE S B T : ,-zijap‘aianKinerja%i;-?-’ T PR ERS RSN S (S R T T B
No [ Sasaran | . Strategi .| .Arah'Kebijakan /[ Indikét'o_'f Kinerja (outcome) | Khndisi. | Kondisi;| Program Prioritas Pembangunan’ | ¥/ Bidang Urusan™ * | " PD-{i;!ﬁgs;{mg -
Cakupan perempuan dan 100 100 Program Peningkatan Kualitas Perempuan, dan
anak korban kekerasan yang Hidup dan Perlindungan Perlindungan Anak
mendapatkan penanganan Perempuan
pengaduan oleh petugas
terlatih .
Persentase rata-rata jumlah 87,07 87,28 Program = Peningkatan peran Dinas Pemberdayaan
kelompok binaan PKK (%) perempuan di pedesaan Masyarakat dan Desa
B PR . B : . B :". S
8 N.[er.lgu.a.tnya kondisi Meningkatkan‘sinérgi Pemberian dukungan Nilai Realisasi Investasi ‘ 0,693 0,949 Program Peningkal;én Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman -
perekonomian daerah pengelolaan regulasi untuk (trilyxm) dan Kerjasama Investasi Modal dan Pelayanan
erckonomian daerah s ikli : d Pint
P momt : ﬁ::zlstz;ci’;i: g pnol_r,itif Persentase Keraikan Nilai 26,84 75 Terpadu Satu Pintu
Realisasi PMDN ‘
Penyelenggaraan Pelayanan 100 100 Program Peningkatan, Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman
Perizinan Terpadu Satu Pintu v Investasi dan Realisasi Investasi _ Modal dan Pelayanan
Lama proses izin usaha 5 3 Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal (hari) '
Jumlah Perda dan Perbup 4 6
dan kebijakan lain yang
mendukung iklim infestasi
Persentase permohonan izin 100 100 Program Pembinaan dan Energi dan Sumber | = Dinas Penanaman
energi dan sumber daya ' ' Pengawasan Pemanfaatan Energi " Daya Mineral . Modal dan Pelayanan
mineral yang dilayani dan Sumber Daya Mineral ’ Terpadu Satu Pintu
Peningkatan Persentase komoditas 100 100 Program Perlindungan Perdagangan Dinas Perindustrian
pengendalian harga perdagangan yang di awasi Konsumen dan Pengamanan dan Perdagangan
bahan pokok peredarannya Perdagangan
Pengembangan sarana Persentase rata-rata pasar 80,25 87 Program Pengembangan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian
prasarana perdagangan | daerah dalam kondisi baik dan Prasarana Perdagangan dan ' dan Perdagangan
untuk mendukung Jasa
produksi dan distribusi | Omset penjualan komoditas 1M 921 M | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dinas Perindustrian
perekonomian di daerah | unggulan Perdagangan Dalam Negeri dan Perdagangan
Cakupan bina kelompok 125 18,75 - | Program Pembinaan Pedagang Perdagangan Dinas Perindustrian
pedagang/usaha informal ' Kald Lima dan Asongan dan Perdagangan
Paraf Higrarki Parat Xnoringhi
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-.No . Sasaran . . il ‘Strategi’ .~ | . ArahKebijakan | Indikator Kinerja {outcome) |‘ Kondisi Kond,g, Program Prlontas Pembangunan - Bidang Urusan' - FD Pf;‘;'a‘ﬁg_“f‘g .
Persentase Peredaran Barang 0,21 O 1 Program Pembmaan ngkungan Perdagangan Dinas Perindustrian
Kena Cukai Ilegal Sosial Bidang Perdagangan . * dan Perdagangan
9 Memngkatnya Meningkatkan peran UM | Penguatan dan Persentase Koperasi Mandiri 0,81 242 Program Péningkatan Kualitas Koperasi, Usaha ~ Dinas Kopérasi dan
kemandirian Usaha dan koperasi dalam pemberdayaan UM dan R : Kelembagaan Koperasi kecil, dan menengah . Usaha Mikro
Mikro dan koperasi aktifitas ekonomi untuk koperasi ‘ ‘ ) . ) . o . ‘
' : mendukung sektor- ‘ ‘ : ‘ ' : e e . ; |- . o
unggulan daerah Pengembangam sistem Persentase Usaha Mikro yang 347 352 Program Penciptaan Iklim Usaha Koperasi, Usaha .. | Dinas Koperasi dan
kemitraan UM dan dibina . Mikro yang Kond usif kecil, dan menengah | Usaha Mikro
koperasi dengan sektor :
unggulan daerah
10 | Meningkatnya kinetja | Meningkatkan Mendorong Jorlah industr keail 1357 | 12657 | Program Pengembangan lndustn Perindustrian | _ Dinas Perindustrian
sektor industri pengembangan sektor pengembangan industri | menengah dan kerajinan - Kec:l dan Menengah : - dan Perdagangan
industri untuk kecil dan menengah : : ‘ o
mendukung sektor :
unggulan daerah Perluasan jaringan Cakupan bina kelompok 395 471 Program Pembinaan Lingkungan Perindustrian Dinas Perindustrian
kerjasama dan pengrajin Sosial Bidang Perindustrian ‘ dan Perdagangan
pemasaran hasil industri : '
kecil dan menengah -
11 | Meningkatnya kinerja Meningkatkan Peningkatan Persentase pengelblaan 25 63 Prograhi ' Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata,
sektor pariwisata daerah | pengembangan sektor pengelolaan destinasi destinasi wisata di Destinasi Pariwisata ' Pemuda dan Olahraga
pariwisata unggulan wisata unggulan Kabupaten Pacilan '
daerah yang terintegrasi
dan berdaya saing Persentase museum Geosite 4?2 75 Program Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Dinas Pendidikan
yang dikembangkan (%) Budaya _ -
Persentase penyelenggaraan 69 80 -Program Pengelolaan Keragaman Kebudayaan Dinas Pendidikan
festival seni dan budaya di Budaya T
Kabupaten Pacitan yang
difasilitasi (%)
Perluasan jaringan Persentase peningkatan 33 67 Program Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata,
kerjasama dan jumlah kunjungan wisata Pemasaran Pariwisata Pemuda dan Clahraga
pemasaran pauiwlsata . s .
TR i LY 4
Parat Hierarki { Parat Koerdirasi
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I . { Capaian Kinerja . [
No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) | kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan PD Pj’:ﬁ’;ﬁﬁ““ﬁ
, N o . “Awal | Akhir , S
12 | Meningkatnya daya Meningkatkan kualitas Pemenuhan Indeks Pertanaman Padi (1P} 1,75 1,77 Program Peningkatan Penerapan Pertanian Dinas Pertanian
saing sektor pertanian produksi dan infrastruktur pertanian Teknologi Pertanian/perkebunan
produktifitas sektor di sentra produksi Diseminasi teknologi 7.56 54,40
pertanian pangan pertanian pada kelompok
tani (%)
Peningkatan kelas kelompok 262 3,26
tani (%)
Cakupan kelompok tani yang \] 525
dilatih teknologi perkebunan
Produksi perikanan 10.891,42 | 12626,14 | Program Pengembangan Kelautan dan - Dinas Perikanan
kelompok nelayan (ton) Perikanan Tangkap Perikanan
Produksi perikanan budidaya | 801.448 | 1.290.740 { Program Pengembangan Kelautan dan Dinas Perikanan
(kolam, keramba, minapadi, Budidaya Perikanan Perikanan
tambak) (ton)
Produksi produk hasil olahan | 139828 | 1.784,60 | Program Optimalisasi Kelautan dan Dinas Perikanan
perikanan (ton) pengelolaan produksi Perikanan Perikanan
Diseminasi teknologi D84 324 Program Peningkatan Penerapan Pertanian Dinas Pertanian
petemakan pada peternak Teknologi Peternakan
(%)
Penguatan dan Persentase pelaku usaha -0 25 Program Peningkatan Kapasitas Pertanian Dinas Pertanian
pemberdayaan petani perkebun yang mendapat Pelaku usaha -
dan pelaku usaha sektor | pembinaan Pertanian/Perkebunan
pertanian
Cakupan masyarakat 4,514 5.761 Program Pemberdayaan Kelautan dan Dinas Perikanan
perikanan yang inandiri Ekonomi Masyarakat Perikanan Perikanan
(orang)
Persentase peningkatan 6,80 5 Program Peningkatan Kualitas Pertanian Dinas Pertanian
produksi tanaman tembakau Bahan Baku
Status kesehatan ternak (%) 875 39 Program  Pencegahan  dan Pertanian Dinas Pertanian
Penanggulangan Penyakit Ternak
Produksi daging (kg) 3.247.446 | 3.599.625 | Program Peningkatan Produksi Pertanian Dinas Pertanian
Produksi telur (kg) 298000 | 552004 | Hasil Petemakan
Produksi Susu (1t) 21.600 23.942
Farat Hierariu Par3t Noortinasi
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: o . Capaijan Kinerja - o - S o
. No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (outcome) { . Kopdisi |- Kondisi | Program Prioritas Pembangunan Bidang Urusan FD P]e:::%gt g
' : ~ Awal Akhir ' ' ‘
Populasi ternak potong besar 85.399 94.660
(ekor)
Populasi ternak potong kecil 171.213 189.780
(ekor)
Populasi unggas (ekor) 1.111.778 | 1232341
13 | Meningkatnya Pacitan bebas rawan Mendorong Ketersediaan pangan (ton) : Program peningkatan ketahanan Pangan Dinas Pangan
ke(tl«:sediaan dan pangan teanekan_agaman ~ Beras 116117 12000 | pangan
ol an
cacangan pangan masyarakat “Jagang 102256 | 107.470
-Kedelai 6026 6533
- Daging 1736 1917
=Telur 373 392
-Ikan 8521 8.956
Cadangan pangan 2100 ton | =100 ton
pemerintah kabupaten (ton)
Skor Pola Pangan Harapan 79,84 86,8
(PPH) ‘
Pangan yang aman 89 899
Peningkatan produksi Produksi hasil perkebunan 37482 38232 | Program Peningkatan Produksi Pertanian . Dinas Pertanian
dan ketersediaan (tor/Ha) Pertanian/Perkebunan '
jut
pangan berkelanjutan Produktifitas padi atau bahan 5457 55
pangan utama sektor lainnya
per ha (kw/h)
Produktifitas tanaman 90,61 91,09
pangan per ha padi dan .
palawija (kw/h)
Produksi tanaman pangan 885.114 889.804
padi dan palawija (ton)
Produksi hortikultura (ton) 65.836 100.663
14 | Meningkatnyalayanan | Meningkatkan kualitas Peningkatan kualitas Persentase jalan dan Program Pembangunan ]alah dan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
infrastruktur dasar yang | infrastruktur dasar yang | dan kuantitas jembatan yang dibangun Jembatan ’ dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
Parat Hibrarki Aot
Sekda I | SKPD!Bagian Peavakarsa
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‘No | ' sdsamn |7 sategi Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi | Program Prioritas Pembangunan | ) vt S R
menjangkau seluruh memadai -Jalan 398 100 Ruang
wilayah transportasi darat (jalan [ “Jertatan 428 95,83 '

dan jembatan) , - . - -
Persentase jalan dan Program Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
jembatan dalam kendisi baik Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan | dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
~Jalan 56,15 659 | danjembatan - Ruang -
-Jembatan 92,81 93,63
Persentase peningkatan Program Peningkatan Sarana dan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
sarana dan prasarana Prasarana Kebinamargaan dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
kebinamargaan Ruang
- Alat berat 68,57 71,19
- Alat laboratorium 93,55 . 96,91
Persentase jalan poros desa Program Pembangunan Pekerjaan Umum . Dinas Pekerjaan
dan jembatan perdesaan Infrastruktur Perdesaan dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
dalam kondisi baik Ruang
-Jalan - 24,75 36,21
- Jembatan 501 59,7 ‘ o :
Persentase permukiman 0,057 0 Program penataan dan - Perumahan rakyat Dinas Perumaharn,
kurnuh peningkatan kualitas kawasan dan kawasan Kawasan Permukiman
permnukiman permukiman dan Pertanahan
Peningkatan pembangunan 55,38 67,88
jalan lingkungan
Persentase Pembangunan 41,520 . 52,05
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum
Persentase peningkatan 1] 10,50 Program Pembinaan Lingkungan Perumahan rakyat Dinas Perumahan,
prasarana permukiman Sosial bidang Sarana Prasarana dan kawasan Kawasan Permukiman
' Permukiman . permukiman dan Pertanahan
Persentase penerapan norma 33,94 8337 Program Pemnbarngunan Perhubumgan Dinas Perhubungan
keselamatan bidang prasarana dan fasilitas
perhubungan Perhubungan
Persentase prasarana dan 31,71 - 71,74 Program Rehabilitasi ~ dan Perhubungan Dinas Perhubungan
fasilitas perhubungan dalam pemeliharaan  prasarana dan ‘
kondisi baik fasilitas LLA] _
Persentase Angkutan laik 3944 39,65 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Dinas Perhubungan
Paraf Higrarki Para’ chrding”i ]alan (lulus 'l.l]l.) gk'll
™ | SKFDI Bagian Pemrakarsa
kda .
> Y ! ___‘_5"'4 % RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten ?‘[ fKPDI Baygian larkait: : B ‘ Ll '
Kabag




KEBIJAKAN UMUM DAN PROGI. PEMBANGUNAN DAERAH
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;::’.,'-.‘_—._':*::s;-.:-: _rmere

Sl S S L S caPaia“Ki“Efia B P S ‘ : :
No Sasaran’ - '_,)Strateg‘i Arah K\ebijkélﬂ'can lndi:kétor Kinerja (outeome) | Kondisi | Kondisi 'Egogram Prioritas Pembangunan { * ,'BiQQng Urusan - | * PD_ P;:‘izg%ling .
Persentase pemenuhan 36,77 60.66 Program Pembangunan sarana Perhubungan Dinas Perhubungan
sarana dan prasarana dan prasarana Perhubungan .
perhubungan :
Persentase tersedianya sarana 64,64 95,15 Program  Pengendalian  dan Perhubungan Dinas Perhubungan
pengendali dan pengamanan Pengamanan lalu lintas '
lalu lintas o '
Peningkatan kualitas Persentase Penduduk 50,05 60,75 Program pengembangai kinerja Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
dan kuantitas berakses air bersih pengelolaan air minum dan air dan penataan Ruang  Umum dan Penataan
infrastruktur air minum limbah Ruang
Peningkatan kualitas Persentase rumah tangga ber- 87,56 95,06
dan kuantitas -~ Sanitasi ' ' '
infrastruktur sanitasi :
Inirastruiur samast Drainase dalam kondisi baik 80,54 85,4 Program pembangunan saluran Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
‘ drainase/gorong-gorong dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
' _ Ruang
Peningkatan kualitas Persentase luas sawah 44,30 " 60,80 Program Pengembangan dan - Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
dan kuantitas beririgasi dalam kondisi baik S Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
infrastruktur sumber Rawa dan Jaringan Pengajran ‘ Ruang
daya air dan irigasi Persentase panjang irigasi 39,30 46,00 Lainnya '
dalam kondisi baik
Luas sawah baru beririgasi [f} 800
(Ha) S : .
Jumlah embung dalam 11 21 Program pengembangan, Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
kondisi baik pengelolaan  dan  konservasi | dan penataanRuang | Umum dan Penataan
sungai danau dan sumber daya Ruang
air lainnya
Menetapkan rencana Jumlah dokumen tata ruang 4 1z Program perencanaan tata ruang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
strategis dalam yang dihasilkan ‘ dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
mendorong Ruang
pengembangan wilayah
Persentase bangunan ber IMB 71,72 84,22 Program pemanfaatan ruang Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
per total bangunan dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
Ruang

'RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021




KEBUAKAN UMUM DAN PROGI&I PEMBANGUNAN DAERAH

S : Capaian Kinerja . ) . ‘ . _ SRR
No ‘Sasaran Strategi Arah Iggbijékan Indikator Kinerja {outc Kondisi | “Kondisi | Program Priotitas Pembangunan Bidang Urusan o D ?;:;a;gggung o
Jumlah rekomendasi 181 29 Program pengendalian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
pemanfaatan ruang yang - pemanfaatan ruang dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
diterbitkan Ruang
Jumlah penataan kawasan 7 12 Program pengembangan wilayah | - Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan
dan penanda kawasan strategis dan cepat tumbuh dan penataan Ruang | Umum dan Penataan
- ' Ruang .
15 Mexiingkatnya kualitas Meningkatkan Peningkatan Persentase pengolahan 27 30 Program Pengembangan Kinetja Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
lingkungan pengelolaan lingkungan | pengelolaan sampah sampah akhir Pengelolaan Persampahan Hidup
hidup sesuai daya dan pengendalian :
dukung dan daya pencemaran lingkungan Persezlt_la S€ penanganan 20,35 97,85
tampung : samp '
‘ Penghargaan Kebersihan ada ada
Nasional _ ‘
Jumlah sekolah berwawasan 41 563
lingkungan {Adiwiyata)
Penumbuhan bank sampah 13 80
Persentase industri hasil S0 100 Program Pembinaan Lingkungan | Lingkungan Hidup Dinas Lingkumgan
tembakau yang teruji kualitas ' Sosial Bidang Lingkungan Hidup
lingkungan hidupnya Hidup
Jumlah Taman Kehati 0 5. Program Pengelolaan Ruang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Terbuka Hijau {(R1TH]J _ Hidup
Persentase taman kota yang 36,9 60,2
tertata
Jumlah lokasi pemantauan 156 200 Program Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas 1 ingkungan
kualitas lingkungan yang ’ Pencemaran dan Perusakan Hidup
disampling Lingkungan Hidup
Persentase Pengaduan - 100 100
Masyarakat Akibat Adanya
Dugaan Pencemaran
dan/ atau Perusakan ‘
Lingkungan Hidup yang
Ditindaklanjuti
Paraf Hiararki Paraf Koordinasi _
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KEBISAKAN UMUM DAN PROGQI PEMBANGUNAN DAERAH

L tukum

3

e, e[ . | CapaianKineda. ;|- Gl e e
No o ;.‘,;_ais{.arah‘ TR Strategi' “-Arah Kebijakan . Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi | Kondisi - | Pregram Prioritas Pembangunan Bidang Urusan . PD P;:::_’:;ggung
' ' c : ~ o T Awal Akhir . |. R ' 7 S Co TR :
Indeks Tutupan Hutan (ITH) 72,27 72,42 Program Perlindungan dan - Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
Konservasi Sumber Daya Alam Hidup
‘ . ““f . :«» S ] o §§\ . : I B L I ‘ ) s f:«w : . . : L B 'd;*:
16 - | Meningkatnya Meningkatkan keamanan | Peningkatan kualitas Jumlah kejadian terkait 0 -0 Program Peningkatan Kerukunan | Penunjang Urusan SETDA
kenikunan, kemanan dan ketertiban keagamaan dan konflik keagamaan ) Umat Beragama Pemerintahan -
dan ketertiban masyarakat (Pacitan kerukunan hidup umat ' Daerah
Adem Ayem) beragama. : : .
Penumbuhan rasa Persentase petugas LINMAS 27 100 Program Pemberdayaan Ketenteraman, SATPOL TP
nasionalisme dan akhlak { terlatih (%) masyarakat untuk menjaga | ketertiban umum,
mulia ketertiban dan keamanan dan perlindungan
masyarakat
Persentase jumlah - 90 74 Program Pemeliharaan Ketenteraman, ‘ SATPOL PP
pembinaan, pengawasan dan - ‘ Ketentraman, Ketertiban dan | ketertiban umum, '
penyelesaian pelanggaran’ Pencegahan Tindak Kriminal “dan perlindungan
PERDA dan PERKADA (%) _ masyarakat
Jumlah patroli petugas Satpol 2 2 Program Peningkatan Keamanan Ketenteraman, SATPOL PP
PP dalam 24 jam (kali} dan Kenyamanan Lingkungan ketertiban umum,
dan perlindungan
. masyarakat :
Persentase penduduk yang 1,95 13,63 Program pengembangan _Penunjang Urusan Badan Kesbangpal
mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan Pemerintahan
wawasan kebangsaan : ' : Daerah
Persentase pembinaan 100 100 Prograin pendidikan politik Perumjang Urusan Badan Kesbangpol
terhadap LSM, Ormas, OKP masyarakat Pemerintahan
dan Partai Politik Daerah
Pelestarian seni budaya | Persentase seniman/ 85 100 Program pengembangan nilai Kebudayaan Dinas Pendidikan
tradisonal dan benda - budayawan yang di bina (%) : : budaya '
cagar budaya serta _ ‘
kearifan lokal sebagai
jati diri masyarakat
Pacitan
Paraf Hierarki Paraf Koordinasi -
SKPD/ Bagian Pemrakarsa é_
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_NDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS bISERTAl KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Rencana program prioritas Kabupaten Pacitan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai
visi dan misi pembanguman Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 maupun untuk
pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program prioritas
pada bagian ini dibuat untuk masa lima tahun bagi masing-masing PD. Masing-masing program
dilengkapi dengan target indikator kinerja untuk menunjukkan tingkat capaian rencana
- pembangunan. '
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk
penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai
. kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai aﬁuan bagi PD dalam penyusunan Rencana
Strategis perangkat daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta
kebutuhan pendanaannya. Setiap program disajikan lengkap dengan indikator program, kondisi awal
perencanaan, target dan pagu per tahum selama 5 {lima) tahun, kondisi akhir, dan perangkat daerah
penanggung jawab. Secaré lengkap program-program tersebut disajikan pada Tabel 8.1.
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_ INDIKASI RENCANA PROGRAM P&!ITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Tabel 8.1

INDIKASI RENCANA PROGRAM

PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

KABUPATEN PACITAN N
. BidangUnigan * " dikts | Kondisi - Capaian Kiner]a Program dan Kerangka Pendansan . . -
. 1katar . n n
Pemerintahan - Kinwja : . S - Kondisi Kbrerja Pada Akhir
No dan Program Prioritas M g |- Awal ReavD ST - 18 219 2. Lo " Periods RPIMD Penanpauny
- Pembangunan o e @018) s qarget . Rp target Rp target Rp target - “Rp ... ‘) “target " | -, Rp " Target . " Rp _
{n ¢ 3 4 ] it /] ] {9 {10) {14 (12 13 (14) {15 (19 1M
A URUSAN PEMERINTAHAN o
T | WAJBYANG BERKAITAN :
& * DENGAN PELAYANAN ‘s DT S
: DRBRR? A T e a g
PEND — : - G | %'?%’{*{55 > F Q“t;@g};, 5 ) %3"1:’?@%’ 2 i ?%3}"‘ > ¢ % T R R i H ey ' ;
Program pendidikan anak APK PAUD 75481 4.117.300.000 4,750.000.000 85,12 4.975.000.000 86,68 5.300.000.000 86,66 23.617,300.000 Dinas Pendidikan
usia dini .
Program wajib belajar Angka partisipasi mumi 27.747.870.000 30.750.000.000 31.250.000.000 33.850.000.000 34.600,000.000 158.197.870.000 | Dinas Pendidikan
pendidikan dasar sembilan {APM): . ] o .
tahun . :
-SoMi 99,03 99,06 99,09 9912 P15 99,2 o2
~ SMP/MTs -804 [ 8518 8522 6528 853 85,3 6.3
Persentase Angka :
kelulusan : :
-SDIMI 100 100 100 100 100 100 100
- SMPMTs 100 100 100 100 100 100 100
Angka Partisipasi Kasar
{APK)
- SD!MIPaket A 103,12 103,14 103,15 103,16 103,17 103,18 103,18
- SMP/MTs/Paket & 98,62 98,74 98,81 98,95 99,00 99,10 9910
Angka rata-rata tama 7.27 [ 135 74 1.4 5 15
sekotah
Program pendidikan non Angka Melek Huruf {AHM) 92,83 93,33 560.000,000 93,83 610.000.000 2433 648.000.000 9483 6A7.000.000 9533 730.000.000 9533 3.235.000.000 | Dinas Pendidikan
formal pada usia 155/d §9 th :
Program peringkatan mutu Persentase guru yang 1.775.000.000 1.925.000.000 2,045.000.000 2.170.000.000 2310.000.000 10.225.000.000 Dinas Pendidkan
pendidik dan fenaga berkualifikasi minimal 51
kependidikan
- SOMI 87,78 83,00 88,5 89 89,5 € %
- SMPMTs 95.51 95,75 9% 96,25 9.5 96,76 96,75
Program manajemen Nilaiindexs kepuasan 80,90% 81,10% 1.275.000.000 81,20% 1.385.000.000 81,30% 1.471.000.000 81.40% 1.560.000.000 81,50% 1.650.000.000 81,50% 7.341.000,000 Dinas Pendidikan
pelayanan pendidikan masyarakat bidang
pendidikan
Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 7.764.420.500 100 1.775.000.000 100 7.800.000.000 100 7.850.000.000 100 7.875.000.000 100 39.064.420.500 Dinas Pendidikan
Administrasi Petkantoran kebutuhan dasar
operasional PD
Paraf Hierarki Parat Kooriinasi
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Bldang Urusan Indikatar Kandlsi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan - PD
- . ' : ' Ko
™ dan ';:;';‘:'::‘n";:: ien Kinesa Program oD - - 2017 2018 2018 220 2021 - ndlst Kinerja Pads Akt Perangqun
Pambangunan foutcame) - (2015) target Rp farget Rp. target Rp target Rp - target Rp Torgok Rp o
7 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 1.080.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.000 100 1.000.000.060 100 5.080.000.000 Cinas Pendidikan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan
Aparatur pemeliharaan sarana
prasarana kerja sesua
standar daerah
8 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B . 50.000.000 >B 220000000 | Oinas Pendidikan
Pengembangan Sistem
Petaporan Capa'an Kinerja
dan Keuangan
i}, | KESEHATAN:- . . ] ..o . 0 ¢ S L S R S i e A A s VA R E Tennitay el
1 Program Promosi Kesehatan ) Cakupan Desa Siaga Aktif 8,77 11,70 1.500.000.000 14,62 1.625.000.000 17,54 1.726.000.000 2047 1.835.000.000 23,39 . 1.956.000.000 2339 8.642.000.000 Dinas Kesehatan
dan Pemberdayaan berstrata PURI
Masyarakat
2 | Program Pengembangan Cakupan rumah sehat 731 75,00 420.000.000 76 455,000,000 i 483.000.000 78 512 500.000 79 546.000.000 79 2416.500.000 | Dinas Kesghatan
Lingkungan Sehat
3 | Program Pengadaan, Cakupan gedung 718 51,28 22.412.650.000 64,1 24.285.000.000 76,92 25.800.000.000 84,62 29.350.000,000 89.74 32.760.500.000 89,74 134.608.150.000 Dinas Kesehatan
Peningkatan dan Perbaikan puskesmas‘pusty dalam
Sarana dan Prasarana kondisi baik
Puskesmas/ Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya
4 | Program Obatdan Pessentase Ketersediaan 9% 95,00 7.197.770.000 9 7.799.000.000 9% 8.2685.000.000 97 8.791.000.000 98 9.370.000.000 98 41442770000 | Dinas Kesehatan
Perbekalan Kesehatan obat sesual dengan :
kebutuhan
5 | Program Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan &
Masyarakat RSUD
Persentase kunjungan 8575 86,75 20.381.764.125 87.25 31.836.950.000 87.75 33.823.400.000 83,25 37.892.300.000 86,75 40 268.350.000 88,75 173.202764.125 Dinas Kesehatan
puskesmashvisit rate
Persentase Penduduk yang 10,44 10,60 1.926.000.000 10,79 2.087.000.000 10,99 2.217.000.000 1,19 2.352.000.000 11,36 2 507.000.000 11,36 11.089.000.000 RSUD
memanfaatkan Rumah
Sakit
€& | Program Standarisasi Cakupan Sarana 0 B3 2.396.000.000 66,67 2.596.212.000 100 2 708.202 000 100 2 873.800.000 100 3.064.000,000 100 13.638.214 000 Dinas Kesehatan
Petayanan Kesehatan Kesehatan Berstandar
7 | Program Pencegahan dan Persentase penanganan 100 100 325.000.000 100 350.000.000 100 371.000.000 100 390.000.000 100 415.000.000 100 1.651.000.000 | Dinas Kesehatan
Penanggulangan Penyakit Penyakit menular (Diare,
Menular DBD, Th Paru dan
pneumonia balita)
8 { Program Perbaikan Gizi Cakupan pelayanan baiita 100 100 500.000.000 100 541.000.000 100 674,000.000 100 609.000.000 100 649.000.000 100 2 873.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat gizl buruk
9 | Program Peningkatan Cakupan pertolongan 9983 99,85 3622.455.750 99,86 3925.152 000 9987 4.170.061.000 99,88 4.425.141.000 99,89 4.718.083.000 99,89 20.860.892.750 | Dinas Kesenatan
Keselamatan lbu Melahirkan | persalinan & sarkes
dan Anak
Cakupan pelayanan anak 85,6 87.20 87.5 88 8,5 89 89
balita paripuma
10 | Program Peningkatan Cakupan pelayanan 55,11 58 50.000.000 60 65.000.000 62 6.000.000 64 60.000.000 65 65.000.000 65 236.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan kesehatan usia lanjut
Lansia
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. Bidang Urasan ket - Kondisi o Capalan Kineija Program dan Kerangka Pendanaan . . Pb
Pamarintahan Kin : : . Kondisd Kiner| :
Wo | 4an Program Priorttas '“"(‘;‘a!;"’“)”’" AvorRoD | 17 : 218 2019 2020 2021 peﬁodej;:‘,aﬂg“""." | Penanggung
Pembangunan veome. @015) target Ro target Rp . target | . - R target " Rp | target Rp Target “Rp Jawd
11 | Program pengadaan, Sarana dan prasarana 27.336.659.000 29.119.578.000 30.562 119.000 32.064.569.000 33.790.030.000 152 872 955.000 RSUD
peningkalan sarana dan rumah sakit yang
prasarana romah sakit/ representatif :
numah sakit jiwafrumah Sakit
pary-panirumsh sakit mata
~ Persentase ruang rawat 69,57 70.83 72,20 73,50 7400 74,20 74,20
inap Rawat Jalan, Rawat
Inap dan Penunjang Medis
dan kantor Rumah Sakit
datam kondisi baik
- Persentase kelayakan 88,97 86 86,18 86,35 66,51 86,67 86,67
peralatan pelayanan pada
Rawat Jadan, Rawal Inap
dan Penunjang Medis
{kondisi baik)
- Persentase jumlah 77,78 80 81,80 81.80 81.80 83,30 83,30
ambulancaimobil jenazah
yanq berfungsi dengan baik
12 | Program peningkatan muty Cost Recovery Rate 240% 240% 60.435.000.000 240% 65.485.028.048 z40% 69.570.953.731 240% 73.826.565.245 z40% 78.713.845.194 240 % 348.031.392218 RSUD
Pelayanan BLUD .
13 | Pmgram kemitraan Pessenlase karyawan yang 442 45,03 16.075.000 45,63 234.130.000 46,25 248.739.000 46,85 263.954.250 47 46 281.427.000 4746 1.244.325.250 RSUD
peningkatan pelayanan mendapalkan pelathan
kesehatan minimal 20 jam dalam
setahun
14 | Piogram Pembinaan Persentase penyediaan 71,88 7447 2.000.000.000 75 2 100.000.000 75,44 2200.000.000 75,81 2.300.000.000 76,12 2400.000.000 76,12 11.000.000.000 RSUD
" | Lingkungan Sosial Bidang sarana pefayanan
Kesehatan kesehalan masyarakat
15 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 1.025.000.000 100 1.025.000.000 100 1.030.000.000 100 1.040.000.000 100 1.050.000.000 100 §.170.000.000 Dinas Kesehatan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasional PD .
16 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 2175.000.000 100 2 180.000.000 100 2185.000.000 100 2 190.000.000 100 2.200.000.000 100 10.930.000.000 Dinas Kesehatan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan pemeliharaan
Aparatur sarana prasarana keija
sesuat standar daerah
17 | Program Peningkatan Hasil nia Evaluasi SAKP cc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Kesehatan
Pengemtiangan Sistem FD
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
AN BT n e 500 ¥ ST R e FrAS e ¥}
PENKTRAN SUANG": . e i o oL S S TLT L e ST Sl i3
Program Pembangunan Per: 14.550.000.000 15.682.000.000 16.698.000.000 17.652.000.000 18.648.000.000 83.030.000.000 Dinas Peketjaan
Jalan dan Jembatan jembatan yang dibangun Umum dan
Penataan Ruang
-Jaian 398 75,70 100 100 100 100 100
- Jembatan 428 75 83.33 9167 93,75 85.83 9583
2 | Progsam Rehabilitasy Persentase jalan dan 97.922. 244 575 106.836.954.442 108.698.230.541 118.830.709.065 126.622.705.761 558.910.854.384 Dinas Pekerjaan
pemeliharaan Jalan dan jembatan dalam kondisl Umum dan
Jembatan baik Penataan Ruang
- Jaan 56,15 69,84 61,70 63,56 6543 65.93 6593
- Jembatan 92,81 93 93,25 93,38 93.50 93,63 93.63
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Bidang Urusan hdilé S 'Kohdlsl Capalan Klnerja Program dan Kerangka Pendanaan - Pn'
tor . . .
" Psmerintahan : - Kinarja Co : . : Kondist Kinesja Pada Akhie _
Mo dan Progeam Priaritas Heoria c’;’:g;‘"“ Aual RPJMD o A8 A - ., a1 Periode RPJMD Penanggung
Pemiwngunan PR 2015 target Rp target . Rp : target Rp - target . Rp target Rp Target Rp
3 | Program Peningkatan Persentase peningkatan 850.000.000 860.000.000 | - 870.000.000 $80.000.000 890.000.000 4.350.000.000 Dinas Pekefjaan
Sarana dan Prasarana sarana dzn prasarana Umum dan
Kebinamargaan kebinamargaan Penataan Ruang
- Kat Berat 68,57 70 69,97 70,38 70,78 19 n1
- At Laboratorium 93,55 95 95,34 95,87 96,39 95,91 96,91
4 | Program Pengembangan Persentasa luas sawah 44,30 49,80 11.415,000.000 52,50 12.358.852.500 55,30 13.140.604.600 58 13.944.407,100 60,80 14.867.519.550 60,80 66.736.383.760 Dinas Pekerjaan
dan Pengetolaan Jaringan beririgasi dalam kondisi Umumdan -
irigasi, Rawa dan Jaringan baik Penataan Ruang
Pengairan Lainnya
Persentase panjang irigasi 39,30 41,60 4270 43,60 44,30 46,00 45,00
dalam kondisi baik
Luas sawah baru tevirigasi 0 160 320 480 640 800 800
{ha
5 | Program pengembangan, Jumizh embung Dalam 1 13 4.300.000.000 15 4,650.000.000 17 4.940,000,000 19 5.242.000.000 2 4§.589,000,000 A 24.721.000.000 Dinas Pekerjaan
pengelolaan dan konservasi | kondisi baik . Umum dan
sungai, danau dan sumber Penataan Ruang
daya air lainnya -
6§ | Program Pembangunan Persentasejalan poros desa 8.075.000.000 9.415.512.000 10.691.000.000 11.977.450,000 13.306.950.000 53.465.912.000 Dinas Pekerjaan
Infrastruktur Perdesaan dan jembatan perdesaan Umum dan
dalan kondisi baik Penataan Ruang
« Jalan 2475 29,19 A4 33,62 35,84 BN 36,2
- Jembatan 50,10 54 55,22 66,71 5.2 59,70 59,70
7 | Program pengeinbangan Persentase Penduduk 60,05 52,55 8.956.922.500 54,58 9.700.000.000 66,70 10.305.000.000 58,95 10.835,000.000 60,75 11,650.000.000 60,75 51.646.922.500 Dinas Pekerjaan
kinerja pengelolaan air berakses alr bersih Umum dan
minum dan air limbah Penataan Ruang
Persentase rumah tangga 87,56 89,06 90,56 92,06 93,56 95,06 95,06
bersanitasi
8 1 Program pambangunan Drainase dalam kondisi 80,54 8204 2.070.000.000 83,54 2.242000.000 85,04 2.382.000.000 86,54 2.527.000.000 88,04 2.695.000.000 88,04 11.916.000.000 Dinas Pekerjaan
saluran drainase/garang- baik Umum dan
gotong Penataan Ruang
9 | Program pangembangan Jumiah penataan kawasan 7 9 1.204.320.000 10 1.305.000.000 1 1.386.000.000 12 1.471,000.000 12 1.568.000.000 12 6.934.320.000 Dinas Pekerjaan
wilayah strategis dan cepat dan penanda kawasan Umum dan
funbuh Penataan Ruang
10 | Program perencanaan fata Jumizh dokumen tata ruang 4 6 1,100.000.000 6 1,191.000.000 8 1.266,000.000 10 1.342.000.000 12 1.432.000.000 12 6.332.000.000 Dinas Pekerjaan
fuang yang dihasilkan Umum dan
Penataan Ruang
11 { Program pemantaatan iang [ Persentase bangunan ber " 1422 250.000.000 76,72 270.000.000 19,22 267.000.000 81,72 305.000.000 un 325.000.000 84.22 t.437.000.000 Dinas Peketjaan
IMB per tola bangunan Umum dan
Penataan Ruang
12 { Program pengendalian Jurnizh rekomendasi 181 20 150.000.000 235 165.000.000 250 175.000.000 265 185.000.000 290 197.000.000 290 672.000.000 Dinas Pekerjaan
pemanfaatan fuang pemanfaatan uang yang Umum dan
diterbitkan Penataan Ruang
13 | Program Pelayanan Tingkat pernenuhan 100 100 1.000.000,000 100 1,015.000.000 100 1.025.000.000 100 1,035.000.000 100 1.050.000.000 100 5.125.000.000 Dinas Pekerjaan
Administrasi Perkanoran kebutuhan dasar Umum dan
operasiona PD Penataan Ruang
14 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 13.550.000.000 100 13.600.000.000 t00 13.750.000,000 100 13.900.000.000 100 14.000.000.000 100 66.800.000.000 Dinas Pekerjaan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan pemeliharaan Umum dan
Aparalur sarana prasarana kerja Penataan Ruang
sesuai standar daersh
Paraf Hinrarki Parat Koordinash
PDf Barian Pemrak
Sekda f SK ] mrakarsa f
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Bidang Urusan -

tnaukeator .

" Kondial

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

— D
Pemerintaban - Kinesja . Kondisi Kinerja Pada ANnir - - )
Mo | ganProgram Priositas | . '“"gfm';':lg;am. - | AwatrPamD 2019 - 220 - -2 Periodo kP~ | Penarimung
SR Pembangunan .- - s A - {2019) target . target Rp - > target Rp -] . target Rp i - Target - " .Rp:- SN

15 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP . cc >B 40.000.000 . »B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pekerjaan
Pengembangan Sistem PD o g . : : Urnum dan
Pelaporan Capaian Kinerja Penataan Ruang . -
danKeugngan = -

* ASE, ' e A :

J ‘ ¥ : 3 ’:%-, & i"hié 7 '”'i"‘“v-“ Pl s A i Al ek SR
Program lingkungan sehat 1.215.000.000 1.295.000.000 92,55 6.480.000.000 | Cinas Perumahan,
perumahan : Kawasan

Permukiman dan
: : Pertanahan

2 { Program penataan dan Persentase permukiman 0,057 0,035 25.450.000.000 0,015 26.725.000.000 0,007 | - 21.052.000.000 0000 | . 34.579.000.000 0,000 139.682.000.000 | . Dinas Perumahan,
peningkatan kualitas kumuh . : : . ) ‘ . Kawasan
kawasan petmukiman Permukiman dan

: Perfanahan
Peningkatan pembangunan 55,38 57.88 62,88 65,38 67,88 67.88
jalan lingkungan
Persentase Pembangunan 41,52 4503 48,54 50,29 6205 52,05
Prasarana, Sarana dan
Litilitas Umum -

3 | Program Pembinaan Persentase peningkatan 0 210 1.064.000.000 6,3 1.152.000.000 8,40 1.222.000.000 10,50 1.303.000.000 10,50 5.761.000.000 | Dinas Perurnahan,
Ungkungan Sosial bidang prasarana permukiman i ‘ : : - Kawasan
Sarana Prasarana Lo ) ) . ) . Permukiman dan
Permukiman : o : : : : : - __Pertanahan

4 .| Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 615.000.000 100 625.000.000 100 637.000.000 100 650.000.000 100 3.127.000.000 | - Dinas Perumahan,
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar : . Kawasan

’ operasional PD Permukiman dan
Pertanahan

S | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000 100 750.000.000 | Dinas Perumahan,
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan Kawasan
Aparatur pemeliharaan sarana Permukiman dan

prasarana kerja sesuai Pertanahan
standar daerah

& | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >B 45.500.000 >B 45,000,000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 | Dinas Pemmahan,
Pengembangan Sistern PD : . . ' Kawasan
Pelaporan Capaian Kinerja ‘ Permukiman dan
dan Keuangan Pertanahan

ot |XETENT in L e T

1 { Program Pemberdayaan Persentase Petugas a 5§50.000.000 575.000.000 85 £610.000.000 100 650.000.000 100 2.910.000.000 SATPOL PP
masyarakat untuk menjaga LUNMAS terath
ketertiban dan keamanan

2 | Program Pemeliharaan Persentase jumiah ] 92 475000.000 | - 94 605.000.000 95 535.000.000 97 570.000.000 97 2535.000.000 SATPOL PP
Ketentraman, Ketertiban dan | pembinaan, pengawasan . . .
Pencegahan Tindak Kriminal | dan penyelesaan

petanggaran PERDA dan
PERKADA

Paraf Hierarki

Faraf Koordinasi

Sekda Y

SKFD! Bagian Pemrakarsa
BAPPEDA tf :

Asicten 70 ?EiPD! Bagian Terkaig:
yi .

Kabag {)/ 2
Hukum L3.
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Bidang Unisan indikator Kondisi Capaian Kinesfa Program dan Kerangka Pendanaan ’ : -
" Pamerintahan - N Kinara - : Kondisl Kinesje Pada Akhic
No dan Program Prioritas - mnm;al.n Awal RPJMD 2017 2018 218 } p.7.) 201 Pertode RPJMD Penanggimg
Pambangunan {2015) target . Rp target Rp- . target Rp target Rp . target Rp . Target Rp - dawib
3 | Peningkatan Keamanandan | Jumiah patroli petugas Satpol 2 2 900,000,060 2 925.000.000 2 950.000.900 2 §75.000.000 2 1.000.000.000 2 4.750.080.000 SATPOL PP
Kenyamanan Lingkungan PP dalam 24 jan {kali) .
4 | Program peningk atan Cakupan pelayanan 0,001 0,001 1.050.000.000 0,001 1.100.000.000 0,001 1.150.000.000 0,001 1.200.000.000 0,001 1.250.000.000 0,001 5.750.000.000 SATPOL PP
kesiagaan dan pencegahan bencana kebakaran di
bahaya kebakaran kabkola
5 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 665.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Satpol PP
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasiona PO
6 | Program Peningkatan Tingkat disiplin aparatur t00 100 400.000.000 100 410.000.000 100 420.000.000 100 430.000.000 100 440.000.000 100 2100.000.000 Salpol PP
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
7 | Program Peningkatan Hasil nila Evaluasi SAKIP cc >8 40.000.000 »>B 40.000.000 >6 45.000.000 »B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Satpol PP
Pengembangan Sistem PD
Pelaporan Capaian Kinetja
dan Keuangan
8 | Program Pencegahan Dini Cakupan Desa dan 23 7.0 760.000.000 94 823.000.000 17 875.000.000 140 $29.000 000 164 990.000.000 164 4.377.000.000 8PBD
dan Penanggulangan Kelurahan langguh
Korban Bencana Alam bencana
$ | Pmogram Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 400.000.000 100 415.000.000 100 425.000.000 100 438.000.000 100 450.000.000 100 2.128.000.000 BPBD
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasiona PD
t0 | Program Peningkatan Hasil nita Evauasi SAKIP cC >B 40.000.000 >B8 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 BPBD
Pengembangan Sistem PO
Pelaporan Capaan Kinerja
dan Keuangan
SOSAL ™ - P B - N I N RN ek P A R v Ry B RS NG Rl BN L T I
Program Pemberdayaan Pessentase Penyandang 783 783 700.000.000 760.000.000 814 807.000.000 828 856.000.000 845 912.000.000 84,5 4.035.000.000 Dinas Sosial
Fakir Miskin, Komunitas Adat | Masalah Kesejahteraan
Torpencil (KAT) dan Sosial (PMKS) yang
Penyandang Masalah memperaleh bantuan
Kesos {PMKS) Lainnya
2 | Program Pelayanan dan Persentase korban 80 60 400.000.000 612 435.000.000 624 460.,000.000 636 488.000.000 6438 5§20.000.000 66,00 2.303.000.000 Dinas Sosial
Rehabilitasi Kesejahteraan bencana skala kabkota
Sosial yang menerima bantuan
sefama masa tanggap
darurat
3 | Program Pembinaan Eks Persentase Eks 80 80 175.000.000 81,6 188.000.000 832 200.000.000 848 212.000.000 86,4 225.000.000 88,00 1.001.000.000 Dinas Sosial
Penyandang Penyakit Sosid | Penyandang Penyakit
{Eks Narapidana, PSk, Sosid yang Dibina
Narkoba dan Penyakil
Sosial)
4 | Program Pemberdayaan Persentase lembaga 85 663 400.000.000 67,8 433.000.000 [1¥] 460.000.000 705 488.000.000 s 520.000.000 731 2.301.000.000 Dinas Sosial
Kelembagaan Kesejahteraan | kesejahieran sosid yang
Sosia mendapatkan
pemberdayaan
5 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 700.000.000 100 715.000.000 100 725.000.000 100 737.000.000 100 750.000.000 100 3.627.000.000 Dinas Sosial
Administrasi Perkantoran kebutuhzn dasar
operasiona PO
Paraf Hierarki Pa:af Koordingsi
fitan Per
Sexda [ >~ SK P&Ba 20y cakarsa f RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
o TSR D S S e,
. SHPDY Baglan Terkzils .
Asislen i 9 aps
P A 1.
Kabag S
Hirkrm k]
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No

BMung Uruasn
Pemerintahan
dan Program Priorites
Pembangunan

hdllta-tor .
" Kinerja Program
(outcome) -

Kondis
Kinstjs
Awal RPJMD
@0t5)

Capaisn Klnerja Program dan Kerangka Pendanasn

2017

2018

2019

2020

Kondisi Kinerja Pada Aldiir
Perlode RPJMD

target

Rp

target

targm

Rp

target

Rp

target

Target Rp

PO -
Penangqung
Jowab

Progran Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinefia
dan Kevangan

Masil nila Evaluasi SAKIP
PD

cc

>B8

40.000.000

>B

40.000.000

>B

45.000.000

>B

45.000.000

>B

>8 220.000.000

Dinas Sosial

URUSAN PEMERINTANAN
WAJB YANG TIDAI
BERKAITAN DENGAN

- PELAYANAN DASAR

“FTBIAGAKERIA: |~ |

5 5

'y

g L

R

L TR

Program Peningkatan
Kualitas dan Produkliftas

Tenaga Kefja

Persentase Tingkat‘
Partisipasi Angkatan Kedja

76,5

448.000.000

795

475.000.000

B v
2.241.000.000

Dunias Kopeml dan
Usaha Mikro

Program Pembinaan
Ungkungan Sosial
Keltenagakerjaan

Persentase Pembinaan
Tenaga Kerja

100

796.000.000

845.000.000

100 3.991.000.000

Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Progra'n Penguatan Persentase advokasi dan Qinas Pengendallan
Kelembagaan Pengarus fasilitasi PUG dan anak Penduduk,
ulanaan gender dan anak Kelyarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Pefiindungan Anak
2 | Program Peningkatan Cakupan perempuan dan 100 100 50.000.000 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 300,000.000 | Dinas Pangendalian
Kuaitas Midup dan anak korban kekerasan Penduduk,
Peffindungan Perempuan yang mendapatkan Keluarga
penanganan pengaduan Berencana,
oleh petugas teratih Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
3 | Program Peningkatan Peran | Persentase angkatan kefja 79,20 79,50 400.000.000 79,70 433.000.000 80,00 460.000.000 80,50 438.000.000 80,80 §20.000.000 80,80 2301.000.000 | Oinas Pengendalian
seita dan kesetaraan gender | perempuan Penduduk,
dalam PembangQunan Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perindungan Anak
Fg | PANOGN ;.o oo VR s T T R N I R 4 fr,;'lg IR R R e T
1 | Program peningkatan Kelemedlaa\ pangan 2.070.000.000 2.250000.000 2. 375 000 000 z 525 000.000 11.910.000.000 Dinas Pangan
kelahanan pangan
- Beras 116.117 on 1168.000 119.000 120.000 on 121.000 ton 122.000 ton 122000
ton on ton
- Jagung 102,256 fon 103.278 104.310 106.353 bon 106.406 ton 107.4701on 107.470
fon on on

Faraf Hievarki

g P e

Parst Kanvainas

Huktm

SIPDY Bagiza Femrakarsa
Sekda ')I B EAY#E_?_A___ ﬁ
N SKPDI Bagian Torkaily
Asisten f / L
Kabzg F 2
k3
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. Bidang Unstan ndikator Kondisi Capaian Kinwja Program dan Kesangka Pendanaan . o PO
. Pemerintahan ‘ Kinhtja Kondisi Kinesja Pada Abhir
No dan Pmgrain Priosites ”“m ;’:g;a'" Awal RPIMD am kg 2019 2020 a2 " Perlode RPJMD Peninggung
Pembangunan . . ; (2015) . target Rp targes . Rp target Rp target Rp target - Rp - Tenget . Rp :
- Kedelai 6.026 on 6.086 ton 6.147 ton 6.209 ton 6.271 ton 6.333ton 6.333 ton
- Daging 1.73% ton 1.771ton 1.807 ton 1.843ton 1.8791on 1.917 ton 1.917 ton
« Telur 373ton 377 ton 380ton 384 ton 384 ton 392ton 3921ton
- lkan 8.521 ton 8.606 ton 8.692 ton 8.779ton 0.779 ton 8966 ton £.966 ton
Cadangan pangan z10ton | Z100ton z100 ton 100 ton z 100 ton 2100 ton 2100 ton
pemerintah kabupaten
Skor Pola Pangan Harapan 7984 80,5 a7 834 853 86,8 86,3
(PPH)
Persentase pangan yang 89 89,20 8940 89,60 89,80 89.90 89,90
aman
2 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 450.000.000 100 465.000.000 100 475.000.000 100 485.000.000 100 495 000.000 100 2.370.000.000 Dinas Pangan
Adminisirasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasiond PD
3 | Program Peningkatan Hasil nilal Evaluasi SAKIP cCc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >8 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pangan
Pengembangan Sistem PD
Pelaporan Capaian Kinefa
dan Keuangan
R B R e R . SRR R R e Y LSOO R 1E e s T e |
3 | Program penataan, Persentase tanah  aset 36,63 817 4.820.000.000 38,940 5§.222.000.000 110 5.560.000.000 6.262.000.000 41,24 27.734000.000 | Dinas Perumahan,
penguasaan, pemilikan, pemerintah  daerah yang Kawasan
penggunaan dan bersertifkat Permukiman dan
pemanfaatan tansh Pertanahan
1 | Program Pengembangan Penghargaan Kebersihan Ada Ada 3.550.000.000 Ada 3.750.000.000 Ada 4.000.000.000 Ada 4.250.000.000 Ada Denas Lingkungan
Kinerja Pengelolaan Nasional Hidup
Parsampahan
Jumiah sekolah L] n 161 343 453 563 563
berwawasan lingkungan
(Adiwiyata)
Persentase penanganan 90,35 9185 93,35 94,85 96,35 97 85 97,85
sampah
Persentase Pengolshan 27 7.5 8 285 2 30 30
Sampah Akhir
Penumbuhan Sank 13 25 40 55 10 [£4] 80
Sampsh
2 Program Pengelolaan Ruang | Jumnlah taman kehati 0 1 1.080.000.000 2 1.150.000.000 3 1.225.000.000 4 1.300.000.000 5 1.385.000.000 5 6.140.000.000 Dinas Lingkungan
Tetbuka Hijau (RTH) Hidup
- Persentase taman kola 369 41,5 43 43 80,8 60,2 60,2
yang terlata
3 | Program Pengendalian Persentase Pengaduan 100 100 745.000.000 100 807.000.000 100 857.000.000 100 -909.000.000 100 969.000.000 100 4,287.000.000 Dinas Lingkungan
Pencemaran dan Perusakan | Masyarakat Akibat Adanya Hidup
Lingkungan Hidup Dugaan Pencemaran
dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup yang
Ditindaklaniuti

Harat Higrarki

Faraf aordinati

SKPD Baglan Pemrakarsa

suia | 7L | marvema | -
by ian Terkaits

Asisten // ?( 0/ Bagian Terkait )

Kabag /!.«[ 2 ’
K S

Huktm
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Bidang Unrean Indikator Kondisi ‘ ’ S . Capajan Kinesja Program dan Kerangka Pendanaan ) L s PD
Pamerintalian ) © Klnerje - ] . _ Kondiai Kinerja Pada Akhir )
o dan Program Prioritas "’“;ﬁ:;;g‘f'“ . | Awal RPJMD o s o8 2% ' x21 Pariode RPJMC Penanggung
' - - Pambangunan - . (2015} target Rp target - Rp target Rp . target Rp target Rp | Target Rp
Jumiah lokasi pemantauan 156 160 170 180 190 200 200
kualitas lingkungan yang
disampling
4 | Program Perindungan dan Indeks Tutupan Hutan 12,21 7234 250.000.000 7236 270.000.000 72,36 287 .000.000 7242 305.000.000 12,42 325.000.000 7242 1.437.000.000 | Dinas Lingkungan
Konservasi Sumber Daya . ’ Hidup
Alam
§ | Program Pembinaan Persantase industri hasil 50 50 100.000.000 50 108.000.000 80 115,000.000 80 121.000.000 100 129.000.000 100 573.000.000 | Oinas Lingkungan
Lingkungan Sosial Bidang fembakau yang tenji Hidup
Lingkungan Hidup kualitas lingkungan
hidupnya
& | Program Palayanan Tingkat permenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 160 675.000.000 100 685.000.000 100 695.000.000 100 3.370.000.000 | Dinas Lingkungan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar . . Hidup
gperasional PD
7 | Program Peningkatan Hasil nilal Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45,000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 | Dinas Lingkungan
Pengembangan Sistem PO Hidup
Petaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

léf:?’% $27
z‘:n‘-"vwx’% 3

s E

3| Program Penataan ~Persentase Cakupan 1110000000 5.320.000.000 Dinas
Adminisrasi Penerbitan : Kependudukan dan
Kependudokann Pencatalan Sipil
1. KTP 91,38 92,25 9280 93,85 84,70 94,60 94,60
2, Kartu Keluarga 95,70 96,95 97,20 97,35 97.55 97,75 97,75
3. Akta Kelahiran 8143 84,15 8475 85.25 85,75 86,35 86,35
4. AktaKematian 5469 55,60 85,75 65,85 56,15 56,40 56,40
2 | Program Pelayanan Tingkat permenuhan 100 100 780.000.000 100 785.000.000 100 795.000.000 100 §00.000.000 100 §10.000.000 100 3.970.000.000 Dinas
Administrasi Perkanioran kebutuhan dasar Kependudukan dan
operasiond PD Pencatatan Sipil
3 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaiuasi SAKIP cC >§ 40.000.000 >8 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas
Pengembangan Sistem PD Kependudukan dan
Pelaporan Capaian Kinerja Pencatalan Sipil
dan Keuangan
= ~.—%— ST ;’5-‘1: v - '?‘:_‘!,. e ] Y PR T LRER AR A B > A i T r ;"!‘-,,.;,s'\,vahg By SRR
1 Program Peningkatan Persentase desa dengan 7891 80,72 500.000.000 8253 641.000.000 84,53 86,14 68,65 2.876.000.000 Dinas
Kapasitas Aparatur adminisirasi bak Pemberdayaan
Pemerintah Desa Masyarakat dan
Desa
2 | Program Peningkatan Rata-+atajumiah kelompok 6,06 6,09 220.000.000 6,12 235.000.000 6,16 247.000.000 6,19 264.000.000 6,22 275.000.000 6,2 1.241.000.000 Dinas
Keberdayaan Masyarakal binaan lembaga Pemberdayaan
Perdesaan pemberdayaan masyarakat . Masyarakatdan
{LPMA PMD} Desa
3 | Program Peningkatan peran | Persentase rata-ratajumiah 87,07 87.11 1.175.000.000 87,15 1.276.000.000 87.20 1.350.000.000 87,24 1.400.000.000 87,28 1.475.000.000 87,26 6.675.000.000 Dinas
perempuan di pedesaan kelompok binaan PKK Pembetdayaan
— Masyarakat dan
brat Wi e Rt o _ Desa
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Bldang Urusan - h-dikaﬁ; Kondls! " Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan : R - o
Penwsintahan Kinerja ) : . Kondfsi Kinesja Pada Akhir
‘No dan Prograin Priorttaa ﬂn(:ju:;r;%;am ‘ Awal RPJMD 2017 2018 20198 2020 2021 Periode RPJMD pe,:’mng
Pembangunan (2015} target " Rp target Rp target Rp target . Rp target Rp Target Rp
4 | Program Pengembangan Persentase pertumbuhan 2,17 223 250.000.000 2,48 270.000.000 2,64 285.000.000 2,80 300.000.000 295 320.000.000 295 1.425.000.000 Dinas .
Lembaga Ekonomi lembaga ekonony Pemberdayaan
Pedesaan perdesaan Masyarakat dan
Desa
5 | Program Peningkatan Persentase swadaya 2699 2707 1.030.000.000 7,16 1.116.000.000 2724 1.185.000.000 21,32 1,258.000.000 271,38 1.340.000.000 2738 5,929.000.000 Dinas
Partisipasi Masyarakat masyarakal terhadap Pemberdayaan
dalam membangundesa program pemberdayaan Masyarakat dan
masyarakat Desa
6 | Programn Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 695.000.000 100 3.370.000.000 Dinas -
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Pemberdayaan
operasiona PD Masyarakat dan
: Desa
7 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >8 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Dinas
Pengembangan Sistem Pemberdayaan
Pelaporan Capaian Kinerja Masyarakat dan
dan Keuangan Desa
21 [ePENGENDALIAN "~ xh PRSI N ST T o R
h ';Pﬂ' ili d ] vl : i H
543 ;fmx%"‘lﬁ!‘ *& ; LR R - 3 s 5 aaiOR TR "“& k ,,.-J SET T o |
1 | Program Keluarga Persentase kebutuhan ber 9,98 9 2,286.810.000 8 2,475.000.000 7 2,625.000.000 6 2,785.000.000 13.136.810.000 | Dinas Pengendalian
Berencana KB yang fidak terpenuhi Penduduk,
{Unmeet Need) Keluarga
Berencana,
. Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perindungan Anak
2 | Program Kesehatan Persentase sekolah dan 35 B 50.000.000 ¥ 55.000.000 37 60.000.000 k] 70.000.000 38 75.000.000 39 310.000000 | Dinas Pengendalian
Reproduksi Remaja organisasi kepemudaan Penduduk,
yang mendapatkan KE Keluarga
reprodulsi remaja Berencana,
: Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perindungan Anak
3 | Program Pengembangan Persentase Sekolah dan 5,00 15,00 £60.000.000 20,00 64.178.066 25,00 57.658.436 30,00 61.079.313 35,00 65.122.731 35,00 287,938.505 | Dinas Pengendalian
Pusat Pelayanan Informasi pondok pesanken yang Penduduk,
dan Konseling KRR telah membentuk PIK-R Keluarga
Berencana,
Permberdayaan
Perempuan, dan
Perindungan Anak
4 | Program Pelayanan Cakupan penyediaan alat 258 5,00 240.000.000 7,00 260.000.000 9,00 275.000.000 11,00 290.000.000 125 310.000.000 125 1.375.000.000 | Dinas Pengendalian
Kontrasepsi dan obat konirasepsi untuk - Penduduk,
memenuhi pennintaan Keluarga
masyarakat Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perindungan Anak
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Bidang Urusan - tndiketor Kondlui Capaian Kinerja Program d m Kesangka Pen danaan S - Po
Ho & ;’:;;’:f;‘g‘m - Kinesia Program e 017 218 2019 2020 202 Kondis Kinedjs Pada Akhl Penanggung
Psmbangunan oikooms) @05 target R target TRy | target Rp target . R target Rp Target ) Joweab
& | Program Pembinaan peran Cakupan PUS anggota 73,90 73,90 2.435.000.000 75.00 2.633.000.000 76,00 2.800.000.000 78,00 2950.000.000 79,00 3.145.000.000 79,00 13.968.000.000 | Dinas Pengendaiian
serla masyaraka dalam UPPKS yang ber KB . Penduduk,
pelayanan KE/KR yang mandir Keluarga
mandiri Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
6 | Program Pengembangan Cakupan kelompok BK8 2490 3720 60.000.000 50,60 55.000.000 54,20 60.000.000 6420 65.000.000 80,5 75.000.000 80,5 305.000.000 | Dinas Pengendalian
model operasional BKB Holistik Integratif ber KB : Penduduk,
Posyandu PAUD Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Petempuan, dan
Pedindungan Anak
7 | Program Penyiapan tenaga Cakupanjumiah Kader 41,09 44,10 100.000.000 515 108.000.000 63,2 115.000.000 67,4 121.000.000 707 130.000.000 0.7 574000000 | Dinas Pengendalian
pendamping Kelompok Bina | dalam kelompok Tribina Penduduk,
Keluarga Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perfindungan Anak
8 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 450.000.000 100 465.000.000 100 475.000.000 100 485.000,000 100 500.000.000 100 2.375.000.000 | Dinas Pengendalian
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Penduduk,
‘ operasional PO Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
: Pertindungan Anak
9 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 60.690.000 100 65.750.000 100 67.500.000 100 72.000.000 100 75.000.000 100 340.940.000 | Dinas Pengendaian
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan Penduduk,
Apaatur pemeliharaan sarana Keluarga
prasatana kefja sesuai Berencana,
slandzr daerah Pemberdayaan
Petempuan, dan
Perlindungan Anak
10 | Program Peningkatan Hasil nita Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >8 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 ) Dinas Pengendalian
Pengembangan Sistem PD Penduduk,
Pelaporan Capaan Kinerja Keluarga
dan Keuangan Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
852, e SR ERHUBUNGAN T, - oD Ti i wmapiosrarivay . 53 i SO o D Y 2] IO T RO RGPSt Kam ot aeseosd (P, TATHAS
1 | Program pembangunan Persentase penerapan 339 43 5.748.760.000 6.610.000.000 731 7.010.000.000 834 7.474.000.000 83 33.067.760.000 | Dinas Pechubungan
prasaana dan fasilitas norma keselamatan bidang
Perbubunaan perhubungan
2 | Program rehabilitasi dan Persentase prasarana dan 2 4] 255.000.000 56 276.000.000 61 293.000.000 67 310.000.000 72 330.000.000 72 1.464.000.000 | Dinas Pertibungan
pemeliharaan prasaranadan | fasilitas perhubungan
Fasilitas LLAJ dalam kondisi baik
3 { Program peningkatan Persentase Angkutan laik 39 40 605.000.000 40 655.000.000 40 695.000.000 [] 735.000.000 40 785.000.000 40 3.475.000.000 | Dinas Perhubungan
- petayenan angkutan jg!an {lulus uii)
PO VT T gT Ry N £y oo
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Bidang Unisan

Indikator

Capaian Kinesja Program dan Ksrangka Pendanaan

PD

R Pemerintahan - : Kondisi Kinerja Pada Aldir :
No " dan Program Prioritas nn;ru:r:‘g;a mo anr B - . : Perlode RPJMD Penanggung .
Pembamgunan _ target target target Rp target Rp target Rp Taget Jawab
4 | Program pembangunan Persentase pemenuhan 43 48 52 115.000.000 56 122.000.000 61 130.000.000 61 Dinas Pertivbungan
sarana dan prasarana saanadan prasarana .
Pertiubungan perhubungan
5 | Program pengendalian dan Persentase tersedianya 70 76 82 2.008.000.000 a9 2 130.000.000 95% 2. 271.000.000 95 Dinas Perhubungan
pengamanan lalu inlas sarana pengendali dan
pengamanan |alu lintas
6 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 Dinas Perhubungan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasional PD
7 | Program Peningkatan Tingka pemenuhan 100 100 100 115.000.000 100 122.000.000 100 130.000.000 100 Dinas Perhutungan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan
Aparatur pemeliharaan sarana
prasarana kerja sesual
standar daefah
8 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP >B >B >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 »>B Dinas Perhubungan
Pengembangan Sistem PD .
Pefaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

7 | SKOWUNKAS]]

Program Pengembangan Persemasejaringan 3.025.000.000 4.210.000.000 6.425.000.000 Dinas Komunikasi
Tata Kelola Pemerintahan komunikasi dan informatika dan Informatika
berbasis Teknologi yang terintegrasi
Infoimatika
Persentase pengembangan 4275 62,50 75,00 87,50 100 100
aplikasi sistem informasi
2 { Program Penyebarluasan Jumiah Informasi Publik 24 KH] 462 460.000.000 546 488.000.000 630 520.000.000 630 Dinas Komunikasi
Informasi Pulblik dan daerah yang terpublikasi dan Informatka
kerjasama media massa media
Jumiah Kelompok Informasi F2) 36 48 60 72 72
Masyarakat {KIM)
3 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 100 675.000.000 100 610.000.000 100 650.000.000 100 Dinas Komunikasi
Administrasl Perkantoran kebutuhan dasar dan Informatika
operasional PD
4 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 100 60.000.000 100 65.000.000 100 75.000.000 100 Dinas Komunikasi
Saranadan Prasarana kebutuhan dan dan Informatika
Aparatur pemeliharaan sarana
prasarana kefja sesual
standar daerah
§ | Program Peningkatan Hasil nilal Evaluasi SAKIP >B >B >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >8 Dinas Komunikas)
Pengembangan Sistem PO dan Informatika
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
[P e 2 : FmL AR : %0 : R : ; e EEE A :
g :: T OANSE) L i bl B & et AR ety i tlipnd | Foat | Jﬁ*v W R G O L e e N W 'rv‘f 5‘%»«“%%1 Bt ,-g-;f:, - . 4
1 | Program Penciptaan lkiim Persentase Usaha Mikro 348 349 3,50 120:000.000 35 127.000.000 352 135.000.000 3,52 Dinas Koperas) dan
Usaha Mikro yang Kondusif | yang dibina Usaha Mikro
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- Bidang Umisan " lndikato r:‘ o Kondlst Capaian Klnesja Program dan Kerangka Pendanaan . . -
.~ Pemerintahan - ) Kinerja ) L e Kondlel Kinerla Pada Akhir
No dan Program Priorttas mnﬁ;r;glm Awal RPIMD CwT R -1 2019 - 2020 - 2021 . Padode RPJMD Pel;a;-;:,g;,mg
* Pembangunan {2015) . farget Rp target . Rp targel Rp target Rp target “Rp Target Rp _
2 | Program Pengembangan Persentase peningkatan 307 325 - §50.000.000 34 957.000.000 3,61 1.018.000.000 3,80 1.050.000.000 397 1.086.000.000 397 5.091.000.000 | Dinas Koperasidan
Kewirausahaan dan jumiah wirausaha baru . Usaha Mikro
Keunggulan Kompetitif
Usaha Mikro
3 | Pmogram Pengembangan Persentase Peningkatan 143 144 200.000.000 145 220.000.000 1,46 230.000.000 147 244.000.000 148 260.000.000 148 1.154.000.000 | Dinas Koperasidan
Sistem Pendukung Usaha Usaha Mikro yang Usaha Mikro
Bagi Usaha Mikro mendapat bantuan modal
4 { Program Peningkatan Persentase Koperasi 0,81 1.2 760.000.000 1.4 761.000.000 181 799.000.000 22 $18.000.000 242 835.000.000 242 3.996.000.000 | Dinas Koperasidan
Kualitas Kelembagaan Mandid Usaha Mikro
Koperasi
§ | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 450.000.000 100 465,000,000 100 475000.000 100 465.000.000 100 500.000.000 100 2375.000.000 | Dinas Koperasidan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar ) Usana Mkro
operasiona PD :
6 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 50.000.000 100 5§5.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 75.000.000 100 305.000000 | Dinas Koperasidan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan Usaha Mikro
Aparatur pemeliharaan sarana
prasarana kesja sesual
. standar daerah
7 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cC >B 40.000.000 B 40.000.000 >8 45,000,000 8 45.000.000 >8 £0.000.000 >B 220.000.000 | Dinas Koperasi dan
Pengeinbangan Sistem PD Usaha Mikro
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Kevangan
1 Program Peningkatan Nilar Realisasi Investasi 0,693 0,728 325.000.000 0,754 352000.000 08 374.000.000 0,863 396.000.000 0,949 423.000.000 0,949 1.570.000.000 Dinas Pananaman
Promosi dan Kerjasama {riliun fupiah} Modal dan
Investasi Pelayanan Terpaduy
Satu Pinty
Persentase Kenalkan Nila 26,84 5,00 5,00 1.60 7,50 1,50 150 :
Reatisasi PMDN
2 | Program Peningkatan, lkim | Penyelenggaraan 100 100 £25.000.000 100 5§75.000.000 100 610.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 3.060.000.000 | DinasPenanaman
Investasi dan Realisasi Pelayanan Perizinan Modal dan
Investasi Terpadu Satu Pintu Pelayanan Terpadu
Saty Pinty
Lama proses izin usaha 6 5 5 4 3 3 3
Penanaman Modal (hari
kerja)
Jumlah Perda / Perbup dan 4 4 5 6 6 6 6
kebijakan yang mendukung
iklim investasi
3 | Program Peiayanan Tingkat pemenuhan 100 100 600.000.000 100 615.000.000 100 625.000.000 100 635.000.000 100 650.000.000 100 3.125.000.000 Dinas Penanaman
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Modat dan
operasiond PD Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
4 | Program Peningkatan Hasil nita Evaluasi SAKIP cC B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 46.000.000 >B 50.000.000 >B 220000000 | Dinas Penanaman
Pengembangan Sistem PO ’ Modat dan
Pelaporan Capaian Kinerja Peiayanan Terpadu
dan Kevangan Satu Pinly
Paraf Higerarky 1o ot Warrrdngn ]
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. BMangUrusan Indllkaior © Kondisi - Capaian Kinerja Pragram dan Kerangka Pendanaan . - -
" Pemarintahan : : Kinesfa ‘ : B ) Kondisi Kinarja Pada Akhk
ta dan Pragram Prioritas mnaam?::g;am Awal RPJMD X - 2018 219 220 2021 Periode RPJMD NHJZ{;Q;J;HQ
Pambangunan @015) target Rp target Rp- target .| Rp i Rp target Rp Target Rp
- Pt i o e - T -
. . i s TR g e e i e R B e T et i e e
1 | Program Peningkatan Peran .Iumla'l Pemuda Pelupor 156 158 495000000 160 636 00 000 170 §70.000.000 180 604.000.000 203 644.000.000 203 2.849.000.000 Dinas Panwisata,
serta kepemudaan Pemuda dan
Olahraga
2 | Program Pembtinaan dan Persentase Cabang 60 62 680.000.000 62 736.000.000 63 781.000.000 63 828.000.000 65 882.000.000 65 3.907.000.000 Dinas Pariwis ata,
Pemasyarzkatan OlahRaga | Olatwagayang berprestasi Pemuda dan
Olahraga
1 | Program Pengembangan Jumiah Dokumen Datal 3 3 150.000.000 165.000.000 5 175.000.000 185.000.000 7 197.000.000 7 872000.000 Dinas Kamunikasi
Datal Informasi / Statistik Informasi’ Statistik Daerah dan Informatika
Daerah Yang Dihasitkan
“»,;'-‘ 2 w%?‘?}li \‘::'- "’l“‘ g PR PR O ; -'.'?S' J"’:l"' = " i S Py - p
1 | Program Penyelenggaraan PEisentme |nfurmm| 100 50.000.000 100 70.000.000 100.000.000 100 365 000 000 Dinas Komunikasi
Persandian Daerah daerah yang wajib dan Informatika
diamankan dengan
persandian
i2165) - | KEBUDAYAAN. 0 e EEES T R o A IR X BN B EOTET e EETRRITE RESCHRERA RS
1 | Program pengembangan PerSemase semman.r 85 85 445.000.000 90 500,000, 000 96 §50.000.000 100 £00.000.000 100 650.000.000 100
nilai udaya budayawan yang di bina
2 | Program Pengelolaan Persentase museum 42 60 100.000.000 60 125.000.000 65 135.000.000 10 150.000.000 75 175.000.000 75 685.000.000 Dinas Pendidikan
Kekayaan Budaya Geosile yang
dikembangkan
3 | Program Pengelolaan Persentase 69 n 1.600.000.00Q 73 1.625.000.000 7% 1.725.000.000 8 1.825.000.000 ] 1.945,000.000 80 8.620.000.000 | Oinas Pendidikan -
Keragaman Budaya penyelenggaraan festival
seni dan budaya di
Kabupaten Pacitan yang
difasifitasi
- X% % v :isrv"* ;"t T, R g ks '*3?*9‘ »:g‘-’ 3 o b oA v ) : :
X Rty iokgnc ¢ of ¢ K £ 4 ¢ 23 d i A i A A 5 b pled o B L N 3
1 | Program Pengembangan .Iumlah Pengun|ung 59.040 77 389 750 000 000 92. 389 815.000.000 107.389 865.000.000 122 389 917.000.000 137.3689 977 000 000 137.389 4.324.000.000 | Dinas Perpustakaan
Budaya Baca dan Perpustakaan .
Pembinaan Perpustakaan
2 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 450.000.000 100 465.000.000 100 475.000.000 100 485.000.000 100 500.000.000 100 2.375.000.000 | Dinas Perpustakaan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasional PD
3 | Program Peningkatan Hasil nita Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 60.000.900 >B 20.000.000 | Dinas Perpustakaan
Pengembangan Sistem PO
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
RE Tl | > e o Pl 1 TR R ) Bl g L T ey 3 ‘ﬂ,“‘" % Py Lo TR | " :;%‘?ﬁifg’-" A %{-‘:ﬁi - S4B St e . B
Program Penyelamatan dan Jumlah ksnp In Akhf yang 4. 320 Box | 4.561 Box 150.000.000 | 4.842 Box 162 000.000 6183 Box 172 000 000 §.364 Box 182 000.000 5§.625 Box 194.000.000 | 5625 Box 860.000.000 Dinas
Pelestarian Dokumen/Arsip dikelota Perpustakaan
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. BidangUmsan - - hdlka-mf ' Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan : .
Pemerintahan ‘ ) Kiverja : - ] Kondisi Kinetja Pada Aldiir :
& dan Program Prioritas : mm‘:’;g;"“‘ Awal RPJND A7 ek 2013 00 22 Perlode RPJMD Pe‘;‘:ﬁf‘““
Pambangunan (2015) target Rp target Rp target Rp " target Rp target Rp Target Rp '
Jumiah Arsip Statis yang 97 Box 123Box 149 Box 17580z 201 Box 227 Box 227 Box
Dipefihara
2 | Program Perbaikan sistem Persentase PD dan desa 65,89 7336 120.000.000 78,04 130.000.000 83.18 138.000.000 88,32 146.000.000 9346 156.000.000 93.46 690.000.000 Dinas
administrasi kearsipan yang menerapkan arsip Petpustakaan
secara baku -
1 | Pengembangan Perikanan | Produksi penkanan 1089142 | 1121817 2.450.000.000 | 1155471 2654000000 | 1100135 |  2B15.000.000 | 1225839 |  2991.000.000 | 1262614 |  3.189.000.000 | 1262614 |  14.103.000000 |  Dmas Perkanan
Tangkap kelompok nelayan (ton} .
2 | Program Pengembangan Produksi perikanan 601.448 851.593 2 120.000.000 969.752 2257.000.000 1.066.727 2 440.000.000 1.173.400 2589.000.000 1.250.740 2760.000.000 | 1.250.740 12.206.000.000 Dinas Perikanan
Budidaya Perkanan budidaya (kolam, Keramba,
Minapadi, tambak) {Kg} :
3 | Optimalisasi pengelolaan Produksi produk hasil 1.398.28 1.468,20 950.000.000 1.541,61 1.030.000.000 1.618,69 1.094.000.000 1.699,62 1.160.000.000 1.784,60 1.236.000.000 1.784,60 5.470.000.000 Dinas Perikanan
produksi Perikanan olahan perikanan {ton)
4 | Program Pemberdayaan Cakupzn masyarakat 4514 4.739,70 275.000.000 4.976,69 298.000.000 5.225,52 316.000.000 5.486,80 335.000.000 5.761,13 357.000.000 5.761,13 1.581.000.000 Dinas Perikanan
Ekonomi Masyarakat perikanan yang mandiri
Perikanan {orang)
5 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Dinas Perikanan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar '
operasional PO -
6 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP [¥4 >8 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >8 45.000.000 >B 60.000.000 >B 220.000.000 Onas Penkanan
Pengembangan Sistem PD
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
S PARMISATA « 7 e e e T T T T L e s e e e T . DR RERE - ?'4" PRENEIRCRTHEIER Rt aingil v IR InEE R TN Mo R TR
A PR T e e .. . S R o O O Y . . . P R P IS EECY A | R . . R N L
Program Pengembangan Persentase peningkatan B 42 500.000.000 53 541.000.000 575.000.000 63 610.000.000 67 67
Pemasaran Pariwisata jumizh kunjungan wisata Pemudadan
Otahraga
2 | Program Pengembangan Perseniase pengelolaan 3 4 6.615.043.000 50 9.256.000.000 585 9.770.000.000 60 10.306.000.000 63 10.922.000.000 63 48.873.048.000 Dinas Pariwisata,
Destinasi Pariwisata desfinasi wisata di Kab, : Pemuda dan
Pacitan Olahraga
3 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 950.000.000 100 965.000.000 100 975.000.000 100 965.000.000 100 1.000.000.000 100 4.875.000.000 | DCinas Pariwisata,
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Pemyda dan
operasional PD Olahraga
4 | Program Peningkatan Hasil nilal Evatuasi SAKIP ce >B 40.000.000 >B 40.000.000 >8 45.000.000 >B 45.000.000 *>B 50.000.000 >B 220.000.000 | Dinas Pariwisata,
Pengembangan Sistem PD - Pemuda dan
Pelaporan Capaian Kinerja Olahraga
dan Keuangan
a2 k- R T Py - N R ORI TrICeT o RE oG byt & e ETA fompans FirR PP 9 iy bl
x&%‘f}"ﬁﬂ’u' B TGS i Al A X \ﬁ% ﬁ-)'s" ; Pt [t ,‘L TN 20 t@t"' By o Pt o e ) ' .“ 5 : ;
1 | Program Peningkatan Produktifitas Padi atau 54,57 64,59 3.531.000.000 64,73 54,86 4.913.000.000 54,91 5.091.000.000 55,00 6.296.000.000 55,00 24,573.000.000 Dinas Pertanian
Produksi Pertanian/ baban pangan utama sekior
Perkebunan lainnya per ha (kw/ha)
Produktifitzs Tanaman 90,61 90,72 90,84 90,95 91,02 91,09 91,09
Pangan per hektar padi
dan paiawija (kwha)
Parat Hierarki Farnt 1oorinas
SKEDI Bagian Forerakarsa
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2] Remenetata o o Kinerh PR RondHT i P R PD
: - an - ] Kiner - o : : on in a -
M| donprogramprionas | MURRFRIEM | sl ReMD | or A : o9 22 ‘ 2021 Perfode RPJMD ., Pananqgung
- <. Penbangunan oy Coor o] @8 target Rp ' - | target :  Rp- target Rp:-. target Rp " target . . Rp. Tuget |.~ Rp oo
Produksi Tanaman Pangan 685.114 886.251 887.404 ‘ - 888,455 889.162 889.804 . 889.804
Padi dan Palawiia {Ton} :
Produksi Hortikultura {Ton) 65.836 71434 77629 - 84502 92.145 100.663 100.663
Produksi hasil perkebunan 37.482.087 37.632,08 37.780,10 37.932,100 38.082,150 38.232,087 38.232.08
{ton) - § - 0 7
2 | Program Peningkatan Indeks Pertanaman Padi 1,75 1,75 13.796.440.000 1,76 14.782.000.000 1,76 15.580.000.000 177 16.411.000.000 177 18.365.000.000 1n 78.934.440.000 Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi (L5 : ) . ,
Pertanian/Perkebunan
Persentase diseminasi 756 1743 a%0 3700 . 46,70 56,40 56,40
teknologi pertanian pada - . : i . o
kelompok tani
Persentase Peningkatan 262 297 305 EXF] 319 326 326
Kelas Kelompok Tani
Cakupan kelompok tani 0 0,05 0,10 015 0,20 025 0,25
yang dilatih teknologi .
: perkebunan i . C .
3 | Program Peningkatan Produksi daging (kg) 3247.446 | 3.315.028 5.080.000.000 { 3.383.995 6.337.000.000 3.454.397 | - 7.545.000.000 3.526.263 - 8.762.000.000 3.599.625 10.011.000000 | 3.599.625 | . 37.735.000.000 Dinas Pertanian
Produksi Hasil Petemakan : ' o : : ) :
Produksi telur (kg) 498,000 508.361 518.937 529.733 540.754 552.004 552,004
Produksi susu (Itr) 21,600 22.049 22508 22976 23454 23.942 23942
Populasi Temak Potong 8539 87.176 88.9% - 90.841 9273 94,660 94.660
Besar (ekor) ) )
Populasi Temak Potong . . 171.43 174.775 178.411 182.123 185912 189.780 189.780
Kecil (Ekor) . .
Populasi Unggas (Ekor) 111778 | 1134908 1.158.519 1.182621 . 1.207.22% 1.232341 1.232.341
4 { Program Pencegahan dan Persentase status 875 877 415.000.000 8 + 450.000.000 88 478.000.000 88 S07.000.000 89 540.000.000 89 2.390.000.000 Dinas Pertanian
Penangulangan Penyakit kesehatan temak
Temak .
5 | Program Peningkatan Persentase diseminasi 084 1,24 300.000.000 1,64 325.000.000 2.04 345.000.000 244 366.000.000 2,84 330.000.000 2,84 1.726.000.000 Dinas Pertanian
Penerapan Teknologi teknologi petemakan pada
Petemakan peternak : :
6 | Program Peningkatan Persentase pelaku usaha [ 500 500.000.000 10,00 542.000.000 1500 575.000.000 20,00 611.000.000 25,00 651.000.000 2500 2B8719.000.000 Dinas Pertanian
Kapasitas Pelaku Usaha perkebunan yang mendapat
Pertanian/Perkebunan pembinaan
7 | Program Peningkatan Persentase peningkatan 6,80 5 1.100.000.000 5 1.191.000.000 5 1.265.000.000 5 1.342.000.000 5 1.430.000.000 5 6.328.000.000 Dinas Pettanian
Kualitas Bahan Baku produksi tanaman tembakau
8 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 1.000.000.000 100 1.015.000.000 100 1.025.000.000 100 1.035.000.000 100 1.050.000.000 100 5.125.000.000 Dinas Pertanian
Administrasi Perkantoran ketutuhan dasar
operasional PD
9 | Program Peningkatan Hasil nital Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 »>B 40.000.000 »*B 45.000.000 »B 45.000.000 >8 60.000.000 >B 220.000.000 Dinas Pertanian
Pengembangan Sistem PD
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
2 e %
o ; 4 M : > k X e o )ﬁ' 5 R, *
Program Pembinaan dan Persentase permohonan 100 as mal
Pengawasan Pemanfaalan lzin energi dan sumber Modal dan
Energi dan Sumber Daya daya mineral yang dilayani Pelayanan Tempadu
— Mineral  juowrom=aon.srmertw ~ % Satu Pintu
Felahk Vs i Ki Hiz b
Sekda { WaKaAria ﬁ .
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" BidangWrusan B ndikator - Kondisi Ly N ", Capatan Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan -~ Tl PO
: Pamerintahan Kinesja ’ . . AR . . Kondisi Kinerja Pada Akhir .
No dan Program Priofitas th’u‘:;'g‘g;am 1 Awal RPMD 2 Fi S S 22 o - Perioge RPJMD Penangguna
' * Pembanguman " - - L s - target Rp target :Rp target . Rp - . larget Rp- - target Rp - -Targel . Rp

RKPD :

£ i e T i 2 S o

1 | Program Perindungan | Persentase Komoditas - 100 100 130.600.000 108 141.000.000 100 150.000.000 100 160.000.000 100 171.000.000 100 752000.000 | Dinas Perindustrian
Konsumen dan Pengamanan | perdagangan yang diawasi ’ ) ) : : B dan Perdfagangan
Perdagangan ) peredarannya -

2 | Program Pembinaan Cakupan bina kelompok 125 13,75 50.0600.000 15 §7.000.000 16,25 68.000.000 17,5 70.000.000 1875 75.000.000 18,75 317.000.000 | Dinas Perindusirian
Pedagang Kaki Lima dan pedagang/usaha informal dan Perdagangan
Asongan

3 | Program Peningkatan Omset perfjua an komoditas MM 753M 300.000.000 795 M 325.000.000 837 M 345.000.000 879M 366.000.000 921 M 390.000.000 921 M 1.726.000.000 | Dinas Perindusbian
Efisiensi Perdagangan unggulan . dan Perdagangan

: Dalam Neger ‘ : :

4 | Program Pengembangan Persentase ratarata pasar 80,25 825 4.034.310.000 [T3 4.371.000.000 a5 4,644, 000000 86 4,928.000.000 a7 5.255.000.000 87 23.232.310.000 | Dinas Perindustrian
Sarana dan Prasarana daerah dalam kondisi baik : i : : - : _— . dan Perdagangan
Perdagangan dan Jasa S : C

5 | Program Pembinaan Persenlase Peredaran [{¥]] 01 50.000.000 0,1 57.000.000 01 65.000.000 0,1 70.000.000 01 75.000.000 01 - 37.000.000 { Dinas Perindusirian
Lingkungan Sosial Bidang Barang Kena Cukai llegal : . . ) dan Perjagangan
Perjagangan
PERINDUSTRIAN - 4 T T il 5 e
Program Pengembangan Jumiah industri Kecil 1.350.000.000 11.857 1.380.000.000 12127 1.403.000.000 12.407 1.427.000.000 12.697 1.455.000.000 7.015.000.000 | Dinas Perindustian
Industri Kecil dan Menengah | Menengah dan Kerajinan ) dan Perjagangan

2 | Program Pembinaan Cakupan bina kelompok 395 41 1,450.000.000 4,26 1.571.000.000 441 1.669.000.000 456 1.771.000.000 4n 1.888.000.000 4N . 8.349.000.000 | Dinas Perindustrian .

- | Lingkungan Sosial Bidang pengrajin , ' i - dan Perdagangan
Perindustrian : : : ]

3 | Program Pelayanan Tingkat pernenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375000.000 | Dinas Perindustrian
Adrministrasi Perkantoran kebutuhan dasar : . ) : dan Perdagangan

operasiona PD

4 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 50.000.000 100 57.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 37000.000 | Dinas Perindustrian
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan dan Perdagangan
Aparatur pemeliharaan sarana

prasarana kefja sesuai
standar daeraty

5 { Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 >8 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 | Dinas Perindustrian
Pengembangan Sistem PO ) . ' dan Perdagangan -
Pelaporan Capaian Kinerja i
dan Keuangan

1 | Program fasiitasi Persentase transmigran 100 100 150.000.000 100
fransmigrasi yang ditempatkan

4P ol | FUNGSI PENUNJANG .. I .
o éf 'UR!l‘JS'AN PEMI . i Lo ek =il
A w:::«%{ ‘J:‘,M AL ,* s gy T A i B e s 3 3 A ke R A fs At A ek i 5 il i BRI 2 Bt s il . n

1 | Program Perencanaan Persentase Keselarasan 100,00 100,00 2.342.930.060 100,00 2,550.000.000 100,00 2.710.000.000 2.875.000.000 100,00 3.065.000.000 100,00 13.542.930.000 Bappeda
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Bidang Unwan : lodinator "Kondisi Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendwnaan . PD -
Pemerintahan - . Kinerja PR : . Kondisi Kinetja Pada Akhir
dan Program Prioritaa m;ﬁ:;g'm‘ ..+ | Awal RPJMD o : e : - o 2021 ‘ Pwiode RPJMD Palziagg;ng
-~ Pembangunan SR e {2015) | target Rp .| targel Rp targel - Rp. . target Rp target Rp i | Target Rp :
Program Perencanaan Perseniase dokumen dan 35,66 52,94 1.300.000.000 64,71 1.408.000.000 76,47 1.495.000.000 88,24 1.566.000.000 100,00 1.690.000.000 100,00 7.479.000.000 Bappeda
Sosial dan Budaya data perencanaan bidang .
pemerintahan dan
kesejahleraan rakyat yang
dihasilkan
Program Perencanaan Persentase dokumen dan 38,98 59,32 1.300.000.000 69,49 1.403.000.000 7966 1.495.000.000 89,83 1.586.000.000 100,00 1.690.000.000 100,00 7.479.000.000 Bappeda
Pembangunan Bidang data perencanaan bidang : .
Ekonomi perekanomian yang
dihasilkan . _
Program Perencanaan Persentase dokumen dan 26,67 46,67 210.000.000 80 227.000.000 73,33 241.000.000 86,67 255.000.000 100 271.000.000 100 1.204.000.000 Bappeda
Pengembangan Wilayah data Pengembangan .
Strategis dan Cepat Tumbuh | Wilayah Strategis dan
{KSCT) Cepal Tumbuh (KSCT) _
: yang dihasilkan
Program Perencaanaan Persentase dokumen dan 50,70 - 66,20 1.190.000.000 74,65 1.289.000.000 83,10 1.369.000.000 91,55 1.453.000.000 100 1.649.000.000 100 6.850.000.000 Bappeda
wilayah dan SDA data perencanaan bidang ’ ’
‘ prasarana wilayah dan SDA : :
Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 950.000.000 100 965.000.000 100 9.750.000.000 100 985.000.000 100 1.000.000.000 100 13.650.000.000 Bappeda
Adminisirasi Perkantoran kebutuhan dasar )
operasional PD .
Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 200.000.000 100 215.000.000 100 230.000.000 100 244.000.000 100 260.000.000 100 1.149.000.000 Bappeda
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan .
Aparatur pemeliharaan sarana
prasarana kerja sesual
standar daerah
Program Peningkatan Hasil niai Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 »>B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Bappeda
Pengembangan Sislem PO
Pelaporan Capaian Kinefja
dan Keuangan
Aty (‘.}iﬁ.‘a 'k;}'l' i s L TR D4 I SISEER FETRRA S Cot o T i - R ST R LT R T R - BT %iz?' i
Program peningkatan dan Opini Audit PK terhadap WIP WIP 6.625.500.000 WIP 7.180.000.000 WTP 7.627.000.000 WTP 8.093.000.000 WIP 8.628.000.000 WTP 38.154.500.000 | Bactan Pengelolaan
Pengembangan pengelolaan | Laporan keuangan daerah : Keuangan dan Aset
keuang an daersh Daerah
Persentase barang/ aset 100 100 100 100 100 100 100
daerah yang teregistrasi '
Program Peiayanan Tingkat pernenuhan 100 100 1.530.000.000 100 1.550.000.000 100 1.665.000.000 100 1.575.000.000 100 1.585.000.000 100 7.805.000.000 | Badan Pengelolaan
Adminis¥asi Perkantoran kebutuhan dasar Keuangan dan Aset
operasional PO Daerah
Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 2.750.000.000 100 2.765.000.000 100 2.775.000.000 100 2,885.000.000 100 2.995.000.000 100 14.170.000.000 | Badan Pengeiofaan
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan ) Keuangan dan Aset
Aparatur pemeliharaan sarana Daerah
prasarana kesja sesual
standar daerah
Program Peningkatan Tingkat disiphn aparatur 100 100 150.000.000 100 165.000.000 100 165.000.000 100 170.000 000 100 175.000.000 100 825.000.000 | Badan Pengelolaan
Kapasitas Sumber Daya Keuangan dan Aset
Aparatur Daerah
Program Peningkatan Hasil nital Evatuasi SAKIP cC >B 150.000.000 >B 150.000.000 >B 160.000.000 >B 160.000.000 > 175.000.000 >B 795.000.000 | Badan Pengelofaan
Pengembangan Sistem PO . Keuangan dan Aset
Pelaporan Capaian Kineja Daerah
_dan Keugngan.-.
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. # Bidang Unisan ' Indikator < Konds] - Sy " Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pandanaan - - ‘ B S LR T PO
. . Pemerintahan . . U - Kinesla : i s : fe - . ) Kondis! Kinerja Pada Akhir S :
Ho dan Program Prioritas - K"‘;fmm;a“‘ Awal RPJND il 218 - DR LA B 2 " Periode RPIMD - - Pensnogung
* Pembangunan {2015) target - Rp - target Rp . target . . Rp - target . Rp target Rp Taiget . Rp
Program Peningkatan Cakupan pendapatan 13 1.4 4.325.000.000 1,6 4.686.000.000 16 4.978.000.000 17 5.282.000.000 1,8 §.631.000.000 1,6 24.902.000.000 | Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah daarzh : Daerah
Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 400.000.000 100 415.000.000 100 425.000.000 100 ~ 435.000.000 100 450.000.000 100 2,125.000.000 | Badan Pendapatan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar : : : : : Daarah
operasiona PD : :
Program Peningkatan Tingkat disiplin aparatur 100 100 50.000.000 100 55.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315.000.000 | Bagan Pendapatan
Kapasitas Sumber Daya : . Daerah
Aparatur
Program Peningkatan Hasil nilai Evaiuasi SAKIP cC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45000.000 >B 45.000.000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 | Badan Pendapatan
Pengemhangan Sistem PO Daerah
Pelaporan Capaian Kinefja
dan Keuangan
':.". ; z %’w},:*’ Kage 4:
Penmgkatan Kq:asnas Peisentase aparatur yang 18,56 2598 1.675.000.000 52,84 1 815.000 000 68,52 1. 923000 000 84.26 2 04&000 000 100 2.180. 000 00 100 9.643.000.000 Baian
Sumber daya Aparatur mengikuti diklat : Kepegawaian,
' Pendidikan dan
- - : Pelatihan Daerah
Program Pembinaan dan Persentase peningkatan 879 20,00 1.930.000.000 - 40,00 2.091.000.000 60,00 2.221.000.000 80,00 2.357.000.000 - 100 - 2.514.000.000 100 11.113.000.000 Bagan
Pengembangan Aparatur kedisiplinan aparatur o Kepegawaian,
" Pendidikan dan
Pelatihan Daerah
Persentase admunistrasé 19,46 338 51,34 67,25 8351 100 100
kepegawaian yang
diselesaikan tepat waktu
Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 650.000.000 100 665.000.000 100 675.000.000 100 685.000.000 100 700.000.000 100 3.375.000.000 Badan
Administragi Perkanioran kabutuhan dasar : : ’ : . g i Kepegawaian,
' gperagicnal PD Pendidikan dan
Pelatihan Daerah |
Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 50.000.000 100 55.000.000 100 65.000000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315.000.000 Badan
Saranadan Frasarana kebutuhan dan Kepegawaian,
Aparatur pemeliharaan sarana Pendidikan dan
prasarana kerja sesual Pelatihan Daerah
stand af daerah :
Program Peningkatan Hasil nilal Evaluasi SAKIP CcC >B 40.000.000 >B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45000000 >B 50.000.000 >B 220.000.000 Bagan
Pengembangan Sistem FD Kepegawaian,
Pelaporan Capaian Kinerja Pendidikan dan
dan Keuangan Pelatihan Daerah
o TR vy A e = : " -. wmf‘ﬁ-\ o ,--‘:‘,— Sy e e a PR b ———
it v S i i = rt 5 o .‘ i ’*’ ks » e 2 LAy 3 3 ;: I-‘ -“"‘n‘*ﬂ%ﬂﬁ; o i i ‘ RIS S A . kA Hiasl ““ ‘:ﬁ ek cantcl
ngram Kelnbangan .l Persentase kelitbangan / 95 95 1,375.000.000 95 1.4390.000.000 95 1 $83.000.000 96 1.679.000.000 % 1.790.000.000 96 7.917.000.000 Bajan Penelitian
Inovasi Daerah Inovasi Daerah (Penéilian, dan Pengembangan
Pengkajian, Daerah
Pengembangan,
Perekayasaan, Penerapan,
Pengoperasian Evaluasl
Kehijakan Dan Diseminasi)
Ya1g Dimanfaatkan
Parat Hiss arkl Gaiaf Yo mnas)
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. b 7 o - Kinexja : Kondisi Kinarja v B
No dan Progeam Prioritaa e Aunl RPJMD 2017. o8 208 22 221 Perlods RPJMD - Penanggung
Pambangunan e ;2015) target’ Rp - target Rp targmt “Rp target | Rp target . "Rp - Targea Rp )

2 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 109 100 450.000.000 100 455,000.000 100 475.000.000 100 485.000.000 100 £600.000.000 100 2.375.000.000 Badan Peneliban
Adminisirasi Perkantoran kebutuhan dasar - dan Pengembangan

operasional PD : L Dagrah

3 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 60.000.000 100 §5.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315.000.000 Badan Penelitian
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan pemeliharaan ) . dan Pengembangan
Aparatur sarana prasarana kerja Daerah

sesuai standar dagrah :

4 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cC »>B 40.000.000 »>B 40.000.000 >§ 45,000,000 >B 45,000.000 >B §0.000.000 >B 220.000.000 Badan Penelitian
Pengembangan Sistem FO . dan Pengembangan
Pelaporan Capaian Kinesja Daerah
dan Keuangan

Aq WHANUIUH : 1.. g AT 4 ok .:E’%“E- T 4 g ?.f:’f"‘ % .-?mu 2t atiigne: f&u gmy » RSN O ,‘v‘x‘ i S
Program Peningkatan Persentase pengawasan 1.665.000.000 1.783.000.000 1.804.000.000 2.020.000.000 2.154.000.000 9.526.000.000 Inspeklorat
Sistem Pengawasan Internal | dan penyelesaian hasil
dan Pengendalian pemeriksaan &

Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Pengawasan 100 100 100 100 100 100 100
sebagaimana target PKPT / : i
Non PKPT . .
~ penyelesaian tindak lanjut 90,16 90,50 81 9,50 92 92,50 92,50
hasil pemeriksaan : :

2 | Program Peningkatan Persentase pemeriksa 42,60 45 545.000.000 47,50 581.000.000 50 628.000.000 52,50 666.000.000 [ 710,000,000 5 3.140.000.000 Inspektorat
Profesionalisme Tenaga pengawasan yang
Pemeriksa dan Aparatur mendapat pendidikan dan
Pengawasan pelatihan teknis pengawas

3 | Program Penataan dan Persentase pedoman 67.50 2 35.000.000 85,5 40.000.000 777 §0.000.000 88,8 65.000.000 100 75,000,000 100 265,000,000 Inspektorat
Penyempumaan Kebijakan susdur pengawasan yang .

Sistern dan Prosedur disusun
Pengawasan

4 | Piogram Mengintensitkan Persentase penyelesaian 100 100 §0.000.090 100 £5.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 315,000,009 inspekiorat
Penanganan Pengaduan pengaduan masyarakat . .

Masyarakat

& | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 $900.000.000 100 915.000.000 100 $25.000.000 100 $35.000.000 100 $50.000.000 100 4.625.000.000 Inspektorat
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar

operasional PD :

& | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 -»B 40.000.000 >B 45.000.000 >B 45,000.000 >B $0.000.000 >B 220.000.000 Inspektorat
Pengembangan Sistem PD . :

Pelaporan Capaian Kinerja -
dan Keuangan '

7 | Program peningkatan | Persentase kelembagaan 100 100 250.000.009 100 271.000.000 100 288.000.000 100 306.000.000 100 326.000.000 100 1.441,000.000 | Sekretariat Daerah
Kapasitas kelembagaan | Organisasi Perangkat
pemerintah dasrah Daerah yang tepat fungsi

8 | Program koordinasi, | Persentase kebijakan 100 100 450.000.000 100 487.000.000 100 618.000.000 100 §50.000.000 100 586.000.000 100 2691.000.000 | Sekretariat Dacrah
sinkronisasi, monitoring dan | pemerinlzhan umum yang
evaluasi bidang 1 diterbilkan
pemerintahan

9 | Program pengendalian Ketepatan wakiu « 90 hani < 80 hari 750.000.000 « 90 hari 813.000.000 <80 har 864.000.000 <90 hari 917.000.000 < 9) hari $76.000.000 < 90 hari 4.322. 000000 Seluetariat Daerah
pelaksanaan kebijakan KDH | penyusunan laporan
bidang pemeriniahan umum pényelengjaraan

: pemerintahan daerah
Farat Kicrari T e i
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Bidaag Unrean - Indikator - * Kondlsl T . - Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pendansan . : Co ‘ ) PD
Pemerintahan . ' Kinetja e o - - N Kondlsi Kinerja Pada Akhir , ’
No dan Program Prortas | (MR IO | el ppaD 11 o7 o o019 BRI 5 02 Periode RPJMD , Fenanqoeng
< Pembangunan A ) @019) - farget :-Rp oi | “target [iiis  Rp L otarget | 0 o RpLL target .. Rp . tmget “Rp Targe |... Rp vt SR
Parsantase requlasi 10,53 . 26,32 Co 42,11 63,16 : B4, 21 100,00 : 100,00 Sekretariat Daerah
panyalenggaraan o
pemerintahan desa
10 | Program koordinasi, Persentase terib 100 100 650.000.000 100 704.000.000 100 745.000.000 100 794.000.000 100 647.000.000 100 3.743.000.000 | Sekretariat Daerah
sinkronisasi, monitoring dan adminisirasi pembangunan
evaluasi bidang
pembangunan
Persentase fasilitasi 40 60 70 80 90 100 100
pengadaan barang danjasa :
melalui ULP : L ) : - :
11 | Program keordinasi, | Persentase kebijakan 18,92 45,95 600.000.000 5946 §50.000.000 - 1297 £91.000.000 86,40 733,000,000 100 782.000.000 100 | . 3.458.000000 | Sekretariat Daerah
sinkronisasi, dan monitoring | bidang perekonomian yang
bidang perekonomian diterbitkan
Persentase kabijakan 14,29 42,86 57,14 7143 85,71 100 100 Sekretariat Daerah
bidang sumber daya alam
_yanq diterbitkan
12 | Program peningkatan | Cakupan - perjanjian 40 60 360.000.000 70 390.000.000 B0 414.000.000 90 439.000.000 100 463.000.000 100 2071.000.000 | Sekretariat Daerah
kerjasama daerah kerfasama yanq ditangari ' - ) :
13 | Program koordinasi, | Persentase kebijakan 14,29 42,86 450.000.000 57,14 488.000.000 7,43 518.000.000 85,71 550.000.000 - 100 586.000.000 100 2.562.000.000 | Sekretariat Daerah
fasilitas, dan monitoring | bidang kesejahteraan . .
bidang kesejahteraan rakyat | rakyat yanq diterbitkan :
14 ram Peningkatan | Jumlah kejadian terkait 0 0 1.050.000.000 0 1.138.000.000 0 1.209.000.000 0 1.282.000.000 0 136.600.000 0 4815600000 | Sekretariat Daerah
Kerukunan Umat Beragama { konflik keagamaan
15 | Program penataan peraturan | Persentase produk hukum 45,57 63,72 550.000.000 7279 596.000.000 81,86 633.000.000 .90,93 672.000.000 100 716.000.000 100 3.167.000.000 | Sekretariat Daerah
perundang-undangan daerah yang ditetapkan R : . :
16 | Program peningkatan | Keterpaduan program 140 kali 200 kaii 4.750.000.000 225 Kali 5.147.000.000 240 kali 5.456.000.000 245 kali 5.802.000.000 250 kali 6.186.000.000 250 kaii 27.353.000000 | Sekretanat Daerah
pelayanan kedinasan KDH / | pemerintah ' '
Wakil KDH
17 | Program penataan | Persenlase PD  yang 100 100 200.000.000 100 217.000.000 100 230.000.000 100 244.000.000 100 260.000.000 100 1.151.000.000 | Sekretariat Daerah
ketatalaksanaan dan | menerapkan SOP :
pelayanan publik
18 | Program Sosialisai Persentase penyampaian 100 100 250.000.000 100 271.000.000 100 268.000.000 100 306.000.000 100 326.000.000 100 1.441.000000 | Sekretariat Daerah
Ketentuan di Bidang Cukal informasi tentang eukai : ) :
' kepada masyarakat danf
pemanaku kepentingan :
19 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 4,300.000.000 100 4.315.000.000 100 4.330.000.000 100 4.345.000.000 100 4.360.000.000 100 H.650000.000 | Sekretariat Daerah
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
operasiona PD
20 | Program Peningkatan Tingkat pemenuhan 100 100 1.460.750.000 100 1.470.000.000 100 1.480.000.000 100 1.490.000,000 100 1.500.000.000 100 7.400.750.000 | Sekretariat Daerah
Saranadan Prasarana kebutuhan dan pemeliharaan
Aparatur sarana prasarana kerja
sesual standar d aerah -
21 | Program Peningkatan Tingkat disiplin aparatur 100 100 50.000.000 100 60.000.000 100 65.000.000 100 70.000.000 100 75.000.000 100 320.000.000 | Sekretariat Daerah
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
22 | Program Peningkatan Hasil nilai Evaluasi SAKIP cC >B 580.000.000 >B 565.000.000 >B §75.000.000 >B 585.000.000 >B §95.000.000 >B 2B70.000000 } Sekretariat Dagrah
Pengembangan Sistem PO
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan C -
23 | Program Peningkatan Persentase raperda yang 68,62 4 15.900.000.000 7931 17.228.000.000 86,21 18.303.000.000 93,10 19.422.000.000 100 ).707.000.000 100 91.560.000.000 Sekretariat DPRD
Kapasitas Lembaga ditetapkan bersama : .
. Perwakilan Rakyat Daerah
Faral Liersrk
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. Bidang Urassn '.htﬁk;t;r Kondisi X "+ Capalan Kinerja Program dan Kerangka Pwadanaan “h R s : PD C
Pemardntahan ) Kinerja - : : - B Kondial Kinefja Pada Akhir Co
No dan Progeam Prioritas K ™ Awat RP JMD o 208 d L w 202 " Periode RPJMD Penanggung -
Pambangunan o {2015y - target ] target Rp target Rp target Rp - . targst Rp - Tarpet Rp
24 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 1.950.000.000 100 | - 1.965.000.000 100 1.975.000.000 100 1.985.000.000 100 1.995.000.000 100 9.670.000.000 Sekretariat DPRD
: Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar - : . : : ] .
: operasional PD . . .
25 | Program Peningkatan Tingkat disipiin aparatur 100 100 125.000.000 100 130.000.000 100 135.000.000 100 140.000.000 100 150.000.000 100 680.000.000 | Sekretariat DPRD
Kapasitas Sumber Daya ‘ s
Aparatur '
26 | Program Peningkatan Hasil nils Evaluasi SAKIP cc >B 40.000.000 »>B 40.000.000 >B 45.000.000 »B 45,000.000 »B 50.000.000 »B 220.000.000 | Sekretariat DPRD
Pengembangan Sistem PO
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan - : ' :
.21 | Program pengembangan - Persentase penduduk yang 1,95 584 | - 2.060.000.000 1,79 2.075,000.000 9,74 2.100.000.000 11,69 2.125.000.000 13,63 2.150,000.000 13,63 10.510.000.00¢ | Badan Kesbangpol
wawasan kebangsaan mendapatkan pembinaan . : Y . . . T - . :
wawasan kebangsaan :
28 | Program pendidikan politik Persentase pembinaan 100 100 365.000.000 100 395.500.000 100 420.000.000 100 445.000.000 100 475,000.000 100 2.100.600.000 | Badan Kesbangpol
masyarakat terhadap LSM, Ormaas,
QKP dan Partai Politk
25 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 §00.000.000 100 £§15.000.000 100 £25.000.000 100 535.000.000 100 550.000.000 100 2.625.000.000 | Badan Kesbangpol
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar
: operasional PD } ] .
30 | Program Peningkatan Tingkat pemenubhan 100 100 50.000.00¢ 100 55.000.000 100 60.000.000 100 65,000,000 100 75,000,000 100 305.000.000 | Badan Kesbangpol
Sarana dan Prasarana kebutuhan dan pemeliharaan )
Aparatur sarana prasaranakerja
sesuai standar d aerah .
31 | Program Peningkatan Hasil nila Evaluasi SAKIP cC >8 40.000.000 >B 40.000.000 »B 45 .000.000 >B 45.000.500 »B 50.000.000 >B 220.000.000 | Badan Kesbangpol
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
32 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 182.105.000,00 100 202.105.000 100 222.105.000 100 242.105.000 100 262.105.000 100 1.110:525.000 Kecamatan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Donorojo
operasional PD
33 | Propram Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B 150.00¢.000,00 B 175.000,000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan
Penyelenggaraan - Masyarakat Kecamatan ‘ Dororojo
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan
Pessentase wakiu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administrasi
umum vang tepat waktu
34 1 Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 167.919.000,0¢ 100 207.919.000 100 221.919.000 100 247.919.000 100 27.919.000 100 1.139.595.000 | Kecamatan Punung
Administrasi Petkantoran kebutuhan dasar '
operasional PD
35 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 8 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Punung
Penyelengpar aan Masyarak at Kecamatan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan
Persentase wakiu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administrasi
: umum yang tepat wakiu .
36 | Propram Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 167.919.000,00 100 207.919.000 100 227.919.000 100 247.919.000 100 267.919.000 100 1.139.595.000 Kecamatan
Adminisirasi Perkantoran kebutuhan dasar Pringkuku
operasional PD
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Bidang Unisan a Kndikator Kondisi - Capaian Kinerja Progrwn dan Kesangka Pendanaan v - PD
X Pemeritahan - Kinesja Kondisi Kinerja Pada Akhir i
No dan Prognnn Prioritas . "‘“;ﬁ;‘;gaf" Awal RPJND 017 ks o 2020 2021 Periode RPJND Panonggung
* Pembangunan . : (2015} target” .= Rp target - Rp target Rp - .. .| terget Rp target Rp . Target . fp j

37 | Program Peningkatan Niiai indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.00 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan . Pringkuky
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan

Persentase wakiu 100 100 100 100 100 100 100 .
pelayanan administrasi
umum yang lepat waktu

33 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 902.573.000,00 100 922,673.000 100 942,573.000 100 962.573.000 100 932.573.000 100 4.712.865.000 | Kecamatan Pacitan

Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar :
- operasional PD .

39 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B 1.207.831.000,00 B - 1.310.000.000 B 1.392.000.000 B 1.477.000.000 B 1.575.000.000 -B Kecamatan Pacitan
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan - ’ ' : :

Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan
Persentase waktu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan adminisirasi
umum yang tepat waktu

40 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 231.405.000,00 100 251.405.000 100 275.405.000 100 285.405.000 100 305.405.000 100 1.349.025.000 Kezamatan

Administrasi Peskantoran kehutuhan dasar Kebonagung
: operasiona PD - :

41 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B | - 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan
Penyelenggaraan .| Masyarakat Kecamatan : ‘ : Kebonagung
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan

Persentase wakbu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administrasi ’
umum yang tepat waktu :

42 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 209.141.000,00 100 229.141.000 100 249.141.000 100 269.141.000 100 289.141.000 100 1.245.705.000 | Kecamatan Asjosari

Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar : . : .
: ; operasional PD -

43 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan 8 B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 226.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Arjosari
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan

Persentase wakty 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administras!
umum yang lepat wakiu

44 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 176.033.000.00 100 166.033.000 100 206.033.000 100 226.033.000 100 246.033.000 100 1.040.165.000 Kecamatan
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar Nawangan

operasiona PD

45 | Program Peningkatan Nital Indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan Nawangan
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan

Persantase wakiu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administrasi
urmum yang tepat waktu
45 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 166.959.000,00 100 186.959.000 100 206.959.000 100 226.959.000 100 246.959.000 100 1.034.795.000 | Kecamatan Bandar
Administrasi Perkantoran kebutuhan dasar .
operasional PD
Parat Hizeak,
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Bidang Urusan ndikator " Kondisi - Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan -
Pemerintahan Kinerjs : < . - Kondisi Kinerja Pada Akhlr :
No dan Program Prioritas '“"m;a‘“ Awal RPIMD | - 21 o8 s : 2020 20 Periode RPJMD - Peranggung
-, " Pambangunan (2015} . [. target - Rp target . Rp target Rp target Rp | target Fp Tanget Rp N
47 { Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Bandar
Penyelenggaraan Masyarakal Kecamatan
Pemerintahan dan Petayanan
Publik Kecarnatan
Persentase waktu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan adminisirasi
umum yang tepat waklu
48 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 185.842.000,00 160 205.842.000 100 225.842.000 100 245.842.000 100 265.842.000 100 1.128.210.000 Kecamatan
Administrasi Perkanioran kebuiuhan dasar ) Tegalombo
ooergsiona PO
43 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan 8 B 150.000.000.00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan Tegalombo
Pernerintahan dan Pelayanan
Publik Kecarnatan
Persentase waklu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan adminisirasi
umum yang tepal wakty
50 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 225.723.000,00 100 245.723.000 100 265.723.000 100 285.723.000 100 305.723.000 100 1.328615000 | Kecamatan Tulakan
Administrasi Perkantoran kebuluhan dasar
operasional PD
51 | Program Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 B 250.000.000 B Kecamatan Tulakan
Penyelenggaraan Masyarakal Kecamatan
Pemerintahan dar Pelayanan
Publik Kecamatan
Persentase wakiu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan adminisirasi
umum yang bepat waktu
52 | Program Pelayanan Tingkal pemenuhan 160 100 214.857.000,00 100 234.857.000 100 354.857.000 100 274.857.000 100 254.857.000 100 1.374.285.000 Kecamatan
Adminisirasi Perkantoran kebuluban dasar Ngadircio
operasiona PD
53 | Pmgram Peningkatan Nilai indeks Kepuasan B B 150,000.000.00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 8 250.000.000 B Kecamalan
Penyelenggaraan Masyarakal Kecainatan Ngadirojo
Pemnerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan
Persentase waklu 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan administrasi
umum yong tepat woktu
64 | Program Pelayanan Tingkat pemenuhan 100 100 159.446.000,00 100 189.446.000 100 209.446.000 100 229.446.000 100 243.446.000 100 1.047.230.000 Kecamatan
Administrasi Perkantoran kebuluhan dasar Sudimoro
operasiona PD
55 | Program Peningkatan Nitai Indeks Kepuasan B B 150.000.000,00 B 175.000.000 B 200.000.000 B 225.000.000 8 250.000.000 B Kecamalan
Penyelenggaraan Masyarakat Kecamatan Sudimoro
Pemerintahan dan Pelayanan
Publik Kecamatan
Persentase wakly 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan adminisirasi
umum yang lepal wakiu
TOTAL 5§1.058.232450 £29.844.723.056 £668.931.280.368 709.849.396.973 765.841.085 236 3.328.332.823.082
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o BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan umtuk memberi gambaran tentang ukuran
keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode jabatan dari sisi
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang telah
ditetapkan inerupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan Pacitan periode 2016
sampai dengan 2021 yang telah difencanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator
.kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
~ daerah. . |
Ukuran kemajuan - yang diperoleh daerah membutuhkan indikator yang -mampu
menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengﬁkuran kinérja tersébut, di antaranya
sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja
. o pembanguman sehingga dapat diperbandingkan kondisi-kondisi awal yang diinginkan dengan
hasil yang dicaﬁai. Indikator kiﬁerja' tersebut juga diperlukan oleh publik dalam rangka
perwujudan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
daerah,
Indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu; aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Target capaian kinerja Kabupaten

Pacitan disajikan pada Tabel 9.1.

Pacaf Hierarki Parat Kaordinasi
KPD/ Bagjan Perrakarsa .
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INDIKATOR KINERJA DAERAH
KABUPATEN PACITAN

Tabel 9.1

Fokus/Bidang Unisary/ Indikator

Kondisi
Kinerja pada

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja
pada akhir

Otonomx Daerah, Pemermtahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kegawaxan dan Persandlan l

awal periode
No. Kinerja Pembangunan Daerah RP?MD periode RFJMD Perangkat Daerah _
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
3 4 5 7 8 9 10

Dinas Komunikasi dan

11 | Pertumbuhan PDRB (%) 4,33 5,63 5,69 5,74 5,78 5,82 5,82 ,
Informatika
12 | PDRBADHB (utaRp) 1165746990 | 1423082050 | 1570759746 | 1733267079 | 1912408969 | 2110073213 | 2110173213 Dimsklff‘::‘m“::;fi dan
13 | PDRB ADHK (JutaRp.) 8.948.792,66 9.971.569,12 10.539.19546 11.143.761,82 11.787.66616 | 1247367488 | 12.473674,88 Di“ashlff‘::‘;::;fi dan
14 Inflasi (%) 86 7,03 6,86 6,41 6,13 6,03 6,08 Dinas Komuni}casi dan
Informatika
15 | PDRB per Kapita (Rp.) 21.351.225 25.686.898 28.265.260 31.093.542 34.201.553 37.62338 37622338 Dims[ff‘;‘:‘;::i‘;:“ dan
16 | AngkaKemiskinan (%) 16,68 15,80 1513 1475 14,53 1335 13,85 Dinas Komunikasi dan
' ! i Informatika
17 Indeks Pembangunan Manusia (TPM) (%) 64,24 65,52 66,18 66,83 67,5 68,17 68,17 BAPPEDA
18 Angka kriminalitas yang tertangani 18 1,67 1,61 1,55 1,49 1,43 SATPOL PP
Fokus Kesejahteraan Sosial AT e e | e
1 Pendidikan . '
11 :‘/“dg's‘; :}fele" Huruf (AMH) pada usia 15 92,83 93,33 93,83 94,33 94,83 95,53 95,53 Dinas Pendidikan
12 Angka rata-rata lama sekolah (tahun) 727 731 735 7.4 745 75 7,9 Dinas Pendidikan
Paat b Hyrepandemasalolab 11,77 12,08 12,25 12,41 12,58 12,74 12,74 Dinas Pendidikan
—t ————Parat-Hoordings;
Sekda SKPD/ Bagian Pemrakarsa
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ia sekolalParaf Koordinasi

Kondisi K d i Kineri
. . Kinerja pada . . ondisi Rinerja
No. Fol;us/!ildang Urusary Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Kesehatan . _ ‘ o ' ' ,
2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 991,84 991,99 992.15 9923 992.46 992.61 992.61 Dinas Kesehatan
Angka Kematian 1bu per 100.000 .
22 | Kelahiran Hidup 7642 76,42 76,42 7642 7642 76,42 76,42 Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi per 100.000 ' .
23 Kelahiran Hidup 8,41 8,25 8,10 7,95 7.79 7,64 7,64 Dinas Kesehatan
24 Angka Usia Harapan Hidup (tahun) 70,83 71,00 71,08 71,16 71,25 71,33 7133 Dinas Kesehatan
25 Persentase Balita Gizi Buruk 0,25 0,23 0,22 0,21 0,2 0,19 0,19 Dinas Kesehatan
"3 Ketenagakerjaan ' : o . : . ) B
31 | Persentase Penduduk yang Bekerja 98,78 98,96 98,97 98,98 98,99 99,00 99,00 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
‘Fokus Seni Budaya dan Olahraga ... IR S Pt a A . g et et
..~ 1 ] Kebudayaan' ) C
11 Jumlah grup kesenian 45 53 58 63 69 75 75 Dinas Pendidikan
1.2 Jumlah gedung kesenian 2 2 2 2 2 2 2 Dinas Pendidikan
2 Pemuda dan Olahraga " ' o : o
Dinas Pariwisata
] ] ‘
21 Jumlah Klub olahraga 13 13 138 138 138 139 139 Pemuda dan Olahraga
Dinas Pariwisata,
. 22 Jumlah gedung olahraga 7 7 7 . 8 8 9. 9 Pemuda dan Olahraga
"ASPEK PELAYANAN UMUM = -+ 8570 g ki 7 R R TUCRUN O 54 T L - R ‘
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar - ' o
-1 Pendidikan - L : _
11 Persentase Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan
- Usia 7-12 tahun 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99
- Usia 13-15 tahun 90,07 90,08 90,09 20,10 90,11 90,12 90,12
. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk . (s
Par s Tietn _ Dinas Pendidikan

Sehda | g~ | | TOpagenPe g Pematasa | g
Asisten 71' fKPDf Bagian Terkait:

Kahag 2
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Kondisi Kondisi Kineria
N Fokus/Bidang Urusan/ Indikator f‘:,r;i?,aeﬁig: Target Capaian Setiap Tahun paclia akhif-r]
o Kinerja Pembangunan Daerah RPIMD periode RPFJMD Perangkat Daerah
1
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-SD/MI ' 117,24 117,35 117,47 117,54 117,61 117,73 117,73
- SMP/MTs 48,68 48,74 48,81 48,89 - 48,94 49,00 49,00
1.3 Rasio guru terhadap murid ' ' ' : Dinas Pendidikan
-SD/MI : 118 121 124 127 130 133 133
-SMP/MTs 108 111 114 17 120 123 123
14 APK PAUD 75,81 80,22 81,9 83,53 85,12 86,68 86,68 Dinas Pendidikan
1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) : : : Dinas Pendidikan
-SD/MI ' 99,03 99,06 99,09 99,12 99,15 99,2 99,2 '
-SMP/MTs = ' " . 85,14 . 8518 85,22 ' 85,26 853 : 853 - 853 - . :
16 Persentase Angka Kelulusan: - S ‘ ' ‘ _ I ‘ Dinas Pendidikan
-SD/MI - ' . 100 100 - 100 - 100 ‘ 100 . - 100 | .. 100 ‘
- SMP/MTs g : ' 100 100 100 100 - 100 S100 ¢ . 100 :
1.7 Angka Partisipasi Kasar (APK) . : : e : ' : ' : Dinas Pendidikan
- SD/MI/Paket A 103,12 103,14 103,15 - 103,16 103,17 - 103,18 103,18
- SMP/MTs/Paket B 98,62 98,74 98,81 98,95 99,00 99,10 99,10
18 f:i::;;alsselgum yang berkualifikasi | . : , ‘ : Dinas Pendidikan
-SD/MI ' 87,78 ' 88,00 88,5 89 895 0 20
-SMP/MTs 95,51 95,75 9% 96,25 96,5 96,75 96,75
19 ﬁﬁlﬁiﬁﬁiﬁiﬁszn masyaralat 80,90 - 8110 81,20 81,30 81,40 81,50 ' 81,50 Dinas Pendidikan
2 . | Kesehatan ' R Lo . . : o _ R _ _ o S R
21 Rasio posyandu per satuan balita 2317 23,63 23,68 23,74 238 23,36 2386 Dinas Kesehatan
22 Rasio puskesmas per satuan penduduk 04 04 04 04 04 04 04 Dinas Kesehatan
2.3 Rasio pustu per satuan penduduk 01 01 01 0,1 01 01 01 Dinas Kesehatan
2.4 Rasio rmmah sakit per satuan penduduk 0,0034 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Dinas Kesehatan
2.5 Rasio dokter per satuan penduduk 0,25 0,27 0,28 0,29 030 0,31 031 Dinas Kesehatan
Patat Hetar Ramgm— 1,36 1,38 1,39 1.40 141 1,44 1,44 Dinas Kesehatan
st |57 | | bR peon | £ RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten /, 15.( FD! Bagian Terkait:
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Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada , ; . ondisi Kinerja
No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator awal }’,eg ode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD ‘
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
pendudukp
27 g;‘;‘;pa“ Desa Siaga Aktif berstrata 8,77 11,70 14,62 17,54 20,47 2339 2339 Dinas Kesehatan
28 Cakupan rumah sehat 73,11 75,00 76 77 78 79 79 Dinas Kesehatan
29 S:ﬁ‘:gi‘; fgfs‘i‘gf“‘:‘”kesmas/ pustu 37,18 51,28 64,1 76,92 84,62 89.74 89,74 Dinas Kesehatan
210 gz:f;:r:a I-:S:bl:ﬁt:}r\sae:man obat sesuai % 9580 9% 9% 97 98 98 Dinas Kesehatan
211 f:t’:e“‘ase kunjungan puskesmas/visit 85,75 86,75 87,25 87,75 88,25 88,75 88,75 Dinas Kesehatan
Persentase penduduk yang '
212 | | emanfaatkan Rumah Sakit 1044 10,60 . 1079 10,99 : 11,19 11,56 _ 11,36 RSUD
213 Cakupan Sarana Kesehatan Berstandar 0 33,33 66,67 100 - 100 100 100 Dinas Kesehatan
Persentase penanganan Penyakit '
214 menular (Diare, DBD, Tb Paru dan 100 100 100 100 100 100 100. Dinas Kesehatan
pneumonia balita)
215 | Cakupan pelayanan balita gizi buruk 100 100 © 100 100 100 : 100 100 Dinas Kesehatan
216 S;‘;‘;fa“ pertolongan persalinan di 99,83 99,85 99,36 99,87 99,878 99,39 99,89 Dinas Kesehatan
217 (PE::;:E:apdayamn analcbalite 866 87,20 87,5 88 88,5 89 89 Dinas Kesehatan
keseha i
218 Eil;:tpa“ pelayanan kesehatan usia 55,11 58 60 62 64 65 65 Dinas Kesehatan
Sarana dan prasarana rumah sakit yang
219 representatif : RSUD
- Persentase Ruang Rawat Inap Rawat
Jalan, Rawat Inap dan Penunjang Medis
dan kantor Rumah Sakit dalam kondisi 69,57 70583 7220 73,50 74,00 74,20 74,20
Pdatierarki || P2[¥ Paraf Kaorginas:
Sekda .2/ SKPO/ Bagianel;.-ﬂrakarsa
"«.-.—:0 P RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
Asisten ); S / Bagian fes kai:
Kabag 2
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Kondisi o Kinert
, Kinerja pada . . ondisi Rinerja
i i . Target Capaian Setiap Tahun i
No, Fﬁlfusf.mdang Urusan/ Indikator awal periode 8 P P gada akhir Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPIMD periode RPJMD
' 2015 .. 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Persentase kelayakan peralatan _
pelayanan pada Rawat Jalan, Rawat Inap 85,97 86 56,18 86,35 86,51 86,67 86,67
dan Penunjang Medis (kondisi baik)
- Persentase jumlah ambulance/mobil -
jenazah yang berfungsi dengan baik 77,78 80 81,80 81,80 ' 81,80 8330 83,30
220 | CostRecovery Rate 240 % 240 % 240 % 240 % z40 % Z40 % 240 % RSUD
Persentase karyawan yang mendapatkan
221 pelatihan minimal 20 jam dalam setahun 44,42 45,03 45,63 46,25 46,85 4746 4746 RSUD
Persentase penyediaan sarana _ . ;
222 | pelayanan kesehatan masyarakat 71,88 7447 75 7544 75,81 76,12 76,12 RSUD
2.23 g;‘(‘i‘tampua“ layanan kesehatan Rumah Tipe C’ Tipe C Tipe C Tipe C Tipe B Tipe B Tipe B RSUD
3 -.'| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31 Persentase jalan danjembatan dalam Dinas Pekerjaan Umum
. kondisi baik dan Penataan Ruang
- Jalan 56,15 59.84 61,70 63,56 65,43 65,93 65,93
- Jembatan 92.81 93 93,25 93,38 " 93,50 93,63 93,63
3.2 Jumlah tempat ibadah 3.167 3.197 3.212 3.227 3.242 3.257 3.257 Sekretariat Daerah
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan _ Dinas Pekeriaan U
33 | drainase/saluran pembuangan air 24.137,50 24.985,00 25.840,00 26.690,00 27,540,00 28,350,00 28,350,00 tnas -exenaan Lmum
. dan Penataan Ruang
{minimal 1,5 m)
Sempadan jalan yang dipakai pedagang Dinas Pekerjaan Umum
34 kaki lima atau bangunan rumah liar 22,00 2000 18,00 1600 14,00 12.00 12,00 dan Penataan Ruang
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Dinas Pekerjaan Umum
35 Luas Wilayah ber HPL/HGB 36,70 38,20 39.70 41,20 42.70 4,20 .20 dan Penataan Ruang
P erarki Paraf Koordinasi
SKPD! Bagian Pemrakarsa
Sekda { " EpA f RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
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_ Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . . onadisi xinerja
Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Ir] P d Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No. . T awa. perioae . Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tersedianya Iuasan RTH publik sebesar Dinas Pekerjaan Umum
3.6 20% dari luas wilayah kota/kawasan 19,20 19,21 19,22 19,23 19,24 19,25 19,25 dan Penataan Ruang
perkotaan
3.7 Ruang publik yang berubah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum
peruntukannya dan Penataan Ruang
38 | Persentase Penduduk berakses air bersih 50,05 52,55 54,58 56,70 58,95 60,75 6075 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
& Dinas Perumahan,
39 Persentase rumah tangga bersanitasi 87.56 89,06 90,56 92,06 93,56 95,06 95,06 Kawasan Permukiman
: dan Pertanahan
3.10 | Drainase dalam kondisi baik 80,54 " 82,04 83,54 85,04 86,54 88.04 88.04 Dinas Pekerjaan Umum
. 4 ’ ! dan Penataan Ruang
3.11 Jumlah penataan kawasan dan penanda 7 9 10 1 12 12 12 Dinas Pekerjaan Umum
kawasan dan Penataan Ruang
Jumlah dokumen tata ruang yang Dinas Pekerjaan Umum
312 | Yihasilkan 4 6 6 8 10 12 12 dan Penataan Ruang
Persentase bangunan ber IMB per total Dinas Pekerjaan Umum
3.13 bangunan 772 72 7672 792 81.72 84,22 84,22 dan Penataan Ruang
3.14 ]umIah. rek(?mendasi pemanfaatan ruang 181 220 235 250 265 290 290 Dinas Pekerjaan Umum
yang diterbitkan dan Penataan Ruang
Rasio Tempat Pembuangan Sampah . ,
315__| (TPS) Kota Kabupaten per satuan 056 038 04 042 0,44 0.46 0,46 Dinas Pekerjaan Umum
Parat Hierartki thndadil: dan Penataan Ruang
Paraf Xoordingsj
ekda 3/ wRFDI Bagian Pemrakarsa
: o fDa . - RPSMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
Asisten :'-rﬂf Bagian Terkait;
Kahag 2
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Kondisi
Kinerja pada

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja

Pokus/Bidang Urusan/ Indikator awal periode pada akhir
No-. Kinerja Pembangunan Daerah RP?MD periode RPJMD Perangkat Daerah
2015 2017 2018 2019 2020 2021 @021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
316 Lu'as irigasi Kabupaten dalam kondisi 4.489 6.145 6.827 7500 8.191 8.873 8.873 Dinas Pekerjaan Umum
baik dan Penataan Ruang
317 Persentase jalan dan jembatan yang Dinas Pekerjaan Umum
’ dibangun : dan Penataan Ruang
- Jalan 398 75,70 100 100 100 100 100
-Jembatan 428 75 83,33 91,57 93,75 9533 95,83
Persentase peningkatan sarana dan Dinas Pekerjaan Umum
3.18 .
prasarana kebinamargaan dan Penataan Ruang
- Alat Berat 68,57 70 69,97 7038 70,78 71,19 71,19
- Alat Laboratorium 93,55 95 95,34 95,87 96,39 96,91 96,91
Persentase luas sawah beririgasi dalam Dinas Pekerjaan Umum
3.19 kondisi baik 4430 1940 5250 520 58 60.80 60,80 dan Penataan Ruang
Persentase panjang irigasi dalam kondisi '
3.2 baik 39,30 41,60 42,70 4380 44,90 46,00 46,00
321 Luas sawah baru beririgasi (ha) 0 160 320 480 640 800 800
32 | Jumlah embung Dalam kondisi baik 1 13 15 17 19 7 21 Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
323 Persentase jalan poros desa dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum
) perdesaan dalam kondisi baik dan Penataan Ruang
-Jalan 24,75 29,19 31,40 33,62 35,84 36,21 36,21
- Jembatan 50,10 54 55,22 56,71 58,20 59,70 59,70
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Kondisi _ Kondisi Kineri
. . Kinerja pada . . ondisi Kinerja
No Fokus/P;dang Urusan/ Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun p.ada akhir Perangkat Daerah
’ Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perumahan,
41 Persentase permukiman layak huni 99,943 99,965 99,976 99,985 99,993 100 100 Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
42 | Rumah tangga pengguna air bersih 69,02 70,75 71,62 72,49 73,6 74,47 74,47 Dinas Pekerjaan Umum
’ 88 ’ . ! ! . dan Penataan Ruang
. Dinas Periimahan,
4.3 Lingkungan pemukiman kumuh 0,057 0,055 0,053 0,051 0,049 0,047 0,047 Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Peningkatan pembangunan jalan Dinas Perumaha'm,
44 R 55,88 57,88 60,38 62,88 65,38 67,88 67,88 Kawasan Permukiman
lingkungan
dan Pertanahan
Persentase Pembangunan Prasarana, Dinas Perumah‘:m,
45 ye 41,52 45,03 46,78 48,54 50,29 52,05 52,05 Kawasan Permukiman
Sarana dan Utilitas Umum
dan Pertanahan
: Dinas Perumahan,
46 P:;se“ltf.se peningkatan prasarana 0 2,10 4,20 6,30 8,40 10,50 10,50 Kawasan Permukiman
permukiman dan Pertanahan
Dinas Perumahan,
4.7 Rumah layak huni 92,21 92,26 9235 92,41 92,48 92,55 92,55 Kawasan Permukiman
. : - dan Pertanahan
Dinas Perumahan,
4.8 Persentase permukiman kumuh 0,057 0,035 0,024 0,015 0,007 0,000 0,000 - Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
49 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 SATPOL PP
di kab/kota
Jumlah rumah tangga pengguna listrik Dinas Komum'k asidan
4.10 133.678 137.718 139.784 141.881 144.009 146.169 146.169 Informatika
= .
arat Herarki Parsf Koordinag;
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Kondisi L Kondisi Kiner
Kineria pada . . ondisi Kinerja _
Fokus/Bidang Urusan/ Indikator mirj P d Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No. Lo awal periode _ . Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
>1 | 10,000 penduduk 0,99 1,02 1,06 106 1,06 1,06 1,06 SATPOL PP
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 i
32 | Penduduk 0.9 093 093 093 093 093 093 SATPOL PP
Rasio Pos Siskamling per jumlah
53 desa/kelurahan 11,35 135 11,35 1135 - 1135 1135 1135 SATPOL PP
54 Persentase Penegakan PERDA €O 94 95 - 95 97 99 99 SATPOL PP
Persentase tingkat penyelesaian &
55 pelanggaran K3 (ketertiban, 90 92 93 94 95 97 97 SATPOL PP
ketentraman, keindahan) di Kabupaten
5.6 Persentase Petugas LINMAS terlatih 27 42 56 71 85 100 100 SATPOL PP
Persentase jumlah pembinaan,
57 pengawasan dan penyelesaian 90 92 93 94 95 97 97 SATPOL PP
pelanggaran PERDA dan PERKADA
Jumlah patroli petugas Satpol PP dalam
>3 | 24jam (kali) 2 2 2 2 2 2 2 SATPOL PP
59 Cakupan Desa dan Kelurahan tangguh 23 7.0 94 117 14,0 164 164 BPBD
bencana
) Sosial .
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti . .
6.1 jompo dan panti rehabilitasi 16 16 16 16 16 16 16 Dinas Sosial
6.2 Penanganan penyandang masalah 783 783 79,8 814 829 845 84 Dinas Sosial
" kesejahteraan sosial ’ 3 tnas Hosia
Parat Hierarki Parat Koordinasi
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Kondisi Kondisi Kinerd
Kinerja pada . . ondisi Kinerja
s/Bi i . Target Capaian Setiap Tahun i
No. Fol.cu_/.Bldang Urusary Indikator awal periode Ig P P p'ada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RFJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Penyandang Masalah
6.3 Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang 783 783 79,8 81,4 829 845 845 Dinas Sosial
' memperoleh bantuan '
Persentase korban bencana skala
6.4 kab/kota yang menerima bantuan 60 60 61,2 624 63,6 64,8 66 Dinas Sosial
selama masa tanggap darurat , :
65 | Cakupan Eks Penyandang Penyakit 80 80 816 83,2 84,8 86,4 88 Dinas Sosial
Sosial yang Dibina
Persentase lembaga kesejahteran sosial . ]
66 yang mendapatkan pemberdayaan 65 66,3 67,9 69,2 705 718 731 Dinas Sosial
Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar %ﬁ%ﬁ b
©1- | Tenaga Kerja ‘ .- :
11 Perﬁentase Tingkat Partisipasi Angkatan 75 75 765 78 795 81 81 Dinas Koper.asi dan
Kerja Usaha Mikro
12 Persex.utase penyelesaian perselisihan 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Ko per_asi dan
pekerja dan pengusaha Usaha Mikro
13 | Tingkat pengangguran terbuka 1,22 1,04 1,03 1,02 1,01 1 1 Dinas Koperasi dan
- gkat penganggu . ' . ¢ d Usaha Mikro
14 Keselamatan dan perlindungan 16 16 16 16 16 16 16 Dinas Koperasi dan
’ Usaha Mikro
Perselisihan buruh dan pengusaha Dinas Koperasi dan
15 terhadap kebijakan pemerintah daerah 100 100 100 100 100 100 100 Usaha Mikro
Persentase penempatan tenaga kerja Dinas Koperasi dan
1.6 melalui AKL, AKAD dan AKAN 60 60 61.2 624 63,6 648 64,80 Usaha Mikro
17 Persentase Fembinaan Tenaga Kerja 100 100 100 100 100 100 100 Dlnas I;oper.aks i dan
Patat Hierarki ParaiE o saha Mikro
Sekda .a/ SKP%’a’g‘i’aggzmrakarsa ﬂé
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Kondisi
Kineor?a ;;da . . ) Kondisi Kinerja
Fokus/Bidang Urusan/ Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir

Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD

2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)

Perangkat Daerah

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian
) Penduduk, Keluarga
: Berencana,
67,28 67,28 67,5 . 67,95 63,01 68,05 6305 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah

21

Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
. Berencana,
3272 3272 N 325 32,05 31,99 31,95 31,95 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi perempuan di

22 lembaga swasta

Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga

) Berencana,

23 Rasio KDRT 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 Pemberdayaan
Perempuan, dan

Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian
. . Penduduk, Keluarga
Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01% 001 0,01 Berencana,
umur : Pemberdayaan

- Perempuan, dan
Perlindungan Anak

24

Paraf Hierarki Paraf Xoordinast

SXPD/ Bagian Pemrakarsa
sekta | o BADPEDA L

- T RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
% PD/ Bagian te
Lsisten f, PD/ Bagian terkai

So

1

Kabag f/ 2
YR - B ]



Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . ] ondisi Kinerja
i i , Target Capaian Setiap Tahun i
No. Fol‘cus/!Sldang Urusany/ Indikator awal periode 8 P p Rada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10
Dinas Pengendalian
' Penduduk, Keluarga
25 Persentase advokasi dan fasilitasi PUG 36,96 38,00 40,00 42,00 45,00 50,00 50,00 Berencana,
dan anak Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Cakupan perempuan dan anak korban Penduduk, Keluarga
26 kekerasan yang mendapatkan 100 100 100 100 100 100 100 Berencana,
penanganan pengaduan oleh petugas . Pemberdayaan
terlatih Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
27 | Pessentase angkatan ketja perempuan 79,20 79,50 79,70 80,00 80,50 80,80 80,80 Berencana,
) ! ! ! ’ Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
-3 Pangan o o . i o .
31 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dinas Pangan
3.2 Ketersediaan pangan utama 19455 kg/jiwa | 196.67 kg/jiwa | 198.31 kg/jiwa 199.96 kg/jiwa | 201161 kg/jiwa | 203.25kg/jiwa | 203.25 kg/jiwa Dinas Pangan
33 Ketersediaan pangan Dinas Pangan
- Beras 116.117 ton 118.000 ton 119.000 ton 120.000 ton 121.000 ton 122.000 ton 122.000 ton
- Jagung 102.256 ton 103.278 ton 104.310 ton 105.353 ton 106.406 ton 107.470 ton 107.470 ton
- Kedelai 6.026 ton 6.086 ton 6.147 ton 6.209 ton 6.271 ton 6.333 ton 6.333 ton
- Daging 1.736 ton 1.771 ton 1.807 ton 1.843 ton 1.879 ton 1.917 ton 1917 ton
- Telur 373 ton 377 ton 380 ton 384 ton 384 ton 392ton 392 ton
U Parbf Hierarki 1l - [an Parat Koardinasi 8.521 ton 8.606 ton 8.692 ton 8.779 ton 8.779ton 8.956 ton 8.956 ton
Sekda 'b/ SKPD/Ba Iane Se,:anrakarsa ﬁ . -
- k - RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 zMyRs i
Asisten 1S»\PD.' Bagian Torhait:
S
Hukum i :




Kondisi

| Fokus/Bidang Urusany Indikator Kinerja ;.;ada Target Capaian Setiap Tahun Kond;-';i ll(cihni(:ria .
No. oxuyZIcang Lrusary met awal periode pacaa Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
. 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase stabilnya harga pangan _
34 (beras) di tingkat konsumen (coefficient 8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 7-8 Dinas Pangan
of variance)
35 | Cadangan pangan pemerintah 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton 2100 ton Dinas Pangan
kabupaten
36 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 79,84 80,5 81,7 834 853 86,8 86,8 Dinas Pangan
3.7 Persentase Pangan yang aman 89 89,20 89,40 89,60 89,80 89,90 89,90 Dinas Pangan
4 _Pertanahan S ‘ : ' T : —— . —-
. ‘ Dinas Perumahan,
41 Persentase luas lahan bersertifikat 19,51 20,05 20,63 21 ,25 21,9 2259 22,59 Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Dinas Perumahan,
4.2 Penyelesaian kasus tanah Negara 100 100 100 100 100 100 100 Kawasan Permukiman
: dan Pertanahan
Dinas Penanaman
43 Penyelesaian izin lokasi 100 100 100 100 100 100 100 Modal dan Pelayanan
. ' ' Terpadu Satu Pintu
. R Dinas Perumahan,
44 | Persentase tanah aset pemerintah dacrah 36,63 38,17 38,940 39,70 - 4047 41,24 41,24 Kawasan Permukiman
yang bersertifikat :
. dan Pertanahan
-5 Lingkungan Hidup
Indeks kualitas lingkungan hidup Dinas Lingkungan
51 (IKLH) 73,24 73,27 73,28 73,29 733 7331 7331 Hidup
59 Pe.rsentase Penduduk berakses air 50,05 5255 54,85 56,7 58,95 60,75 60,75 Dinas Pekerjaan Umum
minum dan Penataan Ruang
53 | Pemantauan status mutu air 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
| Patat Hierarki Parat Roordmast - uP
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INDIKATOR KINERJA DAERAH
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RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021

Kondisi Kondisi Kinert
Kinerja pada . . ondisi Rinerja
i i A Target Capaian Setiap Tahun i
No. F}célfusl?ldang Urusan/ Indikator awal periode 4 P P p!ada akhir Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Luasan penghijauan wilayah rawan ' Dinas Lingkungan
>4 longsor dan Sumber Mata Air '5 10 15 20 35 30 30 Hidup
55 Cakupan pengawasan terhadap 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Li'ngkungan
pelaksanaan amdal Hidup
56 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 056 1 13 1,7 13 2 2 Dinas I.1.ngknngan
satuan penduduk Hidup
5.7 Penegakan hukum lingkungan 100 100 100 100 100 100 100 Dmas[L{Ii:(;lgjl;ungan
58 | Penghargaan Kebersihan Nasional Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Di“"sfliiigﬁ‘;““ga“
5.9 }um'lal} sekolah berwawasan lingkungan 41 77 161 343 453 563 563 Dinas Li.ngkungan
(Adiwiyata) Hidup
510 | Persentase penanganan sampah 90,55 91,85 93,35 94,35 96,35 9735 97,85 Dms[{"ﬁ!gi';“"ga“
511 | Persentase Pengolahan Sampah Akhir 27 275 28 28,5 29 30 30 Di“asf';iigﬁ‘;““ga“
5.12 | Penumbuhan Bank Sampah 13 25 40 55 70 80 80 Dmasalizfil;ungan
513 | Jumlah taman kehati 0 1 2 3 4 5 5 Dinas L{ngkungan
Hidup
5.14 Persentase taman kota yang tertata 36,9 415 443 48 50,5 60,2 60,2 Dinas[L{iElgjl;ungan
Persentase Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dinas Lingkungan
5.15 dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup 100 100 100 100 100 100 100 Hidup
yang Ditindaklanjuti
516 Jymlah lokasi pemantauan kualitas 156 160 170 180 190 200 200 Dinas Li'ngkungan
lingkungan yang disampling Hidup
Parat Hierarki Parat Koordinasi




Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . . ondisi Kinerja
i i . Target Capaian Setiap Tah ;
No. Flczlfusj?ldang Urusan/ Indikator awal periode arget Lapaian setiap lahun gada akhir Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPfMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
517 | Indeks Tutupan Hutan 72,27 7234 7236 72,38 72,42 7242 72,42 D‘““é;‘;ﬁ‘;““g““
Persentase industri hasil tembakau yang Dinas Linekunean
518 teruji kualitas lingkungan hidupnya 50 50 50 80 8 100 100 Hid;g.up &
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61 Rasio penduduk berKTP per satuan 0,91 092 0,92 093 094 094 0.94 Dinas Kependudukan
penduduk dam Pencatatan Sipil
62 | Rasio bayi berakte kelahiran 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kependudukan
‘ , : dan Pencatatan Sipil
. . Dinas Kependudukan
6.3 Rasio pasangan berakte nikah 100 . 100 100 100 100 100 100 dan Pencatatan Sipil
64 | Persentase Kepemilikan KTP 91,38 92,25 28 93,95 94,70 94,60 94,60 Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Persentase Kepemilikan akta kelahiran Dinas Kependudukan
6> per 1000 penduduk 8143 82,15 8175 85,25 85,75 86,37 86,35 dan Pencatatan Sipil
66 Ketersedia‘an _database kependudukan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Dinas Kependudu_kefn
skala provinsi dan Pencatatan Sipil
67 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
|_Paraf Hierarki Paraf Koordinasi
Sekda SKPD/ Bagian Pemrakarsa Ceniiieh
s f . RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 [/ &1:30
Asisten [ SKPO/ Bagian Terkait
t.
Kabag 2
- Hikum 1




INDIKATOR KINERIA DAERAH

o Kondisi _ o Kondisi Kineri
- Kinerja pada . . , ondisi Kinerja
; . ) Target Capaian Setiap Tahun i
No. Folfus/!hdang Urusary Indikator awal periode g p P Rada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD pericde RPJMD _
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o ' : o : Dinas Kependudukan
6.8 Persentase Cakupan Penerbitan: R dan Pencatatan Sipil
I.KIP - 91,38 92,25 ' 92,50 93,95 94,70 94,60 94,60
2, Kartu Keluarga -~ 95,70 9695 97,20 97,35 97,55 97,75 97,75
3. Akta Kelahiran 8143 84,15 84,75 - 8525 - 85,75 86,35 . 86,35
4. Akta Kematian ' 54,69 55,60 ' 55,75 55,85 56,15 56,40 56,40
‘Pemberdayaan Masyarakat dan Dééa BB T T D et Lo B S Rl S :
Rata-rata jumlah keloi‘npok binaan . L _ : Dinas Pemberd
7.1 lembaga pemberdayaan masyarakat 6,06 6,09 6,12 6,16 6,19 6,22 6,22 as em dyaan
. . : Masyarakat dan Desa
Persentase rata-rata jumlah kelompok Dinas Pemberdayaan
| 7.2 binaan PKK 87,07 87,11 87,15 87,20 . 87,24 87,28 87,28 Masyarakat dan Desa
7.3 Jumlah LSM 49 53 55 57 59 61 61 Badan Kesbangpol
: . ' ‘ ' _ : Dinas Pemberday.a'an
7.4 Persent_ase LPM .Berprestam . . 0,\29 : 0,31 . 0,31 .0,31 o 035 0,35 9,35 . Masyarakat dan Desa
75 | Persentase PKK aktif 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemberdayaan
_ Masyarakat dan Desa
7.6 Persentase Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan
Persentase swadaya masyarakat Dinas Pemberdayaan
7.7 terhadap program pemberdayaan . 26,99 27,07 27,16 27,24 2732 27,39 2739 Masyarakat dan Desa
masyarakat
Persentase Pemeliharaan Pasca Program Dinas Pemberdayaan
78 pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 Masyarakat dan Desa
Parat Hierarki Parat Koordinasi - : _ :
SKPD/ Bagian Pemrakars : e
Se gian Femra a . B
il | 2APPEOA | é . | . _ o RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 fahé
Asisten g 1Si(PDJf Bagian Terkait: ‘
Kabag (Q/ 2
L Hukym | L
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Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . . ondisi Ainerja
i i . Target Capaian Setiap Tahun i
No. Folfus/PIdang Urusary Indikator awal periode 8 P P Eada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 . 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase desa dengan administrasi o Dinas Pemberdayaan
72 82
7.9 baik 7891 80, 53 84,53 86,14 88,55 88,55 Masyarakat dan Desa
Persentase pertumbuhan lembaga Dinas Pemberdayaan
710} ekonomi perdesaan 217 23 249 264 80 295 295 Masyarakat dan Desa
-8 .| Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
81 | Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,75 1,74 171 1,71 1,70 1,70 1,70 Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
82 | Rasio akseptor KB , 48,96 49 49,05 49,09 50 . 50,05 50,05 Berencana,
7 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
. Berencana,
8.3 Cakupan peserta KB akt-lf 78,40 78,86 79,09 7932 79,55 79,78 79,78 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Paraf Hierarki Paral Koordinasi

Sekda SKPD! aEian Pemrakarsa L
{ % an P E . ‘ RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 g

Asi S£PDY Bagian Terkait;
sisten )’, 1.
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e




Kondisi . Kondisi Kineri
. o . : Kinerja pada . . ondisi Xinerja .
No. Fokus/Bidang Urusary Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Pengendalian
' R & Penduduk, Keluarga
' Persentase kebutuhan ber KB yang tidak : Berencana,
84 terpenuhi (Unmeet Need) 998 ? 8 7 6 6 6 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
' " Dinas Pengendalian
Persentase sekolah dan organisasi : _ Pend;;i;l:cla(:;uarga
8.5 kepemudaan yang mendapatkan KIE 35 35 36 37 38 39 39 ’
. . : Pemberdayaan
reproduksi remaja P
. - Perempuan, dan
' Perlindungan Anak
Dinas Pengeﬁdalian
‘ Penduduk, Keluarga
Persentase Sekolah dan pondok ' Berencana,
8.6 pesantren yang telah membentuk PIK-R >0 15,00 2000 200 30,00 3500 35,00 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Cakupan penyediaan alat dan obat Pend;;ir l;l:l,cl::;uarga
8.7 kontrasepsi untuk memenuhi 2,68 5,00 7,00 9,00 11,00 12,5 12,5 i
. ‘ Pemberdayaan
permintaan masyarakat : P
'erempuan, dan
Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
‘ Penduduk, Keluarga
gs | CakupanPUSanggota UPPKS yang ber 73,90 73,90 75,00 76,00 78,00 79,00 79,00 Berencana,
KB mandiri . - _ Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak
Pakat Hierari i} Pacat Koordinasy
Sekd _6/ SKPE Baiian Pemrakarsa f
i RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten f fam Bagian Terkait
Kabag ﬁ 2.
| Hubum =~ | Yo




INDIKATOR KINERJA DAERAH
) - Kondisi . . - Ko disi Kineri
. ) Kinerja pada ) ) ondisi Kinerja
No. Fokus/Bidang Urusary Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD pericde RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Pengendalian
o Penduduk, Keluarga
Cakupan kelompok BKB Holistik Berencana,
8'9‘ Integratif ber KB . ' 24,90 37.20 59’60 5420 _ 64,20 805 805 Pemberdayaan
Perempuan, dan
Perlindungan Anak.
Dinas Pe'hgendalia'n
: : . . _ Penduduk, Keluarga
8.10 Ca.lq.xpan jumlah Kader dalam kelompok 41,09 4410 515 632 674 707 707 Berencana,
Tribina : _ Pemberdayaan
Perempuan, dan
‘ Perlindungan Anak
9 i Perhubungan . —
9.1 {:ﬂi‘ arus penumpang angkutan 6520708 6.553.312 | 6.586.078 6.619.008 6.652.104 6.685.364 6.685.364 Dinas Perhubungan
92 Rasio ijin trayek 0,0085 0,0091 0,0090 0,0088 . 0,0086 0,0084 0,0084 Dinas Perhubungan
9.3 Rasio uji KIR angkutan umum 42,27 45,03 47,97 ‘ 51,11 : 54,45 58,00 58,00 - Dinas Perhubungan
94 Rasio angkutan melalui terminal - 1,568 1,568 1,545 1,537 - | - 1,534 1,533 1,533 Dinas Perhubungan
.95 Rasio penumpang melalui terminal 4,84 4,86 . 4,86 4,90 ' 4,9 496 4,96 Dinas Perhubungan
9 | Rasioangkutan umum terhadap jumlah 0,0096 0,0094 0,0092 0,0089 0,0087 0,0085 0,0085 Dinas Perhubungan
penumpang
gy |Persentase sarana dan prasarana 50,70 56,73 61,93 67,26 7257 77,91 77,91 Dinas Perhubungan
perhubungan
9g | Lama pengujian kelayakan angkutan 30 30 30 30 30 30 30 Dinas Perhubungan
umum (menit)
Biaya pengujian kelayakan angkutan .
9.9 75.000 75.000 75.000 - 75000 75.000 75.000 75,000 Dinas Perhubungan
umum (Rp) :
9.10 | Persentase Pemasangan Rambu-Rambu 65,20 73,20 80,80 8730 93,50 100 100 Dinas Perhubungan
Parat Hierarki Paral Koardinas; 1 .
Sekda SKPDf Bagian Pemrakarsa ) :
Y sfcpfﬁ oA £ - RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asi APD! Bagian Terkait
sisten )’/ N
Kabag 2 :
Hukum | 3 -




Kondisi : Kondisi Kineri
Kinerja pada . . ondisi Kinerja
: i i . Target Capaian Setiap Tahun i
No. F}c;lfus/-Bldang Unisan/ Indikator awal periode 4 P p Eada akhir Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- | Persentase penerapan norma .
2 ,0 . /
9N |y ecelamatan bidang perhubungan 339 43 3 63 731 834 83 Dinas Perhubungan
Persentase prasarana dan fasilitas .
1
212 perhubungan dalam kondisi baik 32 >0 36 6 67 72 72 Dinas Perhubungan
213 Persentase Angkutan laik jalan (lulus uji) 39 40 40 40 40 40 40 Dinas Perhubungan
914 Persentase pemenuhan sarana dan 37 43 48 52 56 61 61 Dinas Perhubungan
prasarana perhubungan
Persentase tersedianya sarana )
915 pengendali dan pengamanan lalu lintas € 70 76 82 8 % * Dinas Perhubungan
10 © | Komunikasi dan Informatika .
101 Jumlah surat kabar nasional/lokal 5 3 8 8 8 8 8 Dinas Komum'_kasi dan
Informatika
102 | Jumlah penyiaran radio/TV lokal 28 32 32 32 32 32 32 Dinas Komunikasi dan
Informatika
103 | Website milik pemerintah daerah ada ada ada ada ada ada ada Dinas Komuni'kasi dan
Informatika
104 ?’ersentasre jaringan lfomunik-asi dan 2,22 41,00 56,51 72,02 87,53 100 100 Dinas KOmuni_kasi dan
informatika yang terintegrasi Informatika
105 ?ersentas-e pegembangan aplikasi sistem 25 375 62,50 75,00 87,50 100 100 Dinas Komu ni-ka si dan
informasi Informatika
106 Jumlah .]nfo‘rmasi_ Publik daerah yang 210 204 378 462 546 630 630 Dinas Komuni_kasi dan
terpublikasi media Informatika
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat 12 24 36 48 60 o Dinas Komunikasi dan
107 (KIM) 7 72 Informatika
11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
111 | Jumlah UM non BPR/LKM UM 22.013 22233 22345 22.565 22.785 23.005 23.005 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro

Paraf Hierarki

Paral Koordinasi

sekda |

Asisten f i

Kabag | /]
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Kondisi Kondisi Kineri
] ) Kinerja pada . . ondist RInerja
No. Folfus/Fldang Urusan/ Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
‘ Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 @021)
1 2 "3 4 5 6 -7 8 9 10
112 | Jjumlah BPR/LKM 5.534 5536 5.538 5540 5542 5.542 5.542 Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro
' . . ' _ Dinas Koperasi dan
113 Persentase Usaha Mikro yang dibina 347 348 349 3,50 351 3,52 352 Usaha Mikro
114 | Persentase peningkatan jumlah 307 3,25 343 3,61 380 - 3,97 3,97 Dinas Koperasi dan
wirausaha baru o - - . Usaha Mikro
Persentase Peningkatan Usaha Mikro : Dinas Koperasi dan
15 yang mendapat bantuan modal 143 144 145 146 hd 148 148 Usaha Mikro
. - Dinas Koperasi dan
116 Persentase Koperasi Mandiri 0,81 1,21 1,41 1,81 2,22 2,42 242 Usaha Mikro
12 .| Penanaman Modal - - -, B 7 U
. . . . . . Dinas Penanaman
121 {}‘,ﬁg&;“gf;ﬁ’)‘(g‘;ﬁﬁ':hﬁs‘°m‘ 129 134 140 147 155 164 164 Modal dan Pelayanan
' Terpadu Satu Pintu
Dinas Penanaman
12.2 Rasio daya serap tenaga kerja 3,68 3,86 4,05 435 4,68 5,03 503 Modal dan Pelayanan
- . ' ' : ‘ " Terpadu Satu Pintu
) L : Dinas Penanaman
123 Nilai Realisasi Investasi (triliun rupiah) 0,693 0,728 0,764 0,821 0,883 0,949 0,949 Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
. . .. Dinas Penanaman
124 | porsentase Kenaikan Nilai Realisasi 26,84 5,00 500 7,50 7,50 7,50 7,50 Modal dan Pelayanan
. Terpadu Satu Pintu
.13 | Kepemudaan dan Olahraga - - . P e
' s Dinas Pariwisata,
131 Jumlah organisasi pemuda 23 p. | 24 24 p. | 24. 24 Pemuda dan Olahraga
N Dinas Pariwisata,
_13.2 ' Jumlah organisasi olahraga 24 25 25 26 2 27 27 Pemuda dan Olahraga
Parat Hierarki Parsivgorginasi
Sekda { sx&wa?ian Pemrakarsa f R
SKP . - RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten )l p 1 KPO/ Bagian Terkait: - _ _
e ————
Kabag 2
Hukum % L. _
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Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . . ondisi Kinerja
i i . Target Capaian Setiap Tahun akhi
No. Folfus/'.fildang Urusan/ Indikator awal periode g p p p'ada <hir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e = ' Dinas Pariwisata,
133 | Jumlah kegiatan kepemudaan 46 48 50 50 52 52 52 Pemuda dan Olahraga
. Dinas Pariwisata,
134 | Jumlah kegiatan olahraga 29 30 30 3 3 33 33 Pemuda dan Olahraga
Gelanggang / balai remaja (selain milik Dinas Pariwisata,
135 swasta) 185 186 186 187 188 189 189 Pemuda dan Olahraga
: Dinas Pariwisata,
13.6 | Lapangan olahraga 171 173 175 176 177 179 179 Pemuda dan Olahraga
' Dinas Pariwisata,
13.7 | Jumlah Pemuda Pelopor 156 158 160 170 180 203 203 Pemuda dan Olahraga
Persentase Cabang Olahraga yang Dinas Pariwisata,
133 berprestasi 60 62 62 63 e & & Pemuda danOlahraga
14 Statistik
141 Buku “kabupaten dalam angka” ada ada ada ada ada ada ada Dinas Komum.kaﬂ dan
Informatika
142 | Buku "PDRB kabupaten” ada ada ada ada ada ada ada Dinas Komuni-kasi dan
Informatika
Jumlah Dokumen Data/ Informasi/ : Dinas Komunikasi dan
143 Statistik Sektoral Yang Dihasilkan 3 3 4 5 6 7 7 Informatika
15 Persandian
151 P:ersentase informasi daerah.yang wajib 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Komuni.ka si dan
diamankan dengan persandian Informatika
16 ‘Kebudayaan
161 :enyelenggaraan festival seni dan 30 32 24 38 40 40 Dinas Pendidikan
udaya
162 gfg::me seniman/ budayawan yang 85 85 90 100 100 100 Dinas Pendidikan
Persentase museum Geosite yang . L
163 - 42 50 60 65 70 75 75 Dinas Pendidikan
. . dikembapokan
Pakat Higrarki —Paratisordinast
SKPD/ Bagiap Pemrakarsa
Sekda bAp Lo P RPIMD KABUPATEN PACITAN 20162021
Asisten , ;KPD! Bagian Terkait; 7 |
Kabag | e 2




Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pad . . ondisi Kinerja
Fokus/Bidang Urusan/Indikator lmlzr] apa da Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No. Kinert awa’ periode . Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
-1 2 -3 4 5 6 - 7 8 9 10
: Persentase penyelenggaraan festival seni o o
164 | danbudaya di Kabupaten Pacitan yang 69 71 73 75 78 80 80 Dinas Pendidikan
difasilitasi
17 Perpustakaan -
171 | Jumlah perpustakaan 162 450 475 500 525 575 575 Dinas Perpustakaan
‘172 | Koleksi buku yang tersedia di 25316 25.816 26316 - 26,816 27316 w86 27.816 Dinas Perpustakaan
perpustakaan daerah : . : . ‘ .
173 Jumlah Pengunjung Perpustakaan ~59.040 77,389 92,389 107.389 122.389 137.389 . 137.389 Dinas Perpustakaan
-18 Kearsipan
18.1 Pengelolaan arsip secara baku 65,80 72,30 79,05 86,05 93,30 100 100 Dinas Perpustakaan
182 | Jumiah peserta peningkatan SDM 192 200 200 200 200 200 200 Dinas Perpustakaan
pengelola kearsipan ‘
183 : | Jumlah Arsip In Aktif yang dikelola - 4.320 Box 4.581 Box 4842 Box 5.183 Box 5.364 Box 5.625 Box 5.625 Box Dinas Perpustakaan
184 Jumlah Arsip Stastis yang Dipelihara 97 Box 123 Box 149 Box 175 Box 201 Box 227 Box 227 Box Dinas Perpustakaan
Persentase PD dan desa yang : ‘ .
185 meneiapkan arsip secara baku 65,89 7336 78,04 83,18 88,32 93,46 93,46 Dinas Perpustakaan
Fokus Pelayanan Urusan Pilihan ' itk Do b e
-1 | Kelautan dan Perikanan .~ SE ' N S S ‘
1.1 Produksi perikanan budidaya (ton) 801,45 881,59 969,75 1066,73 Dinas Perikanan
12 E:":g“ks‘ perikanan kelompok nelayan 10.891,42 11.218,17 11.554,71 11.901,35 12.258,39 12.626,14 12.626,14 Dinas Perikanan
13__| Konsumsi ikan masyarakat 16,26 17,07 17,93 18,82 19,76 20,75 20,75 Dinas Perikanan
P Haar 1 (Kpthea
Sekda SKPD/ Bagian Pemrakarsa ﬁ -
. 372 . RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
Asi S#PD/ Bagian Terkait: o - ‘
sisten y 1. _
Kabag f 2
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Kondisi

k i i Kinerja pada Target Capaian Setia Tahﬁn Kondisi Iii}?erja
No. Fol us/!ildang Urusan/ Indikator awal periode g p P . [{adaa ir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD ‘ - periode RPFJMD
‘ 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 Peningkatan Produksi benih ikan (ekor) 1.480.000 1.628.000 1.790.800 1.969.380 2.166.868 2.383.555 2.383.555 Dinas Perikanan
1.5 Produksi hasil olahan perikanan (ton) 1.398,28 1.468,20 1,541,61 1.618,69 1.699,62 1.784,60 1.784,60 Dinas Perikanan
16 | Cakupan masyarakat perikanan yang 4514,00 473970, | 4.976,69 5.22552 5.486,30 5.761,13 - 576113 Dinas Perikanan
: mandiri (orang) . : ‘ - an .
2 :Pariwisata ' X Py
21 | Jumlah Kunjungan wisata 1.556.000 1.750.000 2,000,000 2:300.000 2.650.000 3.000.000 3.000.000 Dinas Pariwisata,
. Pemuda dan Olahraga
N | . ;oL ' | ‘ ' ‘ Dinas Pariwisata,
2.2 - | Kontribusi PAD dari sektor Pariwisata 6.500.000.000 | 10.035.700.000 12.042.680.000 14.451.225.000 16.681.900.000 21.108.880.000 20.108.880.000 :
‘ - o : : : - Pemuda dan Olahraga
Persentase peningkatan jumlah : : ' Dinas Pariwisata,
23 kunjungan wisata 33 2 53 58 63 67 67 Pemuda dan Olahraga
Persentase pengelolaan destinasi wisata _ Dinas Pariwisata,
24, di Kab Pacitan % 4 50 55 60 63 8 Pemuda dan Olahraga
3 i Pertanian iU T B R
Produktifitas Padi atau bahan pangan - . .
31 atama sektor lainnya per ha (kw//ha) 54,57 54,73 54,86 54,91 55,00 55,00 Dfnas Pertanian
Persentase kontribusi sub sektor . : . .
32 peternakan terhadap PDRB 2,24 217 2,12 2,08 2,03 1,98 1,98 Dinas Pertanian
" | Persentase kontribusi sektor ' . .
33 pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 2,59 2,50 2,45 _ 240 : 234 2,28 2,28 Dinas Pertanian
Persentase kontribusi sektor pertanian ' . .
34 (palawija) terhadap PDRB 13,03 12,62 12,37 12,10 11,81 - 1151 11,51 Dinas Pertanian
Persentase kontribusi sektor perkebunan . .
35 (tana keras) terhadap PDRB 2,53 245 240 234 . 2,29 2,23 2,23 Dinas lfertan;an
Persentase kontribusi Produksi . .
36 kelompok petani terhadap PDRB 2,58 2,?9 2,74 2,68 2,61 255 . 255 Dinas Pertanian
i p— kupan bina kelompok petani 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Pertanian
PhratHierstkd Farat Koordinasi
Sekda { SKPD! Bagian Pemrakarsa f
2 * RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 YZr ¥
Aslsten y _‘S:{PDI Bagian Terkait; SRR :
Kabag 2
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Kondisi Kondisi Kineri
K' er'a ada B B ondisi lner]a
Fokus/Bidang Urusary Indikator ml )2 P d Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No. . awal periode . Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
. 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3g | Pemingkatan Pendapatan PetaniKebun | 55, 595 353,800 | 360166004414 | 370743655028 | 381321305642 | 391321305642 | 400321305642 | 400.321.305.642 Dinas Pertanian
{capaian rata-rata Rp/KK/Tahun) N . o ; ;
Penyerapan tenaga kerja baru di sektor
39 perkebunan (jumlah tenaga kerja 26.534 26733 26.866 27.005 27.140 27.275 27.275 Dinas Pertanian
baru/tahun)
31p | Fersentase peninglatan pertumbuhan 6,70 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20 7,20 Dinas Pertanian
sub sektor sektor perkebunan : :
Penumbuhan sentra sentra komoditas _
3qn | Vilayah pengembangan perkebunan 18 21 2 27 30 33 33 Dinas Pertanian
(jumlah sentra pengembangan - : )
perkebunan)
Produktifitas Tanaman Pangan per . . .
312 hektar padi dan palawija (kw/ha) 90,61 90,72 90,84 90,35 91,02 9i,09 91,09 Dinas Pertanian
313 | Produksi Tanaman Pangan Padi dan 885114 886,251 §67.408 888.455 889.162 §89.804 ' 889.804 Dinas Pertanian
Palawija (Ton) - : .
314 Produksi Hortikultura (Ton) 65.836 71434 77629 84.502 92145 100.663 100.663 Dinas Pertanian
3.15 Produksi Hasil Perkebunan (Ton) 37.482,087 37.632,085 37.780,100 37.932,100 38.082,150 38.232,087 38.232,087 Dinas Pertanian
3.16 Indeks Pertanaman Padi (IP) 1,75 1,75 1,76 1,76 1,77 1,77 1,77 Dinas Pertanian
317 | Persentase diseminasi teknolog 7,56 1743 27.30 37,00 46,70 56,40 56,40 Dinas Pertanian
pertanian pada kelompok tani : . 7
318 | porsentase Peninglatan Kelas Kelompok 2,62 2,97 3,05 3,12 3,19 3,26 3,26 Dinas Pertanian
Cakupan Kelempok Tani yang dilatih . .
319 Teknologi Perkebunan _ 0 0,05 01 0,15 | 0.2 0,25 0,25 Dinas Pertanian
3.20 Produksi daging (kg) 3.247. 446 3.315.028 3.383.995 3.454.397 3.526.263 3.599.625 3.599.625 Dinas Pertanian
3.2t Produksi telur (kg) 498.000 508.361 518.937 529.733 540.754 552.004 552.004 Dinas Pertanian
3.2 Produksi susu (Itr) 21.600 22049 22508 22976 23454 23.942 23.942 Dinas Pertanian
ey By lm%pg:k-noxang.ﬁfsa.r.mkg 85.399 87.176 88.990 90.841 92.731 _ 94.660 94.6§0 Dings Pertanian
Sekda SKPLD/ Bagian Pemrakarsa f .
‘a/ AP E0A . RPIMO KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
Asisten ) ?;{PDI Bagian Terkait: '
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Kondisi _ ondiet Kiner
. . Kinerja pada , ) ondisi Kinerja _ :
No. Fokus/Bidang Urusan/ Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPIMD S . : _ periode RPJMD
| 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.24 Populasi Ternak Potong Kecil (Ekor) 171.213 174.775 178411 182123 185.912 189.780 189.780 Dinas Pertanian
325 Populasi Unggas (Ekor) 1.111.778 1.134.908 .1.158.519 1.182.621 1.207.225 1.232,341 1.232.341 Dinas Pertanian
.3.26 Persentase status kesehatan ternak 87,5 87,7 88 88 88 - 89 89 - Dinas Pertanian
Persentase diseminasi teknologi . .
3.27 peternakan pada petemak 0,84 1,24 1,64 2,4 2,44 2,84 . 284 Dinas Pertanian
328 | Persentase pelaku usaha perkebunan 0 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 2500 . Dinas Pertanian
yang mendapat pembinaan _ : - A
329 | Persentase peningkatan produksi 6,80 5 5 5 5 5 5 Dinas Pertanian
tanaman tembakau
4 ‘Energi dan Sumber Daya Mineral - I
Persentase permohonan izin energi d : " SN = Dinas Penanaman.
;41 o er g B ol e can 100 100 100 100 100 100 7100 - Modal dan Pelayanan
$ y eralyang criayant . : ' ' Terpadu Satu Pintu
' 5 ‘Perdagangan , '
Kontribusi sektor Perdagangan Besar Dinas Perindustrian
51 dan Eceran dan Reparasi mobil dan 1.872.265,70 . 2,328.009,05 2.593.701,86 2.889.602,80 3.219.245,28 3.586.492,40 3.586.492,40 dan Perdaganean
- | Sepeda Motor terhadap PDRB ' ' - o ' - Agangan
52 P?rsent.ase komoditas perdagangan yang 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perindustrian
diawasi peredarannya dan Perdagangan
. { Cakupan bina kelompok Dinas Perindustrian
53 pedagang/usaha informal 125 13,75 15 _ 16,25 175 18,75 18,75 dan Perdagangan
54 | Omset penjualan komoditas unggulan 711M 753 M 795 M 837 M 879 M 921 M 921 M Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
Persentase rata-rata pasar daerah dalam Dinas Perindustrian
55 | kondisi baik 80.25 825 84 85 86 87 87 dan Perdagangan
. : Dinas Perindustrian
56 Eiglelntase Peredaran Barang Kena Cukai 0.21 01 01 01 01 0,1 0.1 dan Perdagangan
Paraf Hicrarki Parat Kcordinasi
SKPD/ Bagian Pemraka '
Sekda Mgﬁxx =a ﬁ RPYMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
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Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada ) ] : ‘ ondisi Kinerja
i i . Target Capaian Setiap Tahun i
No. Fol'< us/?udang Urusan/ Indikator awal periode 8 P P . pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 .| Perindustrian ' ' ' ' _ .
Kontribusi sektor Industri Pengolahan Dinas Perindustrian
71 terhadap PDRB 668 6486 658 71 A 7538 738 dan Perdagangan
Persentase kontribusi industri rumah Dinas Perindustrian
7.2 tangga terhadap PDRB sektor Industri 8034 81,25 81,74 81,93 8207 8221 8221 -dan Perdagangan
. . . Dinas Perindustrian
73 Cakupan bina kelompok pengrajin 3,95 4,1 4,26 441 . 4,56 4,71 4,71 dan Perdagangan
' Jumlah Industri Kecil menengah dan ' : Dinas Perindustrian
74 kerajinan 11,347 11.597 11.857 12127 12,407 12,697 12,697 dan Perdagangan
75 Persentase Pertumbuhan Industri 39 2,20 224 2,27 2,30 233 233 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
-8 Ketransmigrasian
8.1 Persentase transmigran swakarsa 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 66,67 Dinas Kop erast dan
- Usaha Mikro
8.2 Persentase transmigran yang 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan
" ditempatkan ‘ . Usaha Mikro
‘Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan  ~ - .0 e, Lo S R g L f&;w‘ b e
1 Perencanaan Pembangunan '
1.1 Tersedianya dokumen perencanaan ada ada ada ada ada : ada Ada Bappeda
' RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA :
Tersedianya Dokumen Perencanaan .
1.2 RPJMD yg telah ditetapkan dgn ada ada ada ada ada ada Ada Bappeda
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan _
13 RKPD yg telah ditetapkan dgn =~ ada ada ada ada ada ada Ada Bappeda
PERKADA
Paraf Mierarki Paraf Koordinasi
SKPD/ Bagian Pemrakarsa
Sekd i .
ekda { B’ﬂ EDA éﬁ RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
Aslsten p ?KPDI Bagian Terkait:
Kabaa b A
£ Hukum J_(%_ Yo




INDIKATOR KINERJA DAERAH
Kondisi _ Kondisi Kinerl
, . Kinerja pada _ ] . ondisi Kinerja |

No. Fokus/Bidang Urusany Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun | pada akhir Perangkat Daerah

_ Kinerja Pembangunan Daerah = . RPJMD . . : T . | periode RPJMD

o o 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 : : 3 4 5 : 6 7 8 - 9 10

: Persentase Keselarasan Program RPJMD | . ‘ ‘ '

15 | Kedalam RKPD 100 - 100 100 100 100 100 100 Bappeda

Persentase dokumen dan data . : . .
1.6 perencanaan bidang pemerintahan dan 35,56 52,94 64,71 - 7647 88,24 100 100 : Bappeda
kesejahteraan rakyat yang dihasilkan ' :

Persentase dokumen dan data o : '
1.7 perencanaan bidang perekonomian yang 38,98 59,32 69,49 79,66 89,83 100 100 Bappeda
dihasilkan : : : : : -

Persentase dokumen dan data ‘ _ . 7 o
1.8 Pengembangan Wilayah Strategis dan 26,67 46,67 60,00 - © 73,33 86,67 100 100 - 1 Bappeda
~| Cepat Tumbuh (K5CT) yang dihasilkan : :

Persentase dokumen dan data

1.9 perencanaan bidang prasarana wilayah 50,70 ' 66,20 74,65 83,10 91,55 100 100 Bappeda
dan SDA ' ' : .
©0200 {Keuangan oo Dol oo e R 1o R
- . ' ' Badan Pengelolaan
2.1 Eel:::xAl:':dclltaEfal; terhadap Laporan WIP WIP WIP WTP WIP WTP  WIP Keuangan dan Aset
& . Daerah '
‘ Badan Pengelolaan
22 | o barang/ sset dacrahyang 100 100 100 100 100 100 100 Keuangan dan Aset
&l Daerah
' ' Badan Pengelolaan
23 | Cakupan pendapatan daerah 1,3 1,4 15 1,6 1,7 - 18 1,8 - Keuangan dan Aset
. _ _ ‘ : — : Daerah
3. - | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan < - S ' _
A ' ' Badan Kepegawaian,
31 geg:tntase aparatur yang mengikuti 18,56 2539 52,84 68,52 84,26 100 100 Pendidikan dan
Parpt Hierarki Parat Koardinasi Pelatihan Daerah
Sekda ,{ SKPDY Bagiaggzmmkgrsa ;_ ‘
SKPD/ B I ' : . RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 £2&¥#] :
: SR agian Terkait: _ ‘ _
Asisten ): 1 .
Kabag 2
Huk‘gm P R




Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada . . ondisi Kinerja
i i . Target Capaian Setiap Tahun i
No. Folfuslpldang Unisary/ Indikator awal periode g p P [:\ada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
| 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Yo Badan Kepegawaian,
3 | Fersentase peningkatan kedisipiinan 8,79 20,00 40,00 60,00 80,00 100 100 Pendidikan dan
paratur . . Pelatihan Daerah
- . . Badan Kepegawaian,

33 | Persentase administrasi kepegawaian 1946 33,87 51,34 67,25 83,61 100 100 Pendidikan dan

yang diselesaikan tepat waktu .
Pelatihan Daerah
4 Penelitian dan Pengembangan
Persentase kelitbangan / Inovasi Daerah
(Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, : -

41 | Perekayasaan, Penerapan, 95 95 95 95 9% 9% 9% Pz:daef‘nl;:“eg“%‘ da:h
Pengoperasian Evaluasi Kebijakan Dan g ngan Daer
Diseminasi) Yang Dimanfaatkan

5 Pemerintahan Umum
. . . : Dinas Penanaman
5.1 il:te:lj _mf_OI_lI:aSl_PeIaya:a:‘aienlman ada ada ada ada ada ada ada Modal dan Pelayanan
T adiministrasi pemertn Terpadu Satu Pintu
Cakupan sarana prasarana perkantoran Dinas Pemberdayaan

5.2 pemerintahan desa yang baik 35,67 %7'37 5322 59,06 64,91 70.76 70.76 Masyarakat dan Desa

5.3 Sistem Informasi Manajemen Pemda 3 3 11 17 21 25 25 Sekretariat Daerah

54 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah

5.5 Persentase PD yang menerapkan SOP 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah

56 |Dersentase Lelembagaan Organisasi 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
Perangkat Daerah yang tepat fungsi

57 |FPersentase kebijakan  pemerintahan 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
umum yang diterbitkan

5g | Ketepatan wakiu Pe“’(“s““a:_dhw;a“ <90 hari < 90 hari <90 hari <90 hari <90 hari <90 hari <90 hari Sekretariat Daerah

Parkt Hierarkg, ] P{YClergpprpemeriMahandagra

Sekda { SKP&?@ emirakarsa f .
Asisten / 1Si(POlBagian Terkait:
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Kondisi Kond
. Kineri d . . o ondisi Kinerja
: Fokus/Bidang Urusany Indikator mtler]a Pada Target Capaian Setiap Tahun “pada akhir \ '
. No. . awal periogie : . Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD - _ : : . periode RPJMD Lerang!
o R " 2015 2017 2018 2019, 2020 2021 (2021) R
1 _ 2 3 .4 5 6 7 8 9 10
Persentase regulasi penyelenggaraan c B
3.9 pemerintahan desa 1053 26,32 4211 63,16 84,21 100 100 Sekretariat Daerah
Persentase - tertib administrasi .
5.10 pembangunan . 100 _ IOQ 100 100 100 100 100 Sekreta_nat Daerah -
E11 Persentase fasilitasi pengadaan barang 40 60 70 80 90 100 - o
' dan jasa melalui ULP ' _ 100 Sekretariat Daerah
Cakupan = perjanjian kerjasama yan, ' S ' L
52 | Ganeant ) yang 10 60 70 80 90 100 100 Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan bidang : )
5.13 perekonomian yang diterbitkan 18,92 45,95 59,46 72,97 86,49 100 100 Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan bidang sumber _ :
5.14 daya alam yang diterbitkan o 14,29 42,86 57,14 | 7143 85,71 100 100 . Sekretariat Daerah
Persentase kebijakan bidang ' ]
515 kesejahteraan rakyat yang diterbitkan 14,29 142586 57,14 7143 85,71 100 - 100 Sekretariat Daerah
lah  kejadi terkait  konflik ‘ '
5.16 {:e:lg:maan gadian Tl 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Daerah
517 g«lersentase produk hukum daerah yang 45,57 63,72 7279 81.86 90,93 100 100 Sekretariat Daerah
itetapkan ‘ , - :
518 | Keterpaduan program pemerintah 140 kali 200 kali 225 kali 240 kali 245 kali 250 kali 250 kali Sekretariat Daerah
Persentase penyampaian informasi
5.9 | tentangcukai kepada masyarakat dan/ 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
pemangku kepentingan
Persentase pengawasan dan
520 penyelesaian hasil pemeriksaan : Inspektorat
- Pengawasan sebagaimana target PKPT ,
/ Non PKPT 100 100 100 100 100 100 100
- Penyelesaian tindak lanjut hasil :
pemeriksaan N 90,16 90,50 9 91,50 92 92,50 92,50
Paraf Rierarki Paraf Koordinasl

sekda | =5~

SKPDég‘a)géaélgsmrakarsa f X

ﬂ,;;'sjjten f
| v

Kabag K
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Kondisi Kondisi Kineri
Kinerja pada ] ) Kondisi Kinerja
Fokus/Bidang Unusary Indikator 1 2P d Target Capaian Setiap Tahun pada akhir
No. N awal periode _ . Perangkat Daerah
_ Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD , periode RPJMD R ‘
| 2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase pemeriksa pengawasan Yaing
. 521 mendapat pendidikan dan pelahhan 42,50 45 47,50 50 52,50 55 55 Inspektorat
teknis pengawas
522 Persentase pedoman sisdur Pengawasan 87,50 22 555 7 888 100 100 Inspektorat e
yang disusun
523 | Persentase penyelesaian pengaduan 100 100 100 100 100 100 100 Inspektorat
masyarakat ,
524 | persentase raperda yang ditetapkan 58,62 7241 7931 8621 9310 100 100 Sekretariat DPRD
Persentase pembmaan terhadap I.SM : : :
5.25 Ormas, OKP dan Partai Potitik 100 100 100 100 - 100 100 100 Badan Kesbangpol
Persentase penduduk yang
5.26 mendapatkan pembinaan wawasan 19 5,84 7,79 9,74 11,69 13,63 13,63 Badan Kesbangpol
kebangsaan -
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat : - .
527 Kecamatan B B B B B B B Sekretariat Daerah
Persentase Waktu Pelayanan
5.28 Administrasi Umum Yang Tepat Waktu 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian-
11 Pengelmmn konsumsi rumah tangga per 64112 671,40 639,69 643,82 647,98 652,17 652,17 Dinas Komuru-kam dan
kapita Informatika
12 | Pengeluaran konsumsinon pangan 1.372.651 1.464,155,20 1.366.551,11 1.375.382,01 1.384.269,98 1393.215,38 139321538 | Dinas Komunikasidan
perkapita Informatika
2 Pertanian o
2l Nilai tukar petani 103,53 104,87 105,55 106,23 106,92 107,61 107,61 Bappeda
Paraf Hierarki— Parat-Koordinast
SKPD.' agian Pemrakarsa f
Sekd . .
il { = Pﬂfi péDT ” " RPJMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021 m
, agian Terkait:
Asisten /’ ) 1
Kabag 2
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. . Kondisi . . : Ciper
P idar ikator - Kinerja pada ' Target Capaian Setiap Tahun Kond:u I]?}?'erl-a' SR ‘
No. -Fol.cus/!?udang Urusary Indikator awal periode 4 .P P _ pada akhir Perangkat Daerah
Kinerja Pembangunan Daerah RPJMD periode RPJMD
2015 2017 2018 2019 2020 (2021)
1 2 3 4 5 7 9 10
;Fokus Fasilitas Wllayah/Infrastuktur ey R L s apiden
1. | Pethubungan " v e 3. 1 &y
14 l:asw panjang jalan per Iumlah 39,82 40,61 41,43 31 - 4396 43,96 - Dinas Perhubimgan
endaraan
12 |Jumlahomang/barang yang terangkut | 10.874.146 11.146.000. 11.480.380 11.709.987 - 11.944.187 12.242.792 12.242792° Dinas Perhubungan
angkutan umum hy ‘ S : S .
;+ 27| Penataan Ruang " =~ ¥ BT T TR
21. | Ketaatan terhadap RTRW 77,00 79,00 81,00 83,00 85,00 87,00 87,00 Dinas Peketjaan Umum
' etaatan ter P ’ T ’ o ’ : dan Penataan Ruang
o .. o o : ' ; Dinas Pekerjaan Umum
2.2, Luas wﬂayah produ_ktlf 20,2? i , 20,22 : 20,22 _20,227 120,22 . 20,22 29,22 . dan Feuataan Ruang
: . . . . : . ; Dinas Pekerjaan Umum
23 Luas w11layah mdustp - 17,01 21736 2393 26,81 30,04 33,66 33,66 dan Penataan Ruang
. “o : : Dinas Pekerjaan Umum
| 2.4 Luas wilayah kebanp;an . | 7,38 7.33 ‘ 7,28 7.23 ] 7,18 ‘7,1.3 _ 7,13 " dan Penataan Ruang
o o ) - : 5 e Dinas Pekerjaan Umum
25 Luas wilayah kekermgan , . 1_9,05 18,03, 17.54 17,07 16,60 16,15 16,15 dan Penataan Ruang
. : - ' ' Dinas Peketjaan Umum
26 Luas wilayah perkotaan 95 9,5 79,5‘ o 9,5 9.5 9,5 95 dan Penataan Ruang
3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawéia'h' dan Persandian” _
. . - ' Dinas Koperasi dan
31 Jenis dan jumlah bank dan cabang 10 11 12 .13_ 13 14 14 Usaha Mikro
30 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi 3 4 ' 4 5 5 ' 6 6 Dinas Koperasi dan
) dan cabang L o , - T Usaha Mikro
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Kondisi s ‘ Kondisi Kinerj
iy ] Kinerja pada o ) ) ' ondisi Kinerja - :
No. F;J(l.cusfpldang Urusan/ Indikator awal periode Target Capaian Setiap Tahun p.ada akhir Perangkat Daerah
inerja Pembangunan Daerah RPJMD periode REJMD .
2015 2017 2018 2019 2020 2021 (2021)
1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 : 10
33 Jenis, kelas, dan jumlah restoran 21 23 2% 29 33 37 a7 Badan Pendapatan
Daerah
34 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ 29 30 31 31 32 33 33 Badan Pendapatan
hotel : Daerah
Fokus Iklim Berinvestasi -~ . 6 500 0 oo U R ‘ N RERERIN a
1 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian = - \ e S
1.1 Angka kriminalitas 16 14 14 13 12 11 11 SATPOL PP
1.2 Jumlah demo 7 5 4 4 3 3 3 SATPOL PP
13 Jumlah dan macam pajak daq retribusi 12 12 12 12 12 12 12 Badan Pendapatan
daerah : Daerah
i’ersentase Penyelenggaraan Pelayanan ' Dinas Penanaman
14 > ye enggare 4 100 100 100 100 100 100 100 Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu -
Terpadu Satu Pintu
Lama proses izin usaha Penanama Dinas Penanaman
15 Modalp(hari ke 1'a)u " 5 5 5 4 3 3 3 Modal dan Pelayanan
2 Terpadu Satu Pintu
Jumlah Perda / Perbup dan kebijakan " ‘ Dinas Penanaman
16 P | g 4 4 5 6 6 6 6 Modal dan Pelayanan
yang mendukung iklim investasi Terpadu Satu Pintu
Fokus Sumber Daya Manusia S
1 | Ketenagakerjaan
. : Dinas Koperasi dan
11 Rasio lulusan 51/52/53 552 563 574 585 596 607 607 Usaha Mikro
12 | Rasio ketergant 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 Dinas Koperasi dan
sio rgantungan ! ! ’ B ’ ! ’ Usaha Mikro
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— PEDOMAN TRAN'SiSl DAN KAIDAH PELAKSANAAN

BABX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk
dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

- Selanjutnya RKPD tersebut dijadikén sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Pacitan |

Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan penyusunan Rancangan RKPD
Tahun 2022 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perumdang-undangan, dengan
salah satu agenda yaitu menyelesaikan masalah-masalah pembanguman yang belum seluruhnya

tertangani dan terselesaikan sampai dengah Tahun 2021, selain masalah-masalah pembangunan

- yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemermtahan Tahun 2022,

Penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebljakan RPJPD
Kabupaten Pacitan 2005-2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN, Hal
ini untuk menjaga keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Pacitan dengan

pembangunan Provinsi Jawa Timur.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling
lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 ini
dijadikan pedoman bagi perangkat daerahrdalam penyusunan.Renstra perangkat daerah, Dalam
pelaksanaannya, RPJMD dan Renstra perangkat daerah akan dijabarkan kedalam RKPD yang
memuat program dan kegiatan pembangunén tahunan. Sélanjumya RKPD digunakan sebagai
pedorﬁan dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk
tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021. _

Beberapa kaidah pelaksanaan RPIMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang perlu diperhatikan,

sebagai berikut: ‘

1. S_etlap perangkaf daerah di Kabupaten Pacitan berkewajiban untuk menyusun Renstra
perangkat daerah yang memuat tujuan, sasar:;n, program dan kegiatan pembanglmaﬁ sesuai
dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021. Bila
ada penetapan perangkat daerah yang baru setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya
Perda RPJMD ini, maka akan d11akukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

2. RPJMD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra perangkat
daerah. Oleh karena itu, perangkat daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD
dengan Renstra: perangkat daerah. Dalam rangka mehingkatkan efektifitas pelaksanaan

RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap penjabaran RPJMD ke
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3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman

penyusunan Rencana Ketja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021;
4 Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakah dokumen yang dijadikan bahan N

penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD

Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat progfam dan kegiatan yang tidak sesuai dengan °

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan’ o

diatur lebih lanjut sesuai dehgan peraturan penimdang-undangan;
5. Dalam rangka merﬂngkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021,
maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama
5 (lima) tahﬁn. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengéndalian dan evaluasi terhadap ¥
pelaksanaan RPJMD danRKPD; | ' '
6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat; | 7 |
7. DPRD Kébupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah | -

. . Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan.

Parat Hierarki Paraf Koordinasi 1 ' -
Sekda SKP lan Pemrakarsa /f ' B
.4 %EEED : © RPIMD KABUPATEN PACITAN 2016-2021
Asisten 7: ;SKPD!Bagiar_:Terkail: v _ '
Kabag [ tf 2
"Mﬂm L“L:'a‘n?:;‘u:;m_—u-—_._




| [nee———w

3. RPJMD merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 sampai dengan 2021;

4. Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Pacitan merupakan dokumen yang dijadikan bahan
penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD
Kabupaten Pacitan. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan
Peraturan’ Daerah dan Peraturan Kepala Daerah inj, termasuk pendanaannya, maka akan
diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021,
maka akan dilaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJMD melalui pelaksanaan RKPD selama
5 (lima) tahun. Bappeda berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi tethadap
pelaksanaan RPJMD dan RKPD; |

6. Bupati Pacitan wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;

7. DPRD Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah
Tentang RPJMD Kabupaten Pacitan.
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